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Menerima naskah dengan latar belakang seiarah periuangan serta
perkembangan kemiliteran di Sulawesi Selatan sebuah kebahagian
kami sebagai penerbit yang berada dilingkup akademis, Seiarah dalam
kemiliteran lndonesia khususnya mengkaii dinamika di Sulawesi
Selatan, memberikan gambaran betapa pentingnya peranan militer
dalam pembangunan pasca kemerdekaan.

Tahap-tahap dinamika tergambar dengan jelas dari penggalian ilmiah
terhadap subtansi perjuangan membela kepentingan rakyat. Begitu
pentingnya peranan militer dalam mempersatukan Negara Kesatuan
Republik lndonesia, tidak hanya dari pergerakan di Barat lndonesia,
dalam buku ini tergambar dengan ielas bagaimana Makassar menladi
penggerak persatuan untuk wilayah timur Indonesia.

Para peneliti Balai Pelesatarian Budaya (BPNB) Sulawesi Selatan
memberikan gambaran secara ilmiah terhadap periuangan serta
aktivitas militer di daerah ini. Kekuatan tema dan keselarasan naskah
menjadikan buku "DINAMIKA KEMILITERAN: dari Kelaskaran hingga
Batalyon 710 di Sulawesi Selatan" sebuah dokumentasi abadi serta
diharapkan menjadi rujukan terhadap tulisan-tulisan serupa dikemudian
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hari. Penggabungan berbagai prespektif terlihat dari 3 tulisan yang

tersaji dalam buku ini.

Besar harapan buku ini menjadi manfaat serta berguna bagi bangsa

dan negara. Keriasama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi

Selatan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan akan memperkaya

aspek akademik dan informasi kepada masyarakat luas.

Penerbit,

UNHAS PRESS
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I
PENDAHULUAN

Proklamasi kemerdekaan belum lama diraih, rakyat Sulawesi
Selatan baru saja merasakan kebebasannya dari kerasnya penjajahan
yang dilakukan oleh Jepang. Namun keadaan di Sulawesi Selatan tidak
berlangsung lama, setelah Jepang menyatakan diri kalah dalam Perang
Pasifik, maka pasukan Sekutu selanjutnya mendapat tugas untuk:

1. Membebaskan secepat mungkin tawanan perang ( Allied Prioners
of Wdr dnd lnlernees disingkat APWI).

2. Melucuti tentara Jepang yang telah menyerah, dan mengirim
mereka ke pelabuhan (deportasi) agar secepat mungkin
diberangkatkan ke Jepang.

3. Menciptakan ketertiban hukum dan keamanan, sehingga dapat
di wuiudkan penyerahan kekuasaan yang tertib dari kekuasaan
militer Sekutu kepada pemerintah sipil, dari penguasa yang sah
berkuasa diwilayah itu (Agung, 1985:4)

Selak diketahui bahwa di antara tentara Australia yang datang ke
Makassarsebagai pasukan Sekutu, terdapat personil Nederldndlndie Civil
Administrdtion (NICA). Kenyataan itu mendorong rakyat yang berada
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di Kota Makassar terdorong melancarkan protes dengan melakukan

demonstrasi dan pengibaran Bendera Merah Putih pada 27 September

1945 (Harvey, 1989:135). Kehadiran NICA bersama rombongan tentara

Australia menimbulkan geiolak baru dalam kehidupan kaum politikus

di Makassar.

Pada dasarnya setelah diketahui dengan pasti bahwa Nl(A datang
ke Makassar bersama tentara Sekutu yaitu Australia, sebagai pasukan

yang bertugas untuk menyelesaikan urusan-urusan Perang Pasifik

di Sulawesi Selatan, Pemuda peiuang yang biasanya melakukan
perlawanan sendiri-sendiri di wilayah masing-masing, kali ini dengan

kebulatan tekad membentuk satu kelaskaran yang dimaksudkan

sebagai persiapan kekuatan untuk menghadapi tentara yang bernaung

di bawa Sekutu. Pasukan ini berusaha memulihkan kembali kedudukan

kekuasaan Kolonial Belanda di bumi lndonesia pada umumnya dan di

Sulawesi Selatan pada khususnya, sekaligus untuk mempertahankan

kemerdekaan Republik lndonesia. Kegiatan mendirikan organisasi

kelaskaran bertambah meningkat setelah teriadi gerakan pemuda

di Makassar pada :9 Oktober 1945 untuk merebut Pos-pos strategi
yang diduduki oleh NICA yang berhasil digagalkan oleh pasukan tentara
Australia (Kadir, dkk, t984: t35).

Di Polombangkeng, jauh sebelum Peristiwa gerakan pemuda

Makassar telah berdiri organisasi pemuda. Pembentukan organisasi

pemuda di daerah ini berkat dorongan yang diberikan oleh pemuda-

pemuda yang datang dari Makassar untuk mengorbankan iiwa dan

semangat periuangan menentang NICA. Dalam suatu pertemuan yang

diselenggarakan di Polombangkeng, pada 15 Oktober 1945, berhasil
dibentuk satu organisasi periuangan yang dinamakan Angkatan

Muda Bajeng, yang sering juga di sebut Gerakan Muda Baieng (GMB).

Organisasi ini dipimpin oleh Karaeng Polombangkeng, H. Paionga Daeng

Ngalle dan sebagai Wakil Ketua H. Makkaraeng Daeng Maniarungi
(Kadir, dkk, r984r38).

Jadi dapat dikatakan bahwa seluruh pelosok daerah di Sulawesi

Selatan, rakyat bangkit dan berjuang untuk memPertahankan
Proklamasi Kemerdekaan. Ini terbukti dengan berdirinya berbagai

organisasi kelaskaran di daerah-daerah sebagai wadah kekuatan

militer untuk membendung dan membinasakan NICA yang berusaha
menghidupkan kembali pemerintah dan kekuasaan Kolonial Belanda.

Penangkapan Dr. Ratulangi dan selumlah Staf Pusat Keselamatan
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Rakyat (PKRS), yang dilakukan oleh NICA pada 5 April 1945, karena
dianggap pemerintahan lokal di Sulawesi Selatan mendukung
sepenuhnya kedudukan Ratulangi sebagai gubernur yang resmi bagi
Provinsi Sulawesi Selatan. Di lain pihak, kelaskaran yang selama ini
bertuiuan secara terpisah di daerah masing-masing, dengan bertujuan
yang sama untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan
dan menghancurkan rencana NICA yang hendak menegakkan
kembali kekuasaan dan Pemerintah Kolonial Belanda dan berusaha
mengorganisasikan kesatuan komando dalam suatu wadah (Arfah,
dkk, r99t: 88).

Untuk mewujudkan rencana men),atukan kelaskaran-kelaskaran
di setiap daerah untuk dibentuk dalam satu wadah, maka diusahakan
suatu pertemuan pimpinan-pimpinan kelaskaran. Pertemuan pertama
di laksanakan di Komara pada 15 Juli 1945. Hadir pada pertemuan ini
adalah pimpinan KRIS Muda Mandar, M. RiriAmin Daud: PPNI Makassar
Amiruddin Muchlis, Harimau lndonesia Bahang, Amris Selayar Daeng
Bonto, dan Gerakan Tanete Soppeng diwakili oleh Ali Malaka. Dari
pertemuan ini dicapai kata sepakat membentuk organisasi kelaskaran,
yang kemudian dinamakan Laskar Pemberontakan Rakyat lndonesia
Sulawesi(LAPRIS) seterusnya disebut di singkat LAPRlS, yang dibentuk
pada 17 Juli 1945 (Kadir, dkk, 1984: 151).

Setelah LAPRIS terbentuk, kegiatan kelaskaran lebih terkoordinasi
dan lebih kuat serta tidak lagi bergerak sendiri-sendiri. Pada dasarnya
periuangan yang dilaksanakan oleh kelaskaran-kelaskaran dalam usaha
untuk mempertahankan kemerdekaan Republik lndonesia, mendapat
dukungan dan bantuan sepenuhnya dari rakyat (Arfah, dkk, t99t:
loo). Menurut R.W. Mongisidi dalam laporan tertanggal 5 Januari
1947, bahwa lapisan masyarakat pada umumnya menghendaki Negara
Kesatuan lndonesia dalam bentuk Republik (Kadir, dkk, 1978:161).
Karena itu rakyat senantiasa mendukung dan memberikan bantuan
bagi setiap kegiatan LAPRIS.

Bertolak dari uraian singkat itu, maka kajian ini dimaksudkan untuk
mengungkap dan menlelaskan peranan LAPRIS dalam perjuangan
mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan di Sulawesi Selatan,
Banyak karya sejarah yang silih berganti di tulis, akan tetapi yang
membahas mengenai organisasi perjuangan lebih spesifik masih
kurang. Dengan alasan tersebut maka kajian ini dapat menambah
khasanah tulisan seiarah agar kiranya dapat meniadi bahan bacaan dan



mudah-mudahan menambah referensi ilmu seiarah. Sangat diharapkan

dengan adanya tulisan ini dapat membangkitkan semangat iuang dari
generasi muda dan semakin (inta kepada tanah air. Selain itu dengan

kehadiran kaiian ini dapat mengungkap kembali peristiwa-peristiwa
yang teriadi dalam mempertahankan kemerdekaan agar daPat meniadi

informasi dan masukan bagi pembaca bagaimana para peiuang dahulu

rela berkorban iiwa raga demi tanah air. APalagi era sekarang ini rasa

itu sudah mulai pudar, karena lebih banyak yang mementingkan diri

sendiri atau golongan, tanpa melihat betapa berartinya kebersamaan,
persatuan demitegaknya bangsa dan negara.

SELAYANG PANDANG SULAWESI SELATAN

Sekilas daerah Sulawesi Selatan
Apabila diperhatikan pada peta lndonesia tentang Pulau Sulawesi

bentuknya seperti huruf K dan sangat menarik iuga letak pulau ini
yang berada di tengah-tengah, yaitu di sebelah barat terdapat Pulau

Kalimantan dan Pulau Sumatra di sebelah timur terletak Kepulauan

Maluku dan lrian Jaya. Kota Makassar seakan-akan titik pusat lndonesia,

oleh karena itu sejak dahulu pusat kota terbesar di Sulawesi ini amat

strategis.

Daerah Sulawesi Selatan yang dimaksud dalalm kajian ini adalah

berdasarkan batasan wilayah pemerintahan administratif sesuai

Undang-Undang No.47 tahun 1960 (PP No. 7), Daratan daerah
Sulawesi Selatan hampir seluruhnya dikelilingi oleh laut. Di sebelah

barat Selat Makassar, di sebelah selatan Laut Flores dan Teluk Bone di
sebelah timur, lebih ke timur lagi terdapat daratan Sulawesi Tenggara.

Batas daratan terdapat di sebelah utara, yakni pegunungan Verbeek

dan Fennema, yang memisahkan Sulawesi Selatan dengan provinsi

tetangganya, Sulawesi Tengah. Seiak 192o-an terdapat hubungan lalu

lintas darat yang menghubungkan Sulawesi Selatan dan Sulawesi

Tengah (Pawiloy, t 987:t 5).

Sulawesi Selatan termasuk daerah beriklim tropis dan mengenal
hanya dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, temperatur
dan tekanan udara daerah ini tidak menunlukkan fluktuasi yang besar'
Musim hujan berlangsung antara September hingga Desember pada
waktu akhir tahun, dan dari Januari hingga April pada waktu awal

tahun. Pada dasamya curah hujan umumnya tinggi, yakni antara looo
mm - Jooo mm per tahun, rata-rata temperatur sepaniang tahun
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26'C atau 27'C dengan maksimum temperatur J2"C dan minimum
temperatur 18'C, temperatur di daerah pegunungan bergantung pada

letak ketinggiannya. Tiap-tiap ketinggian 1oo meter di atas permukaan

laut, temperatur turun o,6"C, perbedaan antara temperatur tertinggi
dan terendah sepanjang hari rata-rata antara 5-8'C (Mattulada, 1985:

21),

Sulawesi Selatan Sebelum Kemerdekaan
Menjelang r93o-an, ketika di daerah mulai berkembang organisasi-

organisasi sosial dan politik, pemerintah mulai mempertimbangkan
kekuatan bangsawan "kekuatan-kekuatan nisbi" yang selama ini

berhasil ditekan dan dipendam. Pemerintah mulai mendekati kelompok

itu untuk menialin hubungan keriasama. Pada 1931 bekas Keraiaan Bone

dipulihkan kedudukannya meniadi daerah kekuasaan berpemerintahan

sendiri. Pada 1938 bekas Keraiaan Gowa luga dipulihkan kembali

kedudukannya dan dijadikan sebuah keraiaan atau daerah yang

berpemerintahan sendiri (Kadir, dkk, 1984: 6o),

Berdasarkan laporan-laporan pemerintahan menyangkut

perkembangan organisasi politik di Sulawesi Selatan, tampak bahwa

legiatan kepartaian berkenan di hatirakyat sebagaiwadah perjuangan'

Itulah sebabnya tidak terjadi perpecahan dari organisasi politik yang

berorientasinasionalisme, permasalahan terletakpada sikap keriasama

dan tidak mau bekerjasama dengan pihak Pemerintah Hindia Belanda'

Kegiatan organisasi Pergerakan nasional kemudian dibekukan

oleh pihak Pemerintah Pendudukan Jepang, ketika mereka berhasil

mengambil alih wilayah Hindia Belanda dari tangan Belanda pada t94z

(Kadir, dkk, 1984: 58). Sistem Pemerintahan yang dicanangkan Jepang

memberikan petunjuk bahwa kehadiran Jepang bukan untuk membela

akan tetapi menggantikan kedudukan pemerintah colonial Belanda'

Semua iabatan yang dahulu diiabat oleh pegawai berkebangsaan

belanda sekarang merupakan tempat bagi peiabat berkebangsaan

Jepang. Dengan dimikian sistem pengawasan kolonial yang diterapkan

p.rn"iint.h -Hindia 
Belanda iuga berlaku pada periode pemerintahan

jepang. Namun demikian untuk menetralisir dirinya agartidak dianggap

seLagai penlalah, pihak Jepang melancarkan teori saudara tua dan

saudlra muda. Dengan maksud agar dapat menarik simpatik rakyat,

karena akan merasakan bahwa mereka satu keluarga dengan 'Jepang'

Jepang sebagai saudara tua berkewaiban memimpin rakyat lndnesia

yang rierupalan saudara muda ke arah kemaiuan, karena dibutuhkan
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ke(asama. Walaupun demikian nampak bahwa perubahan slogan dari
Nippn lndonesia sama-sama menladi Nippon lndonesia sama-sama
menjadi Nippon Sudara Tua telah menimbulkan kecurigaan rakyat
terhadap maksud baik yang selalu didengungkan oleh pihak Jepang
(Kadir, dkk, 1984: 76).

Tampaknya usaha Jepang tidak berhasil memadamkan rasa
permusuhan yang membara dalam diri penduduk, yang pada kondisi
tertentu akan meledak sebagai tindakan perlawanan. Di Unra sebuah
desa yangletaknya kurang lebih r5 km ke sebelah barat KotaWatampone,
pecah pemberontakan pada 1943 menentang petugas-petugas yang
diperintahkan oleh Jepang mengambil hasil produksi pangan mereka.
Akibat pemberontakan itu sejumlah aparat meninggal, di antaranya
seorang anggota pemangku adat (dde' pitue) Bone yaitu Andi Abdullah
Arung Ponceng. Peristiwa itu memaksa Andi Mappanyukki, raia Bone
turun tangan untuk menghindari pertempuran (Kadir, dkk, r984:
78). Kenyataan-kenyataan dialami dalam Perang pasifik ternyata
mempengaruhi kebijaksanaan pemerintahan tentara pendudukan
Jepang di lndonesia. Usaha pertama yang dipikirkan adalah memikat
pemuda-pemuda lndonesia untuk dididik dalam bidang kemiliteran,
dan bersedia membantu tentara Jepang membendung gerak pasukan
Sekutu untuk mengakhiri Perang Asia Pasifik di Kepulauan Jepang.

Pada 1944 kedudukan pertahanan tentara Jepang dalam perang
Pasifik menjadi goyah, sementara pihak Sekutu mencatat kemenangan-
kemenangan gemilang yang dicapai di Pasifik. Bahkan pada tahun itu
serangan-serangan Sekutu telah mencapai bagian wilayah lndonesia,
di saat-saat itu pihak Jepang semakin giat mempersiapkan pemuda-
pemuda untuk dapat memberikan bantuan dalam menghadapi serbuan
Sekutu. Di pihak lain, pemerintah .Jepang berusaha menggugah
simpatik rakyat untuk membantu Jepang, dengan memperdengarkan
ianjikemerdekaan yangielasdinyatakan dalam sidangistimewa Teikoko
6ikai (Parlemen Jepang), yang ke-85 di Tokyo pada 7 September r944.
Dalam sidang itu Perdana Menteri Jepang Kaiso (pengganti perdana
Menteri Toio) mengumumkan pendirian pemerintah Jepang, untuk
memberikan kemerdekaan kepada bangsa lndonesia kelak dikemudian
hari (Kartodirdio, dkk, r98:: r5).

Di saat itu pihak .lepang semakin giat menggalang dan
mempersiapkan pemuda-pemuda untuk dapat memberikan bantuan
dalam menghadapi serangan Sekutu. Tampaknya ianji pemberian
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kemerdekaan dengan tambahan kelak di kemudian hari dapat diulur
jauh ke masa depan. Namun kenyataan kekalahan tentara Jepang
cukup merisaukan pertahanan Jepang dalam menghadapi sekutu.
Karena itu di pihak Jepang berusaha untuk merangkul kaum nasionalis,
agar membantu memenangkan Jepang dalam perang pasifik.
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Awal Terbentuknya LAPRIS
Seluruh pelosok daerah disulawesiselatan pada 1945 rakyat bangkit

dan beriuang untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan. Hal ini
dibuktikan dengan berdirinya berbagai organisasi kelaskaran di daerah-
daerah sebagai wadah kekuatan militer, untuk melawan NICA yang
berusaha menghidupkan kembali pemerintah dan kekuasaan Belanda.

Dengan penangkapan pimpinan pKRS, Dr. Ratulangi dan sejumlah
staf PKRS oleh pihak NICA pada S April i946, dianggap akan dapat
mengurangi perlawanan rakyat Sulawesi 5elatan. pemikiran ini
didasarkan oleh kenyataan bahwa seluruh pimpinan pemerintah lokaldi
Sulawesi Selatan mendukung sepenuhnya kedudukan Ratulangi. Selain
itu, luga dipandang sangat berarti bagi pergolakan rakyat di daerah ini
untuk memperjuangkan kemerdekaan yang telah diproktamasikan oleh
Sukarno-Hatta. Kenyataannya menunjukkan bahwa setelah Ratulangi
dan kawan-kawan ditawan, kegiatan politik diambil alih oleh Taluddin
Noor dengan kegiatan organisasi pemuda Nasional lnonesia (pNl)
yang telah didirikan pada awal Januari 1946 atas aniuran Ratulangi.

PERJUANGAN LApRts Dt sulAwEst SELATAN I tl
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Di lain pihak kelaskaran-kelaskaran yang selama ini beriuang secara

terpisah di daerah masing-masing dengan tuiuan yang sama untuk
mempertahankan proklamasi kemerdekaan dan menghancurkan

rencana NICA yang hendak menegakkan kembali kekuasaan dan

pemerintah Belanda di Sulawesi Selatan, berusaha mengorganisasikan

kesatuan komando dalam satu wadah (Kadir, dkk, r984: l6o-t6t)'

Untuk mewuiudkan rencana menyatukan kelaskaran-kelaskaran

yang terbesar di setiap daerah dalam satu wadah, maka diusahakan

satu pertemuan pimpinan-pimpinan kelaskaran' Para peiuang yang

senantiasa berada dan bertahan di dalam Kota Makassar, beberapa

orang telah berhasil menyelinap di tengah-tengah musuh. menuiu

eoloirbangkeng guna menyatukan kesatuan menghadapi musuh

NICA yang-semikii bernafsu untuk berkuasa' Untuk itu para peiuang

tirrrtnv". pimpinan kelaskaran yang masih mampu 
-bertahan 

di

dalam Kota Makassar, mengusulkan kepada Ranggong Dg- Romo di

eotombangteng, agar beruiha memelepori penyatuan kelaskaran di

Sulawesi selatan (Pawiloy, r987: r:5).

Nafsu musuh hendak mendirikan negara boneka' Belanda yang

diprakarsai oleh Van Mook, semakin bertambah kuat dan ielas'

iJhrUrngun dengan akan diadakannya konferensi, para-pendukung

van tuoof di Malin'o pada akhir bulan .,uli 1946' Ranggong Daeng Romo

amat geram hatinya mendengar peristiwa itu, maka.segera.mengutus

k.p".Ly"unny. memanggil pimpinan kelaskaran baik yang berdiam di

aaiam kota miupun di diirah pedalaman' Penentuan hari pertemuan

para pimpinan Lelaskaran telah ditetapkan oleh Ranggong Daeng

ho.o b"ir.." ,tafnya, undangan lisan disampaikan ke Kota Makassar

maupun daerah pedalaman melalui kurir (Pawiloy, 19871125)'

Untuk memberikan dukungan keamanan terhadap temPat

pertemuan para peiuang di Polombangkeng, maka 
. 

dilakukan

p"ny"rrng"n terhadap pos-pos Belanda, dengan demikian patroli

muzuh minghentikan gerakannya dan tinggal di posnya masing-masing'

Dalam keadaan rasa aman terhadap patroli musuh, para pemimpin

kelaskaran berangkat menuiu Polombangken! (Arfah, dkk' r99t: 9o)'

Pada r5 Juli 1946, wakil'wakil dari kelaskaran BPNI, KRlS MUDA'

AMRIS Sel-ayar, Ht, Cnets soppeng telah tiba diKomara Polombangkeng'

rul.t"tu t"i.rJ mengadakjn sualu pertemuan, wakil-wakil kelaskaran

vanE antaia lain dif,adiri oleh M. Riri Amin Daud dari KRIS MUDA
'tr,,l-an"dar, eminuddin Muchlis dari AMRIS selayar, dan Ali Malaka dari

GAPIS Soppeng.
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Dari hasil pertemuan tersebut dicapai kata sepakat membentuk
organisasi gabungan kelaskaran, keesokan harinya mereka berangkat
menuiu markas Lipan Baieng untuk membicarakan bersama dengan
pimpinan Lipan Bajeng, Ranggong Daeng Romo. Dalam pertemuan
itu R, Endang sebagai salah satu prakarsa rencana, tampil sebagai
pimpinan sidang. Selain dihadiri oleh tokoh-tokoh yang turut serta
pada pertemuan pada i5 Juli .1946, hadir pula Ranggong Daeng Romo,
Pajonga Daeng Ngalle, Makkaraeng Caddi, Karaeng palli, Karaeng
Temba, Emmy Saelan, Maulwi Saelan, dan lainlain. pertemuan ini
merupakan pertemuan pembentukan wadah kesatuan organsiasi
kelaskaran yang dinamakan LApRtS (Kadir, dk( r984: r6t).

Dalam catatan pembentukan LApRIS di Sulawesi Selatan tanggal 16-
17 Juli r 946, disebutkan bahwa i5 Juli 194G, lebih dari separuh undangan
yang hadir. Mereka mengadakan pertemuan di tempat Ranggong
Daeng Romo, inisiatif untuk mengadakan pertemuan berasal dari
Endang. Namun cita-cita yang tinggi dan besar pasti akan terbentur
dengan berbagai macam kepentingan dan kekuatan, terutama dari
pihak Belanda. Endang pula yang memimpin sidang yang berlangsung
sehari penuh, bertindak sebagai jurutulis pada sidang malam itu adalah
Abdullah, dan yang hadiri antara lain: Endang sendiri sebagai ketua
sidang, Karaeng Romo, Karaeng Ana Bajeng, Karaeng Jarung, Karaeng
Loloa, Karaeng Cadi, Karaeng Sidja, Karaeng Temba, Emmy Saelan,
Maulwi Saelan, Daeng Condo, Robert Wolter Mongisidi, Ali Malaka, Dg.
Bonto, M. Riri Amin Daud dan beberapa orang lagi (Luhukay, i98o: t5).

Sampai larut malam ide dan cita-cita Endang diperbincangkan,
tergambar dengan ielas apa yang diinginkannya, ialah satu kesatuan
dalam gerak dan satu lalurdalam komando. Acara demi acara diikut oleh
yang hadir dengan penuh kesabaran sampai selesai, walaupun ngantuk
kadang kala datang mengganggu karena sudah capek. Beberapa yang
hadir seperti Karaeng Ana Baieng tidak banyak bicara, demikian juga
dengan Karaeng Jarung hanya mendengar saia. Sebaliknya mata
Karaeng Romo menyala-nyala, iika terlintas kesan bahwa LApRIS yang
akan di bentuk, akan bersifat lembek saja. Beliau tidak dapat terima
sikap demikian, yang banyak bicara pada sidang itu adalah Amiruddin
Muchlis dan Amin Daud, cukup iauh jangkauan penglihatan mereka
berdua, Bonto dan Ali Malaka sangat tegas dalam sikap mereka. Cukup
positif kekuatan-kekuatan yang mereka wakili, Maulwi dan kakaknya
Emmy lebih banyak diam dari pada berbicara, dikemukakan hal-hal
yang dianggap perlu saja. Cukup ielas bagi mereka berdua pokok
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pokok pikiran dari Endang, demikian iuga tujuan dan harapan'harapan

yang ingin dicapai dari organisasi LAPRIS ini. Pada saat itu, kondisi dan

l"rirun di Sulawesi Selatan memungkinkan pelaksanaan keinginan

bersama itu.

Pada acara berikutnya R.W. Mongisidi mengusulkan tata tertib dan

disiplin yang kuat, Putusan apapun yang sudah disetuiui, tanpa tata

a..tiU a"n a-itiptin y"ng kuat tak satupun akan membawa hasil' Malah

akan menghancurkan irganisasi yang akan didirikan itu, sehingga usul

tersebut dr:terima. Selaniutnya tugas Abdullah sebagai iurutulis sidang

diganti oleh R.W. Mongi;idi, karena terlalu capek' Pada dini hari t7 Juli

rgj6 pukut 03.oo, angtaran dasar LAPRIS selesai dibahas dan diterima

oi"tr p.rurt, tiaung, limudian diputuskan iam o9'oo pagi LAPRIS akan

diresmikan (Luhukay, 198o: 16)'

Dari hasil pertemuan tersebut, maka ditetapkan 17 Juli 1946,

dilakukan upacara Peresmian berdirinya LAPRIS' UPacara ini

ditandai dengan p"ngibr.an Bendera Merah Putih, yang diiringi lagu

Kebangsaan indonesi, Ray". yang diPimpin oleh Muh' Yusuf' Upacara

diseleriggarakan di Rannaya pada iam o9.oo yang dihadiri sekitar loo

o."ng, lii"nny, ,pacara oleh Robert Wolter Mongisidi mengisahkannya

sebagai berikut :

. Pada 't7 Juli 1946, kira-kira iam o9.oo pagi di Rannaya telah

disiapkan upacara peringatan 17 sambil meresmikan berdirinya

LAPRIS. Tak cukuP 1oo orang yang hadir disitu'
. Setelah siap semua, maka diadakan pembicaraan pendek oleh

Endang tentang hadirnya kami disitu dipandang dari sudut

tanggal 17, se*a dari sudut berdirinya LAPRIS' selaniutnya

dilaiikan penaikan bendera Merah Putih dengan perlahan-lahan

dan penuh hikmat.
. TiapltiaP tanggal 17 Agustus bendera ini telah dikibarkan'

berkibarnya bindera lndonesia di atas tanah air lndonesia

oleh bangsa lndonesia sungguh senang rasanya, yang tak saya

ketahui ;ada waktu itu. APalagi Muh. Yusuf di minta untuk

membawakan lagu kebangsaan lndonesia Raya, di Rannaya di

daerah Baleng pada hari itu dilakukan dengan penuh perasaan'

Lagu lndoneiia Raya dinyanyikan oleh Bangsa lndonesia dan di

atal persada lndonesia di bawah naungan Bendera Indonesia'

Seha6is menyanyi Karaeng Jarung mengadakan pembicaraan

ringkas tentang berdirinya LAPRIS, beliau mewakili Karaeng
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Romo, selain itu Emmy Saelan yang diminta mengeluarkan
sepatah kata juga tampil ke rnuka sambil mengatakan antara lain:
aku datang ke sini untuk menyerahkan tenagaku bagi tanah air,
upacara berlangsung dan selesai hampir tengah hari.. Beberapa harisetelah upacara pembentukan berdirinya LApRlS,
utusan-utusan sepertiAli Malaka, Bonto, Aminuddin, Amin Daud
dan beberapa orang lainnya berangkat melalui hutan, sungaidan
sawah ke Makassar ketempat masing-masing (Arfah, dk( r99r:
e2).

Pada saat berdirinya dan terbentuk organisai J-ApRls, anggaran
rumah tangga belum dapat dirampungkan, yang berhasil pada hiri itu
di rampungkan adalah mengenai anggiran dasainya.

Struktur Organisasi LAPRIS
Susunan kepengurusan LApRIS yang diumumkan pada upacara

peresmian belum lengkap, disebabkan karena beberapa jabatan yang
perlu ditempatkan orang yang dipercayakan untuk tugas itu, belum
dapat ditentukan. tni dinyatakin oleh i.w. uongisidi kletika ia diadili
pada t9 Maret 1948. Kepengurusan LApRrs pada saat terbentuk
tersusun sebagai berikut:

Pelindung : padjonga Daeng Ngalle (Karaeng Ana Bajeng)
Bagian Organisasi (Ad ministrasi)
Ketua : Makkaraeng Daeng Manjarungi
WakilKetua : ... ... ... (ppNt)
Sekretaris I : R. W. Mongisidi(LB)
Sekretaris ll : (ppNt)
Bagian Ketentaraan

Ketua : Ranggong Daeng Romo
Wakil Ketua : R. Endang (LB)
Sekretaris : Baso Lanto
Organ Advisecurs (Badan penasihat)

: Abd. Rachman (Pak Jawa)
Daeng Tjando
Daeng Sila Karaeng Loloa

Badan Penyelenggara

Ketua Muda : Abd. Rachman (Hamang)

AliMalaka
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Sekretarls : ... ... ...

Bendahara : Mappasaleng Daeng Sidia (LB).

Tiap-tiap kelaskaran memiliki bendaharawan,

tetapi bendaharawan berada pada bendaharawan LB

Bagian Penerpngan

Bagian lnlichtingsdient

Bagian Perhubungan

Bagian Ketentaraan

Bagian Palang Merah

: M. R. Amin Daud (Kris Muda)

: Bonto (AMRIS)

: Ali Malaka (Tanete)

: R. Endang (LB)

: Emmy Saelan

Kepengurusan LAPRIS bermarkas pusat di Baieng'- 
- 
kecuali

kepengurisan badan penyelenggara berkedudukan di Makassar

(Djarw-adi, t97z: z};Kadir, a[k, rgEa, t5z; Bahan Arsip, kol' YK)'

Organsiasi kelaskaran yang tergabung dalam LAPII.S berjumlah

19 alri berUagai organisasi lelas[aran di Sul"wesi Selatan adalah

,lb.g.i berikut : eent (eulukumba), PPI (Bantaelq), Atll.l (selavar)'

LAPTIJR A (Jeneponto) LAPTUR B (Bangkala), -LIPAN 
BAJENG

(Polombangkeng),BUKA(LimbungSelatan),KERAP(t-imb-ulqUtara)'
irNr lrur.rirt"tf nln (Makassar),kes luattassar), PEMUDA 

-TJAMBA
(wtaros), HARIMAU tlioomrstn (Pangkajene), cP] (T1":l:)' GAPIS

isopp"ng;, BPRI (Parepare), KRIS- MUbA (Mandar), TPR (Makassar)'

ipr'(rvf.f.lisar) (Kadir, dkk,-r984: 163). Namun pada mulanya hanya 6

kelaikaran yang bergabung di antaranya: Lipan Baieng, PPNI' Harimau

lndonesia, AMRtS Sitaya.,-xnl5 MUDA Mandar dan Gerakan Tanete/

Soppeng (Arfah, dkk, t99t: 97; Djarwadi,tgTz:28)'

Hubunganfungsionaldankerjasamaantaraorganisasiketentaraan
dalam mFnts, blnwa yang berkuasa dan memegang kekuasaan

tertinggi seperti keadaan kacau adalah pimpinan ketentaraan'

sebah:kiya dalam keadaan aman, maka yang berkuasa adalah pimpinan

bagian oigansiasi atau administrasi, Sementara badan penyelenggara

Uelt<eauOutan di Makassar, dan pengurus LAPRIS lainnya bermarkas

pusat di Baieng. Di samping itu telah ditetapkan pula bahwa tugas

ban tanggung;iwab Gubernur Provinsi Sulawesitelah diambil alih oleh

lSPRlS sambil menunggu ketentuan lebih laniut daripemerintah pusat

Rl. Dengan demikian I',lt. t".nitung mulai berdirinya LAPRIS pada t7
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Juli 1945, pimpinan penyelenggara dan tanggung iawab pemerintah
Provinsi Sulawesi berada di tangan panglima LAPRtS, yakni Ranggong
Daeng Romo (Arfah, dkk, t99r: 97).

Seiak terbentuknya LAPRTS perlawanan rakyat Sulawesi Selatan
terhadap NICA makin gencar dan organisasi-organisasi kelaskaran-
kelaskaran makin teroganisir dalam satu satuan komando. Aksi-aksi
sabotase, pertempuran, dan penghadangan, maupun penyerangan
yang dilakukan oleh laskar-laskar IAPRIS terhadap pasukan NICA dan
kaki tangannya senantiasa terjadi terhadap upaya Kolonial Belanda
yang ingin memulihkan kembali kedudukan kekuasaannya di daerah
Sulawesi Selatan. Salah satu peristiwa penting adalah pertempuran di
Ranaya, Komara pada 8 Agustus 1946. Ketika itu markas besar LAPRIR
di Rannaya diserang oleh KNIL yang berkekuatan kurang lebih satu
batalyon, terdiri dari pasukan alteleri dan infantri. Serangan tersebut
dihadapi dengan perlawanan sengit oleh sekitar 3oo orang pasukan
LAPRIS di bawah pimpinan Ranggong Daeng Romo. pasukan KNIL
berhasil merebut dan membakar m3rkas LApRlS, pada peristiwa itu
tz laskar LAPRIS gugur dan KNtL 7 orang (poelinggomang, dkk, :oo4:
192).

Langkah pertama yang diambil oleh panglima LApRtS Ranggong
Daeng Romo adalah penyempurnaan organsiasi dan kekuatan
berseniata dengan cara membentuk pasukan tempur, khusus yang
mampu bergerak cepat dalam usaha mengacaukan setiap langkah yang
dilalankan oleh pimpinan NICA, terutama untuk operasi militer secara
besar-besaran. Untuk itu maka dibentuk tiga kesatuan utama pasukan
tempur LAPRIS sebagai berikut:

r. Harimau lndonesia yang anggota-anggotanya terdiri dari pemuda
PPNI, ALRI, BPl, KPS, TPR| dan lainJain yang dahulunya pernah
bergerak dalam kota dan memahami benar liku-liku lalan lorong,
kampung, dalam Kota Makassar. Mereka bertugas untuk opera!i
dalam kota Makassar dan sekitarnya.

2. Lipan Baieng yang anggota-anggotanya dipilih dari pemuda yang
berusia antara 18-25 tahun dan memiliki pendidikan minimum
WS, serta memiliki latar belakang sejarah yang heroik terutama
dari daerah Gowa, Baieng, Ana Baieng (polombangkeng),
Bontonompo, Galesong, Sanrobone, Topejawa, Laikang, dan
lain{ain (Arfah, dkk, r99t: 98).

Jumlah anggota LAPRI5 seluruhnya kurang lebih 2o.ooo orang, yang
tersebar di seluruh pelosok daerah Sulawesi Selatan (Arfah, r998: 4:),

PERJUANGAN LApRls Dt sulAwEst SELATAN I U



hal ini tidak terlepas dari dukungan rakyat. Antara rakyat dan LAPRIS

memiliki keinginan yang sama, yaitu mempertahankan proklamasi

kemerdekaan dan negara kesatuan dalam bentuk Republik'

Visidan Misi LAPRIS

Bermunculannya berbagai kelaskaran di Sulawesi Selatan, adalah

merupakan keinginan mempertahankan kemerdekaan dari ronrongan

pemerintah Aelanda' Dengan satu keinginan yaitu memPertahankan

negara dari upaya NICA y"ng hend"k -emulihkan kembali kedudukan

dai kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda' setelah terbentuknya

satu wadah dari beberapa kelaskaran ini, maka periuangan dalam

mempertahankan proklamasi kemerdekaan semakin lebih kuat dan

lebih ierorganisir. iuiuan periuangan yang dirancangkan.LAPRlS adalah

lndonesia irerdeka ialam bentuk Republik, yang berkedaulatan rakyat

dan sebagai negara kesatuan (Kadir, 1994:161)'

Adapun kegiatan utama LAPRIS adalah bidang kemiliteran'

dalam bidang Ini ada dua sasaran yang ingin di caPai.yaitu: pertama

memenangk;n periuangan diplomasi politisi'politisi . 
Republik

lndonesia. PertemPuran-Pertempuran yang dilakukan untuk menarik

perhatian dunia terhadap periuangan rakyat lndonesia, .agar 
dunia

segera mengakui Negara Republik Indonesia. Untuk tuiuan itu pasukan

seialu siap rn'elakukai gerakan-gerakan dan pertempuran di saat terladi

perundingan-perundingan, hal ini dimaksudkan untuk memenangkan

tedudukin diplomat lndonesia di meja perundingan' Sasaran kedua

adalah berusaha merobohkan dan membinasakan kedudukan NICA,

untuk maksud ini tindakan-tindakan yang dilakukan meliputi :

t. Menghancurkan dan memusnahkan serdadu-serdadu sewaan

N,CA dan kaki tangannya.
2. Memusnahkan perbekalan NICA (gudang-gudang dan kantor-

kantor serta Perusahaan'perusahaan dan menghalangi lalu lintas

pasukan NICA.

3, Mengadakan Perang urat syaraf dan merryebarkan Panflet serta

tindakan Provokatif.
4. Menyebarkan perpecahan di kalangan tentara dan polisi NICA'

5. Memblokir ekonomi NICA di kota (Kadir, dkk, 1984:165)'

Sedang kegiatan lainnya adalah bidang ekonomi, yaitu mendorong

dan menarik iimpatik rakyat agar bersedia dan rela sebagai barisan

belakang untuk memberi bantuan ekonomi untuk keperluan sehari-
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hari bagi keperluan para pejuang. Menganlurkan kepada rakyat untuk
tidak melakukan jalinan dagang dengan pihak NICA, dan berusaha
mendirikan dan menyusun kemampuan pengembangan ekonomi yang
berdiri sendiri. Bidang penerangan yang paling utama dilaksanakan
adalah memberikan penerangan kepada rakyat menyangkut tuiuan
periuangan dan manfaat bagi pengembangan masyarakat, yang
merdeka dah berdiri sendiri, bebas dari penindasan dan peniajahan
bangsa lain dan menyadarkan mereka untuk berpartisipasi dalam
periuangan mempertahankan kemerdekaan (Kadir, dkk, r984: t64).

Selain itu, ada tiga bidang gerak yang dilakukan, namun
hanya sepintas lalu saja yaitu bidang sosial (membantu memberikan
penerangan kesehatan dan menolong kelompok lemah dan miskin),
bidang kebudayaan (mengembangkan bahasa lndonesia dan
mengembangkan sikap periuangan kepahlawanan), dan bidang
komunikasi ke luar (menjalin hubungarr warga asing agar mendukung
perjuangan kemerdekaan), Kegiatan dalam bidang yang terakhir ini
dilakukan kepada mereka untuk tidak menghalangi periuangan rakyat
lndonesia agar keamanan mereka diiamin, menghubungi orang-
orang Australia yang berada di Makassar. Menurut Wolter mereka
ini sepenuhnya mendukung kemerdekaan lndonesia demikian pula
dengan orang-orang Arab. Jalinan dagang orang-orang Arab turut
mendorong mereka mendirikan organisasi (Pewarnai) yang bercita-cita
lndonesia merdeka (Kadir, dkk, 1984:164),

Dengan penielasan tersebut, membuat pemimpin kelaskaran sama

sekali tidak menunda-nunda lagi keputusannya untuk tidak menerima
berbagai tipu, siasat yang dibuat Belanda. Bagi mereka cukuplah
sudah bagaimana keganasan yang ditinggalkan setelah kemerdekaan
dicapai, tuiuan dari beberapa kelaskaran bagaimana mempertahankan
kemerdekaan ini.

Dari segenap pimpinan yang ada pada r Oktober 1945 diadakan
rapat yang dipimpin oleh Ranggong Daeng Romo dengan mengambil
keputusan:

1. Tugas-tugas ketua umum dengan para pembantunya adalah
untuk mengatur pemerintahan sipil.

2. Pimpinan pasukan mengadakan latihan umum sebulan lamanya
mulai tanggal 4 Oktober sampai 4 Nopember t946, bertempat di

Mandialling Komara.
l. Mengadakan gerakan serentak untuk: mengadakan pembakaran
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secara besar-besaran pada tempat-tempat vital kepentingan
musuh, pembasmian kaki tangan musuh, merampas seniata

musuh dan kaki tangannya, memutuskan laringan lalan,
merobohkan tiang-tiang telepon dan merusak jembatan

(Dlarwadi, dkk, 1972: 18).

Untuk melaksanakan keputusan di atas, Ranggong Daeng Romo

membuka latihan kemiliteran, yang diikuti tidak kurang dari tooo
orang, dari berbagai kelaskaran Pada 4 NoPember 1946. Pelatihan ini

dipimpin langsung oleh panglima LAPRIS dan dibantu oleh pelatih-
pelatih antara lain Abd. Dialal Daengl Leo, Parenrengi Daeng Muang,

Abd. Chalik Daeng Nyau, lbrahim Daeng Tule dan lain-lain' Pada tt
Nopember ,945, dimulai dengan gerakan menebang pohon-pohon di

tepi ialan, merobohkan tiang-tiang telePon dan merusakkan iembatan
Batunipa dan Pappa. Selain itu, dilakukan pula serangan pada tangsi
polisi di Takalar, di berbagai temPat lain dilakukan serangan-serangan

.oleh kegiatan kelaskaran anggta LAPRIS (Diarwadi, dkk, 1972: z9).

Tekad yang benar-benar bulat untuk mempertahankan

kemerdekaan terpatri dalam dirisetiap anggota kelaskaran. Mereka rela

mengorbankan apa saja dalam periuangan mempertahankan proklamsi

kemerdekaan dan dalam perlawanan menentang Pemerintah Kolonial

Belanda.

Pejuang-Peiuang LAPRIS
Terbentuknya laskar-laskar perjuangan yang tergabung dalam

LAPRIS tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh yang ada di dalam laskar

tersebut, mlsalnya Ranggong Daeng Romo, Paionga Daeng Ngalle,

Wolter Mongisidi, Makkaraeng Daeng Maniarungi, R. Endang dan lain-

lain. Oleh karena itu dalam tulisan ini tidak luput dibahas beberapa

tokoh di dalam LAPRIS.

d, Rdnggong Dg. Romo

Ranggong Dg. Romo dilahirkan pada 1915, di Kampung Bonebone,

Bate Moncokomba, Kecamatan Polombangkeng Selatan, KabuPaten

Takalar. la adalah putra sulung dari Gallarang Moncokomba
Mangngulabbe Daeng Makkio, dan ibunya bernama Bati Daeng Jimo'
Saudara-sudaranya adalah : H. Madiyah Daeng Memang, H' Mutti
Daeng Lebo, H. Fatimah Daeng Ngasi, H. Makkatang Daeng Sibali,

Mappaialling Daeng Kawang. Ayahandanya adalah paman sepupu
Karaeng Polombangkeng Paionga Daeng Ngalle (Arfah, dkk, 1991: 37).
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Jadi Ranggong Dg. Romo berasal dari keluarga bangsawan
di Polombangkeng. Ranggong Daeng Romo dikawinkan dengan
sepupunya yang bernama Bungatubu Daeng Lino, putri Gallarang
Bontokandatto, Tarasi Daeng Bantang. Dari hasil perkawinannya
dikarunia lima orang anak: Rahmawati Daeng Nginga, Abd. Hafid
Daeng Jarung, Saenab Daeng Sanging, 5t. Fatimah Daeng Ngintang,
Mappatoba Daeng Bantang BA (Arfah, dkk, r99r: 37).

Sejak umur 4 tahun Ranggong Daeng Romo dimasukkan belalar
pada Pondok Pesantren Cikoang untuk memperoleh pendidikan
agama lslam. Setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren dan
lnlandsche School, orang tuanya memasukkan ke sekolah HlS milik
Belanda di Makassar. Namun karena pendiriannya yang teguh dan
tidak menyukai sekolah milik Belanda, ia kemudian pindah ke sekolah
partikulir (Taman Siswa) yang telah dikenalnya. Karena sering
memimpin teman-temannya dalam penyerangan terhadap murid-
murid sekolah Hls, sehingga orang tua Ranggong Daeng Romo sering
kali berurusan dengan Politic ln,icting Diest (PlD). Bagi Ranggong Daeng
Romo murid-murid sekolah milik Belanda senantiasa mengeiek atau
menghina murid-murid sekolah partikulir (Arfah, dkk,'r99'r: 47).

Ranggong Daeng Romo

Setelah kembali ke Polombangkeng dengan berbekal ilmu
pengetahuan yang telah diperolehnya di Makassar, ia mulai
mendampingiorang tuanya dalam menialankan roda pemerintah. Selain

PERJUANGAN LAPRTS Dr SULAWEST SETATAN I 2!

t

r
l'
I

(s a'

}-/ :rtl



itu, ia iuga mengurus sawah ladang yang luas dan hewan ternaknya

banyak sekali. Bahkan dari hasil pertanian dan peternakan beliau inilah

yang banyak memberi bantuan materi terhadap kehidupan periuangan

melawan penjaiah Belanda (A.M. Maddateang Daeng Lallo).

Pada masa pendudukan militer Jepang, Ranggong Daeng Romo

bekerja pada perseroan Jepang, yakni perusahaan pembelian beras

dari militer Jepang di Takalar sampai tahun 1949' MeskiPun secara

lahiriah ia terlibat keriasama dengan Jepang, tetapi pada hakekatnya

adalah merupakan uPaya menyesuaikan diri agar tetap daPat

mempertahankan dan melindungi rakyat dari kekeiaman Penguasa
militer Jepang. Sebelum Jepang menyerah, Ranggong Daeng Romo

memerintahkan merampas Pistol yang diPakai oleh seorang pengawas

Jepang (Arfah, dkk, t99t: 54).

Kebiiakan-kebijakan selama ia bertugas dalam menangani pembelian

padi atau beras, senantiasa meniaga keseimbangan sebagai wakil
pemerintah di satu pihak dan sebagai pemimpin di pihak lain' Hal itu

dibuktikan setelah penguasa militer Jepang angkat kaki dari daerah itu,

organisasi per,uangan yang dipimpinnya mendapatdukungan penuh

dari masyarakat (Amin, 1971:13; Bahtiar, :ooz: 47)

Pada 15 oktober 1945 dibentuk organsiasi Cerakan Muda Baieng,

dalam 6erakan Muda Baieng ini Ranggong Daeng Romo diangkat

sebagai pimpinan kelaskaran untuk wilayah Moncokomba. Peranan

Ranggong Daeng Romo pada masa-masa awal kemerdekaan adalah

sebagai berikut: ! Desember 1945, diangkat menladi salah seorang

komandan barisan peneriang Cerakan Muda Baieng, merangkap

sebagai Kepala Wilayah (Bate) Komara. Pada 27 Pebruari 1946,

diangkat menjadi komandan barisan Peneriang Gerakan Muda Bajeng

untuk seluruh Polombangkeng, 2 April 1946 di angkat menjadi Ketua

Umum Laskar Lipan Bajeng, kemudia U Juli 1945 di angkat meniadi

Panglima LAPRI' yang merupakan Babungan dari 19 organisasi

kelaskaran di Sulawesi Selatan. Kemudian 1 Oktober 1946, Panglima

IAPRIS Ranggong Daeng Romo memimpin rapat di Bungung Masigi,

salah satu dari hasil keputusan raPat diantaranya mengadakan latihan

militer selama satu bulan yang dimulai 4 Oktober sampai 4 November
1946, dan latihan militer dilakukan pada 4 Oktober 1946. Latihan

militer ini diselenggarakan di Maniailing, Komara, yang dibuka oleh
panglima LAPRIS sendiri, yang diikuti looo orang pemuda dari LAPRIS.

Latihan ini dipimpin juga oleh panglima LAPRIS dan dibantu oleh 1o
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orang diantaranya: Muh. Dialal Daeng Leo, Parenrengi Daeng Muang,

Mappasomba (Abd. Chalik Daeng Nyau, Arfah, lbrahim Daeng Tule, dan

lainlain (Arfah, dkk,1991: 107)

Pada 2-4 November1946 diselenggarakan raPat komando di Bungung

Masigi dipimpin oleh panglima LAPRIS, kemudian diistruksikan kepada

komindo pasukan dan pasukan bawahan untuk bergerak serentak

mengadakan penyerangan-penyerangan kepada musuh, mengadakan

sabotase-sabotase, melumpuhkan gerak musuh. Kota Takalar diiadikan

sebagai sasaran penyerangan, karena sejak Juli 1946 kekuatan musuh

se."kin kokoh, sehingga sengaia diperkuat agar mengimbangi

kekuatan Pejuang-Peiuang Polombangkeng. Setelah para pemuda

selesai latihan, Panglima LAPRIS memberikan kepercayaan kepada

Mongisdi untuk memimpin penyerangan di dalam kota' Beliau selama

inl diinggap berpengalaman dalam strategi penyerangan dalam kota

(Pawiloy, 1987t 244).

seiak peristiwa Batua, gerakan pasukan LAPRIS mulai merosot'

karena sebagian pemimpinnya telah gugur, dan ada juga yang ditawan'

Selanjutnya ida serangan tiba-tiba dari belakang, para anggota LAPRIS

panik dan berusaha menyelamatkan Panglima LAPRIS, akan tetapi
pasukan KNlLtelah mengunci rapat dan sasaran diarahkan ke Panglima

LAPRIS Ranggong Daeng Romo. Tembakan penyerangan terus gencar,

nanggong Oaeng Romo mengambil pistol dan keluar, sebuah tembakan

-urlri rning.n.-i pahanya seibelah kiri (kurang lebih 5 cm di atas lutut),

sehingga ia iatuh terduduk (kaki kiri terlipat ke dalam), Ranggong

Daen!-Romo menyuruh adik-adik seperiuangan agar meneruskan

periuJngan, selaniuinya ia merebahkan diri sambil bersandar di batu

dan me-nutupi badannya sampai muka dengan sarung seolah-olah

sudah tak beinyawa lagi. Beberapa serdadu Belanda memperebutkan

segala sesuatu yang berharga yang ada di markas, beberapa orang

seidadu aelandi nienedkati nanggong Daeng Romo. Dengan iarak

3 meter Ranggong Daeng Romo menembak satu persatu, tiga orang
-aelanda 

langl-ung t"*u., tig. orang luka parah dan dua orang luka

ringan. Di atira serdadu Belanda langsung mnembak Ranggong Daeng

Roi,o yang kena tepat antara dua keningnya' Salah satu serdadu

Belanda'den-gan rasa dendam dan penuh amarah menetakkan sangkur

ke ke dahi Rrnggong Daeng Romo, dengan demikian ada tiga yang

luka pada diri Ranggong Daeng Romo. Pada akhirnya Ranggong Daeng

Romo jatuh tersungkur, z8 Pebruari 1947 gugur dalam pertempuran

mempertahankan [emerdekaan melawan pasukan Belanda (Sibali,

dkk, 1988: 1o8).
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b.PajongaDaeng Ngalle

Dalam Struktur LAPRIS ada sebuah nama yaitu Pajonga Daeng Ngalle
dilahirkan di lingkungan Bonto Kandatto Kecamatan Polombangkeng
Selatan, Kabupaten Takalar sekitar tahun r9or. la adalah putra Hajina
Daeng Massaung Karaeng I Langa ri Mangkura dan ibundanya adalah
Hapipah Daeng Ngintang. Adapun saudara-saudar.a Pajonga Daeng
Ngalle adalah: Tikola Daeng Maleo, Majadi Daeng Sila, Kurotong Daeng
Bau, Cincing Daeng Tompo dan Baco Daeng Siantang (Amir, zoor: 3o).

Perkawinan Paionga Daeng Ngalle dengan H. Manila Karaeng Pati,
melahirkan putra dan putri masing-masing: Mappatunru Daeng Raja,
yang gugur dalam mempertahankan kemerdekaan 1g4l di negerinya
yang tercinta, Andi Unga, Petta Sompa, Zainal Karaeng Sila, Andi Naki
SH, dan Jabal Ria Daeng Rannu. Dari putra beliau yang mengikutijeiak
langkah Pajonga Daeng Ngalle sebagaiaparat pemerintah adalah Zainal
Karaeng Sila yang 'pernah menjabat Kepala Pemerintahan Wilayah
Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan Andi Naki
SH sebagai Kepala Kanwil Departemen Tenaga Keria Daerah Bengkulu
(Arfah, dkk, r988: r8).

Mengenai riwayat pekerjaan Pajonga Daeng Ngalle, ia pernah
menjadiiuru tulis dari r935 sampair945, sebagai kepala promotor dari
pembentukan Gerakan Muda Bajeng. tgzS dengan Eeslit dari Asisten
Residen Makassar diangkat menjadi Kepala Onder Distrik
Moncongkomba, dengan gelar Gallarang Moncongkomba disebut juga
Karaeng Loloa. pada r93r dengan Beslit dari Resident Zuid Celebes,
diangkat menjadi kepala distrik dengan gelar Karaeng polombangkeng
(Distrik Hoofd Met Der Titel Karaeng Polombangkeng) (Arfah, dkk,
t988:r9).

Pajonga Daeng Ngalle
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Abdul Razak Daeng Tompo iuga membuat Riwayat Hidup Pajonga

Daeng Ngalle seperti berikut:

. 1942-1945 sebagai Polombangkeng Guntio (setingkat dengan
Kepala Distrik).

, Pada 5-12-1945 dengan terbentuknya de lakto Rl, di Borong
Karamase Komara, Karaeng Polombangkeng sebagai Kepala
Pemerintahan dan bergelar Karaeng Lompoa. Selain itu
terbentuk luga Bate, masin8-masing: Bate Malewang, Bate

Moncongkomba, Bate Kandatto, Bate Lassang, Bate Komara,
dan Bate Pattalassang.

. 1951-1953 Karaeng Polombangkeng Pajonga Daeng Ngalle

sebagai Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) Takalar (Arfah, dkk,
1988:19).

Tindakan Karaeng Polombangkeng menerima kedudukan sebagai

cuntio adalah upaya menyesuaikan diri sebagai sikap periuangan
terhadap Jepang, dalam upaya mendidik rakyat Polombangkeng berani
berkorban harta dan benda, serta iiwa dan raga. oleh karena kelak akan
menghadapi periuangan yang lebih besar dan tidak kenal menyerah,
di samping itu, atas anjuran Pajonga Daeng Ngalle, maka beberapa
pemuda menjadi pimpinan dari organisasi Sei Nen Dan dan Bou Teisen

Thdi, di antaranya Madina Daeng Ngitung dan H. Makkaraeng Daeng

Dlarung dalam kedudukan sebagai unsur pimpinan (Amir, 2o01: l4).

Sebagaimana telah di jelaskan di atas bahwa orang tua Haiina Daeng

Massaung Karaeng llanga ri Mangkura, demikian juga saudara Paionga

Daeng Ngalle bahkan dirinya sendiri, merupakan penentang terhadap
kekuasaan Belanda. Hal inilah yang mengakibatkan hidup dalam

pengasingan terpisah dari sanak keluarganya, namun tidak mengurangi

tekad untuk tetap melawan pemerintah Belanda yang masih ingin

menguasai lndonesia khususnya daerah Sulawesi Selatan (Arfah, dkk,
1gg5:47).

Dari iejak langkah orang tua Padionga Daeng Ngalle dan saudara-

saudaranya, ini adalah merupakan keinginan beliau di dalam

menghadapi masa pendudukan Jepang dan periuangan membela
tegaknya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, di daerah
Polombangkeng khususnya dan daerah Sulawesi Selatan pada

umumnya. Bahkan mempunyai pengaruh terhadap para peiuang-

pejuang di daerah Sulawesi Selatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan

diiadikannya daerah Polombangkeng sebagai pusat Perlawanan,
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ini dapat dibuktikan dengan diiadikannya daerah Polombangkeng
sebagai pusat perlawanan dan tempat kelahiran organisasi kelaskaran,
sebagaimana sudah dikenal misalnya Lipan Baieng dan LAPRTS (Arfah,
dkk, r988: zo).

Pajonga daeng Ngalle tertqngkap bersama pemimpin-pemimpin
kelaskaran Lipan Bajeng, maka perlawanan berseniata paling efektif
dan bertahan di Sulawesi Selatan mengalami kelumpuhan. Seiak itu
Padionga daeng Ngalle meringkuk dalam peniara selam kurang lebih
dua tahun, dan ia dibebaskan daripeniara berkenan dengan pengakuan

kedaulatan dari Belanda kepada RlS pada >7 Desember 1949' Setelah
pengakuan kedaulatan Padionga Daeng Ngalle bersama Makkaraeng
Daeng Mandjarungi memprakarsai Konferensi Polombangkeng yang

berlangsung pada 5-7 Februari 195o (Amir, 2o01: 38)

Demikian gambaran singkat riwayat hidup Karaeng Polombangkeng
Pajonga DaenB Ngalle. Dengan dedikasinya dalam memimpin
kelaskaran-kelaskaran dalam LAPRIS, dimana Paionga Daeng Ngalle

mempunyai kedudukan sebagai pelindung dalam organisasi kelaskaran-
kelaskaran yang terhimpun dalam LAPRlS.

c. Roberl Wolter Mongisidi

Salah satu anggota LAPRIS adalah Robert Wolter Mongisidi yang
lahir pada t4 Februari 1925 di Desa Malalayang, tidak iauh dari Kota
Manado. Robert Wolter Mongisidi merupakan anak ketiga dari keluarga
Petrus Mongisidi dan ibunya bernama Linda suawa, Putra-putri suami
istri Petrus Mongisidi dan Lina Suawa ada 11 orang yaitu :

1. Vootie Evert Mongisidi (laki-laki)
2. Jan Albert Mongisidi (laki-laki)

3. Robert Wolter Mongisidi(laki-laki gugur sebagai pahlawan)

4. Opi Matelda Mongisidi (perempuan)
5. RuthMongisidi (perempuan-sudahmeninggal)
6. Corry Mongisidi (perempuan)
7. Marry Mongisidi (perempuan)
8. Robby Mongisidi (laki-laki)

9. Johannes Mongisidi (laki-laki meninggal dalam usia t tahun)
1o. Evert Mongisidi (laki-laki meninggal usia 30 tahun)
11. Seorang lagi laki-laki meninggal dalam usia 4 bulan (Sagimun,

rg75: ro)

Di dalam lingkungan keluarganya dan teman-teman karibnya,
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Robert Wolter Mongisidi sering hanya di panggil Bete saia. Diantara
saudara-saudaranya, Wolter memperlihatkan banyak keistimewaan,
dialah yang paling gagah dan tampan rupanya. Wolter termasuk anak
yang cerdas dan tajam otaknya. TapiWolter juga anak yang paling nakal
dan paling keras kepala diantara mereka bersaudara, sejak kecilWolter
sudah menampakkan bahwa ia seorang yang mempunyai kemauan
keras (5agimun, t975: tr).

Sejak kecil Wolter sudah biasa hidup sederhana dan prihatin, ayah
Wolter bukan seorang yang berada, Petrus Mongisidi hanya seorang
petani biasa saia. Mula-mula Wolter masuk HlS (Hollands lnlandsc
School) yakni sebuah sekolah dasar pada zaman pemerintah Hindia
Belanda. Setelah tamat, Wolter melanjutkan pelajarannya ke Mulo
Frater (Roma Katolik) (Arfah, dkk, 1995: 59). Pada masa pendudukan
Jepang pemuda Wolter masuk sekolah bahasa Jepang, kemudian
Wolter masuk sekolah Kopki yakni sekolah yang mendidik calon
pegawai dan guru bahasa Jepang. Wolter lulus dengan sangat baik, ia
menoniol terutama dalam bahasa. OIeh karena itu meski masih sangat
muda usianya diangkat menjadi guru bahasa Jepang, karena ingin sekali
melanjutkan pelajarannya dan menambah ilmu pengetahuannya, maka
Wolter meninggalkan Luwuk. la menuju ke Makassar (Ujung Pandang),
di Makassar Wolter masuk ke CP 6akko, yakni sekolah laniutan pertama
pada zaman pendudukan Jepang (Sagimun, 1975: t4).

Malapetaka menimpa Wolter ketika ia berusia 26 tahun, ibunya
meninggal pada r945, pada waktu revolusi lndonesia mulai pecah.
Wolter masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nasional di Makassar
yang merupakan sumber kader-kader muncul nama-nama seperti: A.
Rivai Paerai, Moulwi saelan, Robert Wolter Mongisidi, Syamsul Marief,
Laode Hadi, Siradjuddin Salam, dan lain-lain. Setelah dilakukan rapat
dan kontak beberapa kali, maka akhirnya diputuskan untuk melakukan
gerakan massa serentak beberapa kali, maka akhirnya diputuskan untuk
melakukan gerakan massa serentak pada z8 Oktober 1945 dinihari,
Tujuan gerakan adalah merebut Kota Makassar serta menguasainya,
sasaran yang ingin direbut adalah: Stasiun Radio Maradekaya, Stasiun
Radio Mattoangin, Hozo Ki .Jokudi Pantai Losari, Tangsi Polisi di Jalan
6owa, Tangsi KlS, Hotel Empre, Conica (kantor gubemur sekarang)
(Djarwadi, dkk, r97z: 7).

Serangan yang dilakukan serentak dan tiba-tiba di pagi buta di
beberapa tempat, mula-mula memperoleh hasil gemilang seperti
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di Stasiun Radio Maradekaya, Stasiun radio Mattoangin dan Nirom,
kemudian berhasil direbut dan diduduki. Malah perwira NICA semPat
digiring dan dilucuti seniatanya. Usaha untuk menaikkan Bendera Merah
Putih di atas Gedung Conica menggantikan Merah putih Biru menemui
kegagalan. Belum sempat para pemuda melakukan konsolidasi pada

iam ro,oo pagi tentara Australia sebagai penanggung iawab keamanan,
serentak bertindak melakukan penggrebrekan dan melucuti kembali

seniata-senlata yang telah dirampas pemuda serta menawan beberapa
puluh pemuda yang dianggap sebagai pemimpinnya. Seiak saat itu
gerakan pemuda di Makassar beralih mencapai bentuk yang nyata
yaknl perluangan berseniata. Sementara gerakan z8 Oktober dinilai
oleh group Ritulangi sebagai salah satu Provokasi kekerasan yang

dilanclrkan oleh yusuf samih dan Kawan-kawan dan sejalan dengan

taktik NICA untuk melibatkan Tentara Australia sebagai lawan bangsa

lndonesia (Djarwadi, dkk, 197:: 8).

Dalam perlawanan terhadaP tentara Belanda, pemuda Wolter mulai
menunjukkan kecakapannya sebagai seorang guru yang mempunyai
bakat pemimpin. Demikianlah berkat kecakapannya memimpin dan

berkat keberdniannya, maka Wolter dipercayakan sebagai pimpinan

operasi LAPRIS (5agimun, 1975: 25).

wolter Mongisidi

Ketika Robert Wolter Mongisidi dan kawan-kawan berhasil melarikan

diri dalam peniara, seluruh Kota Makassar meniadi gempar, khususnya

di kalangan NICA. Oleh karena itu pemerintah Belanda mengerahkan
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kekuatannya; serdadu KVKNIL, Polisi NIC-,A, pasukan Paccalaya dan

mata-mata untuk mencari dan menangkap para pelarian itu, mereka

mengumumkan bahwa barang siapa yang dapat menangkap R.W.

Mongisidi akan diberi hadiah sebanyak ! 40o. Sehingga R.W. Mongisidi

dkk semakin terjepit dan sukar untuk dapat meloloskan diri keluar kota'

Akhirnya 25 oktober 1948, R. W. Mongisidi dapat ditangkap kembali

dan selanjutnya dimasukkan ke dalam peniara (Arfah, dkk' 1995:, 67'

Anonim 1982: 78).

Dalam perkembangan kemudian, setelah menghadapi beberapa kali

pemeriksaan dalam persidangan dipengadilan, akhimya R.W Mongisidi

diiatuhi vonis hukuman mati pada 25 Maret 1949. Selanjutnya R'W'

Mongisidi ditembak mati oleh regu penembak Belanda, bertempat di

Tallo pada 5 September r949, beberapa menit sebelum ditembak mati

dengan tenang dia menulis "setia hingga terakhir di dalam keyakinan",

ini semacam motto dalam hidupnya(Arfah, r995:67).

R. W. Mongisidi dengan beberapa kali keluar masuk peniara,

pada akhirnya mendapat hukuman mati dari Belanda. Namun hingga

akhir hayatnya tetap berada dalam satu keyakinan mempertahankan

kemerdekaan, meskipun nyawanya yang dipersembahkan untuk

negara.

d, Emmy Saelan

Dalam organisasi Periuangan LAPRIS ada seorang anggotanya yaitu

Emmy Saelan memPunyai nama lengkap Suhartini Saelan, dilahirkan

di Makassar pada r5 Oktober 1924' Emmy Saelan anak pertama dari

tuiuh orang bersaudara. Dari ketuiuh bersaudara hanya Maulwi Saelan

yang laki-l;ki, ayahnya bernama Saelan dan ibunya bernama sukamti'

keluarganya dan teman-temannya di sekolah, baik di sekolah dasar

maupun di sekolah laniutan memanggilnya dengan nama Emmy Saelan

(Provinsi Sulawesi, r953: 368).

Pendidikan dasar dimulai pada Eerste Europese Ldgere School di

Makassar, kemudian dilanlutkan ke Hogere Burger School (HBS) pada

i918. Ketika seluruh wilayah lndonesia berhasil diduduki oleh 'Jepang,

semua sekolah-sekolah yang ada baik yang didirikan oleh Hindia Belanda

mauPun yang diusahakan oleh pihak swasta dinyatakan tertutuP'

Namun Emmy Saelan tetap bergiat untuk dapat menambah ilmunya'

Untuk itu ia berusaha agar dapat belaiar di Pulau Jawa' Usaha inipun

tidak berhasil, karena pihak Jepang melarang penduduk meninggalkan
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tempat pada waktu itu. Keadaan itu menyebabkan Emmy Saelan tetap
tinggal di Kota Makassar, ketika pihak Jepang membuka sekolah
kembali. Emmy Saelan mendaftarkan diri pada lembaga pendidikan
selama satu tahun, setelah itu ia meneruskan pendidikannya ke sekolah
tabib dan bercita-cita untuk meniadi dokter anak. Namun usahanya
tidak berhasil, karena ia tidak mendapat izin dari pemerintah Jepang
untuk melaniutkan pendidikannya ke Pulau Jawa (Paeni, dkk, r987: 5).

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Emmy Saelan mengembangkan
karimya sebagai iuru rawat, Oleh karena Belanda berusaha untuk
kembali menanamkan pengaruh dan kekuasaan pemerintahannya
khususnya di Sulawesi Selatan. Emmy Saelan kemudian diterima
bekeria sebagai juru rawat di rumah sakit Stella Maris Makassar (Arfah,
dkk, 1995: 71)

Ketika Emmy Saelan bekerla sebagai juru rawat di rumah sakit,
ia mempergunakan kesempatan sehubungan dengan bidang
pekerjaannya sebagai sarana keikutsertaannya dalam perjuangan.
Hal ini dipandang sesuai dan memungkinkan, karena memberikan
bantuan pelayanan kesehatan dan obat-obatan yang diperlukan oleh
para pejuang. Ketika ditugaskan pada bidang konsultasi, ia banyak
berhubungan dengan para peiuang yang ditawan oleh Belanda. Emmy
Saelan memberikan perawatan dan pengobatan yang baik, bahkan
memberikan obat-obatan yang diperlukan oleh para peiuang serta
berusaha meloloskan mereka dari tahanan (Paeni, dkk, t987: 9).

Emmy Saelan
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Saat Gubernur Sulawesi Dr. Ratulangi bersama stafnya dan tokoh-
tokoh nasional lainnya ditangkap, ditawan dan kemudian diasingkan
oleh Belanda. Emmy Saelan tampil bersama beberapa teman kerjanya
menyatakan protes terhadap tindakan Belanda itu dengan melakukan
aksi pemogokan (Lahadji, r967: t65).

Setelah Emmy Saelan menyadari bahwa kegiatannya itu
telah diketahui oleh pengurus rumah sakit, maka dengan segera

meninggalkan pekerjaannya dan pergi menggabungkan diri dengan
peluang-pejuang yang mengorganisasikan diri dalam kelaskaran

Lipan Bajeng. Keikutsertaannya Emmy Saelan dalam kelaskaran Lipan

Bajeng, dikarenakan adiknya yaitu Maulwi Saelan yang menladi salah

satu anggota kelaskaran Lipan Bajeng, dan selalu berhubungan dengan
Emmy Saelan ketika masih aktif bekeria di rumah sakit Stella Maris
(Lahadii, 1957: i67).

Ketika Emmy Saelan datang melaporkan diri untuk ikut beriuang
melalui wadah kelaskaran Lipan Baleng, ia diterima dengan senang hati

oleh pihak pengurus organisasi kelaskaran itu. Emmy Saelan diangkat
sebagai pembantu adiknya Maulwi Saelan kegiatan kepalang merahan
kelaskaran Lipan Bajeng, Perawatan diberikan kepada peiuang-
pejuang yang lukaluka dalam pertempuran. Kegiatan, semangat
dan ambisinya untuk dapat membinasakan pihak Belanda yang ingin
kembali menanamkan pengaruh dan kekuasaan pemerintahannya di

Sulawesi Selatan, menyebabkan ia semakin mendapat kepercayaan
dari pengurus kelaskaran (Said, 1984 : 89; Paeni, dkk, 1987: lo).

Keterlibatan itulah yang mendasari ketika LAPRIS dibentuk secara

resmi pada Juli 1946, Emmy Saelan dipilih secara aklamasi untuk
menjadi kepala bagian palang merah LAPRIS. Pada saat terbentuknya
LAPRIS Emmy Saelan tampil berbicara dengan teriakan merdeka dan

berkata aku datang ke sini untuk menyerahkan tenagaku bagi tanah air
(Arfah, dkk, 1995: 73).

Semangat itu ditampakkan ketika gabungan pasukan pejuang

memasuki Batua 23 Januari 1947, mereka dihadang oleh Pasukan Polisi

Militer Belanda, Oleh karena pertemuan yang mendadak itu mendorong
R. W. Mongisidi tampil dengan segera, dan melePaskan dengan
menggunakan Owen Cun sembilan kali, sehingga pasukan Belanda

itu melarikan diri. Ketika pasukan peiuang telah menyeberangi Sungai

Jeneberang dan beristirahat sebentar di dekat Kampung Bontoramba
tiba-tiba datang pasukan Belanda, akibatnya teriadi pertemPuran sengit
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antara pasukan Belanda dan para peiuang. Emmy Saelan dan beberapa

anggota lainnya juga dengan segera mengambil posisi, sementara
Emmy Saelan dan kawan-kawan mengatur posisi, tempat mereka

telah dikepung oleh Belanda, sehingga perlawanan mereka tidak
berarti. Emmy Saelan yang pada waktu itu menderita sakit vermiform-

appindex tidak sempat lagi menghindarkan diri, Emmy tamPil dengan
gigih melancarkan perlawanan, namun musuh semakin dekat dan
posisinya telah terkepung. Dalam keadaan seperti itu, dengan tenang
bersembunyi sambil menanti pasukan musuh mendekat. Dengan

segera Emmy melemparkan granat tangan sebelum tembakan musuh
mengenainya, granat meledak tepat di tengah-tengah pasukan musuh
yang mendekat, Namun Emmy terjatuh ketika kena ledakan granatnya

sendiri bersama musuh yang mendekatinya. Menurut catatan Emmy
Saelan gugur, sementara dari pihak musuh meninggal dunia sebanyak
delapan orang (Paeni, dkk, r987: 89; Lahadji, 1967:167).

Emmy Saelan dapat dikatakan sebagai seorang pahlawan,
pengabdiannya kepada negara tidak diragukan lagi. Demikian iuga
dengan pengorbanannya yang rela mengorbankan segalanya,
termasukiiwa dan raga demi kemerdekaan, dia adalah Srikandi Republik
lndonesia.
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lI
PER'UANGAN LAPRIS MASA

KEMERDEKAAN

LAPRIS dalam Menentang Belanda
Seperti diketahui bahwa kelaskaran yang ada, tidak menyenangi

atas kedatangan NICA yang menyertai pasukan Sekutu, Belanda
kembali memperlihatkan aksinya. Oleh sebab itu, beberapa kelaskaran
yang tergabung dalam LAPRIS berjuang mati-matian melawan Belanda.
LAPRIS harus menyelenggarakan rapat pada r6 September 1946, untuk
membentuk markas besar. Pembicaraan itu kemudian dilanjutkan
pada rapat kedua pada 27 September 1946 di polombangkeng. Hasil
pertemuan itu adalah membentuk markas besar LApRIS yang bertugas
untuk mengorganisasikan aksi perjuangan dan perlawanan terhadap
NICA. Yang terpilih sebagai anggota markas besar adalah: Ranggong
Daeng Romo, R. W. Mongisidi (Lipan Bajeng), Aminuddin Muchlis pusat
Pemuda Nasional lndonesia (PPNI), Suratman dan Ongge Angkatan
Laskar Rakyat (ALR) (Kadir, dkk, r984: r55).
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Pembentukan markas besar ini, juga terdorong oleh kenyataan yang

menuntut untuk lebih memPerkuat kekuatan dan penataan kekuatan

dalam menghadapi pasukan NICA. Tidak terelakkan bahwa dalam

rangka me;ta kepengurusan LAPRIS, pihak N'lCA telah berusaha

untik meghancurkannya, serangan mendadak ke markas. Rannaya

yang dilan;arkan pada tanggal 8 Agustus 1945, sempat membinasakan

ian-rn"ne*ask"n selumlatr pas;kan LAPRIS (sekitar zo orang)'

Walaupun demikian, kedudukan pusat pasukan dapat.dipertahankan di

bawah pimpinan Ranggong Daeng Romo dan kemudia,n demi strategi

pertahanan dipindahkan ki gunung Bungung Masigi (Kadir' dkk' 1984:

165).

Latihan militer yang diselenggarakan untuk mendidik dan

.engg"rnbteng p"trt .i UeRtS di maniailing, Komara makin

rn.ninlt 
"tt 

un ittategi dan kemampuan tempurlaskarLAPRlS',sehingga

seiang"an rakyat terhidap Nlca pun makln gencar' Pada rapat komando

pasuk"an dan'pasukan bawah tanah bergerak serentak dal:m rencana

i"i!"iung"n t"thadap kedudukan musuh, melakukan sabotase' dan

L.lu.prit rn .rang gerak musuh (Poelinggomang, dkk, :oo5: t93)'

Sebagai imbangin, maka pada 15 Agustus 1946 serangan balasan

terhadai NICA dilincarkan terus-menerus, sampai 31 Agustus 1946'

Menurui laporan serangan-serangan itu dilakukan antara lain terhadap:

tangsi militer di Mariso] pihak Nl-n kehilangan 1oo orang tentara' dan

beb"erapa senlata mereka berhasil dirampas oleh Pasuk-an LAPRIS'

luga 5o orang ientara NICA mengalami luka-luka, tangsi polisi (4 orang

po'tirit"*"t)] pertahanan militer dekat Labuang Baii (hasilnya tidak

dit.t"nrll. Menggranati dua buah kubu tentara NICA di Uiung Tanah

(kerugiandipihak NICA z5 o."ng."ti,1o lukaberat,l o or-ang luka ringan)'

ilurnr"dirn mencoba membakir markas MMD dan MTD tetaPi belum

feitrasif. ef<si penghadangan berhasil mengranati I buah mobil Jeep di

Jalan Maros r4 oring meninggal,5 orang luka berat, dan 3 orang luka

ringan. Aksi yang saira terhadap 2 Jeep dibagian utara Kampung Baru

(a lrang meninglal, 4 orang luka berat dan : luka ringan)' dan lainlain'

ielain iiu luga d]ianca.kan i'ksi-aksi pembakaran gudang-gudang pihak

gelanda iai rumah'rumah orang yang bekerjasa sama dengan NlcA'

serta bangsal yang diperuntukkan bagi kelompok yang dilindungi oleh

NICA. Jika:iik;ti laporan ini tampak tidak sedikit keruBian yang diderita

oleh pihak NICA, baik perlengkapan kekuatan militernya, maupun

perbelalan lainnya (Poelinggomang, dkk, 2o04: r9:-r93)'
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Dalam September 1946, serangan-serangan dari serdadu NICA
terhadap pasukan LAPRIS tidak terlalu berarti, di lain pihak pasukan
LAPRIS mempergunakan kesempatan tersebut untuk menangkap
mata-mata yang sengaja disebarkan oleh musuh disekitar kantong-
kantong para peiuang. Hanya sekali mendapat serangan dari
musuh, yaitu pada 7 September 194G di Barombong, Bontonompo.
Rombongan pimpinan LAPRIS Makkaraeng Daeng Maniarungi yang
dikawal oleh 12 orang pasukan khusus Lipan Baieng dalam perjalanan
tugas ke Makassar, tiba-tiba mereka bertemu dengan patroli musuh,
sehingga kontak seniata tidak dapat dihindari dan pertempuran
berakhir tanpa ada korban jiwa. pada 15 September i946, dengan
kekuatan'to orang di bawah pimpinan mappa, dan Barakati menyerang
musuh di Manongkoki, Polombangkeng. Dalam penyerangan tersebut
seorang musuh meninggal, dua hari berikutnya pada r7 September
t946 dengan kekuatan sekitar ioo orang di bawah pimpinan panglima
LAPRIS Ranggong Daeng Romo dan Makkaraeng Daeng Manjarungi
menyerang musuh di Parasangan Beru. Dari pihak LAPRIS 2 orang
gugur, dan 8 orang ditawan oleh Belanda, sementara di pihak Belanda
hanya seorang yang meninggal (Mandiarungi, r958:7, Amia,tgT'r:4).

Panglima LAPRIS Ranggong Dg. Romo pada 1 Oktober i945
memimpin rapat LAPRIS di Bungung Masigi, salah satu hasil keputusan
rapat adalah mengadakan latihan militer selama 1 bulan. Rapat yang
akan di mulai 4 Oktober 1946 sampai dengan pada 4 Nopember r946,
untuk melaksanakan hasil keputusan ini, maka pada 4 Oktober 1946
dimulai penyelenggaraan latihan-latihan militer di Manjalling, Komara.
Rapat ini diikuti oleh sekitar looo orang pemuda-pemuda dari LApRlS,
dipimpin langsung oleh Panglima LAPRTS Ranggong Dg. Romo yang
dibantu oleh ro orang, di antaranya Muh. Djalal Daeng Leo parenrengi
Daeng Muang, Mappasomba alias Abdul Chalik Daeng Nyau, Arfah
lbrahim Daeng Tule, dan lainlain (Mandiarungi, r958: 3).

Berkat latihan militer tersebut, membawa angin segar dalam
serangan-serangan dan perlawanan terhadap pihak musuh semakin
gencar. Di samping itu, strategi penyerangan pasukan LApRIS semakin
teratur, sehingga memungkinkan untuk meningkatkan perjuangannya
(Arfah, dkk, 1991t 1o7).

Diselenggarakan rapat komando LAPRIS pada 2-4 November 1945
bertempat di Bungung Masigi, yang dipimpin oleh Ranggong Daeng
Romo. Hasil keputusan rapat tersebut adalah mengeluarkan instruksi
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kepada para komando pasukan dan pasukan bawahan untuk bergerak

serentak mengadakan penyerangan-penyerangan terhadap daerah

pendudukan musuh, mengadakan sabotase-sabotase, melumpuhkan

iuang gerak lalu lintas musuh (Amin, 1g71t 22). Kota Takalar diiadikan

seba-gai sasaran penyerangan, karena seiakJulit946, kekuatan musuh di

kota itu semakin kokoh, yang sengaia diperkuat agar bisa mengimbangi

kekuatan para peluang di Polombangkeng' Setelah para pemuda-

pemuda selesai diberikan latihan militer, Panglima LAPRIS Ranggong

baeng Romo memberikan kepercayaan kepada- R'W' Mongisidi

untuk- memimpin penyerangan, karena baliau telah berpengalaman

melakukan gerakan-geiak"n yang mengeiutkan pihak musuh dalam

Kota Makassar. Hari penyerangan ditetaPkan Pada 7 November 1946'

beberapa rakyat biasa yang selama ini sering membantu-Para peiuang

minta diperkenankan ikut ierta dalam penyerangan ini (Mandiarungi'

1958: 8; PawiloY, 1987: >4).

Serangan yang terus menerus dilakukan oleh pihak pasukan

felaskarJn yang d-'koordinasikan lewat LAPRtS, menyebabkan Belanda

senantiasa terdesak dalam usahanya untuk memulihkan kembali

kekuasaan pemerintahan Belanda di daerah ini Tidak iarang teriadi

bahwa pihak pasukan Belanda melancarkan serangan terhadap

kelaskaran rakyat, tetapi semuanya dapat dihadapi dengan gigih

dan penuh semangat. Akhirnya dengan sisa-sisa kekuatan.yang ada

sambil menanti paiukan bantuan yang telah diminta, pihak Belanda

melancarkan aksi militer secara serempak di daerah-daerah pada:o

Nopember 1946. Aksi itu tidak dibiarkan berlalu oleh pasukan rakyat'

Pertempuran demi PertemPuran terladi di mana-mana, sehingga

keduduian tentara Belanda semakin menurun (Kadir, dkk, 1984: 166-

16?).

Kemudian Pada 21 Januari 1947 R. W. Mongisidi bersama Lettu A'

R. Makmur dan sepasukan tentara LAPRIS (berlumlah 85 orang) yang

dipimpin oleh Bapak Jawa dan l\ilono melancarkan serangan terhadap

kedudukan pasukan Belanda. Pada 23 Januari 1947 teriadi pertempuran

di Batua dengan tentara Belanda,hal ini mengakibatkan lokasipasukan

LAPRIS mulai dikepung tentara Belanda. Pertempuran mulai berkobar

dari jam t4.oo hingga malam hari, Oleh karena pasukannya semakin

terkepung, maka diperintahkan untuk memecah pasukan' Sebagian

diperintai'kan untuk kembali ke Polombangkeng, ke arah Gowa dan

sebagian tetaP di tempat, pada kesempatan ini turut PUla Mongisidi,

A. M;iid dan Bung Husen. Untuk meloloskan pengunduran pasukan
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ini, Mongisidi tampil ke depan untuk menghadapi serbuan tentara
Belanda, sementara pimpinan pasukan yang bertahan diserahkan
kepada A. Majid. Setelah itu berusaha memasuki Makassar dan sempat
menjumpai Yuritman dan A. Maiid yang men<eritakan bahwa semua
teman-teman telah tewas terperangkap pasukan Belanda.5ejak waktu
itu ia mengembara di Makassar sambil melancarkan aksi-aksi sabotase
hingga ia tertangkap pada akhir Pebruari 1947 (Kadir, dkk, 1984:158).

Di pihak lain, pasukan Belanda melancarkan serangan ke markas

tAPRlS di Langkese pada Pebruari 1947, pasukan Belanda berhasil

mengobrak abrik kedudukan Pasukan LAPRIS yang berada di bawah

pimpinan langsung Ranggong Dg. Romo. Pada Pertempuran ini,

Ranggong Daeng Romo gugur dalam perlawanan mati-matian untuk
mempertahankan daerahnya dari serangan pasukan Belanda. Kematian

Ranggong Daeng Romo berakibat besar pula terhadap kedudukan

pasukan LAPRIS, keadaan inisemakin menimbulkan kekhawatiran dalam

keorganisasian perlawanan karena tokoh lain yang didambakan R. W.

Mongisidi iuga telah tertangkap. Tokoh penggerak yang diandalkan

yang masih bertahan adalah Karaeng Polombangkeng Makkaraeng

Daeng Mandiarungi. Setelah Ranggong Daeng Romo gugur digantikan

oleh Mappa Daeng Temba, dan Makkatang Daeng Sibali sebagai wakil

ketua (Mappa Dg. Temba, 14 Januari zooo).

Pada bulan Januari 1948, berdasarkan berita tentang dicapainya

Perian,ian Linggariati dan kelak akan dilakukan perundingan Renville,

maka Makkaraeng Daeng Mandiarungi mengadakan pertemuan

dengan staf pemerintahan. Dari hasil pertemuan inidicapai kesepakatan

untuk mengirim utusan kepada pihak Belanda guna membicarakan

batas wilayih kekuasaan pihak Belanda di Makassar dan batas wilayah

Rbpublik lndonesia di Polombangkeng sePerti halnya yang dilakukan

diJawa. Pada 6 Januari 1948 diutus satu delegasi untuk membicarakan

rencana itu dengan pimpinan Koninklijke Nederlondsch lndische Leger

(KNlt) dan Netherlands Edst lndies Forces tntellig,ence service (NEF,S) di

Makassar, rencana itu dinyatakan diterima. Akhirnya pada 8 Pebruari

1948, Makkaraeng Daeng Mandiarungi berangkat bersama dua orang

pimpinan Lipan Baieng ke Makassar untuk membicarakan rancangan

penentuan batas wilayah kekuasaan. Ternyata kedatangan mereka

itu disambut dengan penangkapan kemudian langsung diiebloskan ke

dalam penjara. Sesungguhnya seiak dicapainya Persetuiuan Linggariati

)J Maret 1947, yang menetapkan wilayah ke fakto RePublik lndonesia,

Belanda telah mendapatkan akses untuk mematahkan semangat

PERJUANcAN LAPRIs Dl suLAwEsl sELATAN | ,7



perlawanan di sulawesi selatan. untuk lebih menguatkan rencana

terwujudnya negara federasi Van Mook bersama para pendukung

menyelenggarakan Konferensi Denpasar dan berhasil membentuk
Negara lndonesia Timur (NlT) (Kadir, dkk, r984: t68't69).

Walaupun demikian, pada dasarnya perjuangan dalam diri rakyat
masih tertanam dan tidak pudar. Gambaran menyangkut periuangan
mempertahankan kemerdekaan di Sulawesi Selatantampak ielas bahwi
tekad juang mereka bukan hanya ditujukan untuk menggagalkan dan
membinasakan usaha Belanda, melainkan juga ditujukan untuk tetap
mempertahankan kemerdekaan.

LAPRIS Dalam Membantu TRIPS
Terbentuknya Tentara Republik lndonesia Persiapan Sulawesi

(TRIPS), adalah atas berkat jalinan kerjasama antara utusan-utusan
yang dikirim oleh pihak pejuang kemerdekaan dan kesatuan bangsa
di Sulawesi Selatan dan wadah perjuangan masyarakat Sulawesi
Selatan yang berada diJawa serta dukungan dari pemerintah Republik
lndonesia. EkspedisiTRlPS yang pertama dikirim 23 Mei 1946, di bawah
pimpinan A.M. Yusuf Amir dengan anggotanya sebanyak 6z orang
diantaranya adalah Muhammadong dan Husain lbrahim. Pasukan
ekspedisi ini berhasil ditangkap oleh armada Belanda di perairan Bali.
Pasukan ekspedisi ini selan.[utnya dibawa ke Surabaya dan dipenjarakan
di penjara Kalisosok dan baru dibebaskan setelah penandatanganan
Perjanjian Renville pada r948 (Kadir, dkk, r984: r74).

Adapun tugas-tugas TRIPS adalah; Melakukan persiapan
pembentukan kader dan pasukan yang akan diinfiltrasikan ke Sulawesi,
membentuk TRI (Tentara Republik lndonesia) di Sulawesi dengan
kekuatan satu Divisi, menyampaikan laporan tentang hasil tugas
tersebut kepada Panglima besar, kegiatan utamanya adalah melatih
tenaga-tenaga yang bersedia dikirim ke Sulawesi untuk membantu
perjuangan melawan NICA (Bahtiar, zor4: 8o).

Di lain pihak dari Sulawesi juga senantiasa diusahakan untuk
mengirimkan pemuda-pemuda ke Jawa untk mendapat latihan militer
sebagai bekal untuk kembali ke Sulawesi, maksudnya untuk membina
kelaskaran yang ada agar lebih terkordinir dan dapat melaksanakan
tugas kemiliteran dengan baik. Ada dua kelompok yang berbeda
dalam tubuh TRIPS, kelompok pertama, merupakan inti terbentuknya
TRIPS pada hakekatnya adalah Batalyon Kemaiuan lndonesia (BKl) nya
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Kahar Muzakkar, yaitu terdiri dari narapidana yang dibebaskan dari
Nusakambangan. Beberapa di antaranya adalah bekas tahanan politik,
tetapi beberapa lagi adalah bandit dan penfahat biasa pencopet,
pencuri, pembunuh. Sedang kelmpok kedua terdiri dari pelalar, atau
pemuda seperti Saleh Lahade dan Andi Mattalatta yang umumnya
berpendidikan baik (Harvey, 19Eg:144; Bahtiar, 2014: 81).

Tidak lama setelah pengiriman utusan pemuda pejuang ke Jawa, tiba
di Suppa satu pasukan ekspedisi dari .Jawa yang dipimpin oleh Sahid
Hasan bin Tahir dan Latif pada Juni i946. Ekspedisi ini tercatat sebagai
ekspedisi kedua yang dikirim oleh TRIPS, pengiriman organsiasi ini
turut diorganisasikan oleh Kebaktian Rakyat lndonesia Sulawesi (KRIS).
Kemudian kedudukan ekspedisi ini di samping sebagai bantuan dari
TRIPS, juga mendapat tugas untuk mengembangkan dan mendirikan
organsiasi baru cabang dari KRIS. Kehadiran ekspedisi TRIPS kedua ini
diman{aatkan sebaik-baiknya oleh organisasi kelaskaran BPRi Suppa,
untuk menjadi pelatih anggota kelaskaran. Di Suppa pasukan ekspedisi
ini juga menjalin keriasama dengan pimpinan BP Ganggawa A. Cammi,
ketika ia dan sebagian anggotanya datang ke Suppa. Pada 1946 TRIP5
berhasil mengirim tz kali pasukan ekspedisi ke Sulawesi Selatan, untuk
membantu perjuangan rakyat diSulawesi Selatan. Di antara 12 kelompok
itu hanya 8 orang yang berhasil mendarat di Sulawesi Selatan dengan
baik dan melaksanakan tugas (Kadir, dkk,1g84t'175-176).

Salah satu kelompok pasukan itu yang menialin kerjasama dengan
LAPRlS, adalah ekspedisi TRIPS yang dipimpin oleh Letnan Makmur
Sitaka. Panglima LAPRIS Ranggong Dg. Romo kemudian memberitugas
kepada Mongisidi untuk meniemput pasukan TRIPS yang waktu itu ada
di Jeneponto. Setiba di sana, diketahui bahwa pasukan TRIPS yang
berada di bawah pimpinan Letnan Makmur Sitaka telah bergabung
dengan pasukan patroli LAPRlS,Tuiuannya untuk melancarkan serangan
terhadap pasukan Belanda di Jeneponto pada z Januari 1947. Dalam
pertempuran itu tentara Belanda dibinasakan kemudian beberapa
peralatannya dirampas, sedang dalam sumber lain disebutkan bahwa
5 Januari1947. Gabungan pasukan LAPRIS-TRIPS di pimpin oleh Mappa
Dg. Temba dan pasukanTRlPS di pimpin oleh Letnan Makmurdengan
kekuatan sekitar too orang menyerang musuh di Bangkala, Bulurinring.
Dalam peristiwa tersebut pihak peiuangtidak ada korban, sedang pihak
Belanda 5 orang yang mengalami luka-luka (Arfah, dkk, r99r: r6).

LAPRIS dibentuk oleh adanya kesepakatan diantara pemimpin laskar
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tanpa adanya instruksi militer. Pembentukan LAPRIS di dasarkan oleh

adanya kesadaran untuk mempersatukan organisasi kelaskaran sebagai

alat perlawanan rakyat dalam menghadapi Belanda. Sebaliknya TRI

Divisi Sulawesi Selatan tidak hanya dibentuk atas prakarsa pemimpin-

pemimpin laskar yang hadir pada saat itu, melainkan iuga dilakukan

karena adanya surat perintah Penugasan dari Markas Besar Tentara

(MBT), yakni Panglima Besar Jenderal Sudirman (Bahtiar, zor4: tl4).

Dengan demikian, sebelum diadakan konferensi pembentukan

TRI DlVlSl Hasanuddin di Paccekke telah terjalin hubungan keriasama

antara LAPRIS dengan TR|P5. Akan tetapi ialinan keriasama itu tidak
dapat merealisasikan hasil Pertemuan tersebut, karena selain tidak

dapat menyelenggarakan rapat markas daerah yang telah direncanakan

secepatnya disebabkan karena situasinya tidak memungkinkan.

Tetapi iuga karena sebagian pasukan Letnan Makmur yang sedianya

akan menyampaikan hasil Pertemuan ke pemerintah. Gugur dalam

pertempuran ketika gabungan pasukan TRIPS dan LAPRIS menyerang

Kota Makassar (Arfah, dkk, t99t: tt8).

Setelah pertemuan antara pasukan TRIPS dan LAPRIS tersebut

di atas, maka pimpinan LAPRIS menganggap perlu segera

melangsungkan rapat komando untuk menetapkan taktik dan strategi
dalam menghadapi aksi serdadu Belanda. Khususnya Westerling yang

tampak semakin mengganas di wilayah kegiatan LAPR|5. Dalam rapat

itu, hadir Panglima LAPRIS Ranggong Daeng Romo, Makkaraeng

Daeng Mandiarungi, R.W. Mongisidi Letnan A.R. Makmur, Letnan A.

Bachri, Win. M. Chatip Lasiny, Muh. Amin Daeng Nai, dan Muh. Saleh

Daeng Palallo. Selesai panglima LAPRIS memberikan pengarahan,

R.W. Mongisidi berbicara dan mengusulkan agar Pasukan LAPRIS

mengadakan penyerangan ke Kota Makassar dan sekitarnya sebagai

pertimbangan terhadap aksi Westerling (Arfah, t99t: tt9).

Dengan perhitungan bahwa pasukan Westerling telah bergerak
ke pedalaman, maka sangat tepat usul tersebut, akan tetapi usul ini

tidak didukung oleh wakil dari Lipan Baieng, dan Laptur mengusulkan

agar operasi LAPRIS sekitar bagian selatan Sungai Jeneberang.

Akhirnya teriadi perdebatan karena masing-masing mempertahankan
pendapatannya, akan tetapi usul R. W. Mongisidi diterima setelah

melalui pemungutan suara.

Komando pimpinan LAPRIS memutuskan untuk menyerang Kota

Makassar dan sekitarnya. Panglima LAPRIS Ranggong Dg' Romo
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mempercayakan pimpinan operasi gabungan pasukan LAPRIS dan
TRIPS kepada R.W. Mongisidi dan Letnan A.R. Makmur, di samping itu
juga diputuskan untuk menyerang Bantaeng dan Bulukumba. Pimpinan
operasi dipercayakan kepada Letnan Bachri dan Moh. Chatib Lasiny
(Sibali, dkk, r998: 88).

Di markas LAPRIS, setelah rapat komando pimpinan LAPR|S
senantiasa mempersiapkan suatu operasi di sekitar Kota Makassar,
di samping dimaksudkan sebagai suatu pertimbangan terhadap
operasi Westerling, juga dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian
serdadu Belanda agar Konferensi Paccekke dapat berjalan dengan
mulus. Panglima LAPRTS Ranggong Daeng Romo mempercayakan
pimpinan operasi gabungan pasukan LAPRIS dan TRtpS kepada R. W.
Mongisidi. Bersama Wolter, Letnan Makmur serta pasukan tentara
LAPRIS dengan kekuatan sekitar 85 orang di bawah pimpinan Bapak
Mono dan Ranggong Daeng Romo menyarankan kepada mereka agar
mendahulukan perhitungan yang cermat dalam melancarkan serangan
terhadap musuh. Jangan terbawa semangat muda sebelum pasukan
gabungan diberangkatkan agarterlebih dahulu mengirim mata-mata ke
Makassar, serta ialur perjalanan yang aman bagi pasukan, agar pasukan
dapat lebih cermat memperhitungkan serangan (Arfah, dkk, r99r: r::).

Pada:o Januari 1947, iring-iringan pasukan gabungan LApRIS dan
TRIP5 dengan membawa hampirsemua perseniataan LAPRTS berangkat
menulu Makassar. Dalam perjalanan mereka berpapasan dengan
Sangkala Iinggi, kemudian melaporkan tugas yang diembannya yaitu
bahwa Emmy Saelan belum berhasil menyusup ke dalam Kota Makassar,
Mendengar laporan itu, tak akan merubah kebulatan tekad mereka,
dalam jiwa mereka telah tertanam semangat periuangan, merdeka
atau mati dan sekali merdeka tetap merdeka. Gabungan pasukan
LAPRIS dan TRIPS tetap melanjutkan perialanan untuk menyerang
musuh di Makassar. Namun pasukan gabungan tersebut telah sampai
di pinggiran kota, dan telah diketahui oleh musuh, sehingga kontak
seniata tidak dapat dihindari lagi (Arfah, dkk, r99r: r:3).

Dari hasil interogasi tertulis R, W. Mongisidi: kira-kira pada 21 Januari
t947, maka kurang lebih 85 orang pergi ke Makassar, patroliinidipimpin
oleh Bapak Jawa dan Mono. Wolter dan Letnan Ma'mur hanya melihat-
lihat saja, 23 Januari i947 teriadi pertempuran di Mp Makassar di
dekat Bitoa, namun sebelumnya pada 21 )anuari1947 pasukan LAPRTS

menyerang musuh di Bantaeng/Bulukumba. Penyerangan itu dipimpin

eERJUANcAN LApRrs Dr suLAwEsr sELATAN | 4i



oleh Moh. (halib dan Backri (Letnan TRIPS) dengan mengerahkan

kekuatan sekitar 50 orang. Dalam peristiwa ini pihak LAPRIS 20 orang
gugur, sedang pihak musuh 10 orang meninggal dan luka-luka tidak

pasti diketahui. Serangan-serangan dari pasukan LAPRIS dan TRIPS,

merupakan iawaban terhadap Pemerintah Belanda yang sedang Siat-
giatnya melakukan aksi anti kekacauan dimotori oleh Westerling yang

tldrk hanya dituiukan kepada para peiuang. TetaPi ,uga lebih banyak

terhadap rakyatielata, dimata mereka LAPRIS selama iniselalu berusaha

mengorganisir para peiuang dalam mempertahankan kemerdekaan, di

mani m-erupakan penghalang utama bagi keinginannya untuk kembali

berkuasa di daerah ini (Arfah, dkk, r99r:129-1lo).

Usaha-usaha untuk menggagalkan Konferensi Malino yang

diprakarsai oleh Van Mook dari pihak kelaskaran terutama kesatuan

yang dipimpin oleh Robert Wolter Mongisidi, Raden Endang,. dan lain-

iainlerus dilakukan, sehingga terpaksaKnferensi Malino diteruskan

di Denpasar yang yang menghasilkan Negara lndonesia Timur (NlT)'

Pasukan-pasukan Ekspedisi TRlP5, ALRIPS, PARA dari Jawa secara

berturut-turut melakukan pendaratan sepaniang pesisir pantai afdeling

Bonthain sampai afdelin Mandar, sehingga tidak megherankan apabila

pihak Belanda terhadap keempat daerah afdeling Makassar,.ParePare,

Mandar, dan Bonthain dinyatakan dalam keadaan perang (staat van

Orlg) (Said, r98z: 3o).

Kehadiran pasukan dari TRIPS dalam bentuk eksPedisi Angkatan

Laut Republik lndonesia (ALRI) divisi Vl ke Sulawesi Selatan tidak

berhasil megkordinasikan kesatuan gerak militer dalam suatu komando

untuk men8hadapi Belanda. Namun periuangan mereka belum berhasil

sebagaima;a yan diharapkan disebabkan karena Belanda telah

mem-perkuat kedudukan militernya dengan mendatangkan Pasukan

bantuan Divisi 7 Desember pada t Desember 1946 yang kemudian

disusul lagi dengan Detaschement Special Troepen (DST) 5 Desember

r945. Waliupun usaha Belanda berhasil mngacaukan perlawanan rakyat

dan mematahkan semangat periuangan mereka. Tetapi tidak sedikit

pertempuran yang dapat dicatat seiak kehadiran TRIPS dan ALRI-PS

sebagaiwuiud sikJp periuangan mereka (Bahtiar, zot4: toz-to3)'

I-APRIS dalam Periuangan Politik
Penangkapan tokoh-tokoh PKRS dan pembubaran wadah

perjuangan merupakan suatu taktik dan strategi politik yang digunakan

untuk melapangkan ialan bagi terselenggaranya rencana Konferensi
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Malino. Konferensi itu dimaksudkan untuk membicarakan konsep
negara federal, yang iadwalnya dilakukan sehari sesudah penyerahan
tanggung iawab pemerintahan dari Sekutu kepada pihak pemerintah
Belanda, yakni 15 Juli 1945. Tindakan ini ternyata tidak melumpuhkan
periuangan rakyat, kegiatan PKRS ternyata diambil alih oleh Tajuddin
Nur lewat PNI yang didirikan atas aniuran Ratulangi. Walaupun tidak
mampu mengimbangi keberhasilan NICA, namun menarik tokoh-tokoh
penting karena kebanyakan mereka telah diamankan oleh NICA lewat
ialinan keria sama atau ditawan, maka taktik yang dilakukan oleh pNl
adalah lewat keanggotaan langsung dari rakyat serta mendukung dan
mendorong lewat organisasi kelaskaran yang ada. Tampilnya kelaskaran
dalam periuangan mempertahankan kemerdekaan Rl, merupakan
tantangan yang hebat bagi program federal yang dicanangkan oleh
pemerintah Belanda (Kadir, dkk, 1984:186).

Penangkapan, penahanan, dan pengasingan yang dilakukan oleh
NICA terhadap tokoh-tokoh nasional dan pembubaran organisasi
PKRS merupakan taktik politik NICA memutuskan rencana konferensi
yang akan diselenggarakan di malin untuk mempersiapkan konsep
pembentukan negara federal di lndonesia. Di samping itu, penahanan
dan pengasingan yang dilakukan oleh NICA (Belanda) mengandalkan
kekuasannya pada kekuatan militer (Poelinggomang, dkk, 2oo4: 185).

Tokoh-tokoh nasionalis yang ditawan, menialani pemeriksaan
yang dilakukan memu menurut selera pemerintah kolonial Belanda.
Penahanan ini sebagai salah satu cara untuk memudahkan konferensi
yang diadakan di Malino, di dalam rangka mempersiapkan konsep
pembentukan negara federal bagi wilayah bekas jajahan Belanda.

Namun sejak permulaan tahun 1946, kedudukan NICA semakin
terdesak, karena keberhasilan dicapai oleh Dr. Ratulangi lewat PKRS,
yang diiadikan sebagai wadah pemerintahan. Walaupun demikian hal ini
tidak dapat berlangsung terus, karena pada 1 Februari t945 kedudukan
tentara Australia digantikan oleh tentara lnggris yang berpihak pada
Belanda. Pertemuan pada 3o Desember 1945 dihadiri oleh wakil-wakil
dari BPKR, PKR daerah-daerah, raja-raja, karaeng-karaeng, datu-datu,
kepala distrik, berhasil mencapai kesepakatan yang bertuiuan untuk
membagi wilayah sulawesi Selatan atas Kota Makassar dibawah
pemerintahan Belanda serta daerah pedalaman dibawah pemerintahan
badan pemerintah bumiputra. Sementara menunggu nasib lndonesia
ditentukan dan ditetapkan, nampak memberi keuntungan bagi
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PKRS. Keberhasilan diplomasi tersebut didukung oleh berbagai pihak

pemerintah bumiputra dan rakyat Sulawesi Selatan dengan gembira

dan senang hati menerima proklamasi kemerdekaan dan mendukung

sepenuhnya (Kadir, dkk, t984:188; Poelinggomang, dkk, uoo4: t87)'

Kontrolir 6owa Poll, memandang bahwa periode antara Januari

hingga Mei 1945 merupakan reactietiid (masa reaksi), berbagai

usahi mulai dilakukan oleh pihak NICA untuk dapat menampakkan

kekuasaannya. Terlebih setelah mendapat kesempatan yang lebih baik

dan memungkinkan dengan kehadiran Pasukan lnggris. Walaupun

demikian tokoh-tokoh peiuang tetaP berusaha mematahkan taktik
licik NICA. Dengan demikian partai yang berkedok kemerdekaan,

seperti PARKI (pada mulanya dengan nama PKI) diimbangi oleh pihak

PKRS dengan lebih menggiatkan PNl. Untuk itu iabatan ketua Komite

Nasional lndonesia (KN l) diserahkan keada Lanto Daeng Pasewang dan

Tajuddin Nur diberikan tugas untuk menggiatkan dan mengembangkan

PNl. NICA berusaha memPengaruhi pimpinan pemerintahan lokal

agar menjalankan dan penarikan paiak. Tetapi segera ditanggaPi oleh

KNl, dengan mengirimkan maklumat penolakan terhadap NlcA atas

aniurannya kepada berbagai pihak yang dipandang kompoten untuk

hal itu (Kadir, dkk, 1984: 188-189).

Keberhasilan yang dicapai oleh PKRS di bidang diplomasi, dipandang

oleh NICA sebagai ancaman yang berat dan Pasti akan menghancurkan

tuiuan yangtelah dicanangkan untukmenghidupkan kembali kekuasaan

dan pemerintahannya di Sulawesi Selatan. Untuk melapangkan
jalan bagi pencapaian tuiuan, maka satu-satunya ialan yang harus

ditempuh adalah menghancurkan PKRS. ltulah sebabnya pada 5 April
r946, pasukan NICA dikerahkan untuk menangkap tokoh-tokoh PKRS,

yang sementara mempersiapkan diri untuk mengadakan Pertemuan
dengan pimpinan-pimpinan lokal dan tokoh-tokoh masyarakat, yang

direncanakan akan diselenggarakan pada 6 APril 1946. Tokoh-tokoh
PKRS misalnya Dr. Ratulangi (Ketua PKRs, mewakili pemerintah Rl),

Lanto Daeng Pasewang dan beberapa anggota lainnya ditangkap dan

ditawan. Selain tokoh-tokoh PKR5, tokoh-tokoh dari Komite Nasional

lndonesia (KNl) juga ditangkap oleh NICA. Tindakan ini dilakukan untuk
menunjukkan bahwa NICA memiliki kewenangan dan kekuasaan yang

luga dimaksudkan untuk mencegah teriadinya Pertemuan antara

tokoh-tokoh nasional dengan pemimpin-peminpin pemerintahan lokal,
golongan bangsawan, serta pemuka masyarakat yang berdatangan

ke Makassar memenuhi undangan PKRS untuk melakukan pertemuan
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(Kadir, dkk, 1984: 189).

Hingga pada Nopember 1946, pemerintahan militer Belanda

tidak mampu menguasai keadaan di Sulawesi Selatan, perlawanan-
perlawanan semakin sengit setelah PNI dinyatakan terlarang.
Kota Makassar yang merupakan pusat pemerintahan dan markas

besar tentara NICA untuk Kalimantan dan lndonesia Timur menjadi
semakin terdesak oleh serangan-serangan yang dilancarkan oleh
peiuang-peiuang rakyat, di bawah komando LAPRIS. Kenyataan ini

menggelisahkan pihak pemerintah militer Belanda, karena markas yang

merupakan pusat kegiatan politik untuk Kalimantan dan Timur Besar

tidak mampu dikuasai (Kadir, dkk, r984: t95).

Bagi Pemerintah Belanda, penguasaan Sulawesi Selatan merupakan
langkah untuk memenangkan taktik politik bagi rancangan negara
federal. oleh karena Sulawesi Selatan adalah satu satunya daerah di

luar Jawa dan Sumatra yang telah mengumumkan Pemyataan bahwa
wilayah mereka merupakan bagian dari Republik lndonesia berdasarkan
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu Pemerintah

Belanda meminta bantuan pasukan untuk dapat menguasai Sulawesi

Selatan, sementara menanti pasukan bantuan, pihak Belanda mulai

melancarkan usaha-usaha penangkaPan tokoh-tokoh peiuang republik
pada awal Nopember 1946, setelah diketahui pasukan bantuan telah

tersedia maka menielang pendaratan Pasukan bantuan, mereka

mulai melancarkan serangan terhadap pusat-Pusat perlawanan

rakyat. Serangan yan8 dimulai dilancarkan tanggal 20 Nopember 1946

mendapat perlawanan yang kuat dari para peiuang kemerdekaan
(Kadir, dkk, t984: t95).

Keberhasilan operasi tentara Belanda mematahkan perlawanan

rakyat Sulawesi Selatan, tidak dapat dielakkan dari taktik politiknya
yang digunakan lewat konsep negara federal. Dengan konsep negara

federal, Belanda berhasil menarik selumlah tokoh-tokoh nasionalis
yang cukup memiliki pengaruh di kalangan rakyat, sehingga mampu

memudarkan semangat periuangan mereka untuk memperiuangkan

kemerdekaan dalam bentuk negara kesatuan, karena terdapat ianii
kemerdekaan dalam bentuk negara federal, atau negara persatuan.

Rencana negara federal itu diawali pembicaraannya pada Konferensi

Malino, kemudian terwuiud pada Konferensi Denpasar. Walaupun

usaha pemerintah Belanda berhasil mengacaukan perlawanan rakyat

dan mematahkan semangat Periuangan mereka, tetapi ia tetap tersirat
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di kalbu. ltulah sebabnya, walaupun dalam keadaan terdesak sekalipun
mereka tetap melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda.

Tidak sedikit pertempuran yang dapat dicatat sebagai wuiud sikap
periuangan mereka (Kadir, dkk, r984: t8o).

Dalam manifest politik dan keterangan pemerintah Perdana

Menteri Nadiamoeddin secara tandas ditegaskan bahwa adalah tuluan
kebijaksanaan NIT untuk senantiasa mengadakan keriasama yang
erat dengan Pemerintah Rl dan akan meniauhkan sikap bermusuhan.
Akan tetapi pada saat yang amat genting di mana Pemerintah Belanda
memutuskan untuk mengadakan aksi militer untuk memaksakan
kehendaknya kepada Pemerintah Rl dan sebagai akibatnya terladinya
intervensi (campur tangan) Dewan Keamanan PBB di mana beberapa
negara sahabat tampil ke depan untuk membantu Pemerintah Rl

mempertahankan nasib dan kedudukannya (Agung, 1985: 292).

Dapat dikatakan bahwa setelah 1947 perjuangan berseniata di
SulawesiSelatan telah dilumpuhkan oleh pasukan Belanda. Para pejuang
Sulawesi Selatan kembali mengarahkan kegiatan periuangan mereka di
-,awa setelah penyerahan kedaulatan, para pemimpin rakyat di Sulawesi
Selatan yang tidak ingin memperoleh kedaulatan dalam bentuk federal,
mendorong mereka untuk berusaha lewat pemerintah Rl yang berada
di Yogyakarta agar membubarkan RlS. Untuk mewujudkan maksud
itu, maka dengan dipimpinan Lanto Daeng Pasewang dan seiumlah
pimpinan pro republik berangkat ke Yogyakarta. Di antaranya Andi
Mappanyukki (mantan raja Bone), Andi Jemma (mantan Datu Luwu),
Paionga Daeng Ngalle (mantan Karaeng Polombangkeng), Andi
Sulthan Daeng Raia (mantan Karaeng 6antarang), dan lainlaian (Kadir,
dkk, 1984: 244).

Pernyataan keadaan darurat perang yang disusul aksi pembersihan
ooleh Westerlin dan anak buahnya ternyata tidak melemahkan jiwa
dan semangat perluangan rakyat Sulawesi Selatan dalam menentang
Belanda, bahkan makin gigih terhadap upaya NICA yang hendak
membangun kembali pengaruh dan kekuasaan pemerintahan Kolonial
Belanda di daerah ini, terlebih lagi LAPRIS telah menjalin kerjasama
dengan pasukan TRIPS tiba dari Jawa di bawah pimpinan Letnan
AR. Makmur Sitakka dan Letnan M. Backri yang mendarat di daerah
Jeneponto. Buktinya, pada 2J Januari 1947, gabungan LAPRIS dan
TRIPS yang antara lain dipimpin oleh R.W, Mongisidi, Letnan A.R.
Makmur Sitakka, Bapak Jawa, dan Mino, mengomandoi penyerbuan
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militer pos-pos NICA di Kota Makassar dan sekitarnya ( Poelinggomang,
dkk, u oo4: r94).

LAPRI5 yang selama ini mengorganisir para pel'uang dalam
melakukan perlawanan terhadap NICA merupakan salah satu ancaman
Belanda dalam upayanya memulihkan kekuasaannya di daerah ini.
Karena itu pada u7 Februari 1947. Serdadu KNIL menggempur markas
LAPRIS di Lenggese. Serangan serdadu-serdadu KNIL itu dihadapi
oleh pasukan LAPRIS yang dipimpin langsung oleh Panglima LAPRIS,
Ranggong Daeng Romo (Poelinggomang, dkk,:oo4: r95).

Perjuangan yang sama, iuga dilakukan oleh tawanan-tawanan
politik yang merupakan tokoh-tokoh peluang kemerdekaan, setelah
mereka dibebaskan 2o Desember1949. Sehubungan akan dilakukannya
penyerahan kedaulatan RlS, tawanan-tawanan politik yang dibebaskan
pertama kali itu berusaha membentuk panitia bekas tawanan politik.
Panitia yang dibentuk ini dimaksudkan untuk berusaha agar semua
tawanan politik dapat dibebaskan dan memperjuangkan merdeka
seratus persen, adapun susunan panitia sebagai berikut:

Pelindung : Makkaraeng Daeng Mandiarungi (Karaeng Djarung)

Ketua : F. Pondang

Wakil Ketua : J. Kamalirang

Penulis I : M- R. Amin Daud

Penulis ll : A. R. Tamma

Pembantu-pembantu : M.J, Uniung R, Sukarto dan lsmail A
(Harvey, r989: r59).

Atas inisiatif dari Karaeng Diarung, panitia bekas tawanan politik
berusaha menyelenggarakan satu konferensi dengan mengundang
anggota-anggota LAPRIS dan organisasi kelaskaran lainnya, serta
setiap pimpinan pemerintah afdeling. Menurut Karaeng Djarung,
konferensi ini dimaksudkan untuk membicarakan perubahan tatanan
dasar periuangan dari perjuangan militer menladi periuangan politik.
Untuk menyelenggarakan konferensi, pengorganisasian dipercayakan
kepada LAPRIS dan Lipan Baieng, untuk jaminan keamanan pengawalan
konferensi diserahkan kepada Mobil Brigade Ratulangi (MBR) (Kadir,
dkk, t984::44). Konferensi iniakhirnya dapat berlangsung 5-7 Februari
1950, dengan sepengetahuan Komisi Militer dan Teritorial lndonesia
(KMTIT), Pada upacara pembukaan konferensi, pemerintah NIT
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mengirimkan wakilnya untuk hadir. Konferensi ini berhasil membentuk

satu wadah yang dinamakan Biro Perjuangan Pengikut Republik (BPRI).

Landasan wadah ini dinyatakan dalam pernyataan yang dikeluarkan

sebagai hasil keputusan raPat. lsi pernyataan sebagai berikut:

1. Kami bekas pemberontak dan bekas tawanan politik yang dahulu

dikatakan perampok, pengacau, pembunuh dsb, dan kini digelar
pahlawan dan prajurit-praiurit periuangan.

:. Yakin bahwa tidak ada seorangPun buat kami meniadikan nama

atau gelar ini sebagai soal utama.

3, BahwayangkamiketahuiadalahbahwayangkamicintaibuPertiwi
dan dengan sadar, Pada waktu yang sudah, kami melakukan siasat

destruktif, keluar meneriang segala perkosaan atas Proklamasi 17

Agustus 1945. Sebagaisuatu ledakan keinginan dan hasrat bangsa

lndonesia yang sudah berabad-abad hidup dijaiah, ingin hidup

bernegara sendiri dan dapat menyumbangkan kebangsaannya

untuk ikut serta dalam pembinaan perikemanusiaan dan keadilan

di antara bangsa-bangsa di dunia ini.

4. Bahwa sesungguhnya lahirnya Republik lndonesia Serikat (RlS)

dan NlT, karena Belanda dan semata-mata pula didorong oleh

cara bapak-bapak kita yangtidak mengakuiiiwa dan cara pemuda

lekas{ekas ber Malino dan ber Denpasar, sehingga lahirnya

Rls dan NIT sebenarnya sedikitpun tidak mengganggu hasrat

dan keinginan seluruh bangsa lndonesia. Pada prinsipnya tetap
berpegang pada Proklamasi 17 Agustus 1945, baik yang telah ber

Malino dan ber Denpasar atauPun yang telah ber Penjara atau

ber hutan.

5. Bahwa masih banyak pula rakyat di NIT yang tidak atau

belum mendapat kesempatan memperkembangkan atau

mengembangkan kein$nan itu, bahwa dalam banyak hal kita di

NIT banyak ketinggalan (Djarwadi, r 972: 45;Poelinggomang, dkk,

2o04:262).

Pernyataan ini yang dikeluarkan di Polombangkeng pada 7

Pebruari r95o yang ditanda tangani oleh Badan PimPinan Pusat BPRI.

Dewan pimpinan umum terdiri atas Yusuf Bauty, Makkaraeng Daeng

Mandiarungi, Moh. Riri Amin Daud, F. Pondaag, A.R, Tamma, R. Sukarto

Hamang, Aminuddin, Muchlis, dan S, Sunari (Diarwadi, 1972: 47).

Pejuang-peiuang yang ingin tetap beriuang di Sulawesi Selatan

mengalihkan kegiatannya pada gerakan bawah tanah. Karena
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untuk melaksanakan perlawanan bersenjata dipandang sudah tidak
memungkinkan lagi. Beberapa tokoh tampil untuk meneruskan
perjuangan mereka lewat ialur politik, tekad iuang yang tidak sirna
oleh tantangan dan rintangan ini (Abd Jadiid Bostan Daeng Mamadja,
16 Juni 2ooo)

Wujud nyata dari tekad juang ini, yang akhirnya berhasil
menghancurkan bentukan negara federal yang dicetuskan oleh
pemerintah Belanda dan meluruskan ialan bagi terwuiudnya kesatuan
bangsa yang telah dicanangkan sesuaidengan Proklamasi Kemerdekaan
lndonesia 17 Agustus 1945. Para peiuang dengan merubah teknik dan
tatanan dasar periuangan, yaitu dari periuangan militer yang identik
dengan perjuangan bersenjata menjadi perjuangan politik.

LAPRIS dalam Menentang NIT
Usaha merealisasikan gagasan politik federal bagi wilayah Hindia

Belanda yang telah memproklamasikan kemerdekaan, mendorong Dr.

H.J. Van Mook, perancang politik federal itu, menempatkan Sulawesi
Selatan dan pulau-pulau di bagian timur lndonesia sebagai basis.

Sehubungan dengan hal tersebut maka direncanakan pelaksanaan

konferensi bersama pemimpin rakyat dan pemuka-pemuka masyarakat
di lndonesia Timur dengan tujuan menyusun suatu bentuk tata negara
baru dalam pelaksanaan garis politik Pemerintah Hindia Belanda yang

telah diumumkan pada to Pebruari 1945 (Kadir, dkL 1984: zo5).

Masa sebelum federal dimulai semeniak Maret 1948, karena pada

waktu itu Van Mook melantik suatu Pemerintah Federal Sementara.
Pemerintah ini adalah hasil dari permusyawaratan di Jakarta antara
anggota-anEgota Bijeenkemst Federaal Overleg (BFO), Pemerintah
Federal Sementara ini, tidak termasuk Pemerintah Rl, karena cara dan
isinya tidak sebagai yang dikehendaki oleh Republik. NIT selak semula
pembentukannya oleh Belanda dimaksudkan untuk diiadikan pion

untuk menentang Rl, telah terang-terangan merobah haluan, dari
politik yang bermaksud mendekati dan kerjasama dengan Republik
(Anonim, t953: tz5).

Corak dan idea federal serta berpemerintahan sendiri dalam

mengatur daerah masing-masing berdasarkan kemampuan sendiri,
sebenarnya sudah muncul jauh sebelum di proklamirkannya negara
federal oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Di Sulawesi Selatan sebagian
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besar kerajaan-keraiaannya dibangun dan dikembangkan melalui

sistem federasi (Poelinggomang, dkk, zoo4t 216)

Sehubungan dengan kedudukan Sulawesi Selatan, oleh pemerintah
Belanda memandang perlu menguasainya lagi pula pergolakan di
Sulawesi Selatan mempunyai dampak yang positif bagi daerah lain di

lndonesia Timur dan Kalimantan. NICA yang datang setelah Perang

Pasifik menyadari kenyataan itu, sehingga mereka berusaha sedapat
mungkin menunjukkan kepada masyarakat didaerah lain dalam wilayah
lndonesia Timur dan Kalimantan, bahwa daerah Sulawesi Selatan telah
dikuasai. Dalam hubungan itu juga maka dipilih rencana konferensi
untuk membicarakan garis politik Pemerintah Belanda (Kadir, dkk,
1984:206).

Dalam Konferensi Malino itu dibicarakan salah satu masalah pokok
yang kelak menjadi alat pencapaian tujuan pemerintah Belanda yaitu
susunan ketatanegaraan. Sehubungan dengan ini timbul perdebatan
yang cukup ramai sekitar sistem unitarisme (kesatuan) dan federal
(persatuan). Dengan mencoba mempengaruhi peserta konferensi
tentang kemungkinan yang akan teriadi jika membentuk sistem
unitarisme, sebab sistem ini memungkinkan dari satu kelompok untuk
menguasaikelompok lain, dan pada akhirnya mengundang perpecahan.
Van Mook menyarankan agar diterima sistem federal dengan syarat,
bahwa bagian-bagian yang akan merupakan komponen-komponen
dari federasi itu haruslah merupakan wilayah-wilayah yang luas dan
mempunyai potensi ekonomi, sosial, politik yang cukup mantap,
federasi lndonesia menjadi satu kesatuan yang kuat (Agung, t985: to4).

Gagasan itu ternyata dapat mempengaruhi bagian terbesar dari
peserta, sehingga direncanakan pembentukan badan yang akan
mengembangkan tugas membicarakan dan merumuskan pembaharuan
susunan ketatanegaraan diTimur Besar, Kalimantan, Bangka, Riau, dan
Belitung bersama komisaris pemerintahan umum dari Pemerintahan
Hindia Belanda. Sebagai anggota badan itu ditunjuk Tjokorda Gde Rake

Soekawati(Bali), Nadjamuddin Daeng Malewa (Sulawesi Selatan), E.D.

Dengah (Minahasa), Kapten Tjahya (Maluku Selatan), lbrahim Sedar
(Kalimantan Selatan), Oeray Saleh (Kalimantan Barat), dan Dr. Liem
Tjae Le (Bangka) (Kadir, dkk, t984: zo8).

Pada dasarnya hasil Konferensi Malino adalah pembentukan
Negara lndonesia Serikat yang meliputi negara-negara bagian yang
direncanakan untuk Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Timur Besar.
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Keinginan untuk membentuk negara federal hasil konferensi Malino,
mendapat tanggapan penolakan dari pejuang-pe,uang di Sulawesi
Selatan, sehingga lebih bergiat melancarkan perlawanan dan serangan
untuk mematahkan kekuasaan dan menghancurkan kedudukan
Belanda. Usaha itu ternyata berhasil, keberhasilan perjuangan itu
bukan hanya dinyatakan oleh peiuang-peiuang Sulawesi selatan,
sepertiyang dinyatakan oleh W.R. Mongisidi bahwa lapisan masyarakat
pada umumnya, 982 menghendaki negara Kesatuan lndonesia
(eenheidis stddt) dalam bentuk Republik. lni adalah suatu kenyataan
sampai akhir 1946, tetapi iuga pihak pemerintah Belanda di Sulawesi
Selatan mengakui bahwa kedudukan kekuasaan merosot dan hampir
tidak berdaya akibat semakin meningkatnya perlawanan dan serangan
terhadap kedudukannya. Apalagi dengan kelaskaran LAPRIS telah
menjalin hubungan dengan TRI Pusat, dimana pemerintah Pusat
mengirim tenaganya untuk membantu kelaskaran yang ada di Makassar
(Poelinggomang, 1995; Amir, :o01: 39; Bahtiar, zot4: 69-7o).

Berbagai usaha sudah dilakukan oleh pihak pemerintah Belanda
di Sulawesi Selatan, untuk memperkuat kedudukan dan memperluas
pengaruh kekuasaannya. Segera setelah serah terima tanggungjawab
pemerintahan dan keamanan pada t5 Juli 1945 dari pihak tentara
Sekutu kepada pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Belanda telah
mengeluarkan larangan untuk mengadakan pertemuan bagi organisasi
politik dan semi politik, serta berusaha mematahkan periuangan rakyat
dengan kekuatan berseniata. Namun rakyat Sulawesi Selatan tetap
bergiat terus untuk mewujudkan tuiuan periuangan mereka, yaitu
terwuludnya negara Kesatuan lndonesia yang merdeka dan berdaulat
dalam bentuk republik.

Tokoh-tokoh PNI kemudian tampil sebagai aktivis penasehat
organisasi kelaskaran, menurut laporan R.W. Mongisidi tertanggal

5 Januari 1947. Tercatat tokoh-tokoh PNI yang aktif bekeiasama
memimpin LAPRIS dan Lipan Baieng, misalnya Dr. Safri, M. Joenoes,
H. Mansur Daeng Tompo, dan keluarga Saelan. Selaniutnya dinyatakan
bahwa tokoh-tokoh yang bergiat sagai penasehat misalnya A.Z'

Abidin, Sam, dan seorang tokoh PBI yaitu Phoy. Perlawanan yang
hebat dari rakyat 5ulawesi Selatan berakibat pemerintah Belanda yang
merancangkan politik federal sebagai langkah untuk mengembalikan
kedudukan kekuasaannya di lndonesia. Rencana pelaksanaan

konferensi di Denpasar telah mendekat, sementara kedudukan
kekuasaan Belanda di Sulawesi Selatan semakin merosot, keadaan itu
memaksa pihak pemerintah Belanda harus memulihkan kedudukan
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pemerintahan Belanda di Sulawesi Selatan. Pada 1 Desember 1945

tiba di Makassar 1 batalyon tentara Belanda koninkliik leger (KL)
dari Devisi 7 Desember yang dikirim langsung dari negeri Belanda.

Menyusul pemerintah di Batavia mengirim satu pasukan khusus yang
dikenal dengan nama Detochement spesidle Troepen (DST), yang tiba
di Makassar pada 5 Desember 1946. Posisi Pemerintahan Belanda di
Sulawesi Selatan yang semakin merosot itu cukup merisaukan Letnan
Gubernur General Dr. H,J. Van Mook, rencana konferensi di Denpasar
sudah akan dibuka pada 7 Desember 1946. Konferensi yang telah
dirancangkan bagi terbentuk NIT yang kelak berpusat di Makassar.
Namun kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah Belanda di daerah
itu semakin merosot, kedudukan pemerintahan dan kekuasaan baru
tiba di Makassar pada minggu pertama Desember 1946 (Kadir, dkk,
1984:21i-212).

Sementara di Denpasar telah berdatangan utusan-utusan dari
daerah untuk menghadiri pembukaan konferensi pada 7 Desember
1946, pertemuan informal berlangsung tiga kali. Hari pertama pada

dipimpin oleh Dr. W. Hoven, pertemuan informal selaniutnya pada

tanggal 9-il Desember dipimpin oleh C.H.J,R de Wall. Pertemuan
informal itu bertuiuan memberikan penjelasan kepada peserta
konferensi menyangkut rencana peraturan pembentukan Negara

Timur Besar (Agung, 1985: 119).

Utusan dari berbagai daerah dalam wilayah lndonesia Timur berada
di Denpasar pada il Desember 1946 dini hari, Westerling melaksanakan
aksi pembersihan di daerah Batua. Cara tindakan yang ia aiukan
kepada pemerintah Belanda di Batavia untuk mematahkan perlawanan
rakyat di Sulawesi Selatan, guna menyelamatkan posisi Pemerintah
Belanda. Selaniutnya pada siang harinya Letnan 6ubernur General
mengumumkan pernyataan keadaan perang berlaku di empat afdeling
dalam wilayah Resident Sulawesi Selatan yaitu Afdeling Makassar,
Afdeling Bonthain, Afdeling ParePare dan Afdeling Mandar pada 11

Desember 1946. Pernyataan keadaan perang itu diikuti dengan "aksi
pembersihan", peristiwa yang kemudian dikenal dengan "Korban
40.ooo Jiwa" di Sulawesi Selatan (Kadir, t984: zt3).

Tindakan keganasan ini berlangsung sampai 22 Mei r947 dengan
ditariknya Westerling dan pasukannya kembali ke Jakarta. Kepada
Westerling diberikan tanda penghargaan oleh pemerintah Hindia
Belanda atas keberhasilannya menjalankan tugasnya di Sulawesi
Selatan (Agung i985: 1j1).

!2 | orNnru rxe xeru ILITERAN : dari Kelaskeran hing8a Betalyon 71o di sulawesi selatan



Satu minggu setelah penyataan keadaan perang diumumkan,
barulah Dr. H.J. Van Mook membuka dengan resmi konferensi di
Denpasar, jelasnya pada 18 Desember 1946, konferensi ini yang
dikenal dengan Konfrensi Denpasar berlangsung hingga z4 Desember
1946. Dalam kata sambutan pembukaan konferensi itu, Van Mook
menyatakan antara lain, bahwa di lndonesia Timur sudah berhasil
diciptakan suatu keadaan di mana keamanan sudah dapat dijamin dan
kehidupan sehari-hari sudah berlalan normal dengan adanya suatu
pemerintahan yang mantap, sehingga dapat diambil tindakan-tindakan
untuk menyusun suatu tata pemerintahan dan ketatanegaraan
yanB baru (Agung, 1985: r3o). Namun pernyataan ini sesungguhnya
bertentangan dengan keadaan yang sebenarya. Di Sulawesi Selatan
telah dinyatakan berada dalam keadaan perang sejak 1i Desember 1946
yang diikuti dengan tindakan aksi pembersihan dengan menggunakan
metode yang oleh Westerling disebut stdndsrecht, dan aksi itu hanya
diistirahatkan sejenak ketika berlangsung upacara pembukaan secara
resmi Konfrensi Denpasar- Konferensi Denpasar yang berlangsung dari
t8-24 Desember r946 itu akhirnya berhasil memutuskan terbentuknya
Negara lndonesia Timur (NlT) pada z4 Desember 1946, suatu negara
baru yang wilayahnya meliputi bekas wilayah Gouvernement crote Oost.
Yang terpilih menladi presiden NIT yang pertama adalah Tjokorde Gde
Rake Soekawati, setelah dalam pemillhan ulangan yang ketiga berhasil
memenangkan 4 suara dari saingannya Tadloeddin Noer (Kadir, dkk,
1984: 214; Agung, 1985: 171).

Setelah konferensi ditutup, presdien NIT bersama formatur kabinet
NlT, masing-masing Tjokoerde Gde Rake Soekawati dan Nadjamuddin
Dg. Malewa, berangkat ke Jakarta untuk melakukan pembicaraan
menyangkut pembentukan kabinet pertama NlT, suatu kegiatan yang
sama sekali aneh karena pembentukan kabinet NIT bukan di lbukota
NIT yaitu Makassar. Selama Seokawati dan Nadjamuddin Dg. Malewa
di Jakarta dalam rangka penyusunan kabinet NlT, mereka telah
melakukan pembi(araan-pembicaraan dan meminta pertimbangan-
pertimbangan dengan pihak pemerintah Belanda. ltulah sebabnya
kabinet NIT yang pertama dilantik oleh presiden NlT, Tiokorde Gde
Rake Soekawati di Jakarta pada 1j Januari 1947 yang dihadiri oleh
Letnan Gubernur General Dr. H.J. Van Mook, para anggota Komisaris
Jenderal Belanda, Dr. W. Hoven, Ketua Komisaris Pemerintahan Umum
untuk Kalimantan dan Timur Besar bersama stafnya dan peiabat tinggi
pemerintah Belanda lainnya (Kadir, dkk, 1984i 2'14).
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Sebelum Konferensi Malino dan Denpasar, Nadiamuddin Daeng

Malewa tidak mengenal orang-orang yang dipilih meniadi anggota

kabinetnya. Jadi dia menuniuk oranS-orang tersebut duduk dalam

kabinet tidak berdasarkan suatu pertimbangan persahabatan atau

hubungan politik (Agung, 1985: 182).

Namun prosedur pembentukan kabinet Nadiamuddin ini

mendapat kritikan yang cukup keras dari lawanlawan politiknya, yang

menyebabkan posisinya tidak menguntungkan di kalangan anggota

Dewan Perwakilan Sementara NlT. lni merupakan salah satu hambatan

bagi kegiatan kabinet yang dipimpinnya, dengan demikian berarti

kaEinet 
-ladlamuddin 

belum memiliki aParat pelaksana pemerintahan'

Hal ini pula menjadi masalah yang sulit, sehingga k€tika anggota

kabinet telah berada di Makassar, lbukota NlT, mereka tetap tidak

dapat berbuat sesuatu untuk mengakhiri pemyataan keadaan perang

yang diikuti dengan aksi pembersihin yang masih terus berlangsung di

iulJwesi Selatan-. Kenyataan ini dapat mengundang tanggapan bahwa

apa yang dicetuskan di Denpasar merupakan buatan Belanda (Kadir,

dkk, 1984:217).

Perjuangan rakyat Sulawesi Selatan memang sangat berat, taPi

mereka pantang mundur. Untuk mempertahankan eksistensi NIT'

Belanda menyerihkan seluruh kekuatannya, terdaPat 3 Batalyon infantri

di Sulawesi Selatan dan ditambah lagi dengan bantuan I batalyon KL

dari Divisi 7 Desember terdiri dari looo personil yang dikirim langsung

dari Nederland ke Makassar. Belum lagi kesatuan DST yang dipimpin

oleh Kapten Westerling yang terdiri 1 kompi (121 orang) Baret Merah

yang masih diperkuat dengan memberlakukan Staatvon Oorlog Beleg

(SOB) di Sulawesi Selatan (Saelan, 1993: 68).

Menielang akhir tahun 1948, pada pertengahan Desember,

terbentuklah gabungan periuangan kemerdekaan lndonesia yang

merupakan sebuah federasi dari pelbagai partai politik yang terwakili di

Makassar. Di antara anggotanya ada yang mewakili partai asalnya pada

Parlemen Sementara NIT sebagai anggota Parlemen. Kabinet ini adalah

Kabinet Warouw, iuga tidak berlangsung lama. Pada 9 Desember

1947, mosi kepercayaan yang diusulkan pemerintah ditolak dengan

5r suara tidak setuiu dan 14 suara setuju. Menurut .J'E' Tatengkeng,

kekalahan yang diderita kabinet Warouw adalah kesalahannya

sendiri. la terlalu banyak dipengaruhi oleh (ommisoris Van Der Kroon,

Brouwer, khususnya pada waktu ia meniabat sebagai pimPinan Kabinet
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Nadiamuddin ll yang didemisionerkan. Setelah Kabinet Warrouw
dinyatakan jatuh, maka Presiden NIT mengadakan pertemuan bersama
pimpinan-pimpinan fraksi. Pada tanggal 11 Desember i947 Presiden
NIT menunjuk lde Anak Agung Gde Agung sebagai pembentuk kabinet
baru. lde Anak Agung Gde Agung sebagai Perdana Menteri merangkap
menteri Dalam Negeri Kabinet Anak Agung I ternyata cukup mendapat
dukungan dari parlemen. Politik sintesa yang tegas, yang dijadikan
azas program keria Kabinet Anak Agung I mendapat sambutan yang
positif. Sambil mengkonsolidasikan dan menata kembali diri ke dalam
dan ke luar, turut mengambil bagian dalam penyusunan kerjasama
dengan negara-negara dan badan-badan lain di luar Negara lndonesia
Timur (Poelinggmang, dkk, zoo4: z:9).

Namun karena adanya persiapan untuk menerima kedaulatan dari
pihak pemerintah Belanda, menuntut lde Anak Agung Gde Agung
harus meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri NlT, karena ia
telah dipilih untuk menduduki labatan sebagai Menteri Dalam Negeri
Republik lndonesia Serikat untuk Kabinet Hatta. Atas dasar inl maka
dibentuk kabinet NIT baru. Berhubung dengan terbentuknya Parlemen
NIT yang baru berdasarkan Pemilihan Umum pada 2 Maret i95o, maka
pada tanggal 13 Maret 1950, Kabinet Tatengkeng mengembalikan
mandat kepada presiden NIT dan terbentuk Kabinet Diapati.

Sejak pengunduran diri Anak Agung sebagai Perdana Menteri NIT
setelah diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri RlS, maka digantikan
oleh Kabinet J.E. Tatengkeng sebagai cabinet darurat yang bertugas
hanya sampai siding Badan Perwakilan Rakyat yang mempersiapkan
pemilihan umum akhir i949. Kabinet selanjutnya adalah Kabinet Diapari
yang dibentuk pada 14 Maret t949 dan berakhir pada 1o Mei i95o. Pada
masa Kabinet Diapari inilah gelmbang dan arus penetangan terhadap
kelanlutan berdirinya NIT untuk menggambarkan diri pada daerah
kekuasaan Rl semakin gencar (Poelinggomang, dkk, 2oo4: 2fo).

Pada 17 Maret 195o rakyat di Makassar dan sekitarnya melancarkan
demonstrasi menuntut agar Negara Indonesia Timur dibubarkan.
Dalam kondisi yang diwarnai dengan perjuangan untuk membubarkan
N lT, tanpa terduga muncul Andi Azis melancarkan tindakan militer pada

5 April 1950. Kedaulatan yang diperoleh dalam bentuk Negara Serikat
tidak dapat bertahan, pembentukan NIT sebagai satu kesatuan dari
rakyat lndonesia yang berada di bagian timur. Kemudian ditempatkan
sebagai salah satu negara yang tergabung dalam RlS, tidak mendapat
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tempat dalam hatirakyat di Sulawesi Selatan. ltulah sebabnya kehadiran

Sultan Hamengku Bowono lX sebagai Koordinator Keamanan Rl5, yang

didampingi oleh Kolonel A. N. Nasution untuk menempatkan seorang

Panglima TNI sebagai gubernur militer untuk menerima kekuasan

territorial lndonesia Timur dari Belanda mengalami kegagalan. Keadaan

ini mendesak sehingga dicapainya suatu Persetuiuan untuk membentuk

suatu Komisi Militer dan teriotorial lndonesia Timur. Komisi itu diketuai

oleh lr. Putuhena dan beranggotakan Letkol A.J. Mokoginta sebagai

wakil TNl, dan May. KNIL Nahlohy sebagai wakil dari KNIL (Kadir, dk(
i984:2?,4).

Dalam Parlemen NlT, dengan gigih tampil Lanto Daeng Pasewang,

pimpinan Fraksi Kesatuan mengalukan mosi pembubaran NlT, dan

di luar parlemen muncul kelompok-kelompok yang menamakan diri

kaum republiken menyelenggarakan rapat di Polombangkeng, sebutan

wilayah yang setelah Proklamasi Rl 17 Agustus 1945 menyatakan

wilayahnya merupakan bagianwilayah dariRepublik lndonesia pada 5tr7

Pebruari 195o. Pertemuan ini berakhir dengan dibentuknya Biro Peiuang

Pengikut Republik lndonesia pada 7 Pebruari 195o. PerkumPulan ini

berusaha baik melalui parlemen maupun di luar parlemen menuntut

agar NIT dibubarkan. Kegiatan itu akhirnya diwujudkan dalam bentuk

demonstrasi menuntutpembubaran NlTpadalT Maret195o. Periuangan

yang menuntut agar diwujudkan identitas bangsa dan kesatuan bangsa

berakibat meletusnya pemberontakan di Makassar antara pihak yang

menghendaki kesatuan republik dengan tentara kolonial. Peristiwa

ini disebut "Peristiwa Andi Azis" yang meletus Pada 5 APril 195o.

Tokoh utama yang sesungguhnya mencetuskan pemberontakan ini

adalah Menteri Kehakiman NlT, Dr. Soumokil. ltulah sebabnya setelah

pemberontakan ini dapat dikuasai kembali oleh pasukan TNI di bawah

Mayor Pieters pada 19 April 1950, Dr. Soumokil tamPil dengan segera

pada 25 April 195o memproklamasikan Republik Maluku Selatan (RMS)

diAmbon. Sebaliknya disulawesi Selatan khususnya dan diwilayah NIT

pada umumnya rakyat menyatakan diri keluar dari NIT dan bergabung

dengan Republik lndonesia (Kadir, dkk, 1984:4445}

Tindakan militer Andi Azis sebenarnya berpangkal pada rencana

pengiriman tambahan pasukan APRISINI dari Jawa ke Makassar,

lagl pula menurut rencana semula peleburan mautan KNIL menjadi

anggota APRIS ternyata tidak dilaksanakan secePat mungkin. Hanya

satu unit pasukan KNIL di bawah pimPinan Andi Azis yang dilantik
pada 30 Maret t95o, sedangkan pasukan KNIL lainnya belum dilebur
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meniadi APRls. Sebagaimana diketahui Sulawesi Selatan merupakan
daerah pemusatan pasukan KN,L, karena daerah ini terkenal dengan
perlawanan yang begitu hebat terhadap NICA. Jumlah pasukan KNIL di

daerah ini sekitar 3.ooo sampai 4.ooo orang, sedangkan pada Maret
r95o, TNI yang meniadi anggota dari KMTIT hanya 40 orang dan satu
pleton CPM seiumlah 7o orang. Untuk persiapan bagi peiuang yang akan
dilebur menjadi APRIS baru sekitar j6o orang, yang sedang ditampung
dipandang-pandang untuk mengikuti latihan (Kadir, dkk, 1984:217).

Pada pagi hari Rabu 5 April r956 tepat iam o5.oo pasukan militer
mantan KNIL di bawah pimpinan Andi Azis melancarkan tindakan
militer. Hingga iam 1o.oo dapat dikatakan seluruh Kota Makassar telah
dikuasai oleh pasukan Andi Azis. Kapten Andi Azis menyatakan dengan
perantaraan pers tindakan ini dimaksudkan untuk:

1. NIT harus dipertahankan supaya tetap berdiri.
). Pasukan KNIL yang telah masuk APRIS saia yang bertanggung

jawab atas keamanan di daerah NIT dan apabila ternayta kurang
barulah dapat ditambah dengan pasukan APRIS lainnya yang

berasal dari TN l.

l. Presiden Sukarno dan Perdana Menteri Hatta supaya tidak
akanb bertindak untuk mengizinkan NIT dibubarkan dengan cara

kekerasa (Poelinggomang, dkk, 2oo4: 269).

Oleh karena sampai pada 1l April 1950, Andi Asis belum luga
melaporkan diri ke Jakarta, maka pada malam itu, iam 20.15, Presiden

Sekarno sebagai panglima Tertinggi APRIS menyampaikan pidato
melalui radio pada intinya menyatakan Andi Asis adalah pemberontak
dan tidal kyal terhadap kekuasaan Pemerintah RlS. Dengan adanya
jaminan keamanan dari Rl5lika melapor ke Jakarta, maka Presiden NIT

Soekawati mendesak Andi Asis segera melaporkan diri ke Jakarta. Pada

14 April 1950 dengan diantar Mokoginta dan Dr. Ratulangi berangkat ke

Jakarta (Poelinggomang, dkk, zoo4: z7o).

Peristiwa Rabu pagi di Makassar dilselesaikan oleh KMTIT, sebelum
divisi pasukan ekspedisi tiba di Makassar. Kelompok yang mendalangi
gerakan itu Dr. Soumokil dan pendukung-pendukungnya meninggalkan
Makassar dengan menggunakan pesawat angkatan perang Belanda

menuiu Ambon. Batalyon Worang yang mendarat di Pattontongan
dapat memasuki Makassar atas bantuan laskar LAPRIS. Pasukan ini
yang kemudian menata pendaratan divisi pasukan ekspedisi untuk
melakukan pendaratan, sehingga tidak banyak mengalami hambatan
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(Kadir, dkk, t984: z4o-z4r).

Sementara itu, statement BPPRI di Polombangkeng bagai halilintar
menggeledak di siang bolong tentu saia pemerintah NIT agak gusar,
karena statemen BPPRI Polombangkeng dituiukan langsung kepadanya.
Mereka merupakan utusan resmi BPPRI dan rakyat Sulawesi Selatan,
agar NIT segera dibubarkan. Pada tanggal 16 Maret, Fraksi Kesatuan
(republikan) yang diketuai oleh Lanto Dg. Pasewang mengajukan mosi
pembubaran NIT pada tanggal t7 Maret, Rakyat Kota Makassar dan
sekitarnya melancarkan demonstrasi pembubaran NlT, dua belas partai
politik ambil bagian disertai dukungan rakyat sekitar 2o.ooo orang
(Pawilloy, r979: )75-377).

Setelah pertemuan itu BPPRI bergiat menggerakkan kelompok
Republikan untuk berusaha membubarkan NIT yang dipandang
boneka Belanda dan merusak citra perjuangan kemerdekaan. Tekad ini
melibatkan mereka membina ialinan ker,asama yang masih bergerilya.
Disamping itu mereka iuga mengirim utusan ke Yogyakarta untuk
melaporkan kegiatan dan perkembangan yang ada di Sulawesi Selatan.
Pada :3 Februari r95o berangkat Makkaraeng Daeng Mandiarungi
dan Moh. Riri Amin Daud sebagai wakil BPPRI ke Yogyakarta untuk
menemui pemerintah Rls dan Rl (Kadir, dkk, 1984: 246).

Mereka merupakan utusan resmi BPPRI dan rakyat Sulawesi
Selatan, agar NIT segera dibubarkan, hasil pertemuan yakni suatu
pernyataan yang disebut proklamasi di Polombangkeng. lsi proklamasi
yang sesungguhnya hanyalah suatu ikrar dan pernyataan terbuka,
bahwa daerah Sulawesi Selatan tidak tunduk lagi pada pemerintah dan
Undang-undang NlT, Dinyatakan pula satu-satunya pemerintah yang
diakui ialah pemerintah Rl di lbukota Yogyakarta, Undang-undang yang
diakui dan ditaati ialah UUD 1945. Penandatanganan pernyataan, ialah
Makkaraeng Daeng Mandiarungi, RiriAmin Daud, serta A. Jalal Leo dan
Andi Selle atas nama Kesatuan Gerilya Teritorium Sulawesi. Kemudian
pada z6 April t95o di Makassar, Dewan Sulawesi Selatan menyatakan
dengan resmi, melepaskan dari NIT (Pawiloy,lglgt 3?7-3?8).

Pergolakan-pergolakan yang terjadi di Sulawesi Selatan pada
khsuusnya dan di NIT pada umumnya sangat berpengaruh terhadap
perundingan-perundingan yang dilakukan oleh Presiden NlT,
Soekawati. Wakil dari Negara Sumatera Timur dengan Wakil Presiden
RlS, Muhammad Hatta pada 3-5 Mei i95o, dalam pertemuan ini dicapai
kata sepakat untuk menetapkan satu negara kesatuan. Pada 9 Mei195o
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Wakil Presiden RlS, Muhammad Hatta menjelaskan dalam pidato radio

bahwa negara kesatuan harus dibentuk melalui cara-cara yang legal,

dan bukan melalui tindakan-tindakan yang bersifat sepihak, dipaksakan

(Kadir, dkk, t984: 248).

Terwuiudnya Negara Kesatuan Republik lndonesia dan bubarnya

NIT pada t5 Agustus t95o menimbulkan keheranan di banyak kalangan

tentang cepatnya sistem federasi terhapus di lndonesia. Kurang lebih

enam bulan sesudah penyerahan kedaulatan kepada pemerintah RIS

bentuk negara sudah berubah meniadi satu negara kesatuan. Terutama

dikalangan Pemerintah Belanda perubahan asas negara meninggalkan

kesan yang sangat mendalam. Pemerintah Belanda menuduh pihak

lndonesia tidak juiur dalam pelaksanaan persetuiuan Konferensi

Meia Bundar (KMB), dan berhubungan dengan itu menyatakan

kekecewaannya. Teristimewa bagi Perdana Menteri Dr. W. Drees yang

senantiasa memperlihatkan rasa tidak puas yang sangat mempengaruhi

sikapnya kemudian dalam pemecahan masalah lrian Barat secara

sangat negatif (Agung, 1985t 77 4).

Dengan tercapainya kesepakatan dalam perundingan-perundingan

menyangkut ketatanegaraan untuk mengganti negara RIS meniadi

negara kesatuan Republik lndonesia, yang diumukan oleh Presiden

Rl lr. Soekarno pada U Agustus t95o, maka berakhir pula Negara

lndonesia Timur, kabinet Putuhena iuga dinyatakan berakhir. Anggota-

anggota bekas Kabinet Putuhena kemudian dilibatkan dalam Panitia

Penyelenggaraan Perubahan Tata Negara lndonesia Timur.
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V

PENUTUP

Kesimpulan
Terbentuknya kelaskaran LAPRIS adalah karena didorong rasa ingin

mempertahankan kemerdekaan yang begitu lama diperluangkan. Oleh

karena NICA berusaha memulihkan kembali kekuasaan Pemerintah
Hindia Belanda berkeinginan meraihnya kembali setelah kemerdekaan
lndonesia. Pemerintah NICA yang datang kembali ke Makassar dengan
ikut menyertai pasukan Sekutu, ingin menguasai dan meniajah kembali

seluruh daerah Sulawesi Selatan. Namun di seiumlah daerah di Sulawesi

Selatan telah berdiri beberapa kelaskaran untuk mempertahankan
daerahnya dari NICA.

Kelaskaran-kelaskaran itu melakukan kesepakatan untuk terhimpun
dan bersatu dalam satu wadah dengan satu tujuan Indonesia Merdeka

dalam bentuk Republik yang berkedaulatan rakyat dan sebagai

negara kesatuan. Beberapa kali para pemimpin kelaskaran yang pada

awalnya berjumlah 6 kelaskaran dan akhirnya bertambah meniadi t9
kelaskaran mengadakan pertemuan-Pertemuan untuk membicarakan
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terbentuknya organsiasi kelaskaran yang baru. Akhirnya pada r7 Juli
1945 di Rannaya iam 10 pagi dengan diadakan upacara bendera dan
pada saat itulah dinyatakan LAPRIS resmi berdiri. Upacara tersebut
dihadiri kurang lebih r oo orang.

Kekelaman yang dilakukan oleh NiCA, sehingga hal ini yang
mendorong beberapa pemimpin kelaskaran merasa perlu membentuk
suatu organisasi yang terhimpun dalam satu wadah, agar lebih
terkoordinir, oleh sebab itu, maka dibentuk LAPRIS. Seperti tuluan
LAPRIS, yaitu lndonesia Merdeka, maka kelaskaran-kelaskaran yang
ada tidak mau lagi ada campur tangan seperti yang telah dilakukan
oleh NICA. LAPRIS iuga bertuiuan untuk membela negara, selain itu iuga
sangat besar peran TRIPS dari Jawa. Yang membantu dan bekerjasama
melawan NICA, oleh TRIPS yang juga sebagian anggotanya berasal dari
Sulawesi Selatan banyak membantu melatih militer kepada anggota
LAPRIS beberapa ekspedisi gagal dilakukan oleh TRIPS, beberapa di
antaranya ditangkap oleh NICA. TRIPS dan LAPRIS banyak terlibat
kerjasama dalam pertempuran melawan N,cA. Setelah TRIPS pulang
ke Jawa bahkan beberapa orang-orang TRIPS asal Sulawesi Selatan

iuga ke Jawa. -ladi kegiatan LAPRIS agak mulai tidak konsentrasi,
apalagi setelah Ranggong Daeng Romo Panglima LAPRIS gugur dalam
satu pertempuran. Namun pimpinan LAPRIS misalnya Makkaraeng
Dg. Madiarungi, Mappa Daeng Temba, lalal Daeng Loe masih terus
berfuang.

Kedudukan Sulawesi Selatan , oleh pemerintah Belanda memang
merasa perlu untuk menguasainya, lagi pula penguasaan di Sulawesi
Selatan mempunyai dampak politik bagi daerah-daerah lain di lndonesia
Timur dan Kalimantan. NICA datang setelah perang pasifilg menyadari
hal itu, sehingga mereka berusaha sedapat mungkin menunjukkan
kepada masyarakat di daerah lain dalam wilayah lndonesia Timur dan
Kalimantan bahwa daerah Sulawesi Selatan telah dikuasai. Sehubungan
dengan itu juga maka di rencanakan sebuah konferensi, konferensi
ini bertuiuan untuk membicarakan garis politik pemerintah Belanda,
konfrensi itu berlangsung di Malino pada 16 )uli 1946-

Keinginan untuk kelak membentuk negara federal hasil Konferensi
Malino, mendapat tanggapan penolakan dari pejuang-pejuang di
Sulawesi Selatan. Karena itu peiuang-pejuang Sulawesi Selatan giat
melancarkan perlawanan dan serangan untuk mematahkan kekuasaan
dan menghancurkan kedudukan Belanda.
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Kelaniutan dari Konfrensi Malino adalah Konferensi Denpasar,

yang diselenggarakan dari 8-24 Desember 1946, akhirnya berhasil
mempersatukan wilayah wilayah di lndonesia timur, seperti: Provinsi

Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil meniadi satu negara yang tergabung
dalam NlT. Setelah pembentukan NIT nampak perjuangan Politik dan

perjuangan berseniata sedikit berkurang, bukan hanya disebabkan oleh

banyaknya pembentukan negara-negara bagian di NlT, yang berada di

lndonesia bagian timur dan kemudian ditempatkan sebagai salah satu

negara yang berdampingan dengan Rls, namun kehadiran NIT tidak
mendapat tempat dalam hati rakyat di Sulawesi Selatan.

Setelah Kabinet Putuhena dibubarkan dan NIT iuga telah dibubarkan,

maka pada 25 April 195o Sulawesi Selatan menyatakan keluar dari NIT

dan bergabung dengan Republik lndonesia sebagai satu republik-

Terbentuknya negara kesatuan Republik lndonesia berdasarkan

Undang-undang Dasar Sementara pada r95o yang disahkan merupakan

keberhasilan perjuangan mempertahankan kemerdekaan lndonesia.

Saran-saran

1. Semoga tema-tema seiarah terus digali dan dikaii, karena masih

banyak kejadian atau peristiwa yang seiarah belum disentuh dan

dikali oleh pemerhati sejarah.
2. Sangat disadari oleh penulis banyak sekali kesalahan dalam

menyusunnya, namun sangat diharapkan kritikan yang

membangun untuk dapat dikoreksi kembali agarkeobjektifi tasnya

dapat lebih baik.

3. Semoga laPoran penelitian ini memberikan manfaat bagi

pembaca dan meniadi sumber tulisan yang baru.
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PERJUANGAN KELASKARAN BPRI :

Mempertahankan Proklamasi
Kemerdekaan Di Parepare dan Daerah

Sekitarnya

Muhommad Amir



Pendahuluan

Proklamasi kemerdekaan Republik lndoesia pada 17 Agustus

1945, mendapat sambutan dan dukungan penuh dari seluruh rakyat

lndonesia, termasuk di Sulawesi Selatan, Sambutan dan dukungan itu

makin marak ketika berita tentang proklamasi kemerdekaan Republik

lndonesia, secara resmi diketahui oleh rakyat Sulawesi Selatan. Berita

resmi itu diketahui setelah delegasi dari Sulawesi ke sidang Panitia

Persiapan Kemerdekaan lndonesia (PPKI) kembali dari Jakarta pada

24 Agustus 1945 (Wati, 1984: E). Delegasi dari Sulawesi itu terdiri atas

Dr. Ratulangi, Andi Pangerang Petta Rani, Andi Sultan Daeng Radia,

dan Mr. Zainal Abidin sebagai sekretaris. Mereka membawa berita

antara lain tentang proklamasi kemerdekaan Republik lndonesia

dan pengangkatan Dr. Ratulangi meniadi Gubernur Provinsi Sulawesi

(Harvey,t989:ro9). Kedua berita penting itu, disambut dengan gembira

dan mendapat dukungan penuh dari rakyat Sulawesi Selatan, termasuk

rakyat di Parepare dan daerah sekitarnya.

Suasana kegembiraan menyambut kemerdekaan tersebut, kembali

diselimuti oleli awan kelabu karena Pemerintah Belanda menolak

memberikan pengakuan kepada bangsa lndonesia yang telah
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memproklamirkan kemerdekaannya. Bahkan pemerintah Belanda
berusaha untuk memulihkan kembali kekuasaan pemerintahan
kolonianya di lndonesia. Hal ini tentunya berkaitan dengan sikap
Sekutu yang tampil sebagai pemenang dalam Perang Dunia ll,
yang tidak mengakui sepenuhnya proklamasi kemerdekaan dan
pemerintah Republik lndonesia. Semua ini terfadi karena proses
persiapan kemerdekaan Republik lndonesia yang mendapat dukungan
dari Jepang, dan proklamasi kemerdekaan dan penyelenggara
pemerintahan Republik lndonesia, merupakan tokoh-tokoh yang
terlibat keriasama dengan Jepang. Selain itu, luga karena perumusan
pembentukan negara yang dilaksanakan PPKI, merupakan wadah
ciptaan Jepang. ltulah sebabnya lnggris dan Australia yang mewakili
Sekutu untuk menyelesaikan persoalan di lndonesia, tampaknya
membenarkan keinginan Nl(A (Netherlonds lndies Civil Administrdtion)
yang hendak memulihkan kembali pengaruh dan kedudukan kekuasaan
pemerintahan kolonial Belanda di lndonesia yang telah menyatakan
kemerdekaannya (Poelin ggoma n&2o o2:6 ).

Awan kelabu yang menyelimuti suasana kegembiraan dalam
menyambut kemerdekaan semakin tampak, ketika tentara Australia
atas nama pasukan Sekutu mendarat di Makassar pada September
1945.sebab, di antara pasukan Australia itu, terdapat pula aparat-
aparat NICA yang bertugas untuk memulihkan kembali pengaruh dan
kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Sulawesi
Selatan (H arvey,1989:112). Bukan hanya itu karena kehadiran pasukan
Sekutu (Australia) yang semula bertugas untuk membebaskan
para tawanan Perang Dunia ll, melucuti dan memulangkan tentara
Jepang, serta memulihkan keamanan dan ketertiban, tetapi
dalam kenyataannya banyak membantu aparat-aparat NICA dalam
mewuiudkan keinginannya. Atas dukungan dan bantuan dari pasukan
Sekutu, aparat-aparat NICA berhasil memperkuat kedudukan dan
kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di wilayah ini (Agung,
1985:4o).

Kenyataan itu tidak hanya menyebabkan teriadinya berbagai
pergolakan rakyat yang bertuiuan menentang kehadiran NICA, tetapi
luga terbentuknya berbagai organisasi perjuangan atau kelaskaran yang
bertuiuan menentang usaha-usaha NICA. Reaksi rakyat itu tentu tidak
terlepas dari dukungan dan peranan penguasa-penguasa tradisional
yang bergiat mendorong rakyatnya tampil dengan gigih menentang
kehadiran dan usaha NICA yang mendapat dukungan dan bantuan dari
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pasukan Australia. Hal inidibuktikan ketika raja-raja diSulawesi Selatan
menyelenggarakan pertemuan di Watampone pada September dan
di Jongaya pada tanggal 15 Oktober 1945 (Harvey,1989:115). Dalam
pertemuan di Jongaya itu, dicapai kesepakatan untuk menyampaikan
kepada wakil Sekutu di Makassar, bahwa mereka mendukung
sepenuhnya proklamasi kemerdekaan Republik lndonesia dan
menyatakan wilayah kekuasaan dan aparat-aparat pemerintahannya
adalah bagian dari wilayah Republik lndonesia dan aparat pemerintah
lndonesia. Pernyataan sikap itulah yang memotivasi rakyat didaerah ini
bergiat membangun kekuatan untuk menentang kehadiran dan usaha
NICA. Usaha-usaha itu akhirnya melapangkan pembentukan kelaskaran
di berbagai afdeling di Sulawesi Selatan (Poelinggomang,2oo2:4).

Salah satu organisasi periuangan yang giat melakukan perlawanan
terhadap NICA di Sulawesi Selatan adalah Badan Pemberontak Rakyat
lndonesia (BPRI) Suppa. Organisasi kelaskaran BPRI Suppa yang
dipimpin langsung oleh Datu Suppa, Andi Abdullah Bau Massepe,
bukan hanya berperan penting dalam periuangan mempertahankan
proklamasi kemerdekaan, melainkan iuga dalam perlawanan
menentang kehadiran dan usaha NICA yang hendak memulihkan
kembali pengaruh dan kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial
Belanda. ltulah sebabnya A{deling Parepare terutama Suppa, selain
menjadi basis perlawanan terhadap NICA, iuga sebagai tempat
pemberangkatan utusan dan pemuda-pemuda ke Jawa untuk menjalin
hubungan dengan pemerintah pusat di Yogyakarta, Hal ini dibuktikan
ketika diselenggarakan pertemuan yang dipimpin Andi Abdullah Bau
Massepe pada November r 945, yang memutuskan pengiriman utusan
ke Jawa untuk menialin hubungan dengan Republik lndonesia atau
pemerintah pusat di Yogyakarta. Sebagai realisasi dari keputusan itu,
maka diberangkatkan lah dari Parepare utusan antara lain: La Nakka,
Muh. Saleh Lahade,5. Daeng Mangatta, La Halede, Muh. Amin, Andi
Mattalatta, dan Lanca pada :5 Nobember 1945 (Kadir,dkk.,1984:136).

Jalinan tersebut bukan hanya dimaksudkan untuk menunjukkan
bahwa rakyat Sulawesi Selatan mendukung sepenuhnya proklamasi
kemerdekaan dan kedudukan pemerintah pusat Republik lndonesia,
melainkan iuga dimaksudkan untuk melaksanakan periuangan secara
menyeluruh dan penentangan total terhadap kehadiran dan usaha
NICA. Selain itu, iuga untuk menialin keriasama dalam pembinaan
periuangan (bantuan latihan militer dan perseniataan) dan sebagai
sarana diplomasi politik bahwa seluruh rakyat lndonesia mendukung
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proklamasi kemerdekaan dan pembentukan negara Republik lndonesia.
Wuiud darijalinan keriasama itu adalah terbentuknya "Tentara Republik
lndonesia Persiapan Sulawesi (TRIPS)'dan adanya bantuan kekuatan
pasukan ekspedisi TRIPS yang sebagian besar mendarat di Suppa,

daerah kekuasaan Andi Abdullah Bau Massepe serta terealisasinya
pembentukan TRI Divisi Hasanuddin pada Konperensi Paccekke pada

Januari 1947. ltulah sebabnya kendatipun Andi Abdullah Bau Massepe

telah ditangkap oleh Belanda, ia tetap dipilih dan dilantik secara in

dbcentid (tidak hadir) menjadi Panglima TRI Divisi Hasanuddin pada

Konperensi Paccekke tersebut (Djawardi,dkk.,1972:36; Said,198o:273).

Sepak teriang BPRI Suppa dan eksPedisi TRIPS serta dukungan
penuh Andi Abdullah Bau Massepe bersama rakyat yang dipimpinanya,
sehingga Afdeling Parepare meniadi salah satu basis perlawanan yang
paling sengit terhadap NICA di Sulawesi Selatan. Basis Perlawanan
lainnya adalah Afdeling Makassar yang berpusat di Polombangkeng.
Kenyataan itulah yang mendasari pemerintah kolonial Belanda

mengumumkan "sloot vdn Orloog en 8eleg"(neBara dalam darurat dan

perang, disingkat 50B) pada 11 Desember 1946, yang isinya menyatakan
bahwa Afdeling Makassar, Banthaeng, Parepare, dan Mandar, termasuk
daerah 5OB. Pernyataan itu disusul pula oleh "Perintah Harian"(Dag
Order) dari Letien 5. Spoor kepada seluruh iaiaran militer Belanda
yang berada di bawah perintahnya untuk melaksanakan aksi militer
(Poelinggomang,2oo2:7; Harvey,t989:.'r36), Pernyataan 5OB yang

disertai dengan aksi militer yang dilakukan oleh Westerling bersama
pasukannya itu, mengakibatkan jatuhnya korban jiwa manusia yang

tidak sedikit, termasuk Andi Abdullah Bau MassePe. Peristiwa penting
di Sulawesi Selatan itu, kemudian dikenal dengan nama "Korban Empat
Puluh Ribu Jiwa".

Berdasarkan uraian singkat tersebut, pengungkaPan dan
penjelasan tentang periuangan rakyat Parepare dan daerah sekitarnya
dalam membela dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan,
patut mendapat perhatian karena memiliki makna yang amat penting
bagi pemahaman sejarah periuangan kemerdekaan lndonesia. Namun
hingga kini, perjuangan rakyat dalam membela dan mempertahankan
proklamasi kemerdekaan, khususnya dalam menentang kehadiran
dan usaha NICA yang hendak memulihkan kembali pengaruh dan
kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Parepare dan

daerah sekitamya, masih kurang mendapat perhatian dari para peneliti
dan belum terungkap secara utuh. oleh karena itu, kajian ini sangat

74 | OrHnmrfe xer,llL|TERAN : dari Kelaskaran hingga Batalyon 71o di 5ulawesiselatan



relevan dan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang

amat berarti daiam menata kehidupan berbangsa dan bernegara dalam

bingkai Negara Kesatuan Republik lndonesia' Sebab, selain dapat

meirberikan pemahaman tentang dinamika periuangan kemerdekaan

lndonesia di daerah tersebut, iuga diharapkan dapat menyadarkan kita

di dalam kehidupan berbangsa 
-dan 

bemegara serta menyumbangkan

pemikiran-pemikiran yang baik dalam Penataan dan pemantapan

iniegr"si b"ngr" agar ierluput dari geiolak disintegrasi bangsa di dalam

membangun kekinian dan hari esok'

Pokok persoalan yang akan diungkap dan diielaskan dalam kaiian ini'

adalah bagaimana latar-belakang pembentukan dan periuangan BPRI

iuppa dalJm rne.bela dan memIertahankan proklamasi kemerdekaan

;il;,k lndonesia? serta dalam perlawanan menentang kehadiran

J.l 
-rttf," 

NICA yang hendak memulihkan kembali pengaruh dan

kedudukan kekuaiaan-pemerintahan kolonial Belanda di Parepare dan

Ji"on t"fit"tnya? Persoalan-persoalan yang terkandung di dalamnya'

."i!"., kepaia hal-hal yang berkaitan dengan sebab-musabab

dan iaktor kondisional yang ;ndasari teriadinya periuangan' baik

dalam perlawanan terhadap kehadiran dan usaha NICA' maupun

dalam membela dan mempertahan-kaan prokamasi kemerdekaan'

Karena itu kaiian ini juga bertuiuan menanamkan semangat Persatuan

Jin t"r.trrn bangsal me-bangkitkan semangat nasionalisme dan

t"U"ngg""n nasio-nal, mengungkapkan nilai-nilai .budaya 
bangsa'

melesL"rikan jiwa dan semang;t kepahlawanan dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara.

Sekilas Tentang Onderafdeling Parepare
Pemerintahan Sulawesi dan Daerah Bawahannya (Gouvernement

celeies en onderhoorigheden) pada masa Pemerintahan- Hindia

;;."dr, bukan hanya 
-metipuii wilayah Sulawesi Selatan' Sulawesi

r"r,gg.o, dan Sulawesi Barat (sekarang), melainkan i'F',:L-Ot*t'
Doriiu, 

'Bima, 
dan Sanggar di t'tutt-i"nggtra Barat. (sekarang)'

Berdasarkan kePutusan pemerintah (gouvernements'besluit) pada lt

i"uir"ri rgog I.io' 48 (lndische stodt;blad 1909 No' 129) dinyatakan

Uri*" pri"u Sumbawa dan bagian barat Flores (Manggarai) yang

,"ruf( a"f", Distrik Bima dipisa-hkan dari Gouvernement Celebes en

o"J"t-f'-i,Slt"den dan digabungkan dengan Resident Timor dan

daerah sekitarnya (Ardhana,:oo5:r13)'
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Wilayah Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden dipimpin oleh
seorang peiabat pemerintahan yang disebut gubernur. Wilayah ini
dibagi ke dalam tufuh afdeling (bagian pemerintahan), yaitu Rideling
Makassar, Afdeling Bonthain, Afdeling Bone, Afdeling parepare,
Afdeling Luwu, Afdeling Mandar, dan Afdeling Buton dan Fesisir Timur
Sulawesi. Di bagian pemerintahan (afdeling) ditempatkan seorang
asisten residen yang berkedudukan sebagai pimpinan pemerintahan
di 

. 
wilayah tersebut. Bagian pemerintJhan (afdeling) dibagi ke

dallm !9!erana oderafdeling atau cabang pemerintahin dan setiap
onderafdeling dipimpin oleh seorang kontrolir. Setiap onderafdeling
dibagi ke dalam beberapa distrik dan setiap distrik dipimpin oleh
seorang kepala distrik (Stdotbldd, t910, No.57]).

Afdeling Parepare bukan hanya meliputiwilayah kerajaan_kerajaan di
Aiatappareng (Sidenreng, Sawitto, Suppa, Rappang, dan Mallusetasi),
melainkan juga keraiaan-kerajaan di wilayah fvtassinrempulu (Maiwa,
Enrekang, Malua, Alla, Buntubatu, Kassa, dan Batulappa), Tanete,

P"rp,.d?1 Soppeng Riaia. pusat pemerintahan afdeiing' parepare
berkedudukan di parepare. Wilayah Afdeling parepare dibagi ke
dalam Iima cabang pemerintahan yang disebut onderafdeling:
yaitu Onderafdeling parepare meliputi wilayah Kerajaan Suppa dan
Mallusetasi; Onderafdeling pinrang meliputi wilayah Kerajaan Sawitto,
Kassa, dan Batulappa; Onderafdeling Sidenreng Rappang meliputi
wilayah Keraiaan Sidenreng dan Rappang; Onderaf;eling Bariu meliputi
wilayah Keralaan Tanete, Barru, dan 5oppeng Riaja; dan-Onderafdeling
Enrekang meliputi wilayah Keraiaan Maiwa, Enrekang, Malua, Alla, dan
Buntubatu (Stdatblad, 1g16, No.35:; Stoatblad, r9r7, f.lo.:49).

. Onderafdeling parepare meliputi beberapa distrik, di antaranya
Distrik Ulung dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di
Sabbang. Distrik ini terdiri atas lima kampung, yaitu Kampung Ujung
Sabb_ang, Lapadde, Bulu sogae, Uiung Bulu, dan labutt<ang. eeriluinyi
Distrik Soreang dengan pusat pemerintahannya berkidudukan di
Parepare yang meliputi Kampung Ujung Baru, Lakessi, dan Watang
Soreang. Sementara Distrik Bacukiki dengan pusat pemerintahannyi
berkedudukan di Sumpangminangae -meliputi 

Kampung Baru,
Cappagalung, Pangkoro, Tonrangeng, Lumpue, Watang dacukiki,
Mangimpuru, Labeua, Lontange, LompoE, Galung Maloangl Lawalano,
Caramele, dan Bilalange. Selain itu, onderafdlling paiepere 

fugameliputi Distrik Suppa yang meliputi hampir seluru-h wilayah bekas
Swapraia Suppa (pemda,t9 91:441 dan 466).
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Sekitar Proklamasi Kemerdekaan RI

Pemerintah Jepang ketika menyadari tanda-tanda mengenai
kekalahannya dalam Perang Asia Timur Raya, Perdana Menteri Kaiso
mengeluarkan pernyataan "Janli Kemerdekaan terhadap lndonesia di
kelak kemudian hari". Langkah pelaksanaan ianii itulah yang mendasari
dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
lndonesia (Dokuritzu Zyunbi Tyoosakoi, disingkat BPUPKI). Janji
kemerdekaan dan pembentukan BPUPKI ini menghasilkan rancangan
rumusan dasar negara, rangangan Undang-undang Dasar, dan
semangat untuk memproklamasikan kehadiran negara lndonesia. pada
awalAgustus i945, pihak pemerintah Jepang telah mengetahui dengan
pasti akan kekalahannya. OIeh karena itu untuk merealisasikan laniinya,
BPUPK diubah meniadi Panitia persiapan Kemerdekaan lndonesia
(PPKI). Jika pembentukan BpUpKt hanya menjaring pengurus dan
keanggotaannya dari tokoh-tokoh masyarakat yang berdomisili di
Jakarta, maka pada pengurus dan keanggotaan ppKl, akan dijaring
pula keanggotaan dari daerah-daerah. Setelah pembentukan ppKl
tersebut, Uni Sovyet menyatakan perang terhadap Jepang pada g
Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Radiiman diberangkatkan ke
Saigon untuk menemui Marsekal Terauchi Hisachi. Delegasiini berhasil
menemui Terauchi Hisachi di Dalat pada it Agustus. pada pertemuan
itu, Terauchi Hisachi menyatakan kepada Soeiamo dan kawan-kawan
bahwa kemerdekaan akan dianugerahkan kepada seluruh wilayah
bekas Hindia Belanda, tidak termasuk Malaysia dan jalahan lnggris di
Kalimantan. Selain itu, iuga ditetapkan Soekarno sebagai ketua dan
Hatta sebagai wakil ketua dari ppKl. Delegasi tndonesia ini kembali ke
Jakarta pada i4 Agustus 1945 (Gonggong, dkk,r993:r-3).

Sementara itu di lain pihak, Dr. Ratulangi menerima undangan pada 7
Agustus 1945, untuk menghadiri rapat panitia persiapan Kemerdekaan
lndonesia (PPKI) yang akan diadakan di Jakarta. Setelah membaca
undangan itu, Dr. Ratulangi kemudian berkonsultasi dan bertanya
kepada dua orang penasehat terdekatnya, yaitu Lanto Daeng pasewang
dan Mr. Zainal Abidin, tentang siapa yang paling berpengiruh dalam
kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan. pertanyaan yang muncul dari
Dr. Ratulangiini, adalah untuk menentukan tentangsiapa yJng sebaiknya
yang akan dikirim untuk memenuhi undangan ppKl dalam ,id"ng y"ng
sangat penting untuk kemerdekaan bangsa lndonesia. Dalam konteks
ini, Dr. Ratulangi bertanya, bahwa siapa yang paling besar pengaruhnya
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di Sulawesi Selatan, di antara pemimpin-pemimpin organisasi politik
dan kaum bangsawan, rala-raia/karaeng-karaeng? Kedua penasehat Dr.

Ratulangi itu memberikan lawaban, bahwa pengaruh para kaum politisi
kecil dibandingkan dengan kaum bangsawan dan bila tiba saatnya
untuk memikul tanggung iawab dan resiko, maka kaum bangsawan
lebih dapat diandalkan dari pada kaum politisi, Kaum Politisi akan

diliputi ketakutan dituduh sebagai collobordtor, peniahat perang oleh

Sekutu (Lahade,t 982t367).

Selain itu, Dr. Ratulangijuga menanyakan sikap dari k atm ambtenaor

(pamong praja) dan diiawab oleh Lanto Daeng Pasewang, bahwa

mereka terpecah dua, yaitu ada yang mendukung kemerdekaan dan

ada yang memihak kepada penjaiah Belanda' Mereka akan lebih banyak

mempertimbangkan tiupan angin, dari mana paling deras datangnya

itulah yang akan didukungnya (Lahade, 1982:368). Masukan dari kedua

penasehaiterdekat Dr. Ratulangi itulahyangmendasariditampilkannya
Lelompok bangsawan dalam delegasi Sulawesi untuk menghadiri

sidang PPKI di Jakarta. Di samPing itu, iuga merupakan masukan yang

sangal berharga bagi Dr. Ratulangi dalam menentukan kebiiakan politik

selinlutnya di daeian Sulawesi Selatan. Setelah dipertimbangkan

dengan seksama pada pertemuan tokoh-tokoh nasional di Makassar'

tenting siapa yang sebaiknya akan diutus untuk menghadiri sidang PPKI

di .Jakarta, maka 
-diputuskanlah untuk mengutus Dr' Ratulangi (ketua

rombongan), Mr, Andi Zainal Abidin (sekretaris), Andi Pangerang Petta

nani darinndi Sultan Daeng Radia sebagai anggota'' Delegasi sulawesi

ke sidang PPKI bertolak meninggalkan Makassar menuju Surabaya pada

9 Agustu"s, dan dari Surabaya mereka kemudian melaniutkan perialanan

[e ]-akarta pada r4 Agustus 1945 (Wati,1984:8; Arfah,dkk ,r993:3oo)'

I Menurut Hamid Abdullah bahwa para wakil dari SulawesiSelatan ini meruPa-

siSelatan pada waktu itu. Maksudnya, pihak
kan pencerminan kesatuan sosialdi sulawe
kelompok aristokrat diwakili oleh Andi Pangerang Petta Rani dari pihakintelektual atau

pimpinan politik diwakili oleh Dr. Ratulangi (Abdullah, t99t:52). Sedang Menurut Ma-

nai Sophiaa n, bahwa perutusan yang akan berangka t ke sidang Panitia PersiaPan Ke-

merdekaan lndonesia diJakarta, yang semuanya ditetapkan oleh pemerintah .JePang.

Pemimpin-pemimpin daerah yang seiak zaman pergerakan sudah berakar di kalangan

rakyat, tidak terpilih, Jepang lebih menaruh kepercay aan kepada golongan raia-raia,

yang tentunya dapat dimengerti dari 5udut kePentinga n .lepang Yang masih ingin me-

n eruSkan peperan8an. Perutusan yang dikirim waktu itu adalah Dr. Ratulangi, Andi

Pangerang dan Sultan Daeng Radia, disertai seorang sekretaris, Mr. Andi ZainalAbidin,

salah seorang rombongan Dr- Ratulangi ketika datan g ke Makassar. Orang-orang

pergerakan rakyat disirEkirkan dan raia-raia diberi kepercay aan. Bagi orang awam,

perutusan itu dianggap walar karena diketuai Dr. Ratulangi yang dihormati. TaPi bagi
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Sehari setelah delegasi Sulawesi tiba di Jakarta, pemerintah
Jepang menyatakan "menyerah tanpa syarat" kepada Sekutu pada

15 Agustus 1945. Hal ini tentunya menyulitkan kedudukan PPKI untuk
mengambil langka segera dalam merealisasikan janli kemerdekaan yang
diberikan oleh pemerintah Jepang. Sebab pemerintah pendudukan
Jepang harus meniamin dan memelihara kondisi yang ada setelah
pernyataan itu dan tidak diperkenankan munculnya kegiatan politik-
Itu berarti jika PPKI mengambil tindakan politik memproklamasikan
kemerdekaan lndonesia, maka sudah pasti harus berhadapan
dengan pemerintah militer Jepang, karena mereka berkewajiban
mempertahankan status guo. Dalam kondisi kekalutan seperti itu,
muncul gagasan kelompok pemuda progresif yang didukung oleh
Siahrir untuk memproklamasikan kemerdekaan lndonesia di luar
kerangka yang dipersiapkan Jepang (Poelinggomang,2oo2:4).

Namun tidak ada tokoh yang ingin melakukannya tanpa peran dari
Soekarno dan Hatta. Dalam hubungan inilah dua tokoh itu "diculik"
oleh tokoh-tokoh pemuda dari kediaman mereka dan membawanya
ke markas PETA di Rengasdenglok pada hari itu. Tindakan itu diambil
mengingat dua tokoh sentral itu tidak memberikan persetuiuan untuk
memproklamasikan kemerdekaan lndonesia di luar kerangka PPKI

yang dibentuk oleh Jepang. Selain itu, untuk melindungi mereka dari
kemungkinan penyerangan PETA dan Heiho. Vice-Admiral Maeda
Tadashi, seorang Jepang yang berpandangan progresif tentang
nasionalisme lndonesia dan bertugas pada lembaga tentara Angkatan
Laut di Jakarta, mengirimkan pesan agar Soekarno dan Hatta
dikembalikan dengan selamat ke Jakarta, dan ia akan merencanakan
agar pihaknya memikirkan cara lain untuk memproklamasikan
kemerdekaan lndonesia. Karena itu Soekarno dan Hatta dibawa
ke rumah Maeda Tadashi, dan di tempat itulah dirumuskan Naskah

Proklamasi Kemerdekaan lndonesia. Akhirnya Soekarno dan Hatta atas
nama bangsa lndonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik
lndonesia pada r7 Agustus i945 (PoelingSomang,zoo2:4).

Setelah proklamasi kemerdekaan, para negarawan yang terhimpun
dalam PPKI menyelenggarakan sidang yang berlangsung pada 18-

22 Agustus 1945. Pada sidang inilah semua rancangan yang telah

mereka yang memp elalarl interploy of lorces, permainan tali temali politik di Makas-

sar, merara bahwa perutusan itu kurang kuet, karena meninggalkan unsur pergerakan

nasional, sebetulnya tidak perlu raja dlwakili 2 oran8. Tapi pertimbangan itu tidak ter-
gantung pada kita sendiri. OranS-orang Minseifu lebih menentukan (Sophiaan,1991:5o).
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dipersiapkan BPUPKI dirumuskan dan dijadikan Dasar Negara dan
Undang-undang Dasar Negara. Selain itu, juga memilih Presiden dan
Wakil Presiden, dan menetapkan berdirinya Komite Nasional Pusat

sebagai lembaga musyawarah darurat. Karena itu Pembentukan negara

dan penataannya telah diatur sepenuhnya dalam hasil sidang PPKI.

Terlepas dari proses ini, proklamasi kemerdekaan dan Pembentukan
negara Republik lndonesia, merupakan muara dari ianii Jepang. ltulah
sebabnya pihak Sekutu (lnggris) bersedia menyetuiui Civil Affoirs
Agreement dengan pihak pemerintah Belanda pada 24 Agustus 1945,

yang isinya menerima dan menempatkan NICA sebagai bagian yang

integral dari pasukan Sekutu dalam melaksanakan tugas di Indonesia.
Persetujuan ini sesungguhnya telah dilakukan se,ak Desember 1944

antara Van Mook dengan Mac Athur, namun pengabsahannya baru
terjadi kemudian (Poelinggomang,2ooo:44). Hal ini menunjukkan
bahwa Sekutu bukan hanya belum mengakui sepenuhnya proklamasi

kemerdekaan dan pembentukan negara Republik lndonesia
yang dirumuskan oleh PPKI, tetapi juga proses pembebasan dan
pembentukan negara berada dalam ancaman, karena Sekutu mengakui
kehadiran NICA untuk memulihkan kembali pengaruh dan kedudukan
kekusaan pemerintahan kolonial Belanda di lndonesia.

Sementara itu, berdasarkan piagam penyerahan Jepang kepada
sekutu yang ditandatangani pada 15 Agustus 1945, bahwa segala

sesuatu di wilayah lndonesia dinyatakan tetap berada di bawah
pengawasan balatentara .Jepang hingga Sekutu tiba untuk mengambil
alih. Oleh karena itu, usaha untuk mengumumkan berita tentang
proklamasi kemerdekaan ke seluruh lndonesia, dilarang atau mendapat
rintangan dari Jepang. Proklamasi kemerdekaan lndonesia hanya

sempat diumumkan melalui siaran radio dari Kantor Berita Domei yang

berlangsung dua menit pada 17 Agustus 1945. Hambatan itulah yang
menyebabkan tidak merata dan tidak cepatnya diketahui oleh rakyat
yang berada di pelosok-pelosok tanah air secara tepat mengenai
proklamasi kemerdekaan lndonesia. Di pulau Jawa saja, banyak daerah
yang terlambat mengetahui tentang berita proklamasi kemerdekaan
itu, apalagi untuk kawasan 5ulawesi Selatan yang dipisahkan oleh
lautan yang iaraknya ribuan mil dari Jakarta. Meskipun demikian, tidak
dapat dipungkiri bahwa ada segelintir tokoh-tokoh nasional yang
telah mendengar berita tentang proklamasi kemerdekaan lndonesia,
baik melalui siaran radio yang didengar secara sembunyi-sembunyi,
pemberitaan dari teman, maupun dari pihak pejabat -repang yang
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berbaik hati menyampaikan berita itu, sebelum delegasi Sulawesi ke

sidang PPKI kembali dari Jakarta. Umpamanya, Andi Abdullah Bau

Massepe di Parepare dan Andi Ahmad di Palopo. Andi Abdullah Bau

Massepe sendiri mendengar berita tentang proklamasi kemerdekaan

lndonesia melalui warta berita siaran luar negeri Pada 19 Agustus 1945.

Hal inidimungkinkan karena AndiAbdullah Bau Massepe sebagai Bunken

Kdnrikdn Parepare, diizinkan untuk memiliki radio oleh pemerintah

militer Jepang (Abdullah, 1991:55).

Berita tentang proklamasi kemerdekaan Republik lndonesia,

baru secara resmi diketahui oleh rakyat di Sulawesi Selatan setelah

delegasi dari Sulawesi ke sidang PPKI kembali dari Jakarta dan tiba di

Makassar pada 24 Agustus 1945.t Mereka membawa berita antara lain

tentang proklamasi kemerdekaan dan pembentukan negara Republik

lndonesia serta pengangkatan Dr. Ratulangi menjadi Gubernur Provinsi

Sulawesi. Semua berita penting itu, disambut dengan gembira dan

mendapat dukungan penuh dari rakyat Sulawesi Selatan, termasuk
rakyat Parepare dan daerah sekitarnya. Selain tentang siaPa yang

pertama kali mendengarkan berita mengenai proklamasi kemerdekaan

Republik lndonesia di Sulawesi selatan, yang terpenting dalam hal

ini adalah maknanya terhadap masyarakat setelah mendengarkan

secara resmi tentan proklamasi kemerdekaan tersebut' Umpamanya,

bagaimana reaksi spontan masyarakat serta bagaimana persepsi dan

sikap masyarakat terhadap penyataan kemerdekaan bangsanya? ltulah

antara lain yang paling penting untuk diketahui dengan ielas tentang

berita proklamasi kemerdekaan, khususnya di Sulawesi Selatan. Sebab,

persepsi dan sikap masyarakat tersebut, sudah tentu ada kelompok
yang pro dan kontra terhadap proklamasi kemerdekaan Republik

lndonesia. Tentu perbedaan itu turut pula mewarnai keadaan politik

dalam perkembangan selaniutnya di kawasan Sulawesi Selatan'

Suasana di Sulawesi Selatan, terutama di Kota Makassar

setelah penduduknya secara resmi mendengar berita proklamasi

kemerdekaan, memperlihatkan suasana yang lain dari biasanya' Jika

menjelang proklamasi kemerdekaan, terutama saat-saat terakhir masa

2 Delegasi dari Sulawesi yang terdiri atas Dr. Ratulangi dan Andl Pangerang

Petta Rani,, yang didampingi oleh Andi Sultan Daeng Radja dan Mr. Andu Zaihal Abidin

sebagai sekreta;is, mendarat di lapangan terbang darurat Limbung karena lapangan

terbang Mandai sudah tidak aman dan terus menerus dibom oleh Sekutu Mereka

disamb-ut oleh tokoh-tokoh nasional seperti; Lanto Daeng Pasewang, Nadiamuddin

Daeng Malewa, Tadiuddin Noor, ManaiSophiaan, A. Wahab Tarru, dan lainlain (Harvey,

1989:1o9; Sophiaan, 1991i61; Wati, 1984:9).
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pendudukan militer Jepang, hampir semuanya diliputi oleh suasana
ketakutan dan perasaan tertekan. Akan tetapi setelah proklamasi
kemerdekaan, suasana itu berubah menjadi suasana yang diliputi
kegembiraan dan dalam masa yang relatif singkat meledak ke atas
permukaan, Mereka memperlihatkan tingkah laku yang agresif dan
revolusioner. Semua lapisan sosial dimasyarakat, dari semua tingkatan
umur dan kelompok etnik penduduk Kota Makassar, menyambut
berita proklamasi kemerdekaan itu dengan perasaan syukur.
Perasaan gembira terlihat dari wajah-wajah mereka dan terpenting
adalah perasaan siap bertarung untuk mempertahankan proklamasi
kemerdekaan jika Belanda akan meniaiah kembali. Perasaan yang
demikian itu, terutama terlihat di kalangan generasi muda yang
dalam perkembangan perjuangan selaniutnya banyak menentukan
berhasil tidaknya pertarungan militer dalam melawan serdadu-serdadu
Belanda. Tenaga muda progresif revolusioner tersebut, berdiri di
{ront paling depan dalam menghadapi serdadu NICA (Belanda) yang
berusaha untuk menghancurkan perlawanan rakyat Sulawesi Selatan
(Abdullah,rggr:57; Kementerian Penerangan,t g53::r7).

Dalam waktu beberapa hari saja, gelorah revolusi 45 telah merata
dirasakan dan sekaligus berkobar di dalam dada setiap warga
masyarakat Kota Makassar. Bahkan di kalangan penduduk keturunan
Cina yang lahir di kota ini dan telah menyatu kehidupannya dengan
kelompok pribumi, telah mengambil sikap dan meniatuhkan pilihannya
untuk mendukung proklamasi kemerdekaan dengan antusias. Mereka
mengibarkan bendera Merah Putih dan ada pula yang ikut pawai
menyambut hari bersejarah itu. Namun, tidak dapat pula disangkal
bahwa tentu ada sebagian warga masyarakat yang diliputi keraguan
akan kejayaan bangsa kita di dalam mempertahankan proklamasi
kemerdekaan. Bahkan ada sekolompok bumiputra yang bersikap sinis
terhadap Republik lndonesia. Mereka yang termasuk dalam kategori
ini adalah kelompok sosial yang menganut faham oppurtunistis dalam
hidupnya dan merupakan kelompok parasit dalam kehidupan bernegara
dan bermasyarakat. Sikap oppurtunistis ini terlihat dalam kehidupan
masyarakat, bagaikan debu yang mengikutike mana arah angin bertiup.
Maksudnya, iika NICA atau pemerintah kolonial Belanda berkuasa di
Sulawesi Selatan atau di kawasan lain, maka ia menghambakan dirinya
pada NICA (Belanda). Akan tetapi iika republik yang berkuasa, ia pun
bersedia membudakkan dirinya dengan cara menjilat pemimpin yang
berkuasa, Potret kelompok ini dapat dilihat dalam periode dari masa
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peralihan Republik lndonesia ke Negera lndonesia Timur (NlT) dan

dari NIT ke Republik lndonesia Serikat (RlS). Pada zaman NICA, mereka

besikap sinis terhadap perjuangan republik, dan di zaman republik,

mereka pun menoniolkan dirinya sebagai "pahlawan kesiangan"'
Mereka tanpa malu menyatakan ikut be4uang dengan para gerilyawan

di hutan, tetapi sebenarnya selama periuangan itu berlangsung, mereka

hidup di kota bersama keluarganya dengan tenang sambil makan roti

dan keju Belanda (Abdullah,tggt:58).

Namun, yang paling memprihatinkan lagi adalah kelompok

bumiputra yang bersikap anti republik. Mereka umumnya adalah

kelompok manusia yang mendapatkan perlakuan istimewa dan

berbagai kemudahan dari pemerintah Hindia Belanda di zaman

peniaiahan. Umpamanya, jabatan tinggi di dalam dunia pemerintahan
yang dikenal dengan nama Binnenlondsche Bestuur (BB) atau pegawai

tinggi pamong praja Belanda, mereka yang bekerja sebagai polisi

atau serdadu KNIL. Mereka kerianya menangkap orang yang berjuang

untuk kepentingan dan kemerdekaan bangsa lndonesia. lronisnya

karena tidak sedikit di antara mereka iustru meniadi pembunuh

terhadap bangsanya sendiri. Kelompok inilah yang merindukan kembali

berkuasanya pemerintahan kolonial Belanda' Apalagi ketika republik di

zaman revolusi mulai teriepit, kelompok inilah yang merasa gembira

atas kemajuan propaganda politik dan oPerasi militer Belanda karena

memimpikan keiayaan mereka dan keluarganya mendapat status yang

tinggi dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun di dePan matanya,

bangsanya diperas dan diiatuhkan martabatnya oleh pemerintah

kolonial Belanda (Abdullah, 1991:57).

Sementara itu, langkah kebijakan pertama yang dilakukan Dr'

Ratulangi sebagai pimpinan formal puncak di Sulawesi, adalah

menghi;pun semua kekuatan sosial yang terdapat di masyarakat,

khususnya di kawasan Sulawesi Selatan yang menjadi pusat

pemeriniahannya. Hal ini penting karena meskipun ia secara resmi

ielah diangkat oleh pemerintah Republik lndonesia sebagai.gubernur,

tidak tertritup kemungkinan banyak kendala yang akan dihadapinya

lika tidak mendapat dikungan sepenuhnya dari semua lapisan sosial

di masyarakat. ltulah sebabnya Dr. Rarulangi dalam mencari dukungan

terhadap proklamasi kemerdekaan lndonesia, mengadakan pendekatan

dan menggalangan terhadap raia-raia dan kaum bangsawan yang

.e.prnyli p"n!aruh dan kewibawaan yang mengakar di masyarakat,

seperti yang diiarankan oleh kedua orang penasehat terdekatnya

(Lahade,1 982:157; Arf ah,dkk.,r993r66).
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Staregi Dr. Ratulangi yang menggunakan pengaruh raja-raia dan
kaum bangsawan dalam menegakkan proklamasi kemerdekaan di
Sulawesi Selatan, mulai tampak ketika ia mengutus atau menugaskan
kepada Lanto Daeng Pasewang dan A.N. Hadjarati untuk menghubungi
Andi Mappanyukki, Andi Pangerang Petta Rani, dan Andi Abdullah
Bau Massepe, serta kelompok aristokrat lainnya. Sebab, ketiga tokoh
aristokrat yang sangat berpengaruh itu, setelah dihubungi berjanji
untuk memenuhi harapan dari Gubernur Sulawesi Dr. Ratulangi.
Bahkan mereka berjanji untuk mendukung sepenuhnya dan akan
mempertahankan proklamasi kemerdekaan lndonesia serta akan
menghubungi kelompok aristokrat lainnya. Kemudian, ketiga
tokoh aristokrat itu menghubungi kelompok aristokrat lainnya, dan
memberikan penielasan sekaligus mengajak mereka untuk mendukung
republik, khususnya kepada Dr. Ratulangi dalam perjuangan
mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
Tugas ini tidaklah ringan sebab walau bagaimana pun tidak seluruhnya
kelompok aristokrat di daerah ini, senada, sehaluan pikiran, dan
sependirian dengan Andi Mappanyukki, Andi Pangerang Petta Rani,
dan Andi Abdullah Bau Massepe. Tentu ada yang masih diliputi oleh
keraguan dengan teriadi perubahan zaman yang sangat mendadak, ada
kelompok yang masih membayangkan statusnya yang enak di bawah
pemerintah kolonial Belanda. Akan tetapi kelompok kecil dari aristokrat
yang mungkin masih kekurangan informasi atau tidak terjadi dialog
langsung dengan kelompok nasionalis itu, akhirnya menyatakan pula
dekungannya terhadap proklamasi kemerdekaan Republik lndonesia
(Arfah,dkk., 1993: 1 67 ; Abdullah,r 99i:57).

Kebiiakan dan stratrgi Dr. Ratulangiyang menggunakan pengararuh
raja-raia dan kaum bangsawan dalam menegakkan proklamasi
kemerdekaan Republik lndonesia di Sulawesi Selatan, dampaknya
memang hebat karena hampir semua raja-raja (kecuali raja-raja yang
kemudian diangkat oleh NICA) mendukung sepenuhnya proklamasi
kemerdekaan dan menyatakan wilayah kekuasaan mereka menjadi
bagian dari wilayah Republik Indonesia. Andi Abdullah Bau Massepe
misalnya, setelah mengetahui proklamasi kemerdekaan lndonesia
segera menyatakan dukungannya dan menyebarluaskan berita
proklamasi kemerdekaan itu kepada semua sanak keluarga dan warga
masyarakat. Dukungan itu kembali dipertegasnya, ketika para utusan
Gubernur Ratulangi datang menemuinya di Parepare. Bahkan Andi
Abdullah Bau Massepe kemudian mengorganisir pertemuan antara
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tokoh-tokoh masyarakat dengan pemuda-pemuda di Parepare pada

awal September 1945, untuk membentuk wadah pemerintahan yang

berdiri di belakang Republik lndonesia. Pada Pertemuan itu, dicapai

kesepakatan mengubah organisasi perjuangan SUDARA meniadi

Penunjang Republik lndonesia (PRl) Cabang Parepare. PRI Parepere

sebagai wadah pemerintahan, bertujuan untuk menegakkan, membela,

dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan, serta berusaha
menginsafkan segenap lapisan masyarakat yang berada di Parepare

dan daerah sekitarnya, tentang perlunya usaha pembelaan terhadap
proklamasi kemerdekaan Republik lndonesia (Kadir,dkk.,1984x28;

Bichman,ttxl).r Sejak itu, Perepare dan daerah sekitarnya telah

dinyatakan sebagai bagian wilayah Republik lndonesia. Hal ini dapat
dipahami karena sebelum proklamasi kemerdekaan, Andi Abdullah Bau

Massepe telah diangkat meniadi Ketua SUDARA Cabang Parepare dan

telah menjadikan daerah ini sebagai salah satu pusat kegiatan gerakan

nasionalisme yang terpenting untuk kawasan Sulawesi Selatan.

Demikian pula dukungan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan

Republik lndonesia, tidak perlu diragukan lagi. 5ebab, "budaya
panutan" atau hubungan "iod-diiodreng" masih amat kuat berperan

dalam kehidupan masyarakt ketika itu, sebagaimana yang tercermin
dalam ungkapan "polo pong polo pdnni dssoleng puakku moa, narekko

naposiri'ni puatto, ndpomate ni tu joana" (saya merelakan paha dan

sayap/tangan saya patah, asalkan di dalam membela raiaku, kalau raiaku

sudah merasakan sesuatu yang memalukan, maka rakyat pengikutnya

sudah harus bersedia mati).1 Dari ungkaPan initamPak bahwa tampilnya
raja-raja dan kaum bangsawan yang berkaitan dengan konsep joa-

djiodreng, terkait pula dengan siri no pesse' Artinya ketika raia-raia dan

kaum bangsawan teriun untuk mendukung dan mempertahankan
proklamasi kemerdekaan, maka dorongan untuk mempertahankannya

I Dalam sumber lain disebutkan bahwa Penunjang RePublik lndonesia (PRl)

dibentuk pada 8 september 1945. Bedirlnya PRI adalah merupakan cikal bakal wa-

dah penghimpung kekuatan para peiuang kemerdekaan di Parepare dan sekitamya

(Kila,r995:lo).
4 Para pen8ikut dari raia atau bangsawan disebut iod, sedangkan raja atau

bangsawan yang diikutinya disebut a,iooreng. Tampilnya sebagian besar raja'raia dan

kaum bangsawan dl sulawesi selatan dalam memberikan dukungan terhadap prokla-

masi kemerdekaan Republik lndonesia mempunyai damPak yang amat besar di dalam

masyarakat. Artinya, sikap dan dukungan mereka mendorong pula masyarakat luas un-

tuk mengikutl langkEh dari raia dan bangsa\Man yang dikenal dan dilkutinya. Pada sisi

ini, tentu amat terkait dengan konsep kepemlmpinan tradisional, yaitu ioo{Iooreng'
Konsep ini berkaitan dengan sistem sosial pada keraiaan tradisional. Raia atau bang'
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adalah dilapisi oleh siri nd pesse. Demikian pula ketika para iod yang
mengikutijeiak ra.ja-raja dan kaum bangsawannya, maka yang dilakukan
itu adalah demi menegakkan siri yang didasari oleh pesse. Karena itu
siri nd pesse tampak pula sebagai salah satu {aktor pendorong di dalam
perjuangan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik
lndonesia. ltulah sebabnya pembentukan organisasi kelaskaran yang
bertuiuan untuk menentang kehadiran dan usaha NICA, mendapat
dukungan sepenuhnya dari rakyat yang diwujudkan dalam kesediaan
mereka untuk berkorban dan secara sukarela menladi anggota dari
kelaskaran yang pada umumnya dipelopori dan dilindungi oleh raja-raja
dan kaum bangsawan.

Raia-raja dan kaum bangsawan yang menjadi panutan alau diiooreng
tersebut, menerima pengabdian total para pendukung atau joa-nya di
dalam kaitan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap proklamasi
kemerdekaan Republik lndonesia. lnilah keunikan dalam perjuangan
mempertahankan proklamasi kemerdekaan di Sulawesi Selatan. Sebab,
tidak ada suatu bentuk pertentangan antara kelompok aristokrat dan
rakyat yang dapat menyebabkan terladinya konflik berdarah. Demikian
pula hubungan antara kelompok aristokrat dan para ulama di daerah
ini tidak ada pertentangan. Bahkan dalam selarah keralaan-kerajaan di
daerah ini tidak pernah teriadi pertentangan antara kelompok aristokrat
dan para ulama dalam konteks persaingan untuk memperebutkan
kekuasaan dan pengaruh. Para ulama memang mempunyai pengaruh di
bidang urusan keagamaan, tetapi dalam hal kekuasaan pemerintahan
sepenuhnya di tangan kelompok aristokrat, Fungsi para ulama tidak
lebih daripada sebagai penasehat (Arfah,dkk.,r993:t68).

Berbeda halnya dengan keadaan diAceh, dimanaterjadi pertentangan
antara para ulama dan uleebolong (raja/bangsawan). Begitu pula halnya
di Sumatra Timur, yang menuniukkan adan ya pertentangan yang taiam
sawan yang mempunyai seiumlah orang yang mengikuti dan setia kepadanya. Namun
tidak dapat dipungkiri bahwa keikutsertaan warga masyarakat di dalam mempertah-
ankan proklamasi kemerdekaan tidaklah semuanya karena ikatan iod-djjodreng, melain-
kan juga tidak sedikit karena dorongan dan kehendak sendiri. Hal ini terlihat dengan
tampilnya beberapa "tokoh lepas" yang mempunyai peranan yang tidak kecil, Seialan
dengan tampilnya raia-raja dan kaum bangsawan untuk memimpin periuangan didalam
mempertahankan kemerdekaan, seperti yang disebutkan diatas, mak. di dalam proses
pembentukan kekuatan dalam wuiud organisasi kelaskaran yang bertujuan menentang
kehadiran dan usaha NICA (Belanda), tampil pula para rala-raia dah kaum bangsawan
untuk membentuk organisasi kelaskaran didaerEh masing masing. Pada sisi inilah ter
llhat hubungan iod-oijorrehg sebagai hal yang amat dominan di dalam pembentukan
kelaskaran dan penunjukan pimpinannya (6onggong, )ooo:228),
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antara raia (aristokrat) dan rakyat. Pertentangan antarkelompols baik

di Sumatra Timur maupun di Aceh, telah menyebabkan terladinya

revolusi sosial di kedua daerah tersebut. Hal seperti itu tidak teriadi
di Sulawesi Selatan, iustru antara aristokrat, ulama, dan rakyat ada

ikatan historis yang kokoh dalam melawan kolonial Belanda, yang

menyebabkan mereka bahu-membahu atau melakukan kerjasama

yang harmonis dalam kaitannya untuk mengusir peniajah Belanda.

Kekuatan mereka itu terpadu dalam kehidupan masyarakat, dan

akan makin kuat ikatannya ketika mereka menghadapi ancaman dari
pemerintah Hindia Belanda (Arfah,dkk., 199rr58). ltulah sebabnya

semangat periuangan dalam melawan kolonial Belanda tetap berkobar
dan mereka bahu-membahu dalam mendukung dan mempertahankan
proklamasi kemerdekaan Republik lndonesia. Dukungan tersebut
sekaligus merupakan suatu bukti bahwa proklamasi kemerdekaan dan

pembentukan negara Republik lndonesia, bukan hanya merupakan

keinginan dari pa ra kolloborotor )epang di mata Sekutu, melainkan iuga
keinginan dari seluruh rakyat Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan.

Namun ketika raja-rala dan bangsawan serta tokoh'tokoh politik

dan para pemuda peiuang kemerdekaan lndonesia baru memulai

konsolidasi, tentara Australia atas nama pasukan Sekutu telah mendarat
di Sulawesi Selatan (Makassar) pada September 1945. Di antara pasukan

Australia itu, ternyata ikut serta pula aparat'aparat NICA yang bertugas

untuk memulihkan kembali pengaruh dan kedudukan kekuasaan

pemerintahan kolonial Belanda di Sulawesi Selatan. Kebiiakan sekutu
yang menempatkan NICA sebagai bagian yang integral dari pasukan

Sekutu dalam melaksanakan tugas di Sulawesi Selatan tersebut' ielas
memberikan keuntungan politis yang luar biasa kepada NICA, sehingga

dalam waktu yang singkat mereka berhasil memperkuat kedudukan

kekuasaannya di Sulawesi Selatan. Hal inilah yang mendorong beberapa

tokoh aristokrat mengorganisasikan Pertemuan dengan pemimpin-

pemimpin rakyat di Sulawesi Selatan. Atas pengaruh dari Raia Bone Andi

Mappanyukki, Datu Luwu Andi Diemma, Datu SuPpa Andi Abdullah Bau

Massepe, dan Andi Pengerang Petta Rani, maka diselenggarakanlah
pertemuan di Jongaya, bertempat di rumah Andi Mappanyukki pada t5

oktober 1945 (Harvey,1 989:11 5; Arfah,dkk.,t993:t7:).

Selain itu, hadir pula tokoh-tokoh lain dalam pertemuan di Jongaya

tersebut. Di antaranya Andi Makkasau dari Parepare, lbu DePu

(Maradia Balannipa-Mandar), AndiAbdul Madjid dari Mandar, Padionga

Daeng Ngalle (Karaeng Polombangkeng), Andi Sultan Daeng Radia
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(Karaeng Gattareng), Arung 6ilireng dariWajo, dan lain-lain. Pada akhir
pertemuan itu dicapai kesepakatan yang kemudian dikenal dengan
nama "Pernyataan Jongaya", yang isinya mendukung sepenuhnya
proklamasi kemerdekaan dan menyatakan wilayah kekuasaan dan

aparat pemerintahan mereka merupakan bagian dari wilayah Republik
lndonesia dan aparat pemerintah lndonesia (Polinggomang,2oo2:4;
Kadir,dkk,i984xo6). Pernyataan sikap itu, bukan hanya merupakan
suatu bukti bahwa rala-raja di Sulawesi Selatan sepenuhnya
mengintegrasikan diridan keraiaan mereka masing-masing dalam wadah
negara Republik lndonesia, melainkan juga semakin memotivasi rakyat
di daerah ini bergiat membentuk kekuatan untuk mempertahankan
proklamasi kemerdekaan serta menentang kehadiran dan usaha NICA,

Pernyataan sikap raia-raja di Sulawesi Selatan tersebut, ditanggapi
dingin oleh pihak Sekutu dan NICA karena dipandang diputuskan secara
emosional dan tidak menyurutkan keinginannya untuk memulihkan
kembali pengaruh dan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di
daerah ini. Oleh karena itu, maka diselenggarakan kembali pertemuan
raja-raja diWatampone pada r Desember1945. Pertemuan itu diharapkan
dapat mempengaruhi rala-araia di Sulawesi Selatan untuk menialin
keriasama dengan NICA, karena atas desakan dan kebijakan Sekutu
beberapa tokoh politik dan masyarakat telah bersedia bekerjasama
dengan N,CA pada saat itu. Demikian pula dengan pemilihan tempat
pertemuan itu, diharapkan dapat mengubah sikap para penguasa di
daerah ini, mengingat beberapa daerah khususnya Bone telah diduduki
oleh NICA pada waktu itu. Akan tetapi sikap raia-raja di Sulawesi
Selatan pada pertemuan itu, temyata tetap pada pendiriannya yang
mendukung sepenuhnya proklamasi kemerdekaan dan negara Republik
lndonesia. Dalam salah satu laporan pemerintah kolonial Belanda
(NICA) dinyatakan bahwa raia-raia terpenting, misalnya Raja Bone Andi
Mappanyukki dan Datu Luwu Andi Djemma, menyatakan mendukung
Republik lndonesia (Poelinggomang, 2oo3t4t Arfah,dkk., 1993:179).

Sikap para pemegang kendali kekuasaan di Sulawesi Selatan yang
demikian kokohnya itu, sehingga usaha-usaha untuk membatalkan
proklamasi kemerdekaan Republik lndonesia dan upaya-upaya untuk
memecah belah wilayah Republik lndonesia senantiasa ditolak rakyat
lndonesia di Sulawesi Selatan.
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ReaksiAtas Kedatangan Sekutu dan NICA
Pasukan Australia atas nama Sekutu mendarat di Sulawesi Selatan

(Makassar) pada )l September 1945. Di antara pasukan Australia itu,
terdapat pula aparat-aparatNlCA (Netherl4nds lndies CivilAdministrotion)
yang dipimpin Mayor ..1. G. Wegner yang bertugas untuk memulihkan

kembali pengaruh dan kedudukan kekuasaan pemerintahan Hindia

Belanda di Sulawesi Selatan. Menurut Barbara Sillars Harvey, bahwa

"Pemerintah Hindia Belanda dalam pelarian, Letnan Gubernur Jenderal

Dr. Humbertus J. van Mook, telah tinggaldiAustralia selama perang, dan

dengan mudah dapat mengatur para peiabat NlcA menyertai pasukan

Australia ketika mendarat di lndonesia Timur (Harvey,1989:ttz), Oleh

karena itu, kendatipun pasukan Australia yang semula hanya bertugas

untuk membebaskan para tawanan Perang Dunia ll, melucuti dan

memulangkan tentara Jepang, serta memulihkan keamanan dan

ketertiban, tetapi dalam kenyataanya telah banyak membantu aparat-

aparat NICA dalam mewujudkan keinginannya. Sebab, kebiiakan

pimpinan pasukan Australia yang mengintegrasikan NICA ke dalam

kesatuan pasukanAustraliayangbertugasdiwilayah lndonesiaTimurdan
Kalimantan, serta menugaskan NICA untuk menjalankan pemerintahan
sipil di wilayah-wilayah yang telah diduduki oleh pasukan-pasukan

Sekutu. Bahkan dalam perkembangan selaniutnya, pasukan Australia

iuga mengizinkan pasukan-pasukan Belanda mendarat di wilayah yang

telah diduduki oleh pasukan Australia, dan kepada pasukan-pasukan

Belanda itu diberikan tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban
(Poelinggomang,:oo::6).'

Kebijakan pimpinan pasukan Australia yang bertugas di wilayah

lndonesia Timur dan Kalimantan tersebut, amat berbeda dengan

kebijakan yang diialankan pimpinan pasukan lnggris yang bertugas di

5 (ebijakan pimPinan pasukan Australia yang bertugas di wilayah lndone-

sia Timur dan Kalimantan tersebu! amat berbeda dengan kebliakan yang diialankan

pimpinan pasukan lnggris yang bertu8as diJawa dan Sumatra. DiJawa, Panglima Ten-

tara lnggris Letnan J;nderal Christison melarang camPurtangan penguasa Belanda

dalam ioal pemerintahan atau keamanan, sehingga pegawai sipil Belanda yang ter-

gabung di dalam organisasi yang disebut AMACAB (Allied Militdry Admi-nistrotion Civil

ifdirs Brohch) tidak berfungsi. Sampal bulan Februarl 1946, Panglima Angkatan Perang

lnggrls di Jawa, Christison, melarang pasukan tentara Belanda mendarat diJawa' Se-

baliknya Christison minta bantuan kepada Pemerintah Republik lndonesia untuk turut
bersama dengan tentara Inggris meniaga keamanan dan membantu tentara Inggrls di

dalam tugasnya menialankan tugas sekutu, yahu mendemobolisasi Angkatan Perang

Jepang din membebaskan tawanan perang (Agung, 19E5:4o).
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Jawa dan Sumatra. Di Jawa, Panglima Tentara lnggris Letnan Jenderal
Christison melarang campurtangan pemerintah Belanda dalam soal
pemerintahan atau keamanan, sehingga pegawai sipil Belanda yang
tergabung di dalam organisasi yang disebut AMACAB (Allied Military
Administrotion Civil Affairs Bronch) tidak berfungsi. Sampai Februari
1945, Panglima Angkatan Perang lnggris di Jawa, Christison, melarang
pasukan Belanda mendarat diJawa. Sebaliknya Christison minta bantuan
kepada pemerintah Republik lndonesia untuk turut bersama dengan
tentara lnggris menjaBa keamanan dan membantu tentara lnggris di
dalam tugasnya menialankan tugas Sekutu, yaitu mendemobolisasi
Angkatan Perang Jepang dan membebaskan tawanan perang (Agung,
t985:4o).

Atas kebiiakan pasukan Australia tersebut, aparat-aparat NICA
segera menialankan pemerintahan sipil di bawah naungan pasukan
Australia. Pemerintah Belanda mempergunakan kesempatan ini
dengan sebaik-baiknya dan memperkuat kedudukan diwilayah-wilayah
yang telah diduduki oleh pasukan Australia. Mereka kemudian dibantu
oleh pasukan-pasukan Belanda dan bekas-bekas pegawai pamong
praia (Corps Binenlonds Eestuur), yang pada zaman pemerintahan
Hindia Belanda bertugas di wilayah tersebut sebagai residen, asisten
residen, kontroleur, dan jabatan-labatan lainnya. Di daerah-daerah
yang pada zaman Hindia Belanda berkuasa seorang residen Belanda,
diangkat seorang CO-NICA (Commandtng Oficer NICA), dan di tempat
lain yang dulu berkuasa seorang asisten residen atau kontroleur,
ditempatkan seorang opsir Nl(A. Pemerintah kolonial Belanda dalam
waktu yang singkat berhasil melakukan konsolidasi kedudukan
politiknya dan memfungsikan kembali aparat pemerintahannya yang
dikenal dengan nama NICA di wilayah lndonesia Timur dan Kalimantan-
Kebijakan pimpinan pasukan Australia tersebut, ielas memberikan
keuntungan politis yang luar biasa kepada pihak Belanda. Hal inilah yang
menyebabkan keadaan dan kondisi politik di wilayah lndonesia Timur
amat berbeda dengan keadaan di Jawa, yang tentunya mempengaruhi
perkembangan politik di lndonesia Timur pada masa-masa berikutnya
(Agung,r985:4r).

Menurut lde Anak Agung 6de Agung, bahwa berdasarkan laporan
dari Chief CO-NICA De Rooy yang berkedudukan di Morotai mengenai
perkembangan politik di wilayah lndonesia Timur (Timur Besar
termasuk lrian Barat, kecuali Bali) dari November 1945 sampai Maret
1946, tampak ielas kerjasama yang erat antara aparat-aparat N|CA
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dengan Tentara Australia dalam pendudukan wilayah tersebut oleh

Sekutu. Bahkan aparat NICA berperan sangat menentukan dalam

mewuiudkan pemerintahan sipil yang tentunya sangat dipengaruhi

oleh sistem pemerintahan Hindia Belanda sebelum Perang Pasifik. Dari

laporan-laporan tersebut dapat iuga disimpulkan bahwa aparat NICA

tidak mudah mewuludkan lagi tata pemerintahan kolonial Belanda,

karena setelah proklamasi kemerdekaan di mana-mana di lndonesia

Timur termasuk di Bali dibentuk komite nasional daerah sesuai dengan

instruksi Pemerintah Republik lndonesia. ltulah sebabnya di beberapa

daerah terdapat perlawanan pemuda-pemuda yang tergabung dalam

organisasi kelaskaran atau periuangan kemerdekaan dan berusaha

untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah Republik lndonesia

(Agung,r985:42).

Salah satu basis perlawanan yang paling sengit di Indonesia Timur,

menentang kehadiran dan usaha Nl(A yang hendak memulihkan kembali

pengaruh dan kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda

adalah daerah Sulawesi Selatan (Poelinggomang,2oo2:7). Namun

tidak menyurutkan keinginan aparat NICA yang mendapat dukungan

dan bantuan dari pasukan Australia untuk memulihkan kembali

pemerintahan Hindia Belanda di Sulawesi Selatan. Aparat-aparat NICA

di bawah pimpinan Wegner mulai bergiat mengambil alih pemerintahan

sipil dari tangan Jepang dan bertindak sebagai Pemerintah yang sah'

Pimpinan NICA itu kemudian memerintahkan kepada bawahannya

untuk melaksanakan tugas dan memulihkan kembali pengaruh dan

kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda pada seiumlah

daerah di Sulawesi Selatan. la bertindak secara sepihak mengangkat

kembali bekas pegawai pamong praia Belanda untuk menduduki

iabatan pemerintahan dan menggantikan peiabat-peiabat pada masa

Jepang. Juga menyatakan tidak berlakunya lagi uang Jepang dan

sebagai penggantinya dikeluarkan uang NICA. Memperseniatai orang-

or"ng B"l"nd", lndo Belanda, dan Ambon yang baru dibebaskan dari

tahanan, serta mendemonstrasikan arak-arakan mobil yang penuh

dengan orang Belanda sambil menyanyikan laguJagu Belanda (Kadir,

dkk., 1984:1oo; Harvey,t989rt3).

Tindakan-tindakan aparat NICA tersebut, mendorong rakyat di

daerah ini untuk melancarkan protes yang kemudian menyebabkan

teriadinya berbagai pergolakan menentang kehadiran NlcA dan

terbentuknya berbagai organisasi Periuangan atau kelaskaran yang

bertuiun menentang dan menggagalkan usaha NICA. Reaksi rakyat

PERJUANGAN KELASKARAN BPRI I 9I



itu tentu tidak terlepas dari sikap dan dukungan serta peran raja-raia
di Sulawesi Selatan yang bergiat mendorong rakyatnya tampil dengan
gigih menentang kehadiran dan usaha NICA. Namun karena kebijakan
pimpinan pasukan Australia yang menempatkan NICA sebagai bahagian
yang integral dari pasukan Sekutu dalam menialankan tuganya di
Sulawesi Selatan, sehingga dalam waktu yang singkat NICA berhasil
memperkuat kedudukannya di Kota Makassar dan daerah-daerah
pedalaman. Misalnya, Parepare diduduki pada 6 Oktober 1945,
Sungguminasa diduduki pada to Oktober 1945, Bantaeng diduduki pada
14 Oktober 1945, dan Maros diduduki pada r5 Oktober r945. Meskipun
pada awalnya kehadiran pasukan Australia dan NIO{ di daerah-daerah
itu, mendapat perlawanan dari pihak pemuda-pemuda yang didukung
sepenuhnya oleh raja-raja atau para bangsawan setempat, tetapi pada
akhirnya aparat-aparat NICA berhasil memperkut kedudukannya di
daerah-daerah tersebut (Kadir,dkk.,1984:1o4).

Kedudukan NICA di Sulawesiselatan, secara politis meniadi lebih kuat
lagi setelah teriadi pergantian pimpinan pasukan Australia dari tangan
Brigien lwan Dougherty kepada Brigien F.O. Chilton pada 19 Oktober
r945 (Harvey, 1989xi4). Sebab, kebijakan-kebilakannya yang amat
mendukung dan membantu NICA untuk memulihkan kembali pengaruh
dan kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Sulawesi
Selatan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan pimpinan pasukan Australia
Brigen F.O. Chilton yang diumumkan pada zr Oktober 1945, yaitu
antara lain sebagai berikut: (r) Tentara Australia bertanggung.jawab
tentang keamanan, (:) NICA adalah bagian integral dari Komando
Tentara Australia, dan (3) Semua pasukan Australia diperintahkan
untuk memberikan pengamanan kepada NICA dalam menjalankan
pemerintahan sipil di Sulawesi (Agung,1985:54; Kadir,dkk.,t984:104).

Pengumuman tersebut ielas semakin memberikan kesempatan
kepada aparat NICA untuk memulihkan kembali pengaruh dan
kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Sulawesi
Selatan. Terlebih Iagi setelah Letnan Kolonel Dr. C. Lion Cache6 tampil
menggantikan Wegner, dan diberi pangkat Commanding Of6cer NICA

6 Letkol Dr. C. Lion Cache adalah seorang anggota Korps pamohg praia Belan-
da (corps Einnenlondi Bestuur) yang berpengalaman. sebelum perang pasifk ia pernah
bertugas di Bali sebagai Sekretaris Residen Bali dan Lombok dan kemudian dipindah-
kan ke Makassar di mana dia diangkat sebagai Sekretaris Gubemur Timur Besar pada
waktu itu. Letkol Dr. C. Lion Ca(he terkenal sebagai pegawai kolonial Belanda yang
sangat reaksioner yang ingin mempertahankan kekuasaan Hindia Belanda dilndonesia
(Agung, 1985:53).
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(CO-NICA) yang membawahi semua opsir'opsir dan kesatuan NICA

yang bertugas di Sulawesi Selatan. la tetap melaniutkan kebiiakan
pendahulunya dan semakin memantapkan strategi penguasaan

kembali wilayah bekas jajahan Hindia Belanda, khususnya di Sulawesi

Selatan. Atas desakannya kepada pimPinan pasukan Australia, sehingga

Chilton menyetuiui pengiriman beberapa batalyon pasukan untuk
menduduki wilayah-wilayah terPenting, seperti Bone dan Banthaen,

serta memerintahkan kepada pasukannya agar membantu NICA dalam

memulihkan kembali kekuasaan pemerintahan sipil di wilayah-wilayah

itu. Lion Cache kemudian mengirim satu pasukan Australia di bawah

pimpinan opsir NICA, yaitu L. A. Emmanuel (mantan kontrolir Wajo)

yang disertai oleh Eldring dan Wesseling ke Bone, dan mereka mulai

berhasil menduduki Bone Pada 25 oktober 1945. Seperti halnya di

daerah-daerah lain, kehadiran pasukan Australia dan NICA di Bone juga

mendapat perlawanan dari pihak pemuda'pemuda yang tergabung

dalam organisasi periuangan Pengawal Tanah Bone (PTB) dan

Badan Pemberontak Rakyat Bone (BPRB) yang mendapat dukungan

sepenuhnya dari Raia Bone Andi Mappanyukki (Harvey,t989rt5;

Sophiaan,t 99t:9o).

Kenyataan-kenyataan itulah yang antara lain yang menyebabkan

pemuda-pemuda di Makassar mengorganisir kekuatan untuk

melancarkan perlawanan terhadap kedudukan Sekutu dan NICA di

Makassar. Dari pertemuan-Pertemuan yang dilakukan oleh pemuda-

pemuda tersebut, mereka berhasil melahirkan kesepakatan bersama

pada :8 Oktober t945, untuk melancarkan penyerangan secara

serentak terhadap kedudukan NICA dan temPat-tempat strategis yang

berada di Kota Makassar pada dini hari 29 Oktober 1945' Serangan

yang dilancarkan secara mendadak oleh pemuda'pemuda pada hari itu'
berhasil menguasai beberapa tempat strategis dan pos-pos NICA yang

terpenting, antara lain Stasiun Radio Maradekaya dan Mattoangin,

Asrama Polisi NICA, Kantor CO-NICA, dan Hotel Empress' Selain

itu, mereka berhasil iuga melucuti seniata beberapa perwira NICA

(5aid,r984:5r; Kadir,dkk.,r984:tt o).

Tindakan pemuda-pemuda itu menyebabkan pimpinan pasukan

Australia sangat marah dan menganggapnya sebagai suatu pelanggaran

keamanan dan ketertiban yang amat besar di wilayah yang merupakan

tanggungiawabnya. Pasukan Australia segera turun tangan melakukan

p"tgp."n.n dan berhasil melumpuhkan pemuda-pemuda' Bahkan

merika berhasil merampas kembali seniata-sejata yang telah direbut
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oleh pemuda-pemuda serta menangkap dan menawan sekitar 5o orang
pimpinan pemuda yang melancarkan aksipenyerangan. Oleh karena itu,
untuk mencegah tindak perlawanan rakyat yang dapat menimbulkan
gangguan keamanan dan ketertiban, maka Panglima Tentara Australia
mengeluarkan maklumat yang ditandatangani oleh Chilton pada l9
Oktober 1945. Dalam maklumat tersebut dengan tegas dinyatakan
akan diadakan tindakan keras terhadap pelanggaran keamanan dan
ketertiban, yaitu sebagai berikut :

Keiahatan terhadap pemerintah militer Sekutu di Sulawesi Selatan :

1. Memakai atau mempunyai seniata apapun, termasuk segala rupa
seniata api, granat tangan, seniata-senlata peledak, parang, keris,
badik dan tombak. Barang siapa yang memakai seniata-senjata
tersebut dapat ditembak mati.

:. Mengadakan perarakan atau pertujukan semacam apapun,
3. Paksaan kekeiaman atau ancaman terhadap barang siapapun.
4. Menolong atau menyokong barang siapa yang telah membuat

kejahatan.

5. Tidak mau menjual makanan, pakaian atau keperluan sehari-hari
dengan alasan perbedaan bangsa atau derajat.

6. Menghalangi pemakaian jalan dengan leluasa.
7. Merusak, membinasakan, menghalangi segala urusan umum

atau pembangunan Sekutu, termasuk luga pembangunan
weterleiding, perusahaan listrik dan gas, telepon, telegraf, dan
stasiun radio. Barang siapa yang melakukan kesalahan itu akan
ditembak mati ditempat.

8. Pencurian dan pembakaran rumah orang.
9. Memakai pakaian militer atau uniform lain apabila bukan anggota

pasukan Sekutu atau polisi.

1o. Turut latihan secara militer dalam bentuk apa pun.

Segala peraturan tersebut di atas pasti akan dilaksanakan oleh
semua serdadu-serdadu di bawah perintah saya.

Makassar, 29 Oktober i945
Brigadir Panglima Tentara Australia
Di Makassar
F. O. Chilton (Arsip NtT, No.i62)

Maklumat Panglima Tentara Australia tersebut, lelas sangat
merugikan bagi perluangan dalam menegakkan membela dan
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(Co-NICA) yang membawahi semua opsir-opsir dan kesatuan NICA

yang bertugas di Sulawesi Selatan. la tetaP melaniutkan kebijakan
pendahulunya dan semakin memantapkan strategi penguasaan

kembali wilayah bekas jafahan Hindia Belanda, khususnya di Sulawesi

Selatan. Atas desakannya kepada pimpinan pasukan Australia, sehingga

Chilton menyetuiui pengiriman beberapa batalyon pasukan untuk

menduduki wilayah-wilayah terpenting, seperti Bone dan Banthaen,

serta memerintahkan kepada pasukannya agar membantu NICA dalam

memulihkan kembali kekuasaan pemerintahan sipil di wilayah^wilayah

itu. Lion Cache kemudian mengirim satu pasukan Australia di bawah

pimpinan opsir Nl(A, yaitu L. A. Emmanuel (mantan kontrolir Wajo)

yang disertai oleh Eldring dan Wesseling ke Bone, dan mereka mulai

berhasil menduduki Bone pada :5 Oktober 1945. SePerti halnya di

daerah-daerah lain, kehadiran Pasukan Australia dan NICA di Bone juga

mendapat perlawanan dari pihak pemuda-pemuda yang tergabung

dalam organisasi per,uangan Pengawal Tanah Bone (PTB) dan

Badan Pemberontak Rakyat Bone (BPRB) yang mendapat dukungan

sepenuhnya dari Raia Bone Andi Mappanyukki (Harvey,1989:115;

Sophiaan,r ggt:9o).

Kenyataan-kenyataan itulah yang antara lain yang menyebabkan

pemuda-pemuda di Makassar mengorganisir kekuatan untuk

melancarkan perlawanan terhadap kedudukan Sekutu dan NICA di

Makassar. Dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh pemuda-

pemuda tersebut, mereka berhasil melahirkan kesepakatan bersama

pada :8 Oktober 1945, untuk melancarkan Penyerangan secara

serentak terhadap kedudukan NICA dan temPat-tempat strategis yang

berada di Kota Makassar pada dini hari :9 Oktober 1945. Serangan

yang dilancarkan secara mendadak oleh pemuda-pemuda pada hari itu,

berhasil menguasai beberapa tempat strategis dan pos-pos NICA yang

terpenting, antara lain Stasiun Radio Maradekaya dan Mattoangin,

Asrama Folisi NICA, Kantor CO-NICA, dan Hotel Empress' Selain

itu, mereka berhasil juga melucuti seniata beberaPa Perwira NICA

(5aid,1984:51; Kadir,dkk.,r984:rro).

Tindakan pemuda-pemuda itu menyebabkan pimpinan pasukan

Australia sangat marah dan menganggapnya sebagaisuatu pelanggaran

keamanan dan ketertiban yang amat besar di wilayah yang merupakan

tanggungiawabnya. Pasukan Australia segera turun tangan melakukan

peng"*Jn"n dan berhasil melumpuhkan pemuda-pemuda' Bahkan

merika berhasil merampas kembali seniata-seiata yang telah direbut
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oleh pemuda-pemuda serta menangkap dan menawan sekitar 5o orang
pimpinan pemuda yang melancarkan aksi penyerangan. Oleh karena itu,
untuk mencegah tindak perlawanan rakyat yang dapat menimbulkan
gangguan keamanan dan ketertiban, maka Panglima Tentara Australia
mengeluarkan maklumat yang ditandatangani oleh Chilton pada ]9
Oktober 1945. Dalam maklumat tersebut dengan tegas dinyatakan
akan diadakan tindakan keras terhadap pelanggaran keamanan dan
ketertiban, yaitu sebagai berikut :

Keiahatan terhadap pemerintah militer Sekutu dl Sulawesi 5elatan :

1. Memakai atau mempunyai seniata apapun, termasuk segala rupa
seniata api, granat tangan, seniata-senjata peledak, parang, keris,
badik dan tombak. Barang siapa yang memakai seniata-seniata
tersebut dapat ditembak mati.

2. Mengadakan perarakan atau pertujukan semacam apapun.
3. Paksaan kekeiaman atau ancaman terhadap barang siapapun.
4. Menolong atau menyokong barang siapa yang telah membuat

kejahatan.

5. Tidak mau menjual makanan, pakaian atau keperluan sehari-hari
dengan alasan perbedaan bangsa atau deraiat.

6. Menghalangi pemakaian jalan dengan leluasa.
7. Merusak, membinasakan, menghalangi segala urusan umum

atau pembangunan Sekutu, termasuk juga pembangunan
weterleiding, perusahaan listrik dan gas, telepon, telegraf, dan
stasiun radio. Barang siapa yang melakukan kesalahan itu akan
ditembak mati ditempat.

8. Pencurian dan pembakaran rumah orang.
9. Memakai pakaian militer atau uniform lain apabila bukan anggota

pasukan Sekutu atau Polisi.
1o. Turut latihan secara militer dalam bentuk apa pun.

Segala peraturan tersebut di atas pasti akan dilaksanakan oleh
semua serdadu-serdadu di bawah perintah saya.

Makassar, 29 Oktober 1945

Brigadir Panglima Tentara Australia
Di Makassar
F. O. Chilton (Arsip NtT, No.l62)

Maklumat Panglima Tentara Australia tersebut, ielas sangat
merugikan bagi peduangan dalam menegakkan membela dan
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mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik lndonesia di

Sulawesi Selatan, dan sangat memberi keuntungan politis kepada NICA

pada sisi yang lainnya. Bahkan iika disimak lebih dalam, dapat dikatakan
bahwa maklumat F.O. Chilton itu, bukan hanya sebagai iawaban atas

serangan umum yang dilancarkan oleh pemuda-pemuda, melainkan juga

sebagai permulaan dari pada kekelaman yang dilakukan oleh Sekutu dan
NICA di Sulawesi Selatan. 5ebab, melakukan penembakan tanpa melalui
proses peradilan merupakan tindakan di luar batas kemanusiaan. Jadi

dapat pula dikatakan bahwa keke jaman-keke jaman yang dilakukan
oleh NAZI di Eropa, ternyata dipraktekkan pula oleh Sekutu dan NlcA di

Sulawesi Selatan. Oleh karena sejak maklumat itu, pihak Sekutu telah
memberi legitimasi kepada aparat NICA untuk melakukan Pembunuhan
dan penganiayaan yang keiam tanpa proses terhadaP siaPapun yang

dianggap musuh atau dapat menggagu keamanan dan ketertiban di

mata mereka. Menurut Soleh Lahade, bahwa serangan umun yang

dilancarkan oleh pemuda-pemuda pada 28-29 Oktober 1945 tersebut,
merupakan tindakan provokatif dari pihak NICA dan kakitangannya,
sehingga berakibat fatal bagi periuangan menentang kehadiran dan

usaha NICA di Sulawesi Selatan (Lahade,r98::368; Harvey,1989x15).

Serangan yang dilancarkan oleh pemuda-pemuda terhadap
kedudukan NICA da Makassar, yang kemudian disusul oleh maklumat
Chilton pada 29 Oktober 1945 tersebut, mendorong Dr. Ratulangi untuk
melakukan pertemuan dengan pimpinan pasukan Australia pada awal

November 1945.7 Dalam pertemuan itu, pimPinan pasukan Australia

Chilton antara lain meminta agar Dr. Ratulangi mau bekeriasama dan

mengusahakan supaya peristiwa seperti itu tidak teriadi lagi serta
mengajukan usul menyangkut cara pemerintahan di Sulawesi Selatan.

Selain itu, Chilton juga mengakui bahwa "ia tidak percaya NICA mampu

menjalankan pemerintahan dan menlamin keamanan". Dr. Ratulangi

lalu menyarankan agar semua asisten residen dan kontrolir N ICA ditarik

dari pedalaman, dan mengusulkan suPaya Kota Makassar diperintah
oleh suatu panitia Rl-NlCA, serta daerah pedalaman akan berada di

bawah yurisdiksi pemerintah Republik lndonesia dengan Watampone

(di Bone) sebagai ibukota dan Pusat pemerintahan Republik lndonesia

di Sulawesi. Chilton belum dapat memenuhi usul Dr. Ratulangi itu

7 Beberapa sumber menyebutkan bahwa pertemuan antara Dr. Ratulan-

gi dengan pimplnan pasukan Australia Brlgen F.O. Chilton teriadl pada 2 November

i945(Hirvey, r989:rr6; Agun& 19E5:59). Sedangkan menurut Harun Kadlr, dkk., bahwa

pertemuan antara Dr. Ratulangi dengan F.O' Chilton di Kantor Pangllma Tentara Aus-

tralia itu pada I November 1945 (Kadir, dkk.,l984x1l).
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karena masih harus dipertimbangkan dan minta persetuiuan dari
pimpinan komandan pasukan Sekutu dan Australia di lndonesia. Bahkan
Chilton sebaliknya menekankan kepada Dr. Ratulangi agar keamanan
di Sulawesi Selatan segera dipulihkan dan minta kepada Dr, Ratulangi
agar dalam waktu singkat mengadakan pembicaraan-pembicaraan
dengan raja-raia, kepala-kepala adat, dan pemuka-pemuka masyarakat
dalam rangka memulihkan keamanan, sehingga di dalam tiga minggu
keamanan sudah pulih kembali. Dr. Ratulangi tampaknya percaya
beberapa dari tuntutannya akan dipenuhi kalau ia mampu memulihkan
keamanan dalam waktu tiga minggu (Harvey,1989r16; Kadir,dkk.,
1984t112).

Setelah pertemuan tersebut, Dr. Ratulangi berusaha untuk
mengadakan pertemuan dengan pemimpin-pemimpin rakyat dan raia-
raja di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, Dr. Ratulangi bersama Lanto
Daeng Pasewang segera berangkat ke Watampone. Mereka berhasil
menyelenggarakan pertemuan bersama dengan Raia Bone (Andi
Mappanyukki) dan Datu Luwu (Andi Djemma) yang masing-masing
didampingi oleh dewan hadatnya di Watampone pada 5 November
1945. Dalam pertemuan itu di(apai kesepakatan antara lain bahwa
semua aparat NICA atau pegawai Belanda harus ditarik kembali
dari pedalaman. Kesepakatan itu kemudian dikirim kepada Chilton
dalam bentuk telegram pada 5 November 1945.8 Setelah pertemuan
khusus itu, kemudian dilanlutkan dengan pertemuan umum pada
6-7 November 1945. Dalam pertemuan itu, Dr. Ratulangi melaporkan
tentang hasil pertemuannya dengan Chilton dan hasil pertemuan
pendahuluan yang dilakukan bersama raia Bone dan datu Luwu yang
disertai dengan dewan hadat masing-masing. Pada dasarnya peserta
pertemuan menerima baik hasil-hasil pertemuan terdahulu tersebut.e

Dr. Ratulangi setelah pertemuan itu tetap menetap di Watampone
dan ia hanya mengirimkan laporan pertemuan itu kepada pihak Sekutu.
Sehubungan dengan itu ada baiknya disimak pernyataan dari Andi

8 Adapun isi telegrEm itu adalah : "Konperensi dengan raia-raja Bone, Luwu,
dan Palopo kemarin dihadiri hadatnya len8kap titik beliau setulu permusyawaratan kita
akan tetapi bertekad penarikan kembaliorang NICA dan pegawai Belanda dari pedala-
man titik dalam demlkian beliau garansi b€rtanggung iawab atas damai ketenteraman
dan penyelenggaraan makanann serta akan menialankan undang-undang yang ber-
laku tltlk raja Luwu istimewa minta millter dan sipil Jepang dikeluarkan dari daerahnya
karena menimbulkan banyak perselisihan dengan rakytst Dr. Ratulangi, Watampone
6.1i.i946"(Kadir, dkk.,r984xr4).

9 Di samping itu, iuga dibi(arakan antara lain; masalah penarikan palak oleh
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Pangerdng Pettd Rdni, sebagai berikut:

"Dalam bulan September 1945, tentara Sekutu yang terdiri dari
suatu kontingen Australia, menilarat di Makassar. OlEh sebab itu,
Dr. RatulanEidan oara Dembantunva beroindah ke WatamDone
sebagai teripat kbdudi-rt<an semeritara Femerintahan Prcipinsi
SulaWesi... Biliau bersama semua raja-rala dan pemimpin-
oemimoin Dartaii orqanisasi se Sulawesi Selatan (termasuk
iulawesi TehEpaia) "untuk beraoat di bawah oimoirian beliau
sebaEai EubEinur.' Beliau mehielaskan situasi 'Dolitik dan
pemdrintalan berhubung dengan keadaan pada_ke#mp_atan itu,
raia-raia dan pemimpin-pemimpin partai/organisasi di Sulawesi
Selatan menyatakan lagi dukungan dan kesetiaan mereka
terhadap Proklamasi dan Republik" (Abdullah,1991:129).

Namun hal itu tidak berlangsung lama karena pihak NICA dapat
membaca peta politik perjuangan di Sulawesi Selatan dan melihat
Bone sebagai pendukung utama Republik lndonesia. Raia Bone
Andi Mappanyukki dengan sikap non-kooperatifnya dinilai oleh
pihak NICA dapat mengacaukan taktik dan strategi Belanda dalam
usaha memulihkan kembali pengaruh dan kedudukan kekuasaan
pemerintahan kolonialnya di Sulawesi Selatan. ltulah sebabnya pihak
NICA kembali menempuh jalan sebagaimana yang lazim dipergunakan
kolonial Belanda selama penjaiahannya di lndonesia, yaitu dengan
memecah belah kekuatan politik yang ada di Bone. Andi Pabbenteng ''
ditampilkan sebagai ujung tombak pada taktik dan strategi mereka itu,
kemudian melumpuhkan sisa-sisa kekuatan republik yang masih ada.
Den an tam iln Andi Pab nten di hak NICA maka uangan
pihak pemerintah yang dimaksdukan untuk dapat membiayai pelaksanaan pemerin-
tahan, Dalam pembicaraan ini peserta rapat menerima baik usul Dr. Ratulangi untuk
menunda rencana atu hihgga pihak Sekutu memberikan iawaban atas usul pelaksanaan
pemerintahan yang telah diajukan. JuBa menyangkut maklumat tentang kejahatan ter-
hadap pemerihtah Militer sekutu yang dikeluarkan oleh chilton pada 29 oktober 1945,

dalam pembicaan menyangkut hal itu, dicapai kata sepakat untuk mengusulkan kepa-
da Komandan Tentara Sekutu agar sangsi tembak mati di tempat bagi mereka yang

membawa seniata tanpa izin digantlkan dengan sangsi penyitaan seniBta dari mereka
yang membawa seniata tanpa izin penggunaan seniata (Kadir,dkk.,1984x,5; Harvey,
1989:117).

10 Andi Pabbenteng adalah putra dari Petta PonggawaE gaso Pagilingi Abdul
Hamid dan cu(u dari Raia Bone La Pawawoi Karaeng Segeri. Setelah Keraiaan Bone
dipulihkan k€mbali pada 193r, Andl Pabbenteng kemudian diangkat meniadi Arung
Macege 5alah satu anggota Dewan Hadat Tujuh Keraiaan Bohe. Namun karena suatu
kesalahan yang diperbuatnya, yaitu membunuh salah seorang Arung, sehin8Sa ia dias-

ingkan oleh HadatTuiuh Bone ke PulauButon selama 8tahun, kendatipun pembunuhan
yang dilakukannya berpangkal pada masalah siri. Setelah JepEng menyerah, ia kembali
ke Bone.la hanya menialani hukuman gelama 3 tahun. Tampaknya Belanda mengetahui
hal ini, sehingga didekatinya Andi Pabbenteng untuk menyingkirkan Raia Bone Andi
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dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik lndonesia
di Bone mengalami kelumpuhan. Aksi-aksi pemuda yang dikoordinir
oleh berbagai organisasi periuangan tidak dapat berkembang dan

berbuat banyak setelah perpecahan tersebut (Arfah,dkk.,t993r78).

Demikian pula terhadap Gubernur Sulawesi Dr. Ratulangi, karena
ketika ia pindah ke Watampone dan sebagian besar tokoh-tokoh
penting golongan republik tidak berada di Kota Makassar, pihak NICA

yang telah mengetahui adanya perpecahan di antara tokoh-tokoh
polltik di Sulawesi Selatan mulai memanfaatkan kesemPatan untuk
memikat lawanlawan politik dari Dr. Ratulangi. Pada November
r945, usaha NICA itu berhasil menfalin hubungan keriasama dengan
Nadiamuddin Daeng Malewa yang kemudian diikuti oleh Baso Daeng

Malewa, Abdoellah Daeng Mappoedji, Hoesain Poeang Limboro, Mr.

5- Binol. H.K.W. Tambunan. dan J. H. Hattu." Setelah berhasil menjalin
Mappanyukkitanpa kekerdsan. Andi Pabbenteng dianSSap sebagaiseorang tokoh yang

dapat menyaingi Andi Mappanyukki, sehingga ia ditampilkan untuk menyelah di antara

kaum bangsawan dalam Kerajaan Bone dan diharapkan untuk mempengaruhi Para
bangsawan agar menarik dukungannya terhadap Andi Mappanyukki yang pro republik
Taktik dan strategiBelanda itu untuk sementara tampaknya memang berhasil. sebab,

dengan berdirinya Andi Pabbenteng di pihak Nl(A, periuangan dalam mempertahank-
an proklamasi kemerdekaan di Bone mengalami perkembangan lain. Pihak yang dulun-
ya masih ragu-rdgu dalam menentukan sikap, kembali meragukan perjuangan dariAndi
Mappanyukki. Sebaliknya mereka melihat kekuatan yang dimiliki oleh Andi Pabbenteng

yang diangkat sebagai kepala keamanan Keraiaan Bone oleh NICA dengan pangkat
Kapten (NlL titular. Dengan iabatan itu, gemakin mempertegas Pertentangan dari dua
kekuatan yang saling berlawanan. Sementara mereka yang ragu-raBu itu, menyatakan

rikap berdiri di belakang Andi PabbentenS. Dukungan terhadap republik di bawah Andi
Mappanyukki mulai kehilangan banyak pengikut, Mulai dari raia-raia kecil sampaipada
pegawai-pegawai, dan sebagian aparat keraiaan. Hal ini disebabkan karena besamya
pengaruh dari Komlsaris Tingkat i Andi Pabbenteng. Perlahan-lahan perjuangan Merah
Putih mengalami masa surut. Andi Mapanyukki menempati posisi sangat sulit' Orgni-
sasi periuangan PTB dan gPRg tidak dapat memberikan dukungan yang berarti dan
mengalami kelumpuhan. Bahkan tidak mampu bertahan dari tujuan semula setelah
beberapa pengurusnya yang terdiri dari aparat keraiaan mendukung Andi Pabenteng
yang pro NICA. Perpecahan itu merupakan titik lemah yang sangdt menentukan dalam
perkembangan perruangan mempertahankan proklamasi kemerdekaan selaniutnya di
Bone (Shahib,r980:74).Sedangkan menurut Andi Mappasissi Petta AwamPone, bahwa
Andi Pabbenteng pernah berkata "Menengngngi gehnei duwo lino uwoloi tocceddikku
Andi Mopponyukki" (Andaikan cukup dua dunia saya tidak rnau bersama dengan Andi
Mappanyukki). oleh karena pada waktu itu Andi Mappanyukki berada di pihak repub-
lik, maka Andi Pabbenteng ke pihak NICA. lni adalah sumpah yang ditepatinya, karena
eeorang Bugis seiatitidak akan mengingkari janiinya (Andi Mappasissi, wawan(ar. di
Watampone pada 1 September i992; Arfah, dkk., 199f:2o2),

1r Pada akhir Oktober 1945, Dr- Ratulangi mengadakan pembi(araan empat
mata dengan Nadiamuddin Daeng Malewa, tokoh politik Sulawesi Selatan yang ter-
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ke(asama dengan beberapa tokoh politik dan pemuka masyarakat

Sulawesi Selatan, pihak NICA melaporkan kepada pimpinan pasukan

Australia bahwa berdasarkan salah satu laporan yang berhasil disita

dari hasil pertemuan Dr. Ratulangi dengan raia-raia dan pemimpin

rakyat di Watampone, menuniukkan adanya usaha yang dilakukan

dengan sengaia untuk mengubah hasil perundingan antara Dr.

Ratulangi dengan Chilton dan memohon agar Dr. Ratulangi segera

dipanggil kembali ke Makassar. Pengaduan yang disampaikan pada

20 Novembe g45 itu, berhasil mempengaruhi pimpinan pasukan

Australia, sehingga ia memanggil pulang Dr' Ratulangi yang pada waktu

itu berada di Watampone. Ketika Dr. Ratulangi tiba di Makassar, CO-

NIC.A berupaya untuk menangkap dan menawannya, tetapi usaha itu

tidak berhasil karena dicegah dan dibatalkan oleh Komandan Pasukan

Sekutu yang berada di Morotai (Harvey,1989t1't7; Kadir,dkk.t 984:tt8;
Agung,1985:61).

Kegagalan NICA menangkap Dr. Ratulangi tersebut, tidak

mematahkan semangat dan berusahanya untuk menyudutkan
pihak republik. Dengan berbagai (ara CO-NICA, Lion Cachet berhasil

mempengaruhi pimpinan pasukan Australia, sehingga Chilton

mengeluarkan pengumuman yang semakin memperkuat kedudukan

NICA pada 21 November 1945, yang dengan tegas dinyatakan bahwa

NICA adalah bagian yang integral dari pemerintahan militer Sekutu,

perintah dan peraturan-peraturannya mempunyai kewenangan

dad "Komandan Tentara Sekutu", serta setiap kegiatan atas nama

pemerintah republik dilarang (Harvey, 1989:117). Atas pengumuman itu,
pihak NICA mengharapkan dapat memperoleh dukungan dari raia-raia

di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, diselenqqarakanlah seran gkaian

kemuka. Kendatipun hasll pembicaraan ltu tidak dlketahui orang lain, tetaPi keesokan

harinya Nadiamuddin Daeng Malewa mengadakan Pidato radio yang menyatakan kes-

anggupannya untuk bekeriasama dengan N/CA. Tentunya pernyataan itu sangat meng-

gemparkan masyarakat Sulawesl Selatan. Dalam d aftar p eiabat-pejab at NICA yang dike-

luarkan oleh kantor(GNlcA di Makassarpada November1945, sudah tercamtum nama

Nadjamuddin Da€ng Malewa sebagai Peiabat NICA dengan pan8kat sebagai pemimPin

perahu transport dan kemudian sebagai hondelsconsulent (penasehat perdagangan)'

Demikian pula dalam laporan Chel co-NICA di lvlorotai De Rooy dari periode 21 sam-

pai lo November 1945, antara lain dinyatakan tentang keriasama Nadiamuddin Daeng

Malewa dengan NlcA yang diikuti oleh Baso Daeng Malewa, Abdoellah Daeng Map'

poedii, Husain Puang Limboro, Mr.S. Binol, M.K.W. Tambunan, dan J. H. Hattu' Atas

keriasama ltu Baso Daeng Malewa dlangkat sebagai Kepala Pemerintahan Makassar,

Abdoellah Daeng Mappoedii dan Mr.S. Blnol diangkat sebagai Pengganti Hakim Penga-

dilan Negeri, se;a Husain Puang Limboro, M.K,w- Tambunan, dan J'H Hattu diangkat

sebagai Panit€ra Pengadilan Negeri Makassar (Agung, l9E5:60-51).
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,2 Atas kebijakan-kebijakan pimpinan pasukan Australia itu, tidak dapat dipun-
gkiri bahwa dalam perkembangan selanl'utnya beberapa di antara mereka, terutama
yang lenantiasa diliputi keraguan akan keiayaan bangsa kita kelak dalam periuangan
mempertahnnkan proklamasi kemerdekaan, bersedia bekeriasama dengan N,CA. Mer
eka itu antara lain Andl Pabbenteng, Laode Palihi, La Tiibu, Nadiamuddin Daeng Male-
wa, Abdullah Daeng Mappuji, Baso Daeng Malewa, Abdul Radiab, dan lain-lain. Mere-
ka inilah yang kemudian menjadi pendukung utama konsep federal van Mook (Amir,
2oo1:3o),
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pertemuan dengan raja-raja dan tokoh-tokoh masyarakat di Sulawesi
Selatan. Pada 28 November 1945, Lion Cachet yang disertai Mayor
Hearman dari pasukan Australia mengadakan pertemuan dengan Raja
Bone Andi Mappanyukki, yang kemudian dilanlutkan pertemuan besar
dengan raia-raia Sulawesi Selatan di Watampone pada 1 Desember 1945
(Arfah,r993:r79).

Lion Cachet bersama Mayor Hearman kemudian mengadakan
pertemuan dengan Raja Gowa di Sungguminasa pada 6 Desember r 945,
Berikutnya Lion Cachet disertai Letkol Picken dari pasukan Australia
mengadakan pertemuan dengan pemuka-pemuka masyarakat di
Makassar pada r3 Desember 1945, serta dengan rala-raja dan pemuka-
pemuka masyarakat di Parepare pada 17 Desember 1945. Dalam
pertemuan-pertemuan tersebut, pokok pembicaan terpenting antara
lain menyangkut tugas pasukan Australia untuk meniaga keamanan,
dan tugas NICA sebagai bagian dari pasukan Sekutu untuk memulihkan
pemerintahan sipil di Sulawesi Selatan, serta mendesak raja-raia
dan pemuka-pemuka masyarakat untuk mengadakan kerjasama
dan memberikan bantuan seperlunya kepada NICA. Selain itu, iuga
dicapai kesepakatan untuk melangsungkan suatu pertemuan besar di
Makassar pada z9 Desember1945. Namun beberapa raia tetap menolak
dan bersedia dipecat dari pada harus menerima dan mengakui NICA.''
Di antara raja-raja yang menolak dengan tegas ialah Raja Bone Andi
Mappanyukki, Datu Luwu Andi Djemma, dan Datu Suppa Andi Abdullah
Bau Massepe. Meskipun mendapat penolakan dari sebagian raj a di Sulawesi
Selatan, pihak NICA telap menempatkan diri sebagai pemerintah yang
sah. Kenyataan itulah yang menyebabkan terjadinya berbagai pergolakan
rakyat dan terbentuknya oraganisasi-organisasi kelaskaran yang bertujuan
menentang NIC.4 (Arsip NlT, No.roj; Kadir,dkk.,t984:i18).

Selain mengadakan pertemuan dengan rala-raia dan para pemuka
masyarakat Sulawesi Selatan, CO-NICA Lion Cachet juga melakukan
perundingan dengan wakil-wakil dari Pusat Keselamatan Rakyat
(PKR) pada 18 dan 20 Desember i945. Wakil-wakil dari PKR itu terdiri



atas Dr. Ratulangi (bertindak sebagai Wakil Pemerintah Republik

lndonesia di Sulawesi), Lanto Daeng Pasewang (Wakil Komite Nasional

lndonesia), H. Mansur Daeng Tompo (Ketua Umum Diamiah lslamiah

Selebes), lnche Mohammad Saleh Daeng Tompo (Bestuursdssistent
yang mewakili golongannya), L. Latumahina (Anggota Pengurus

Dewan Kristen Selebes), Makki (wakil golongan buruh), H. Sewang

Daeng Moentoe (Ketua Muhammadiyah Selebes), dan Sam Kepala

Bagian Pendidikan PKR (Arsip NlT, No.1o). Pertemuan itu merupakan
pertemuan yang pertama kalinya antara CO'NICA dengan Dr. Ratulangi

dan anggota-anggota PKR. Dalam pertemuan itu disepakati antara lain

akan menyelenggarakan pertemuan besar bersama-sama dengan raia-

raja, kepala-kepala adat, dan pemuka-pemuka masyarakat Sulawesi

Selatan pada lo Desember 1945. Sehari sebelum pertemuan besar itu,
berlangsunglah pertemuan antara pihak NICA dengan ra,a-raia, kepala-

kepala adat, dan pemuka-pemuka masyarakat Sulawesi Selatan di

Makassar pada )9 Desember 1945. Pada pertemuan yang iuga dihadiri

oleh Chilton itu, kembali diielaskan bahwa tugas pasukan Australia

untuk menjaga keamanan, dan tugas NICA sebagai bagian dari pasukan

Sekutu untuk memulihkan pemerintahan sipil di Sulawesi Selatan. Oleh

karena itu diminta kesedian semua golongan untuk menialin kerjasama

dan memberikan bantuan seperlunya (Kadir,dkk.,1984x2o).

Sesuai dengan rencana, maka pada lo Desember 1945

dilangsungkanlah pertemuan besar bersama antara pihak NICA dengan

wakil-wakil PKR, raia-raia, kepala-kepala adat, dan pemuka'pemuka

masyarakat 5ulawesi Selatan di Kantor Co-NICA Makassar yang dihadiri

41 orang.r, Dalam pertemuan itu dicaPai kesepakan untuk menata

pemerintahan sementara sampai tercapainya keputusan tentang nasib

lndonesia dalam perundingan-perundingan yang dilakukan oleh pihak

pemerintah pusat. Bentuk pemerintahan sementara yang disepakati

itu ialah pembagian wilayah Sulawesi Selatan atas dua bagian, yaitu

Kota Makassar berada di bawah pemerintahan sipil NICA dan daerah

pedalaman berada di bawah pemerintahan bangsa lndonesia. Untuk

,l Di antaranya Co-NlcA Makassar bersama stafhya, beberapa rdja terkemuka

seperti Raja Bone Andi MaPPanyukki, Datu Luwu Andi Diemma, Raia Gowa, Datu suP-

pa, Arung Mallusetasi, Arung SopPeng RiaJa, Maradia Balanipa, Arung Bila SopPeng,

Arung Bulo-Bulo Barat dan Timur, Karaeng Bonthain, Galesong, Pangkaiene, Binamu,

Uiun, Tanah, Addatuang sidenreng, Arung Bonto Batu, Tomailalang Gowa, Tomar-

il;le+ Bone, Hadat Balanlpa, Arung Macege (Andi Pangerang Petta Rani), dan lain'lain,

sementara wakilwakildari PKR 5eperti Dr' RatulanBi, lnche Mohammad Saleh Daeng

Tompo, Lanto Daeng Parewang, wS.T. Pondaag, dan lainJain (Arsip NlT, No ro)'
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itu dibentuklah "Panitia Persiapan" yang akan membahas mengenai
usulpembentukan suatu badan pemerintahan baru di Sulawesi Selatan.
Anggota Panitia Persiapan itu terdiri atas: Andi Maddoesila (Tomarilaleng
Bone), Andi Pangerang (Arung Macege, Bone), Abdoellah Bau Massepe
(Datu Suppa), Andi Boerhanoeddin (Karaeng Pangkaiene), Mappatoba
(Arung Bulo-Bulo Timur), Abdul Razak (Baginda Maharadja Lola), lnche
Mohammad Saleh Daeng Tompo (PKR), W.S.T. Pondaag (PKR), Dr. J.W.
de Klein (Co NICA Makassar), dan Mr. Tiia Kok Tiiang (Wakil Kotapraja
Makassar) (Arsip NlT, No. 1o; Agung,t985: 73).

Pada t:.Januari r946, panitia persiapan itu mengadakan pertemuan
yang dipimpin Lion Cachet. Dalam pertemuan itu muncul dua usul, yaitu
pembentukan Dewan Penasehat Sulawesi Selatan dan badanidewan
yang mempunyai wewenang dalam bidang pemerintahan. Selain itu,
CO-NICA Lion Cachet juga melakukan pertemuan dengan kelompok
Nadiamuddin Daeng Malewa dan kawan-kawan pada t6 Januari 1946,
untuk membicarakan mengenai hasil dari serangkaian pertemuan
dengan pihak PKR, raja-rala, kepala-kepala adat, dan pemuka-
pemuka masyarakat 5ulawesi Selatan. Dari kedua usul itu, tampaknya
pembentukan Dewan Penasehat Sulawesi Selatan yang akan
diwujudkan dalam waktu singkat. ltulah sebabnya Lion Cachet segera
menyampaikan usul pembentukan dewan penasehat tersebut kepada
Chief CO-NICA, De Rooy di Morotai dan Direktur Pemerintahan Dalam
Negeri (Binnenlonds Bestuur), Dr. W. Hoven di.Jakarta (Agung,i98S:73;
Kadir,dkk.,1984x 21).

Untuk mewuiudkan usulan tersebut, Hoven lalu menyiapkan
rencana dan mengirim tenaga teknis dalam bidang perundangan-
undangan ke Makassar guna menyusun rancangan pembentukan
Dewan Penasehat Sulawesi Selatan. Pada 16 Februari 1946, Hoven
tiba di Makassar untuk menangani sendiri penyelesaian penyusunan
undang-undang pembentukan dewan penasehat itu. Hoven dan
pembantu-pembantunya bekerja keras dalam menyelesaikan
peraturan pembentukan dewan penasehat tersebut, sehingga ia
dapat menandatangani peraturan pembentukan Dewan Penasehat
Sulawesi Selatan di Makassar pada z5 Februari 1945, yang peraturan
pelaksanaannya dikeluarkan pada 9 Maret 1946. Wewenang utama
Dewan Penasehat Sulawesi Selatan, antara lain disebutkan bahwa di
samping tugasnya memberi nasihat, dewan juga berhak jika keadaan
menghendaki, memperoleh wewenang lain dalam kedudukannya
sebagai badan pemerintah (Kadir,dkk.,1984:122; Agung,1985:8i).
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Sebelum terbentuknya dewan penasehat tersebut, kedudukan

Belanda di Sulawesi Selatan makin kuat setelah Markas Besar Chief

CO-NICA di Morotai dipindahkan ke Makassar dan pasukan Australia

yang dipimpin oleh Brigien F.O. Chilton digantikan oleh pasukan

lnggris di bawah pimpinan Brigien D.E. Touten pada akhirJanuari 1946.

OIeh karena dalam maklumat perpisahannya, Chilton menegaskan

kembali bahwa kedudukan dan pekerjaan NICA tetap dan tidak ada

perubahan. Selain itu, iuga karena pasukan Belanda, termasuk satuan-

satuan KNIL yang telah terhimpun dan diperseniatai kembali, semakin

dilibatkan dalam memikul tanggungiawab untuk meniaga kbamanan
(Agung,1985:85; Harvey, t989:rt8). Terlebih lagi setelah terbentuknya
Dewan Penasehat sulawesi Selatan karena anggota-anggotanya

adalah mereka yang bersedia bekerjasama dengan NICA, sePerti Andi

Pabbenteng, Laode Palihi, La Tiibu, Nadiamuddin Daeng Malewa,

5onda Daeng Mattang, dan lainJain. Mereka inilah yang kelak muncul

sebagai wakil Dewan Penasehat Sulawesi Selatan dalam Konferensi

Malino (Kadir,dkk.,1984:181).

Setelah menganggap kedudukannya sudah cukup kuat, pihak NICA

mulai melakukan tindakan terhadap mereka yang dapat merintangi
usahanya dalam memulihkan kembali pengaruh dan kedudukan

kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Sulawesi Selatan. ltulah
sebabnya aparat-aparat NICA melakukan penangkapan dan penahanan

terhadap beberapa raia atau karaeng seperti Karaeng Bantaeng

Andi Mannapiang dan Karaeng Gattareng Andi Sultan Daeng Radla'

Demikian pula terhadap wakil-wakil PKRS seperti Dr. Ratulangi, Lanto

Daeng Pasewang, Inche Mohammad Saleh Daeng Tompo, W's.T.

Pondaag, J. Latumahina, dan l.P.L. Tobing ditangkap pada 5 April 1946'

Tokoh-tokoh PKRS yang ditangkap itu kemudian diasingkan ke Serui

(lrian Jaya). Hal yang sama iuga dilakukan terhadap Datu Luwu Andi

Diemma yang ditangkap pada z Juni 1945' Andi Diemma kemudian

digantikan oleh Andi Djelling, seorang bangsawan Luwu yang pernah

meniadi anggota pemerintahan Kerajaan Luwu. Andi Dielling seiak

awal pemilihan Andi Diemma sebagai Datu Luwu sudah menunjukkan

ketidaksetujuannya, dan ia mempunyai ambisi untuk meniadi Datu

Luwu. Tindakan-tindakan itu dilakukan oleh NICA untuk memuluskan
jalan bagi penyelenggaraan Konferensi Mallno yang direncanakan akan

mulai berlangsung pada 15 Juli 1945, yaitu sehari sesudah rencana

penyerahan kekuasaan dan tanggungiaWab pemerintahan atas

wilayah lndonesia dari Komando Asia Tengara (Tentara lnggris) kepada
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pemerintah Belanda untuk Sulawesi Selatan yang akan berlangsung
pada 15 Juli i946 (Suwarno,1982:'t1; 60nggong,1992:93).

Dari uraian di atas terlihat bahwa atas dukungan dan bantuan
serta kebijakan-kebijakan pasukan Sekutu (Australia dan lnggris),
aparat-aparat NICA berhasil memperkuat kedudukan kekuasaan
pemerintahannya di Sulawesi Selatan. Terlebih lagi setelah mereka
berhasil menialin kerjasama dengan sebagian tokoh-tokoh politik, raja-
raja dan bangsawan yang pro Belanda atau mereka yang ragu-ragu
akan kejayaan bangsa kita kelak dalam membela dan mempertahankan
proklamasi kemerdekaan, serta menyingkirkan tokoh-tokoh politik,
raja-rala dan bangsawan yang pro Republik lndonesia. Meskipun
demikian nanti akan terlihat pula bahwa para peiuang yang terorganisir
dalam wadah kelaskaran terus menurus melakukan konsolidasi, dan
mencari waktu yang tepat untuk memperlihatkan kekuatannya.

Kelaskaran BPRI dan Perkembangannya
Perjuangan membela dan mempertahankan proklamasi

kemerdekaan Republik lndonesia, bukan hanya dilakukan melalui
diplomasi politik, melainkan juga melalui periuangan pisik. Hal ini
dibuktikan dengan terbentuknya organisasi periuangan dan kelaskaran
di berbagai wilayah pemerintahan di Sulawesi 5elatan. Salah satu
diantaranya adalah oraganisasi "Penunjang Republik lndonesia" (PRl)
yang dibentuk di Makassar pada awal September i945. Pembentukan
organisasi perjuangan PRI Makassar yang disponsori oleh Lanto
Daeng Pasewang, pada dasarnya dimaksudkan untuk menggantikan
wadah perjuangan kemerdekaan lndonesia yang didirikan pada
akhir masa pendudukan militer Jepang, yaitu SUDARA. Selain itu,
iuga didirikan organisasi pe{uangan pemuda yang kemudian dikenal
dengan nama "Pemuda Nasional lndonesia" (PNl) di Makassar pada
pertengahan Sepetember 1945, Pembentukan organisasi periuangan
pemuda tersebut, dimaksudkan untuk mengorganisasikan pemuda-
pemuda dalam satu wadah dalam rangka periuangan membela dan
mempertahankan prolakamasi kemerdekaan Republik lndonesia
(Kadir,dkk.,t 984:rz8).

Setelah pembentukan organisasi periuangan PRI dan PNI Makassar
tersebut, segera dibentuk pula cabang-cabangnya di berbagai daerah
atau wilayah pemerintahan di Sulawesi selatan. Di Parepare misalnya,
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Andi Abdullah Bau Massepe setelah menerima penyampaian dari

Lanto Daeng Pasewang melaluitelepon menyangkut pembentukan PRI

dan PNl, ia segera mengorganisasikan pertemuan antara tokoh-tokoh
masyarakat dengan pemuda-pemuda di Parepare pada 8 September

1945. Pada pertemuan itu berhasildisepakatipergantian nama SUDARA

Cabang Parepare meniadi PRI (Penuniang Republik lndonesia) dan

pembentukan wadah periuangan pemuda dengan nama Pemuda

Nasional lndonesia (PNl) Cabang Parepare' Dalam kegiatannya PRI

Parepare merupakan wadah pemerintahan yang berdiri di belakang

Republik lndonesia. Selain berusaha untuk menginsafkan seluruh

lapisan masyarakat Parepare dan daerah sekitarnya tentang proklamasi

kemerdekaan Republik lndonesia, iuga melakukan pemasangan papan

nama PRI didepan rumah kediaman AndiAbdullah Bau Massepe, yang

sekaligus dijadikan sebagai pusat kegiatan PRl. Kemudian atas prakarsa

Andi Abdullah Bau Massepe dilakukanlah mengibaran bendera Merah

Putih di lapangan Labukkang yang dihadiri ribuan rakyat pada tz
September 1945. Sedangkan PNI Parepare, di samping sebagaiwadah
para pemuda dalam melakukan kegiatan penerangan kepada rakyat

tentang proklamasi kemerdekaan Republik lndonesia, juga membentuk

kesatuan tentara pemuda untuk mempertahankan proklamasi

kemerdekaan Republik lndonesia (Arfah,r98o:36; Kila,r996:3o).

Organisasi perjuangan Pemuda Nasional lndonesia (PNl) Parepare

yang dibentuk setelah pertemuan di Parepare tersebut, berhasil

membentuk susunan kepengurusannya pada pertengahan September

1945. Adapun susunan Pengurus PNI Parepare adalah seba$ai berikut:
Pelindung : AndiAbdullah Bau Massepe

Penasehat : Andi Makkasau

Ketua Umum : La Nakka

Wakil Ketua : AndiMaPPatoba

Sekretaris Umum : Achmad Munassar Daeng

Malewa

Sekretaris : A.M. Amin Situru

Bendahara : A. Hamid Saleh

Bagian Angkutan : L. Rachman SYah

Bagian Penerangan : Ukkas

Bagian PerelengkaPan : La Kuruseng

Kelompok Penggempur : Andi Kangkong
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Kelompok Heiho

Kelompok Pelajar

Kelompok Pemuda

Kelompok Penghubung

: Sadiran

: Palnewan

: M. Diasin

: Harahab, Ajuba Hullata

Jalangkara, dan Oha (Kadir,dkk.,

r 984:rz8; Arfah,r 98o:37).

Pada awal berdirinya PNI Parepare hanya beranggotakan zoo orang,
tetapi tidak lama kemudian jumlah anggotanya meningkat menjadi
kurang lebih 3.ooo orang pada awal November 1945. Organisasi
perjuanga PNI parepare yang didirikan ini, selain sebagai wadah yang
penampung pemuda-pemuda untuk diorganisasikan dalam melakukan
kegiatan penerangan kepada rakyat tentang proklamasi kemerdekaan
lndonesia, juga membentuk kesatuan tentara pemuda untuk membela
dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik lndonesia.
Untuk maksud itu, maka anggota-anggota PNI Parepare dibina
dalam kegiatan militer di kampung Uiung Baru di bawah asuhan
Andi Mappatoba dan Manongko. Pemuda-pemuda yang mengikuti
latihan militer ini dibagi dalam lima pleton (Bahan Arsip ARA, dalam
Kad ir,dkk.,r 984::58).

Sementara itu, pada akhir September r945, setelah diselenggarakan
pertemuan antara pemimpin-pemimpin pemerintahan dan masyarakat
dari Parepare dan daerah sekitarnya, maka disepakatilah perubahan
nama PRI Parepare menjadi Badang Penunjang Republik lndonesia
(BPRI) Parepare.rl Adapun susunan pengurus BPRI Parepare adalah
sebagai berikut:

Penasehat : Andi Makkasau

Ketua Umum : AndiAbdullah Bau Massepe

Sekretaris Umum : La Halede

Sekretaris : A. Amin

14 Menurut Syahrir Kila bahwa BPRI adalah merupakan pengembangan dari or-
ganisasi yang ada sebelumnya yaitu PRI yang dibentuk pada 8 Septemberr945. pRt ada-
lah masih merupakan badan pemerintah militer yang masih besifat darurat di bawah
Gubernur Sulawesi, Dr. Ratulangi. Untuk itu maka pada z9 September r945, berubah
menjadi Badan Penujang Republik lndonesia yang disingkat BPRI, dan pimpinan tert-
inggi adalah Datu Suppa Andi Abdullah Bau Massepe (Kila,r996:3r). 5ementara sumber
lain menyebutkan bahwa perubahan PRI menladi BPRI terjadi pada akhir Sepetember
t945 (Kadir, dkk.,r984:rz9).
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Bendahara I : H. Andi Abubakar

Bendahara ll : A.M. Amin Daeng Situru

Juru Bicara : Usman lsa

Komisaris-Komisaris: M. Daeng Parani, Andi Kangkong,

M. Said Daeng Manassa, A. Hamid

Saleh, La Kuruseng, A. Gaffar, La

Nakka, L. Rachman Syah, Ambo

Dohang, A.M. Kasim Jafar, A. Madjid

Muhajeng, dan Mustafa (Ar{ah, r98o:

35).,

Ketika Andi Abdullah Bau Massepe sedang bergiat mengorganisir
para pemuda, baik melalui wadah BpRl maupun pN I untuk menegakkan
prokla masi kemerdekaan, pasukan Sekutu memasuki parepare pada
6 oktober 1945. Pada mulanya rakyat khususnya para pemuda tidak
melakukan kekacaua n, melainkan berusaha meniamin keamanan

BPRI Parepare dalam kegiatannya merupakan wadah pemerintahan.
Itulah sebabnya pembentukan BpRt parepare hanya memiliki badan
pengurus dan tidak berusaha mendapatkan keanggotaan. Usaha untuk
mendapatkan keanggotaan hanya dilakukan oleh organisasi pemuda
yang yang bernaung di bawah BpRl, yaitu oragnisasi periuangan pNl.
Organisasi pemuda yang pada mula pembentukannya dibeii nama
Pemuda Nasional lndonesia (pNl), tetapi atas usul dan saran dari Dr.
Ratulangi nama Pemuda Nasional lndonesia digantikan menjadi pandu
Nasional lndonesia, dan tetap disingkat pNt. Atas dukungan dan peran
dari Andi Abdullah Bau Massepe dan tokoh-tokoh lainiya, sehingga
dalam waktu yang singkat pNl parepare telah menjangkau beberipa
daerah seperti; Suppa, Sidenreng, Rappang, pinrang, Mandar, Barru,
Tanete, Wajo, dan Enrekang.,5

t5 Sedangkan MenlnJt Harun Kadir, dkk., bahwa susunan kep€ngurusan pRl
Parepare adalah: Ketr.ra (A. Makkasau), Wakil Ketua (Abdullah Bau Massepi), Sekretar_
is l(Moh. Said), Sekretaris (Moh. Amin), Bendahara (Abd. Hamid), dan dibantu oteh
Komisaris-Komisaris (Usman tsa, Mustafa, La Halede, Daeng parani, Ambo Dohang, Su-
laiman, caffar, Kangkong, Binol, dan La Nakka) (Kadir, dkk;984:149).

16 Organisasi periuangan pNt di daerah-daerah tersebut, iuga dibentuk koordi-
nator para pemuda pejuang, seperti; di Suppa koordlnatomya Andi Selle, di Sidenreng
markasnya di AmparjtE dengBn koordinatornya pabblcara Amparita, di Rappang koor,
dinatomya Ressang Daeng pawellang yang kemudian digan kan oleh AhAi Tia;mi, di
Anakbanua koordinatomya Baranti, di pinrang/Sawitto ioordinatomya Andi pawilloi
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dan ketertiban. Namun keadaan itu berubah ketika diketahui bahwa
di antara pasukan Sekutu itu terdapat pula aparat-aparat NICA yang

berusaha untuk memulihkan kembali kedudukan dan kekuasaan
pemerintahan kolonial Belanda. Sejak itu, keadaan meniadi tidak
tenteram dan aman. BPRI dan PNI selain mulai mengorganisir pemuda-

pemuda untuk melakukan aksi-aksi menentang kehadiran dan usaha

NICA, iuga mengorganisir wadah Pedagang untuk tidak menialin

hubungan dagang dengan pihak NICA, serta memboikot uang NICA

dan pengiriman barang ke Kota Makassar. Untuk itu, didirikan Serikat

Dagang lndonesia (SEDIS). Di samping wadah ini, didirikan pula wadah

koperasi bagi rakyat sePerti Perkumpulan Nelayang dan Perkumpulan

Pedagang P1sar. Organisasi-organisasi tersebut dimaksudkan untuk

memboikot barang-barang dari NICA dan barang-barang yang

dibutuhkan oleh NIa (Arfah, 198o:15; Kadir,dkk',r9a4:t 5o)'

Usaha NICA yang hendak memulihkan kembali kedudukan

kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda, telah mengundang reaksi

pemuda-Pemuda, dan mendorong Andi Abdulah Bau MassePe untuk

lebih banyak mencurahkan Perhati an pada perjuangan berseniata dan

pembentukan organisasi kelaskaran dalam rangka PersiaPan kekuatan

untuk menghadapi Pasukan N,cA Itulah sebabnYa setelah diadakan

pertemuan antara Andi Abdullah Bau Massepe dengan tokoh-tokoh

masyarakat termasuk Andi Makkasau, kepala-kepala kampung, dan

pemuda-pe muda SupPa Yang tergabung dalam KNl yang dikoordinir

Andi Selle, maka dibentuklah organisasi kelaskara n yang diberi nama

Badan Pem berontak Republik lndonesia (BPRI) di 5uppa pada Oktober

1945 (siraie,1976:l; Tassakka, 1gg2i7).n BPRI Suppa dipimpin langsung

oleh Andi Abdullah Bau Massepe dan sebagai wakilnya diserahkan

kepada Andi Selle serta dilengkapi dengan seiumlah stai pembantu,

vaitu antara lain; Andi Arsyad, Ambo Siraie, La Bangnga, Ambo Nontli,

Pettana lraieng, dan Ambo Bunga. Dalam Perkembanga n selaniutnya,

atas persetuiuan Andi Abdullah Bau Massepe, PNI Pinrang di bawah

dan Pabbicara Sawitto, di l\4andar bermarkas di Balannipa-Tinambung dengan koor-

dinatomya lbu DePu, di Tanete/ Barru bermarkas di Pancana dengan koordinatomya

Andi Muis, di Waio bermarkas di oilireng denga n koordinatornya Andi Makkulau, dan

di Massenrempulu berrnarkas di Enrekang denga n koordiFatornya H'A. Abubakar (Ar'

fah,198o:l 7; Kadir, dkk.,19E4x:9; Mannaungi,1958::

17 Dengan terbentuknya BPRI SuPPa, maka telah ada dua organisasi Periuan-

gan dengan nama BPRI, yaitu BPRI ParePare yan8lelah dibentuk sebelumnYa dan BPRI

Suppa. Menurut Syahrir Kila bahwa walaupun BPRI Parepare dan BPRI SuPPa berbeda

penge^iannYa, tetapituiuan dan misiyang diembannya tetap sama, Yaitu memPertah'

ankan proklamasike merdekaan Republik lndonesia (Kil a, r996:33).

).
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pimpinan Andi Pawilloi dan laskar Pemuda Pemberontak Merah Putih
(PPMP) yang dipimpin oleh Andi Saping, menggabungkan diri ke dalam
BPRI Suppa (Kila,r99O3).

Selain itu, para peiuang juga melakukan pembentukan organisasi
kelaskaran Badan Pembenrontak atau Periuangan 6anggawa (disingkat
BP Canggawa) di Sidenreng Rappang (Sidrap).'3 Ogranisasi kelaskaran
BP Ganggawa yang dibentuk di Sidrap (Bindoro atau Carawali) pada
November 1945, dipimpin oleh Andi Tjammi (komandan) dan Andi
Nohong (wakil). Sebelum BP Ganggawa dibentuk, Andi Tjammi
telah dituniuk sebagai pimpinan pertahanan sektor Sidrap dari BPRI
Parepare pimpinan Andi Abdullah Bau Massepe dan koordinator
pemuda pejuang di Sidrap dari PNI Parepare pimpinan La Nakka.
Dengan demikian Andi Taiammi telah lama mendapat kepercayaan
dari Andi Abdullah Bau Massepe dan La Nakka. Dalam perkembangan
kemudian kedua organisasi kelaskaran (BP Ganggawa dan BpRl Suppa)
yang berjuang secara terpisah di daerah masing-masing dengan satu
tujuan yang sama, yaitu membela dan mempertahankan proklamasi
kemerdekaan serta menggagalkan usaha.usaha NICA yang hendak
memulihkan kembali kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial
Belanda di Sulawesi Selatan, digabung menjadi satu kesatuan komando
yang kemudian dikenal dengan nama kelaskaran BpRl-6anggawa.,r

Sejalan dengan pembentukan oragnisasi kelaskaran tersebut, maka
dilakukan pula berbagai upaya untuk mendapatkan seniata, baik dengan
falan perampasan maupun melalui pembelian. Sebab, kurangnya
alat perseniataan merupakan salah satu kendala utama yang dialami
oleh organisasi kelaskaran dalam perjuangan melawan pasukan NICA.
Perlengkapan senjata yang dimiliki oleh laskar ala kadarnya dan tidak
memadai, kebanyakan adalah sitaan bekas milik Jepang, sedangkang
yang dihadapi adalah pasukan militer yang terdidik dengan pelatan
modern. Hal ini sangat merisaukan hati Andi Abdulah Bau Massepe,

18 Nama Ganggawa diambil dari nama pangllma perang Kerdiaan Bone dalam
melawan Belanda pada 1905, yaitu putra dari Raia Bone La pawawoi Kara€ng Segeri
yang bernama Petta PonggawaE.

19 Penggabungan BPRI Suppa dengan 8p Ganggawa meniadi BpRl Ganggawa,
ada beberapa sumber yang berbeda, misalnya Sarita pawiloy menyebutkan bihwa
penggabungan BPRI Suppa dengan Bp Ganggawa meniadi BpRl 6anggawa dilaku-
kan pada Juni 1946, dengan susunan pengurus AndiTiammi selaku pimplnan terting-
gi dan Andi Selle sebagai wakil pimpinan (pawiloy, 1987x74). Sementara sumber lain
menyebutkan bahwa penggabungan itu terjadlsekitar September 1948, yaitu bebera-
pa saat setelah gugumya AndiTaiammi(AndiTiammigugur dalam pertempuran mela-
wan pasukan Belanda di (arawali pada Agustus r946 (Ki|a,1996:49).
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sehingga ia memerintahkan kepada Andi Selle untuk mengirim utusan
(Abu Nawas dan La Dowang) ke Kalimantan guna mencari senjata
dengan membawa beberapa ton beras dengan maksud untuk ditukar
dengan senjata. Selain itu, luga direncanakan Pengiriman pemuda-
pemuda pejuang ke Jawa untuk menjalin keriasama dalam pembinaan
periuangan, baik berupa bantuan latihan militer maupun perseniataan,

Sebab sebelumnya atas aniuran Dr. Ratulangi diberangkatkanlah

beberapa tokoh pemuda peiuang antara lain Manai Sophiaan, J. D'

Siyaranamual, dan Suaib Pasang dari Makassar ke Jawa pada November

1945, untuk melaporkan situasi di Sulawesi Selatan kepada pihak

pemerintah pusat Republik lndonesia (5ophiaan,t99r: 73-74i Kadir,

dkk.,i 984r7o).'"

Merespon aniuran dari Dr. Ratulangitersebut, maka diselenggarakan

pertemuan di Parepare pada November 1945. Pada pertemuan itu

Lerhasil diputuskan untuk mengirim utusan secara bertahap ke Jawa,

baik dalam rangka menialin hubungan dengan pihak pemerintah

Republik lndonesla atauPemerintah pusat diYogyakarta, maupun untuk

memperoleh bantuan pasukan dan persenyataan' Sebagai realisasi

dari keputusan itu, maka diberangkatkanlah utusan yang antara lain

terdiri atas La Nakka, Muh. Amin, Andi Mattalatta, Muhammad Saleh

Lahade, La Halede,5. Daeng Mangatta, dan L' Rachman Syah (Lanca)

dari Parepare pada z5 November 1945. Bersadarkan hasil. penelitian

Harun Kadir, dlk., bahwa pengiriman utusan itu dimaksudkan untukl

(a) menialin hubungan dengan pihak Republik lndonesia di Jawa, (b)

20 Hal ini dibuktikan ketika diselengg arakan pertemuan di ParePare pada No-

vember 1945. sebab, atas pengaruh dan dukun gan penuh dari Andi Abdullan Bau

Massepe, sehingga pada akhir pertemuan itu berh asil diputuskan untuk mengirim utu-

san ke Jawa guna menjalin hubungan dengan pihak pemerintah RePublik lndonesia

atau pernerintah pusat di Yogyakarta, Sebagai realisasi dari keputusan itu, maka dib-

erangkatkanlah utusan yang antara lain terdiri atas; La Nakka, Muh. Amin, Andi Matta-

latta, Muhamm ad Saleh Lahade, La Halede, S Daeng [4angatta, dan L. Rachman SYah

(Lanca) dari Parepare pada :5 November t945. Menurut hasil penelitian Harun Kadir,

dkk., bahwa pengiriman utusan itu dimaksudkan untuk; (a) menjalin hubungan dengan

pihak Repu blik lndonesia diJawa, (b) untuk mendapatkan instruksi-instruksi dan bah-

an-bahan propaganda, dan (c) untuk mendapatkan bantua n seniata api bagi PersiaPan

menShadapi NICA, Delegasi ini iuga membawa serta sebuah surat untuk disamPaikan

kepad a Presiden Republik lndonesia, lr' soekamo, yang isi pokoknya menyatakan bah'

wa "rakyat di Sulawesi Selatan hanya mengakui Repu blik lndonesia dan oleh karena itu

akan membantu mempertahankan kedaulatan yang d iinginkan Republik lndonesia, iika

perlu dengan kekerasan (Kadir, dkk.,1984r
sul pula secara bergelombanE pengiriman

Parepare atau Suppa (Bichman,tt:hlm,13).

i6).setela h pengiriman utusan itu menyU-

pemuda-pemuda yang diberankatkan dari
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untuk mendapatkan instruksi-instruksi dan bahan-bahan propaganda,

dan (c) untuk mendapatkan bantuan seniata api bagi persiapan

menghadapi NICA. Delegasi ini iuga membawa serta sebuah surat untuk

disampaikan kepada Presiden Republik lndonesia, lr' Soekarno, yang

isi pokoknya menyatakan bahwa "rakyat di Sulawesi Selatan hanya

mengakui Republik lndonesia dan oleh karena itu akan membantu

mempertahankan kedaulatan yang diinginkan Republik lndonesia, iika
perlu dengan kekerasan (Kadir, dkk.,r984:r36). Kelompok berikutnya

antara lain-M. Daeng Malewa, Andi Oddang, Andi Sapada Mappangile,

Arsyad B, Andi Saplada Wette, Abdullah, dan Musa Gani berangkat

d.ri P.rep"." pada awal Januari 1946' Setelah itu menyusul pula

pemberangkatan pemuda-pemuda pejuang lainnya dari Parepare atau

!uppa ke Jiwa (Kidir,dkk.,r9a+r7r; Bichman,tt:hlm't3)'

Para pemuda peiuang yang berangkat tersebut, kemu.dian berhasil

menialin keriasama d"n91n paia puiuing di Jawa dan pihak pemerintah

pur"t R"prLlik lndone-sia. Misalnya, Manai Sophiaan diterima oleh

kebaktian Rakyat lndonesia Sulawesi (KRIS)," sementara M' Saleh

Lahade dan Andi Mattalatta berhasil mengadakan pertemuan dengan

Presiden Soekamo pada tanggal 12 Januari 1945' Setelah M' saleh

Lahade dan Andi Mattalatta melaporkan tugas yang diembannya

kepada Presiden Soekarno, mereka diminta suPaya menemui Perdana

Menteri Sutan Syahrir dan Panglima Besar Jenderal Sudirman'

Untuk memudahkan dan segera mungkin menyelesaikan tugas yang

diembannya, maka mereka membagi diri' Sebagian dari mereka di

bawah pimpinan M. Saleh Lahade bertugas menemui.Perdana Menteri

Sutan iyahrir di Jakarta, dan yang lainnya di bawah.pimPinan Andi

Mattalatta bertugas menemui Panglima Besar 'Jenderal .Sudirman'
Setelah mereka ielaksanakan tug;s masing-masing, lalu mereka

Leru."ha agar mendapat bantuan bagi periuangan rakyat Sulawesi

i"f",* a"ti lembaga iemiliteran yang berada di Yogyakarta pada

21 Kebaktian Rakyat lndonesia Sulawesi, yang slngkat KRls dldirikan di Jakarta

ada 1o oktober 1945, ata5 inisiatif dari beb€rapa pemuda yang berasal dari sulawesi,
P

antara lain A, Zus Ratulangi, Barth Ratulangi, H'M' ldru s C.P., Kahar Muzakkar, dan lain'

lain, Menurut beberapa mantan pimpinan KRIS dinyatakan bahwa nama KRls ini ada-

lah usul dari Kahar Muzakkar. Kepengurusan KRlS terdiri atas ; Ketua (Barth Ratulangi),

wakil Ketua (Baharuddin), Sekretaria I (Kahar Muzakkar), sekre taris ll (Boetje Wowo-

roentoe), Bendahara l( H.M. ldrus G.P.), Bagian Penerangan (F Palenewen), Bagian

Pertahanan (Kahar Muzakka dan J. Rapar), Koordinator (Daan Mogot), dan Korrisa-

ris-Komisaris (Moh. ldrus, l. D. Pontoan, dan Machmud). Dalam waktu singkat organi-

sasi ini telah berkembang pesat dikota-kota disellruh Jawa, dan sudah dapat didirikan

dan Surabaya (Kadir,dkk.,i984:171; Harvey,1989x38).
cabangnya di Yogyakarta
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waktu itu. Dari usaha itu akhirnya mereka berhasil menialin hubungan
dengan Kahar Muzakkar, Komandan dari Batalyon Kemajuan lndonesia
(BKr)."

Realisasi dari jalinan kerjasama tersebut, adalah terbentuknya
Tentara Republik lndonesia Persiapan Sulawesi (TRIPS). Kegiatan
utamanya adalah melatih tenaga-tenaga yang bersedia dikirim ke
Sulawesi untuk membantu periuangan melawan NICA (Belanda). Di lain
pihak, dari Sulawesi iuga senantiasa diusahakan untuk mengirimkan
pemuda-pemuda ke Jawa untuk mendapatkan latihan militer sebagai
bekal untuk kembali ke Sulawesi guna membina kelaskaran yang
ada atau yang telah didirikan, agar lebih terorganisir dan dapai
melaksanakan tugas kemiliteran dengan baik. Darijalinan kerfasama itu,
TRlPS.berhasil mengorganisir pasukan dan mengirim t: kali ekspedisi
ke Sulawesi Selatan. pada tanggal 23 Mei r946, pasukan ekspedisi
TRIPS yang pertama dikirim dipimpin Kapten Muhammadong dan A.M.
Yusuf Amir dengan iumlah anggota sebanyak 62 oruflg. Rombongan
yang beran8kat dari Situbondo ini tidak berhasil sampai ke tuiuan
karena ditangkap oleh armada Belanda di perairan Bali, lalu mereka
rlifreniarakan di penjara Kalisosok, Surabaya. pasukan ekspedisi TRIpS
. 22 Dari ialinan keriasama itu, muhcul suatu gagasan untuk mengaiukan usul
kepada Panglima Besar Jehderal Sudirman, bantuan pasukan bagi perjua-ngan rakyat
Sulawesi Selatan. Kemudian Kahar Mu2akkar dan nndi taattalalta rnengiadap dan
mengusulkan kepada Jenderal Sudirman, agar membentuk Tentara Republik lndone-
sia Persiapan Sulawesi (TRtpS) untuk diberangkatkan ke 5ulawesi. Usultersebut diter_
ima oleh Jenderal Sudirman, bahkan diiadika; sebagai salah satu bagian dari rencana
Markas Berar Tentara (MBT). Dengan diterimanya usul pembentuka; TRIpS tersebut,
maka keluarlah Surat Keputusan panglima Besar Jenderal Sudirman pada tanggal 16

1?ril 1916, yang berisi penugasan kepada Kahar Muzakkar, Andi Maitalatta,;;n M.
Saleh Lahade untuk: (t) melakukan persiapan dalam pembentukan kader dan pasukan
lengkap dengar peralatan tentara yang akan berangkat secara ekspedisi ke Sulawesi,
()).membentuk Tentara Republik tndo;esia (TRt) di Sulawesi dengan kekuatan satu
Divisi, sehingga kesatuan terkecil, guna menegakkan, membela darimempertahankan
proklamasi kemerdekaan Republik tndonesia, dan (3) menyampaikan laporan tentang
hasil tugas tersebut kepada panglima Besar. eerdasarkan Surat Keputusan panglimi
BesarJenderal Sudirman tersebut, maka diadakanlah reorganisasikekuatan bersenjata
di antara pejuang-peiuang yang berasal dari Sulawesi. Akhimya tugas tersebut dapat
diwujdkan dengan dibentuknya kesatuan TRt persiapan Sulawesip;a tanggal :4 April
,946. Adapun struktur organisasi atau su5unan personalia TRtpS ketika it;;dalah se-
bagaiberikut; Komandan (Letkol Kahar Muzakkar), WakilKomandan (MayorAndiMat-
talatta), Kepala Staf (Mayor M. Saleh Lahade), dan dilengkapi dengan beberapa Se*st
dan Sekretaris. Kedudukan Komando Resimen ditempatkian di yog-yakarta, sementara
tempat pen-didikan militer bagi calon perwira berada di Solo, dan bigi calon bintara dan
tantama di Balong-Jember Jawa Timur (Harvey, 1989x4t; Djarwadi,;kk,,l972:3j; Kadir,
dkk.,r 984: 172-173).
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yang kedua dipimpin Kapten M. Tahir Daeng Tompo yang didampingi
oleh Letnan Sahid Hasan Bin Tahir dan Letnan Latief, berhasil mendarat
dengan selama di Suppa pada Juli t945. Kemudian, disusul pasukan
ekspedisiTRlPS yang ketiga di bawah pimpinan Letnan Abd. Latief, dan
pasukan ekspedisiTRlPS yang keempat dibawah pimpinan Letnan Andi
Maniulai, berhasil mendarat di suppa. Mereka kemudian bergabung
dengan BPRI Suppa dan Harimau lndonesia di Enrekang. Sedang
pasukan ekspedisiTRlPS yang kelima di bawah pimpinan Letnan M. Said
dan Letnan Murtala, bertempur dengan serdadu KNIL sesaat setelah
mendarat di Suppa ((Djawardi,dkk. ,1972:35-37; Said, t98o: 235-u 35).

Tempat pendaratan pasukan ekspedisi TRIPS dari Jawa tersebut,
tampaknya dapat terbaca atau diketahui oleh pihak Belanda, sehingga
pendaratan pasukan ekspedisi yang kelima di bawah pimpinan Letnan
M. Said dan Letnan Murtala yang mendarat di Suppa, dikepung dan
diserang oleh serdadu KNtL. Meskipun pasukan ekspedisi TRIpS
tersebut, memberikan perlawanan hingga tetesan darah yang terakhir
dengan gugurnya sebagai kusuma bangsa seluruh anggota pasukan
yang terdiri atas 18 prajurit dan 3 orang awak perahu. Akan tetapi
perlawanan yang mereka lakukan memberikan kesan kepada pihak
kolonial Belanda, betapa kuat tekad iuang mereka. Dengan semangat
periuangan yang pantang mundur dan menyerah, mereka bertempur
habisan-habisan dalam menghadapi serangan yang dilancarakan
oleh serdadu KNIL (Belanda). pertempuran heroik tersebut, kini
terkenal dengan sebutan pertempuran Garessik sehari suntuk (Kadir,
dkk.,1984x76; Harvey, r989:t4t).

Pendaratan pasukan ekspedisi TRIpS berikutnya dipimpin
Mayor Muhammad Saleh Lahade yang mendarat di Suppa pada
Desember r946. Selain itu, juga tercatat sekali pendaratan pejuang dari
Kalimantan dipimpin Lapatekkai puanna Massalassa yang melakukan
pendaratan disuppa pada i946. Hal inimenunlukkan bahwa pengiriman
ekspedisi TRIPS dari Jawa ke Sulawesi Selatan sebanyak r> kali, dan
lima di antaranya yang melakukan pendaratan di Suppa. pendaratan
pasukan ekspedisi TRPS di Suppa tersebut tidak terlepas dari peran
Andi Abdullah Bau Massepe. Bahkan ia bersama Andi pawilloi dan Andi
lsa berperan dalam pengumpulan bahan-bahan makanan bagi pasukan
TRIPS yang mendarat di Suppa. Kehadiran pasukan TRIpS itu, semakin
membangkitkan iiwa dan semangat perjuangan rakyat di wilayah
Parepare untuk terus beriuang melawan pasukan kolonial Belanda. Di
samping itu, kehadiran mereka juga sangat bermanfaat bagi organisasi
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kelaskaran di wilayah ini, terutama dalam hal pendidikan militer bagi
anggota-anggota kelaskaran serta dalam menyusun taktik dan strategi
dalam melancarkan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda
(Amir,zoo8:t59).

Pendaratan pasukan ekspedisi TRIPS di Suppa tersebut,
menunjukkan bahwa daerah ini termasuk salah satu basis perluangan

dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik lndonesia

di Sulawesi Selatan. ltulah sebabnya Suppa meniadi daerah yang

paling banyak dipilih sebagai tempat Pendaratan pasukan ekspedisi

TRIPS di Sulawesi Selatan. Dengan adanya bantuan pasukan dan

perseniataan terhadap organisasi kelaskaran di Parapare dan daerah

sekitamya, tertutama kelaskaran BPRI Suppa dan BP Ganggawa, maka

teriadilah peningkatan serangkaian peristiwa berupa kontak senjata

atau pertempuran antara pemuda pejuang dengan pasukan N'|CA,

serta penyergapan dan penghadangan-Penghadangan, atau aksi-aksi

sabotase lainnya terhadap aparat-aParat NICA dan kaki tangannya

di wilayah Afdeling ParePare dan daerah sekitarnya' Umpamanya;

kontak seniata di Pidang Loangnge ()o oktober 1945) dan di Kariango

(Paloioreng) pada tangg;l 25 Oktober, dan Penghadangandiialan poros

i"*iut" iienulu sidiap dan Pinrang (November 1945)' B,erikutnya

pertempuran di Bonrongnge (-Januiri r946), Batiukiki (Februari),

i,olejiwa (Maret), dan riroing-Pinrang (Maret), penghadangan di

Menuang-Alitta 
'(u"i1, tont"t senlata di Maggarongkong (Mei),

ellameang-suppa (Mei), dan Lakessi'Lauleng (Mei), serangan umum

terhadapiedujufin rvicn di RaPPang (Juli 1946), dan pertemPuran di

corawaii pada z6 Agustus r945 (Said, 198c:2)7-240; Kila,1996: 3l-42;
Pawiloy,1987:277 28o).

Selain itu, teriadi pula beberapa kali kontak seniata antara laskar

(BPRI SuPpa dan BP Ganggawa) bersama TRIPS dengan pasukan

ielanda sepanlang tahun 1945, yaitu antara lain; di Libukang-Kabaena,

Uli-Uli Tanae, Langsangenge, Bulu Maggarongkonge, Tangsi KNIL

Cappa 6alung, Latiori (Alitta), TeppoE (Alitta), Wae SibokorengngE,

Bungi Kelapa Dua, Buttu (Suppa), ToE (Alitta), PucuE, lnrukinruE,

LabuangngE, AllameangngE, Lajoioreng, Batu Terpedo, Leppangeng,

eongimponging, Labalakang, Mattiro Sompe, Lamaiiakka/Suppa,

fepp"oe ielitia), rasekko (suppa), Lamaulu (Kariango), Garessi (Uiung)

PaiadangngE, Parengki (Suppa), Karabello, AllakarajaE, dan Garessi

(suppa). eada kontak senjata yang terakhir disebutkan di Garessi/suPpa

iersebut, laskar BPRI dibawah pimpinan Andi Selle dan dibantu laskar
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BP canggawa bertempur melawan serdadu KNIL yang menyerang

markas BPRI Suppa. Namun pada penghuiung pertarungan yang

cukup sengit itu, pihak BPRI gugurJ orang, sementara di pihak musuh

komandannya yang bernama Mayor F. La Roy terluka parah dan dalam

perialan ke Parepare, ia meninggal dunia sehingga bendera Belanda

dikibarkan setengah tiang (Arsip NlT, No. 109; Kadir, dkk.,1984:176;

Bunga, 1975: 2; Tassakka,rggz: 4).

Serangan-serangan yang senantiasa dilakukan oleh pasukan

gabungan TRIPS dan organisasi kelaskaran tersebut, mengakibatkan

semakin goyahnya kedudukan pemerintah kolonial Belanda di

Sulawesi Selatan, bahkan dapat dikatakan mencapai titik kehancuran.

Keberhasilan perjuangan itu bukan hanya dinyatakan oleh peluang-

peiuang Sulawesi Selatan, melainkan juga pemerintah kolonial

Belanda di Sulawesi Selatan mengakui bahwa hampir seluruh rakyat di

daerah ini beriuang untuk membinasakan kedudukan kekuasaannya,

sehingga tidak ada harapan untuk mempertahankannya.Tambahan
pula dinyatakan bahwa telah terjalin hubungan keriasama antara para

peiuang di daerah ini dengan pemerintah Republik lndonesia di Jawa.

Juga kelaskaran-kelaskaran di daerah ini semakin terorganisir dalam

wadah perjuangan LAPRIS (Laskar Pemberontak Rakyat lndonesia

Sulawesi) dan bahkan telah direncanakan pembentukan Divisi Tentara

Republik lndonesia (Divisi TRI) di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu,
pemerintah kolonial Belanda yang men<anangkan pembentukan

negara federal sebagai langkah politik untuk dapat mengembalikan

kedudukan kekuasaan Pemerintahan kolonial Belanda di Sulawesi

Selatan semakin merosot (Poelinggomang,1996:3; Amir,2o01:39).

Kemerosotan kedudukan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda

di Sulawesi Selatan tersebut, bukan saia karena sikap non-kooperatif
raia-rala terhadap kolonial Belanda, tetaPi iuga karena dukungan

dan peranan mereka yang bergiat mendorong rakyatnya menentang

pemerintah kolonial Belanda: Selain itu, iuga karena semakin

meningkatnya perlawanan berseniata seperti yangtelah diungkapkan di

atas, t;npa mengabaikan perjuangan diplomasi politik. Partai Nasional

lndonesia (PNl) yang menggantikan kedudukan PKRS misalnya, di

bawah pimpinan Tadioeddin Noor bergiat terus mendorong jiwa dan

semangat periuangan rakyat demi terwujudnya kesatuan bangsa

Negara Kesatuan Republik lndonesia yang merdeka dan berdaulat'

Itulah sebabnya pemerintah kolonial Belanda berupaya dengan

kelicikannya mempengaruhi Dewan Penasehat Sulawesi Selatan untuk
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menuntut dibubarkannya PN l. Usaha mereka itu akhirnya berhasil dan
PNI dinyatakan organisasi terlarang pada io September 1945, dengan
alasan telah menimbulkan gangguan keamanan dan keteriban (Arsip
N lT, No. 64; Kadir,dkk.,t984:zr o).

Selain itu, pem.erintah kolonial Belanda terus pula melakukan
penangkapan dan penahanan terhadap pemimpin-pemimpin
perlawanan atau terhadap mereka yang tidak bersedia bekerjasama
dengan pemerintah kolonial Belanda. Umpamanya, Karaeng
Banthaeng Andi Mannapiang, Karaeng Gattareng Andi sultan Daeng
Radia, Dr. Ratulangi, Lanto Daeng Pasewang, lnche Mohammad Saleh

Daeng Tompo, W.5.T. Pondaag, J. Latumahina, LP.L. Tobing, Datu Luwu
Andi Diemma, Raia Bone Andi Mappanyukki, Karaeng Polombangkeng
Padjongan Daeng Ngalle, Mara'dia Balanipa lbu Depu, Andi Makkasau,
Andi Pangerang Petta Rani, Andi Makkulau, Andi Mallingkaan, Andi
Abd. Muis, dan lain-lain. Sementara AndiAbdullah Bau Massepe sendiri
ditangkap pada t7 Oktober 1946. la kemudian ditahan di Makassar
dan diinterogasi. Dalam pemeriksaan itu, Andi Abdullah Bau Massepe
mengaku bersama ayahnya (Andi Mappanyukki) meniadi republiken
dan iuga memberikan bantuan kepada pemuda pejuang. Bahkan ia

iuga dituduh berusaha menegakkan Republik lndonesia di Sulawesi
Selatan.'r Penangkapan terhadap tokoh-tokoh peiuang tersebut,
bukan hanya dimaksudkan untuk melincinkan jalan bagi pemulihan
kembali kedudukan kekuasaan pemeritahan kolonial Belanda, tetapi
iuga untuk mematahkan semangat perlawanan rakyat Sulawesi Selatan
pada umumnya dan di wilayah Parepare pada khususnya.

Meskipun demikian periuangan terus berlangsung dan perlawanan
bersenjata bahkan semakin meningkat. Kenyataan itulah yang
mendorong pemerintah kolonial Belanda di Makassar memohon
kepada pemerintah kolonial Belanda di Batavia, agar segera
mengirimkan bantuan militer dan menyatakan daerah Sulawesi Selatan
berlaku hukun "keadaan perang", demi untuk memulihkan kedudukan
kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Sulawesi Selatan dan
terwujudnya pembentukan negara federal. Untuk itu maka dikirimlah
bantuan pasukan yang didatangkan langsung dari Negeri Belanda, satu

2l Mengenai penan8kapan AndiAbdullah Bau Massepe ada beberapa sumber
berbeda, misalnya Manai Sophiaan dalam brkt! " Apo Yang Mosih Terihgot" yang dikutip
dari Willem lizereef dalam buku "De 2uid Celebes Afdire" disebutkan bahwa Andi Ab-
dullah Bau Massepe ditangkap pada 14 Agustus r946 (5ophiaan,199r:98). Sedangkan
sumber lain menyebutkan bahwa Andi Abdullah Bau Massepe ditangkap pada i7 Okto-
ber 1946 (Petta Kanienne,rg6E:l; Bichman,ftx5; Arfah, 19Eoi 56)-
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batalyon Tentara Belanda (Koninkliik Leger yang singkat KL) dari Divisi

7 Desember dan tiba di Makassar pada 1 Desember 1946. Kemudian
menyusul pula dikirim satu pasukan khusus yang dikenal dengan
Detdchement Spe ciole Troepen (DST) di bawah pimpinan Westerling dan
mereka tiba di Makassar pada 5 Desember 1945.'1 Pengiriman bantuan
militer itu dimaksudkan untuk dapat mengembalikan dan memulihkan
kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Sulawesi
Selatan, agar rencana pembentukan negara federal dapat terlaksana-
Itulah sebabnya, perintah lisan yang diberikan kepada Westerling
adalah "teruskan latihan disulawesi Selatan dan usahakan memperbaiki
kembali ketertiban dan ketentraman,, (poelinggomang,1996:29;
Kadir,dkk.,r984::fi ).

Kedudukan pemerintah kolonial Belanda di Sulawesi Selatan yang
semakin merosottersebut, cukup merisaukanVan Mook. Sebab, rencana
pelaksanaan konferensiyang akan dibuka di Denpasar pada 7 Desember
't946, yan1 dicanangkan bagi pembentukan Negara lndonesia Timur
yang kelak akan berpusat di Makassar (Sulawesi Selatan). Akan tetapi
kenyataan menunlukkan bahwa perlawanan rakyat Suliwesi Selatan
iustru semakin hebat dan lebih meningkat, sementara kedudukan
kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di daerah ini semakin
lemah dan merosot. ltulah sebabnya Van Mok mengirimkan bantuan
militer untuk memulihkan dan memperbaiki keduJukan kekuasaan
pemerintahan kolonial Belanda di Sulawesi Selatan. Bantuan militer
y.ang baru tiba itu, segera menentukan langkahJangkah yang harus
ditempuh untuk mematahkan dan menumpai perlaw;anan'kelaskaran
rakyat Sulawesi Selatan (Amir, 2oor:4o; Kadir,dkk.,t9g4::tz).

Untuk menumpas perlawanan rakyat Sulawesi Selatan berdasarkan
pada keterangan yang dihimpun, Westerling berkesimpulan bahwa

,4 Sebenamya pasukan khusus yang dipimpin oleh Westerling itu telah diper_
siapkan seiak Juli 1940. Namun sebelum mendapatkEn perintah untik be-ngkui ke
Sulawesi.selatan dengan tugas membinasakan Jan membersihkan teror yantdilaku_
kan oleh kelaskaran rakyat, ia telah mengutus sebagian pasukannya di bawah pimpinan
Vermeulen.pada 1i November 194b. Mereka bertindak sebagii tenaga sipil untuk
mengumpulkan keterangan-keterangan tentang keadaan di S;lawesi -Selatan. 

oleh
karena itu ketika Westerling tiba di Makassar, ia tidak bersusah payah mengumpulkan
data dan keterangah tentang keadaan di Sulawesi Selatan, Berpatokan paia data-da_
ta,tentang p,erlawanan rakyat yang diperoleh dari Dinas penerangan Miiiter (Militdlre
lnlichtingen DienstlMtD), Dina5 Kesatuan tntelelen Belanda (ltffts-), pegawatpegawai
pemerintah, dan dariVermeul€n, ia dapat langsung menentukan tangiailangtatiyang
haru-s ditempuh untuk memenuhi tugas yang dipercayakan kepadanya (ljzeieeltgg4:
96; Poelinggomang, ,996: 29; Kadir,dkL, 1984x19).
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pusat perlawanan yang paling kuat adalah di daerah Polombangkeng
(Afdeling Makassar) dan di Suppa (Afdeling Parepare), dan harus

diambil tindakan kekerasan militer. Ditumpas dengan tindakan-tindakan
yang tegas dan keras dengan sistem yang ia sebut " stdndtecht",
yaitu metode menggiring rakyat untuk berkumpul di tempat-tempat
umum, memilih di antara mereka yang diperkirakan mengetahui dan

diperintahkan menuniuk anggota kelaskaran rakyat, mengadili di

tempat dan meniatuhkan hukuman, kemudian menembak mati di

hadapan rakyat banyak yang berkumpul itu. Menurut Westerling, iika
bukan metode ini yang dilaksanakan, maka kedudukan kekuasaan

pemerintahan kolonial Belanda pasti akan semakin lemah dan

iidak berday" (tizereef,r 9a4:97). Metode Westerling itu mendapat

persetujuan dari pihak Pemerintah kolonial Belanda di Batavia, karena

Van Mook hanya memikirkan bagaimana cara untuk mewujudkan

gagasan politik federalnya. ltulah sebabnya Van Mook menunda

felaksanaan Konferensi Denpasar dan mengumumkan pernyataan
:'negara dalam keadaan darurat dan perang"(5tddt von.oorlogen BeleE'

disiigkat 5OB) pada 11 Desember 1946' yang berlaku bukan hanya

untul nfauting makassar, Bantaeng, Parepare, .dan 
Mandar' tetaPi

p"al f',r"f."f.*iv" berluku untuk seluruh daerah Sulawesi selatan'

i"U"U p"nyrtr.n 5oB itu, kemudian diikuti surat perintah harian (dag

order) pada lr Desember t946, dari Kolonel H'J' de Vries atas perintah

.lenderal S. spoor, kepada seluruh iaiaran tentara yang berada di bawah

p"ngurrnnyi uniuk se.entak menialankan "aksi pembersihan" atau

iinOlfun pung".unun berdasarkan "keadaan darurat dan perang" di

selrruh ia"rlh Sulawesi Selatan (Agung,1985:1lo; Poelinggomang'

1996:29; Harvey,1989x34).

Pernyataan keadaan darurat dan perang, yang kemudian diikuti

dengan "aksi pembersihan" tersebut, merupakan suatu bukti bahwa

.Jy'"i sut"*uti Selatan pada umumnya, dan di wilayah. Afdeling

e".uprr" khususnya bangkit dan beriuang untuk .membela 
dan

mempertan"nfan proklamrsi kemerdekaan Republik I ndonesia' Bahkan

wilayah Afdeling Parepare dengan Pusatnya di Suppa merup.akan salah

satu basis pedJwanan y"ng piting sengit terhadaP NICA. di sulawesi

Selatan. Bisis perlawanan lainnya adalah Afdeling Makassar yang

berpusat di Poltmbangkeng, dan Afdeling Mandar, Banthaeng' dan

Luwu. Namun aksi pem-bersihan itu iuga telah mengakibatkan jatuhnya

korban iiwa manusia yang tidak sedikit' Keiadian yang memiluhkan

dan memedihkan itu, kemudian dikenal dengan peristiwa "Korban

1t8 | otHnmrxe xfuILITERAN : dari Kelaekaran hingga Batalyon 71o di sulawesi selatah



Empat Puluh Ribu Jiwa" di Sulawesi Selatan. Westerling dan pasukan

DST-nya dalam melakukan aki pembersihan di Sulawesi Selatan, tidak
membedakan status dan kedudukan seseorang dalam masyarakat.
Pendeknya semua yang memperlihatkan sikap anti kolonial Belanda

menjadi sasaran utamanya dan dibunuh dengan kelam, sePeri yang

dilakukan terhadap Datu Suppa Andi Abdullah Bau Massepe, Datu
Suppa Towa Andi Makkasau, Andi Abdul Muis, dan lain-lain.

Sementara pasukan kolonial Belanda di bawah pimpinan Westerling
melancarkan aksi militer atau aksi pembersihan di Sulawesi 5elatan, para
peluang berhasil menyelenggarakan pertemuan di Paccekke pada 20-
21 Januari r947. Pertemuan yang kemudian dikenal dengan Konferensi
Paccekke tersebut, dihadiri oleh pimpin-pemimpin dari kurang lebih
sembilan oraganisasi perjuangan atau kelaskaran di Sulawesi Selatan
yang bertuiuan untuk menyatukan kekuatan perjuangan bersenjata
dalam satu komando untuk mengahadapi pasukan kolonial Belanda.,:
Pada konferensi itu, berhasil dibentuk TRI Divisi Hasanuddin, sesuai
dengan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Panglima Besar
Jenderal Sudirman- Oleh karena tokoh yang dipilih dan disetului untuk
menjadi Panglima TRI Divisi Hasanuddin, adalah Andi Abdullah Bau
Massepe dan telah ditangkap oleh pasukan kolonial Belanda, sehingga
ia dilantik secara in abcentia (tidak hadir atau berhalangan) dan staf
sementara TRI Divisi Hasanuddin dipimpin Mayor Andi Mattalatta dan
Mayor M, Saleh Lahade sebagai Kepala Staf.,6

Sehari setelah penutupan Konferensi Paccekkke, pihak pemerintah
Belanda melakukan pertemuan untuk membi(arakan mengenai
persoalan Andi Abdullah Bau Massepe di Makassar pada zu Januari
1947. Pertemuan itu antara lain dihadiri oleh Kolonel de Vries, Direktur

:5 Adapun peserta organisasi kelaskaran pada Konferensi Paccekke itu, antara
lain: (1) KRIS MUDA Mandar dipimpin Andi Parenrengi, (2) BPRt Suppa dipimpin Andi
5elle, (l) BPRI Enrekang dlpimpin Andi Abubakar dan Hamid Ali, (4) BP canggawa dip-
impin L- Rachman Syah dan Andi Mannaungi, (5) KRIS Soppeng Riaia dlpimpin Andt Tja-
bambanS, Andi Domeng, Usman Sani, dan Aais Tamimi, (6) Harimau lndonesia dipimp-
in Muhammad Syah dan M. Kasim DM., (7) LAPRIS dipimpin atau diwakili oleh Daeng
Bonto dan Maulwi Saelan, (8) 6APIS Soppeng dipimpin M. ldris Palunggeng dan M.
Arsyad Tamin, dan (9) TRIPS dipimpin Mayor Andi [rattalatta dan Mayor M. Saleh La-
hade. Pelaksanaan konferensiini dikawal kurang lebih 7oo pasukan dengan kekuatah
senjata sekiatarSoo pucuk (Djarwadi,dkk.,1972:35-j6; Harvey,r989r 14r).

26 StafTRl Divisi Hasanuddin lni dibagi ke dalam empat seksiyang masing-mas-
ingsecara berurutan dipimpin oleh; Kapten Muhammad Syah, Kapten MaulwiSaelan,
Kapten Andi Sapada, dan Kapten Andi Oddang. Untuk melaks.ndkan tugas kemiltter,
TRI Divi!i Hasanuddin dibagi dalam tiga resimen dan m.sing-masing resimen mem,
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Pemerintahan Dalam Negeri Dr. Hoven, Komisaris Keraiaan Belanda

untuk lndonesia Timur Dr. Lion Cache, Kepala Staf Komando Tentara
Borneo dan Sulawesi Letkol Breemouer, oditur Militer Mr. A'G,

Veldhuis, dan Dr. G.L. dari NEF|S. Pada akhir Pertemuan itu mereka
mengambil kesimpulan bahwa Andi Abdullah Bau Massepe dinyatakan

sebagai pemberontak terhadap pemerintah kolonial Belanda dan harus

dieksekusi. Bahkan pada mulanya Oditur Militer Veldhuis berkeras

bahwa Andi Abdullah Bau Massepe harus dieksekusi dan mengusulkan

supaya ditembak di hadapan rakyat. Akan tetapitiba-tiba ia ingat bahwa

menurut tradisi, kematian seorang bangsawan tidak bisa ditumpahkan

darahnya ditanah. Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya AndiAbdullah

Bau Massepe dinaikkan di perahu kemudian menembaknya di laut dan

rakyat disuruh menonton di tePi pantai. Kalau tidak demikian, bisa juga

ditempuh ialan biasa dengan alasan ditembak karena melarikan diri

(Sophiaan,r 9 9l:r or; lizereef,r 984:97).

Usulan tersebut ternyata disetului karena pemerintah kolonial

Belanda hanya memikirkan bagaimana cara untuk memulihkan kembali

kedudukan dan kekuasaan pemerintahan kolonialnya' Sebab, iika

Andi Abdulah Bau Massepe tidak dieksikusi, menurut perhitungan

mereka wilayah Parepare dan daerah sekitarnya tidak mungkin dapat

dipulihkan kemanannya' Hal ini menunlukkan bahwa betapa besar

pengaruh dan peranan Andi Abdullah Bau Massepe dalam perluangan

meripertahankan proklamasi kemerdekaan Republik lndonesia'

Itulah sebabnya Andi Abdullah Bau Massepe dibawa ke Parepare

ketika Westerling dan pasukannya melancarkan oPerasi aksi militer di

wilayah Parepare dan daerah sekitarnya. Pada kesemPatan itulah Andi

Abd;llah Bau Massepe bersama para pe.iuang lainnya dieksekusi pada

awal Februari 1947.:7 Terlepas dari proses kematiannya, Andi Abdullah

Bau Massepe telah gugur sebagai kusuma bangsa dalam periuangan

menetang pemerinGh kolonial Belanda dan dalam membela dan

memperGhankan proklamasi kemerdekaan Republik lndonesia'

bawahi beberapa
pusat di Parepare
karan BPRlsuppa
Makassarberada
Dan Resimen keti
sebagaipimpinan

komandan Batalyon dari resimennya. Resimen pertama yang ber

dipercayakan kepada AndiSelle Mattola, pimPinan gabungan kelas-

dan BP Ganggawa Resimen kedua dengan daerah operasi di wilayah

dibawah pimpinan eadionga Daeng Ngalle Karaeng Polombangkeng'

ga dengan wilayah operasi Luwu diangkat Datu Luwu Andi Diemma

/-Loman-dan resimen (Kadlr, dkk.,1984r79; Diarwadi,dkk',1972;35)'

a7 Ada beberapa sumber yang berbeda mengenal waktu dan proses kematian

Andi Abdullah Bau Massepe. Umpamanya, ada menyebutkan bahwa pada 2 Februari
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Meskipun demikian semangat perjuangan dan perlawanan rakyat

Parepare dan daerah sekitarnya tidak pernah pudar. ltulah sebabnya,

walaupun dalam keadaan terdesak mereka tetap melakukan

perlawanan terhadap fasukan Belanda. Tidak sedikit pertempuran

yang tercatat sebagai wuiud sikaP Periuangan mereka. Pertempuran

di Nepo, Malino, Maroanging, Kulo, Kali-Saddang, Batu-Batu, Bunging,

dan Alitta. Di Desa Salo Waio pasukan Andi Selle Mattola, pimpinan

resimen lTRl Divisi Hasanuddin yang pada waktu itu menyertai Mayor

M. Saleh Lahade bersama penBawalnya, terlibat dalam pertempuran

dengan pasukan Belanda pada 1, Maret 1947. Demikian iuga dengan

Komandan TRI Divisi Hasanuddin, Mayor Andi Mattalatta terlibat dalam

penyerangan terhadap pos pasukan Belanda di Bilokka, Poro, dan Pong

Durian (Amir,dkk.,2oo5:45).

Namun dalam perkembangannya, karena keadaan mereka semakin

terdesak dan kekurangan perlengkapan Perang serta semakin

gencarnya operasi militer Belanda, sehingga sebagian peiuang

ikhirnya memilih untuk kembali ke Jawa dan melaniutkan periuangan

di Jawa. Pada Aptil 1947, Andi Selle, Andi Oddang, dan kelompoknya

menyeberang ke jawa' Disusul kemudian dengan rombongan M'

Saten lahade pada Mei t947, rombongan Achmad Lamo pada Juni

1947, dan rombongan Andi Mattalatta pada Agustus 1947' Dati

perkiraan tooo ot"t g pasukan yang diberangkatkan sebagai anggota

pasukan ekspedisi TRIPS ke Sulawesi Selatan, hanya sekitar too orang

anggota Pasukan yang berhasil meloloskan diri kembali ke Jawa untuk

melanjutkan Periuangan (Harvey, r989:143).

1947, AndiAbdullah Bau MassePe dibunuh secara berlahan-lahah dengan jalan diseret

oleh mobilyang dilarikan dengan kencang, kemudian setelah peiuang ini hancur lecet

seluruh tubuhnya barulah ditembak (Pstan g, Lahadidli,l976: 1r9). sedang 5umber lain

menyebutkan bahwa Pada 1 Februari 19147, AndiAbdullah Bau Massepe terbunuh dalam

usaha pelariannya dalam pe4alanan dari Maiene menuiu Pare pare. Ketika itu,Andi Ab-

dullah Bau Massepe dikawal oleh dua tentara DsT, dan dalam perj alanan itu ia meminta

untuk buang air. Menurut salah seorang tentara pengawal, AndiAbdullah Bau Massepe

mencoba menyerang 5alah satu pengawal, dan pengawal lain menembaknya hingga

tewas (NPs Survey for trdining ATv'documeht ory on oition of the Duch speciol Forces on

sulowesi; baca Fajar,17 April )ool). versilaln yang mirip sama dengan yangterakhir ini,

disebutkan bahwa pada 1 Februari 1947, Andi Abdullah Bau Massepe dibawa dariPare-

pare ke Maiene, bertepatan waktunya denga n akli pembersihan yang dilakukan oleh

We5terling bersama Pasukannya Oleh karena Andi Abdullah Bau Massepe lari maka ia

ditembak oleh Baret Merah Yang mengawalnya (VARA, "Achter h et nieuws ini zuid-Cele'
.l969; Sophiaan,1991x12).
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penutup
Pembentukan organisasi kelaskaran BPRI, tidak hanya bertuluan

menentang kehadiran dan usaha NICA yang hendak memulihkan
kembali kedudukan dan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda
di Parepare dan daerah sekitarnya, tetapi juga untuk membela dan
mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik lndonesia.
Pembentukan BPRI tentu tidak terlepas dari dukungan dan peranan
para penguasa tradisional yang bergiat mendorong rakyatnya untuk
tampil dengan gigih menentang kehadiran dan usaha NICA yang
mendapat dukungan dan bantuan dari pasukan Sekutu. Sebab para
penguasa tradaisional bukan hanya mendukung sepenuhnya proklamasi
kemerdekaan Republik lndonesia, melainkan iuga menyatakan bahwa
wilayah kekuasaan dan aparat-aparat pemerintahannya adalah bagian
dari wilayah Republik lndonesia dan aparat pemerintah tndonesia.
Pernyataan sikap itulah yang memotivasi rakyat, bergiat membangun
kekuatan menentang kehadiran dan usaha N,CA, Usaha-usaha itu
akhirnya melapangkan pembentukan organisasi kelaskaran di parepare
dan daerah sekitarnya.

Perlawanan berseniata yang diorganisir kelaskaran BpRl bersama
pasukan ekspedisi TRIPS, menyebabkan terjadi serangkaian peristiwa
atau kontak senjata antara para peiuang dengan pasukan NICA diwilayah
Parepare dan daerah sekitarnya. Rentetang peristiwa itu, bukan saia
merupakan suatu bukti betapa gigihnya perlawanan rakyat terhadap
NICA, tetapi juga menyebabkan rencana N,CA yang hendak memulihkan
kembali pengaruh dan kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial
Belanda berada pada ambang ketidakberhasilan. Kenyataan itulah yang
mendasari pemerintah kolonial Belanda mengumumkan,,keadaan
darurat dan perang" (stoot van orloog en beleg, disingkat SOB) pada
1't Desember 1946, untuk wilayah Afdeling Makassar, parepare,
Bantaeng, dan Mandar. Peryataan SOB yang selanjutnya diikuti oleh
aksi militer, mengakibatkan iatuhnya beribu-ribu korban iiwa manusia
yang kemudian dikenal dengan peristiwa ,,korban empat puluh ribu
iiwa" di Sulawesi Selatan.

Meskipun demikian iiwa dan semangat periuangan rakyat
tetap bergelora hingga terbentuknya Negara Kesatuan Republik
lndonesia. Hal ini menuniukkan bahwa perjuangan rakyat parepare
dan daerah sekitarnya melalui organisasi kelaskaran BpRl dalam
menentang kehadiran dan usaha NICA, merupakan suatu bukti bahwa

122 | DINAMIKA KEMTLTTERAN : dari Ketaskarar hingga Batatyon 71o di sutawesi setatan



proklamasikemerdekaan danpembentukan negara Republiklndonesia
yang dicanangkan oleh tokoh-tokoh pendiri negara, adalah merupakan
periuangan seluruh rakyat lndonesia. Bukan hanya keinginan dan

peran dari para koloborator Jepang di mata Sekutu, melainkan iuga
keinginan dan peran dari seluruh rakyat lndonesia, termasuk rakyat di

Parepare dan daerah sekitarnya. Periuangan rakyat secara menyeluruh
itulah yang telah melegitimasikan proklamasi kemerdekaan Republik
lndonesia, sekaligus terhadap hasil keputusan dari rapat PPKI setelah
proklamasi. 5ebab, jika rakyat lndonesia tidak bangkit berjuang
dengan jiwa kesatria dan semangat nasionalisme lndonesia, niscaya
kemerdekaan dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dapat terwulud.
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I

PENDAHUAN

ANDI SELLE DALAM BATALION 71O I 1I9

Tentara atau militer secara konvensional lembaga ini bertugas

untuk menegakkan kedaulatan negara ataupun masyarakat lain, dalam

konteks negara modern, secara fungsional istilah "militer" meruiuk
pada suatu lembaga pemaksa yang termanaiemen secara sah yang

berada di bawah pengendalian negara. Dengan demikian militer adalah

bagian dari aparatur negara atau birokrasi dan berada di bawah kendali

pemerintah negara yang bersangkutan dalam menialankan segala

aktifitasnya.

Setelah revolusi selesai dengan penyerahan kedaulatan dari

pemerintahan Belanda ke pemerintahan R.l Tanggal >9 Desember

1949, para peiuang gerilya menghadapi masalah atas aspirasi dan

tuntutan mereka. Pihak Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS)

menginginkan agar penerimaan mereka ke dalam APRI (TNl) dilakukan

secarah utuh atau keseluruhan tanpa adanya persyaratan-Persyaratan

tertentu. Namun aspirasi dan tuntutan itu ditolak oleh pemerintah yang

menghendaki sistem penerimaan perbatalyon, bukan secarah utuh



keseluruhan sebagaimana tuntutan para gerilya. Aklbat perselisihan
inilah merupakan salah satu pemicu lahimya kemeluk dan gerakan
separatisme di Sulawesi Selatan-

Seiak Andi Selle dipercaya memimpin Batalyon 71o kemudian
diorganisir menjadi Korem 4 Polewali, ia berusaha terus memperkuat
pasukannya. la melengkapipersenjataannya dengan sistem modern dan
menambah pasukannya. Beliau kemudian membentuk pasukan Tentara
Bantuan Operasi (TBO) sebanyak r,ooo orang. Mereka ini direkrut
sebagian besar orang Pinrang sementara para pucuk pimpinannya
terdiri dari kerabat dekat Andi Selle, Pasukan Tentara Bantuan Operasi
(TBO) inilah sebagai pasukan inti atau pengawal Andi Selle.

Alasan Andi Selle memperkuat pasukannya tentu saja ada. Mereka
mempunyai pemikiran dan mensinyalir bahwa suatu ketika pemerintah
Rl akan dikuasai komunis. Mengapa, sejak peristiwa Madiun Desember
1948, orang-orang komunis berusaha terus menyusup masuk ke segala
bidang. ApalagiAndi 5elle menduga bahwa beberapa oknum pejabat di
Angkatan Bersenjata Republik lndonesia (ABRI) sudah dicemari partai
itu melalui agen-agennya atau pembina-pembinanya menyusup ke
dalam Angkatan Darat. Hal yang sama tentu dilakukannya juga dalam
Angkatan Udara dan angkatan-angkatan lainnya. Senada dengan
itu, dan sesuai dengan peta penyebaran komunis, Andi Selle melihat
kemungkinan masuknya komunis ke Sulawesi Selatan melalui 5ulawesi
bagian Barat. Untuk itu la memperkuat pasukannya di wilayah Polmas
dengan demikian apabila komunis masuk lewat Barat akan dihadapi
oleh pasukannya (Wawancara Nurdin Hamma, Polman,27 Agustus
2o18).

5elain alasan tersebut, hal yang menarik dari Andi Selle adalah
ingin mendirikan Negara Federasi Sulawesi. la melihat, ketika berdiri
Negara Kesatuan R.l, ada ketimpangan dalam pembangunan. Hasil
pembangunan lebih banyak dilakukan di Jawa sementara di Sulawesi
pembangunanyangdilihatnya hanya sedikit. Padahal bila melihatkondisi
alam Sulawesi mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Makanya
Andi Selle kurang suka dengan orang Jawa yang datang ke Sulawesi,
apalagi meniadi seorang pemimpin. Andi Selle merasa kedatangan
orang-orang Jawa ke Sulawesi hanya ingin memerintah orang 5ulawesi
kemudian mengeksploitasi kekayaan alam Sulawesi, hasilnya lalu
diangkut ke Jawa. lnilah yang tidak diinginkan Andi Selle. Alasan itu pula
sehingga Andi Selle dimata petinggi Kodam XtV Hasanuddin sebagai
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seorang yang tidak disiplin. lnilah yang membuatnya dipensiunkan
lebih awal dari ketentaraan sebelum waktunya dengan pangkat Letnan
Kolonel. Setelah itu, Batalyon 71o melepaskan hubungan komando
dengan Kodam XIV Hasanuddin pada Tahun 1964, meskipun demikian,
Andi Selle masih mempunyai banyak pasukan. Dari Batalyon 71o yang
dipimpinnya itu meskipun hanya > kompi, namun hampir seluruhnya
tetap ikut kepadanya. Belum lagitambahan pasukan TBO-nya (Tentara
Bantuan operasi) sebanyak ro.ooo personil sehinnga Andi Selle masih
mempunyai banyak anak buah (Tangke,dkk,:ott:tt-t z).

Untuk membiayai dan memperkuat perseniataan, Batalyon 71o
melakukan monopoli perdagangan komoditi kopra yang merupakan
hasil utama daerah Polmas pada khususnya dan Mandar pada
umumnya. Dalam aturan pembelian kopra, biasanya pihak Batalyon
7to hanya membayamya 50 persen dari harga kopra di pasaran.
Menurut pihak Batalyon 7to melalui para anggota TBO, rendahnya
harga kopra yang dibelikan oleh TBO disebabkan para petani tidak
perlu lagi menghitung biaya pengangkutan dari wilayah produsen ke
agen perwakilan pihak TBO, petani sering dipaksa menyerahkan buah
kelapanya secara langsung kepada anggota TBO dengan perbandingan
minimal 9: r. (Asba, 20o7: 227) .ltulah sebabnya sehingga muncul tokoh-
tokoh seperti; Riri Amien Daud, Andi Depu, Baharuddin Lopa adalah
tokoh-tokoh masyarakat Mandar yang menentang Batalyon 71o. Untuk
itu, tokoh-tokoh masyarakat Mandar membentuk sebuah organisasi
bemama: Front Pembebasan Rakyat Tertindas Mandar (FPRTM) yang
berpusat di kota Makassar (conggong, 2o04: ll7),

Selain itu Batalyon 7ro juga melakukan perdagangan dengan
pasukan Dllflll dengan cara barter. Pasukan Dll|Ill membeli senjata
dari pasukan Batalyon 710 secara barter dengan hasil bumi seperti
rotan, merica, damar dll, kemudian hasil bumi itu dijual ke pedagang
dari Malaysia untuk dibarter dengan senjata. Perdagangan antara
Batalyon 7to dengan pasukan Dllffll tercium sampai ke kodam XIV
Hasanuddin. Tanggal 5 April ,954 Panglima Kodam XIV Hasanuddin
Kolonel Muhammad Yusuf kemudian meminta bertemu dengan Andi
Selle di Pinrang untuk membicarakan masalah tersebut. Pertemuan
diputuskan dilaksanakan pada 5 April 1964 di sebuah gudang Dolog di
Leppangeng sekitar to km. dari kota Pinrang (Tangke, dkk., 2o11: )2-23).

Setelah pertemuan itulah terjadi insiden saling tembak menembak
antara kedua pihak. Sejak itu pula Batalyon 710 di bawah pimpinan Andi
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Selle dianggap sebagai pemberontak karena melawan pemerintahan
yang sah sampai akhimya Andi Selle dikabarkan meninggal
september 1964. Pada saat itu, seluruh pasukannya tidak mampu
lagi mengkonsolidasikan diri. Di beberapa wilayah pasukan Batalyon

7to menyerah kepada Tentara Nasional lndonesia (TNl) yang tengah
melaksanakan operasi kilat.

Perubahan gerakan Batalyon 71o di bawah pimpinan A. Selle,

tentunya memiliki kompleksitas permasalahan yang sangat menarik
untuk dikaii dari persfektif seiarah dan ditelaah secara ilmiah guna

memperkaya seiarah lokal yang selama ini hanya meniadi cerita bagi
kalangan generasi muda kita. Berangkat dari realita selarah tersebut
maka penulis merasa perlu untuk menulis gerakan " Batalyon 710 di
Polmas (1951-1954)".
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MENGENAL SOSOK ANDI SELLE

(MArroLA)

Profil Andi Selle
Andi Selle Mattola adalah seorang profil tokoh pejuang di awal

perang kemerdekaan 1945, dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama

Andi Kalason dan ayahnya bernama Andi Nanrang yang lebih populer

dengan sebutan "Puang Nanrang". Beliau ditakdirkan untuk lahir

ke dunia ini dengan nama Andi Selle, sebagai tambahan sebutan

"Mattola" diberikan di kemudian hari oleh karena beliaulah yang

menggantikan (Mattola) Andi Abdullah Bau Massepe untuk mengikuti
konfrensi Paccekke bulan Januaritg4T,sehingga nama beliau kemudian

terkenal dengan sebutan "Andi Selle Mattola" (disingkat A. 5' Mattola)
(Dokumen wawancara Kila Ali, Pinrang, zoo+).

Andi Selle Mattola mempunyai saudara sebanyak delapan orang,

dan ada beberapa di antara saudaranya yang turut ambil bagian

dalam pergolakan menjelang kemerdekaan di masa mempertahankan

kemerdekaan : antaranya AndiArsyad dan Andi Usman lsa. AndiArsyad

adalah orang terdekat Andi selle Mattola dan boleh dikatakan bahwa
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Andi Arsyad adalah wakil Andi Selle Mattola dalam kelasykaran yang
beliau pimpin. Kedua saudara Andi Selle Mattola yang disebutkan di
atas, dalam pergolakan yang dipimpin beliau, telah gugur sebagai perisai
bangsa bersama beberapa orang kawan seperjuangannya, Menurut La
Hasang, bahwa Andi Selle Mattola mempunyai anak sebanyak r3 orang.
Anak-anak beliau hingga kinitelah tumbuh dewasa dan hidup ditengah-
tengah orang kebanyakan dan hidup seperti mereka pula, padahal
secara otomatis keturunan beliau adalah bangsawan-bangsawan
murni. Begitu iuga dengan saudara beliau yang masih hidup hingga kini
ada diantaranya yang hidup sebagai wiraswasta dan mereka tergolong
cukup sukses (Dokumen hasil wawancara, La Hasang,Pinrang, 1999).

Andi Selle Mattola pada zaman menjelang kemerdekaan pernah
menjabat sebagai kepala Kampung Alitta pada tahun 1941 - 1945.
Kampung ini kemudian merupakan salah satu daerah pergolakan yang
cukup penting, oleh karena didaerah inipula terdapat salah satu benteng
pertahanan kekuatan BPRI Suppa. Dalam kedudukannya sebagaikepala
Kampung Alitta, Andi Selle Mattola mempunyai pengaruh yang cukup
kuat di kalangan rakyat Alitta dan sekitarnya, ditambah pula pengaruh
dari ayahanda beliau yang dikenal sebagai peiuang yang tak pernah
takut menghadapi segala bentuk penindasan dari peniajah asing
yaitu bangsa Belanda. Dukungan rakyat Alitta terhadap para pejuang
kemerdekaan tidak dapat disanksikan lagi, hal ini dapat dibuktikan
sewaktu kemerdekaan baru saja diproklamasikan di Jakarta, maka di
Suppa-pun segera dikibarkan Bendera Merah Putih dan seluruh rakyat
di Alitta dikerahkan oleh Andi Selle untuk berangkat menu,u ke Suppa
dalam rangka mengamankan Bendera Merah putih yang dikibarkan
di daerah suppa. Pengerahan rakyat Alitta ini dimaksudkan sebagai
langkah pengamanan, sebab tidak tertutup kemungkinan adanya
anasir-anasir Pihak penlajah yang tidak menginginkan pemerdekaan
bangsa lndonesia. Apa yanE dikhawatirkan tentang gangguan dari
pihak Belanda dan antek-anteknya, ternyata tidak ada sehingga Sang
Saka Merah Putih dapat dikibarkan beberapa waktu lamanya, Untuk
itu Datu Suppa memaklumkan kepada rakyatnya bahwa daerah Suppa
yang sedang dibawah perintahnya dinyatakan sebagai bagian dari
wilayah lndonesia yang baru saja diproklamasikan kemerdekaannya
(Dokumen hasil wawancara: La Hasang, Pinrang, 1999).

Memasuki zaman pergerakan kemerdekaan, Andi Selle pernah
diangkat "sebagai koordinator "Pemuda suppa". Tuiuannya adalah
untuk rnengkoordinasikan teman-temannya dalam rangka menghadapi
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kaum penjajah atau bangsa Belanda yang saat itu ingin kembalimeniajah
bangsa lndonesia yang baru saia dinyatakan kemerdekaannya. Dari

sinilah kepemimpinan Andi Selle Mattola mulai menanjak dan dapat
dilihat kemampuannya untuk para pemuda militan yang ada di daerah
Suppa saat itu, di samping sebagai kepala kampung di daerah Alitta
yang merupakan tempat lahirnya para pemuda pejuang yang banyak
tampil ke depan membela negara dari kaum peniaiahan.

Dalam kedudukannya sebagai wakil pimpinan BPRI Suppa, maka
dalam bulan Desember i946 atau menjelang diadakannya Konfrensi
Paccekke, Andi Selle Mattola mengadakan perialanan inspeksi
kepelbagai daerah pertahanan anak buahnya di bagian utara. Pertama
rombongan Andi Selle Mattola tiba di Kampung Paia, daerah ini pada
saat itu di bawah perlindungan Ambo Dondi. Di daerah ini beliau
mengadakan rapat kilat tentang strategi yang sedang dilaksanakan.
Selesai pertemuan, maka seluruh pasukan kembali ke pangkalannya
masing-masing untuk mengatur pasukan untuk menghadapi pergolakan
berikutnya. Menurut Ali bahwa setelah itu, kemudian rombongan Andi
Selle Mattola, meneruskan peqalanannya ke daerah Kaballangan dan
meneruskan perjalanan ke daerah Ratte, sedang Andi Arsyad sendiri
tetap tinggal di Kampung Paia. Setelah kepergian Andi Selle Mattola
ke Ratte, seorang kurir datang ke Paja melaporkan kepada Andi
Arsyad bahwa Andi Mattalatta dan Saleh Lahade telah mendarat dan
ingin bertemu dengan pimpinan BPRI Suppa yaitu Andi Selle Mattola.
Akhirnya Andi Selie Mattola kembali ke Kaballangan untuk menemui
AndiArsyad sehubungan dengan kedatangan Andi Mattalatta dan Saleh
Lahade. Sehabis pertemuan dengan Andi Arsyad, maka diputuskan
untuk datang mengikuti komprensi seperti yang diemban oleh Andi
Mattalatta sebagai pemegang mandat dari Panglima Besar Jenderal
Soedirman. Setelah itu, Andi Selle Mattola bersama rombongannya
menuiu ke daerah pertahanan Andi Abubakar Lambogo di Enrekang.
Beliau melalui beberapa daerah seperti Kampung Bila, Padang Lolo,
Bilajeng, Bulisu terus masuk ke daerah Enrekang. Selesai kuniungan
beliau kembali ke Suppa mempersiapkan diri untuk mengikuti
komprensi di Paccekke (Dokumen wawancara La D,ide, Pinrang, 2oo2).

Sebagai wakil dari Andi Abdullah Bau Massepe, maka Andi Selle

Mattola yang menjalankan roda kelasykaran sehingga beliau lebih
dikenal sebagai pimpinan BPRI Suppa ketimbang Datu Suppa sendiri.
Hal ini disebabkan karena kesibukan yang teramat banyak yang
menghadang Andi Abdullah Bau Massepe, sehingga semua waktunya
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tidak ada diluangkan untuk BPRI Suppa. Kesibukan lain dari beliau
adalah karena pada saat itu beliau iuga meniabat sebagai Bungken
Kanrikan disamping jabatan lain yang dipegang didalam keorganisasian
dan kelaskaran.

BPRI Suppa yang dimotori oleh Andi Selle Mattola, yang seiak
awal dibentuknya mempunyai wilayah yang cukup luas dan
berpengaruh sangat besar di kalangan rakyat biasa. Memasuki jaman

mempertahankan kemerdekaan, Andi Selle Mattola bertambah
sibuk dengan bertambah luasnya wilayah yang berada di bawah
pengaruhnya. setelah diadakannya Komprensi Paccekke pada zo-:z
Januari 1947, Andi Selle Mattola diangkat sebagai komandan Resimen I

Devisi Hasanuddin dengan pangkat Letnan Kolonel. Kekuatan pasukan

resimen I pimpinan Andi Selle Mattola adalah sebanyak lima Batalion
atau sekitar 5ooo orang personil dengan perseniataan yang cukup
memadai (Kila, t996:53).

Perlengkapan perseniataan yang dimiliki kelima batalion Andi

Selle Mattola, boleh dikatakan yang terbanyak dimiliki di antara
semua kelasykaran yang ada di Sulawesi Selatan saat itu. Hal ini dapat
dimengerti, oleh sebab Andi Selle Mattola di masa kekuasaannya

di daerah Suppa-Pinrang meliputi lima kabupaten. Seluruh aspek
perdagangan yang ada di lima kabupaten tersebut, dimonopoli oleh
beliau terutama komoditi dagangan yang sangat potensial yaitu
beras dan kopra. Komoditi dagangan ini diangkut keluar daerah
seperti ke Tawau dan Singapura, kemudian ditukar/dibarter dengan
senjata ketimbang diiual kepada konsumen. Walaupun harus diiual,
akan tetapi seluruh hasil peniualan dibelikan kembali seniata guna
periuangan resimen Andi Selle Mattola di Sulawesi Selatan (Dokumen
wawancara Ladiide, Pinrang, 2oo2). Selaniutnya, beliau menielaskan
bahwa lancarnya arus perdagangan Mattola oleh karena didukung
oleh sarana kapal yang dimiliki secara pribadi oleh beliau. Kapal iniyang
mengangkut beras dan kopra yang kemudian ditukar dengan seniata.
Senjata-seniata tersebut kemudian disalurkan ke dalam iaiaran Batalion
Andi Selle Mattola untuk memperkuat pertahanan dalam menghadapi
tentara Belanda.

Dari hasil perdagangan yang dimonopoli oleh Andi Selle Mattola di
lima wilayah kabupaten guna menuniang kelancaran periuangannya,
telah pula membawa Andi Selle Mattola meniadi orang kaya. Kekayaan

beliau diperkirakan ada Rp. 4,3 milyar yang terdiri dari macam-macam
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bentuk seperti emas, permata, perusahaan, simpanan di Bank, gedung-
gedung, dsb. Jumlah tersebut di atas, tidak termasuk di dalamnya
sawah-sawah, empang-empang dan binatang berupa sapi 5oo ekor
serta tiga buah kapal, akan tetapi yang terakhir itu ditenggelamkan di
daerah jaiahan lnggeris oleh TNl. Harta kekayaan yang tersebut di atas
tadi, telah dimiliki dan diambil alih pemerintah (Anwar, t98o:451).

Dalam peristiwa Pinrang yang terjadi 5 April 1954, Andi Selle Mattola
yang pernah menguasai empat kabupaten di Sulawesi Selatan, terkena
tembakan pada bagian kakinya dan kemudian atas kesetiaan para

bawahannya, Andi Selle Mattola ditandu dan dilarikan untuk mencari
perlindungan. Kemudian pertempuran yang teriadi pada tanggal I

September 1954 di sekitar kompleks Parambu salah satu benteng
pertahanan Andi Selle Mattola di Bungin Pinrang, dalam pertempuran
itu beliau mendapat luka berat dan masih sempat dilarikan oleh anak
buahnya untuk menghindari sergapan. Namun, Andi Selle Mattola
terdesak di sebuah iurang yang sangat terial yang mempersempit
ruang geraknya, Di sinilah beliau dibawa lari oleh anak buahnya
dan disembunyikan di suatu tempat yang iauhnya sekitar 50 meter
dari tempat pertempuran hingga beliau menemui aialnya. TemPat
menyembunyikan mayat bellau adalah dalam sebuah lubang batu, yang
cukup besar (Dokumen hasil wawancara, La Matta, Pinrang).

Nanti esok harinya, tanggal 2 September 1964, mayat Andi

Selle Mattola bisa diketemukan. Mayat beliau diketemukan dalam
keadaan utuh dan kemudian dibawa ke Rumah -Sakit Parepare untuk
diserahkan kepada pihak keluarganya untuk dimakamkan. Pasca

kematiannya, seluruh harta benda beliau disita oleh negera untuk
dipergunakan membangun wilayah yang pemah dijadikan sebagai

basis perjuangannya, yaitu Mandar secara keseluruhan. Penyitaan harta
yang dimiliki oleh beliau berdasarkan Keputusan Presiden Republik
lndonesia NO.291 Tahun 1954, yang ditetapkan di Jakarta pada tang8al
12 November 1964.

Konfrensi Pacekke
Pertemuan Andi Mattalatta dengan Panglima Besar Sudirman di

Markas Besar Tentara ( MBT), kemudian dilaniutkan dengan kontak
bersama dengan Kahar Muzakkar yang pada saat itu meniabat sebagai

komandan BKI (Badan Keamanan lndonesia), kemudian melahirkan
usul pembentukan TRIPS. Usul ini diterima baik Markas Besar Tentara
yang pada akhirnya meniadi salah satu bagian atau usaha Markas Besar
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Tentara. Tanggali6 April, dikeluarkan surat keputusan atau mandat dari
Panglima Besar Jenderal Sudirman yang isinya menugaskan kepada
Kahar Muzakkar, Andi Mattalatta dan M. Salah Lahade untuk:

1. Melakukan pembentukan kader dan pasukan lengkap dengan
peralatan militer untuk diberangkatkan ke Sulawesi Selatan
secara ekspedisi.

2. Membentuk Tentara Republik lndonesia di Sulawesi Selatan,
disingkat TRIPS, dengan kekuatan satu devisi, guna menegakkan
dan membela Republik lndonesia.

3. Menyampaikan laporan tentang hasil daritugas tersebut kepada
Panglima Besar Jenderal Soedirman sebagai tindak laniut dari isi

keputusan (mandat) tersebut, maka dibentuklah stap komando
Tentara Republik lndonesia - Persiapan Sulawesi yang kemudian
dinamakan Resimen Hasanuddin pada tanggal 24 April 1g46,
adalah:

Komandan

Wakil

Kepala Staf

Seksi I

Seksi ll

Seksi lll
Seksi lV

Sekretaris

: Letnan Kolonel Kahar Musakkar

: Mayor Andi Mattalatta

: Mayor Saleh Lahade

: Kaptan Bazuki Effendi

: Letnan Nurdin Marlin

: Letnan Ali Abdullah

: Letnan Said dan Kapten Usman Massepe

: Letnan Dungga (Diarwadi,dkk.r gT::33).

Komando berkedudukan di Jalan Trimargo No. 1o Jogyakarta. Stap
Komando inilah yang merupakan cikal bakal adanya Tentara Republik
lndonesia (TRl) Sulawesi Selatan. Sebelum para TRI dikirim ke Sulawesi
Selatan, mereka semua dilatih tentang dasar-dasar kepraiuritan di Solo.
Maksud ekspedisi ini adalah dalam rangka membantu para pejuang
di Sulawesi Selatan yang saat itu sangat terdesak oleh tentara NICA/
Belanda. Juga diharapkan agar supaya Proklamasi Kemerdekaan t7
Agustus 1945 tetap dapat dipertahankan dari segala bentuk ronrongan
musuh (Pawiloi : 1987 : 34o). Selanjutnya rombongan ekspedisi yang
dikomandoi oleh Mayor M. Saleh Lahade, beranggotakan Letnan Satu
Andi Oddang, Letnan Muda Sukamo, Letnan Muda Dg. Gassing dan
Kopral Parasai sudah tiba. Rombongan ini tiba di pedalaman yang
masih dikuasai oleh pasukan lasykar sehingga dapat memperkuat
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konsulidasi. Tentara Republik lndonesia. Dengan segera direncanakan
untuk mengadakan pertemuan antara semua badan-badan perjuangan
berseniata yang ada di daerah Sulawesi Selatan, berdasarkan isi surat
atau mandat yang diberikan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman.

Undangan segera disebarkan kesemua kelasykaran yang ada di
Sulawesi 5elatan dengan kuriryangterpercaya. Pertemuan ini disepakati
dalam undangan adalah di Dusun Pacakke, Kecamatan Mangkoso,
15 KM dari poros jalan utama Makasar - Parepare, Pertemuan ini
berlangsung dari tanggal >o sampai dengan 24 )an$ari 1947. pimpinan
Komperensi adalah Andi Mattalatta yang dibantu oleh Saleh Lahade
sebagai pemegang mandat dari Panglima Besar Jenderal Soedirman.

Pada pertemuan ini, yang sempat hadir adalah hanya 8 utusan
kelasykaran bersama pasukannya, Dari delapan utusan ini diperkirakan
sekitar 7oo Pasukan yang hadir dengan kekuatan senjata 3oo pucuk
dari berbagailenis. Pertemuan ini dilangsungkan di atas sebuah rumah
bertiang (rumah kayu) khas dusun paccekke dan yang paling besar di
daerah ini.

Kedelapan kelasykaran yang hadir bersama pasukannya adalah:

1. KRlS Muda Mandar, oleh Andi parenrengi dkk.
2. BPRI Suppa, oleh Andi Selle dkk.
3. BPRI Enrekang, oleh Abubakar Lambogo dkk.
4. BP.Ganggawa Barru, L. Rahmansyah dkk.
5. Gapis Soppeng oleh M. tdris palunggeng dkk.
5. KRIS, oleh Andi Cabammbang dkk.
7. Harimau lndonesia oleh Muhammad Syah.
8, Banteng Makassaroleh Daeng Bonto (pawiloi, i9g7:141).

Tokoh-tokoh lain yang hadir adalah Hamid Ali, Andi Azis Tamimi, La
Domeng, Usman Sani, Maolwi Saelan, . mereka adalah peserta inti.
Para peserta iAndi Sapada, Andi Oddang, AndiArsyar, Andi parama,eng,
H. M. Tayib, Ambo Siraie, Siraiuddin Salam, Abd.Gafiar, La tndi, Daud
Siia, La Pagasa, Bachtiar, M. Daud, Alim Bachri, M. Daeng patompo,
Andi Sode Maramat, Yusuf Rasul, Edi Mangilep, Said Muhammad,
Makkarodda, Mahmud Sewang, Kasim Dm, Muharram Jaya, M. Arsyad
B. Harjono, Ambo Bunga, PuangToreang dan terakhir adalah,,La Dlide,,
alias Tjakkodo yang diberitakan gugur pada pertempuran di parangki
suppa melawan Belanda dalam rangka membantu pasukan expedisi
Murtala dkk untuk mendarat. Padahal beliau pada saat penelitian
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dilakukan masih dalam keadaan sehat wal'afiat dan beliau rupanya

sudah mulai terlupakan. Dan dari pertemPUran itulah, beliau kemudian

diberi gelaran Tiakkodo, oleh karena pada saat bertempur beliau duduk
di atas sepucuk senjata brengun yang gaya duduknya persis seperti
kodok (Dokumen wawancara : La Djide dan La Hasang 2oo),1999).

Kerja keras dan keuletan dari Andi Mattalatta bersama Saleh La

Hade sebagai pemegang mandat dari Panglima Besar Sudirman,

maka Konfrlnsi Paccekke dimulai pada tanggal 20 samPai dengan u 4

Januari 1947 ada yang menyatakan dimulai tanggal zo.sampai dengan

4 nnuaf i,947, p-erb-edaan'itu memang masih memerlukan penelitian

lebih mendalam.

Pada Konfrensi Paccekke yang berlangsung dari tanggal 2o lanuari

1947, direncanakan membeniuk iatu devisi di Sulawesi Selatan dengan

k-etlatan empat resimen termasuk 1 Resimen persiaPan untuk Sulawesi

Tenggara, adalah:

1. Satu resimen di Polongbangkeng bagian Selatan

2. Satu resimen di sekitar Pare-pare

3. Satu resimen di sekitar PaloPo

i. iit, r.uti."n dipersiapkan untuk Sulawesi Tenggara (Bahtiar'

2o14:ro5),

Datu Suppa, AndiAbdullah Bau Massepe pada saatakan dilaksanakan

konfrensi, teliau tidak bisa hadir oleh karena telah ditangkap tentara

NICA/ Beianda, sehingga waktu beliau diangkat atau dilantik sebagai

hasil konfrensi, beliJu- hanya dilantik secara "in dbcentid" sebagai

Panglima Devisi Hasanuddin dengan pangkat kolonel' Susunan Resimen

I Devisi Hasanuddin adalah :

Komandan : Letkol Andi Selle (Mattola)

Kepala Staf/wakil : MaYor A. ArsYad

H. Thayeb Kallado

Kepala Bagian : Andi Paramajeng

Komandan Batalion i

1. Batalion Satu Komandan L. Rahmansyah

2. Batalion Dua Komandan Ambo Siradie

l. Batalion Tiga Komandan Abubakar Lambogo

4. Batalion Empat Komandan Andi Parenrengi (Amir,2oo1:54)'

5, Batalion Lima Komandan La Kallo Ambo Dondi

(batalion ini belum dilantik saat itu).
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Ditetapkan pula/diresmikan secara "in obcentid" adalah Resimen ll
DevisiHasanuddin di Polombangkeng bagian selatan dengan komandan
Palonga Daeng Nalle. Diresmikan pula Resimen lll Devisi Hasanuddin
yang beroperasi di daerah Luwu dan sekitarnya dengan komandan Datu
Luwu, Andi Djemma. Seiak saat itulah maka kelasykaran-kelasykaran
tersebut di atas berubah menjadi Tentara Republik lndonesia Persiapan
Sulawesi (Kila, 1995: 5j).

Sebenarnya dari beberapa sumber yang diperoleh di lapangan
menyatakan bahwa saat pelantikan Resimen Satu Devisi Hasanuddin
sebagai hasil dari Kompetensi Paccekke, Andi Selle memperoleh dua
iabatan dan dua pula pangkat. Jabatan pertama adalah sebagai Panglima
Devisi Hasanuddin dengan pangkat Kolonel, hal ini terjadi oleh sebab
Andi Abdullah Bau Massepe tidak sempat hadir karena tertangkap
oleh Belanda, sehingga secara otomatis beliau harus digantikan oleh
Andi Selle yang pada saat itu iuga menjabat sebagai wakil komandan
BPRI Suppa. Untuk itu, Andi Selle- lah yang menggantikan belau untuk
menghadiri Komprensi Paccekke di Barru. Jabatan kedua adalah
sebagai komandan Resimen Satu Devisi Hasanuddin dengan pangkat
Letnan Kolonel (Dokumen hasil wawancara: La Hasang, Pinrangrggg).

Dariperistiwa tertangkapnya beliau AndiAbdullah Bau Massepe oleh
Belanda, sehingga pada saat pembukaan dan penutupan Komprensi
Paccekke beliau tidak hadir dan hanya di gantikan (dalam bahasa
Bugis Mattola) oleh Andi Selle yang pada saat itu, meniabat sebagai
wakil pimpinan BPRI Suppa. Dari sinilah awalnya sehingga nama Andi
Selle ditambahkan kata Mattola (pengganti) dibelakangnya sehingga
meniadi Andi Selle Mattola. Perihal pemberian kata mattola "Bermula
ketika Andi Selle dikabarkan telah meninggal dunia karena tertembak
oleh pasukan Belanda, namun belakangan ia munculkembali memimpin
pasukannya. Kejadian seperti itu berulangkali terjadi sehingga akhirnya
diberi nama AS. Mattola, alias Andi Selle Mattola artinya pengganti
Andi Selle (Tangke,dkk.:or r::>).

Versi tersebut sangat berbeda dengan sumber lain yang menyatakan
bahwa kata mottola yang tertulis di belakang nama asli Andi Selle
adalah muncul ketika akan diselenggarakan pertemuan di Kampung
Pacekke. Pada pertemuan tersebut, rencananya akan dilantik Andi
Abdullah Bau Massepe sebagai Komandan Devisi Hasanuddin, namun
yang bersangkutan berhalangan hadir sebab terlebih dahulu telah
ditangkap oleh tentara Belanda. Oleh sebab itu, maka Andi Selle-lah
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yang menggantikan posisi beliau dalam pertemuan itu' Karena dia

sebagai pengganti (mattola) maka akhirnya kata itu melekat pada

namanya yaitu Andi Selle Mattola. Pengetahuan tentang nama beliau

itu memang belum populer di kalangan masyarakat, tapi keluarga dan

para bekas anak buahnya memahami proses muncul nama tersebut'

Sementara nasib Datu Suppa, Andi Abdullah Bau Massepe belum

diketahui, maka koordinator Devisi berusaha mencapai Luwu, bahkan

sampai ke lereng Gunung Latimoiong. Tuiuannnya adalah untuk

mengadakan komprensi laniutan (komprensi kedua) untuk melengkapi

personil-personil yang telah dibentuk pada saat Komprensi Paccekke

akan tetapi belum lengkap. Akan tetaPi hal ini tidak terlaksana oleh

karena keadaan Sulawesi Selatan saat itu sangat sulit, sebab operasi-

operasiyang dilancarkan oleh tentara KN lL sebagai langka pembersihan

dalam rangka mengamankan Sulawesi Selatan dari serangan-serangan

yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan'

Selesai pelantikan Andi Selle Mattola sebagai Komandan Resimen

I TRI'1PS Sulawesi Brigade XVl, maka beliau memberikan perintah dan

instruksi kepada para komandan batalion agar segera; 1) Bergiat dan

menampakkan kegiatan-kegiatan kerla dan mengatur serta menyusun

stap dan benterlg pertahanan yang kuat. :) segera melakukan

persiapan-persiaPan bagi anggota pasukannya untuk mengadakan

iabotase dan perlawanan serta Penyerangan terhadap musuh

(Dokumen Ambo Bunga: zoot :3).5elaniutnya diielaskan bahwa setelah

ielesai memberikan pengarahan kepada para Komandan Batallonnya,

maka komandan Resimen I TRI-PS Andi Selle Mattola dan rombongan

kembali ke pangkalannya di Suppa. Dalam perlalanannya pulang,

di tengah perialanan beliau dan rombongan mendapat serangan,

sehingga teriadi PertemPuran yang cukup seru. Korban di pihak TRI-

PS adiiah satu orang yang tewas yaitu La Paleseng dan luka seorang

yaitu La Kalu. Usai pertemPuran perialanan diteruskan ke DuriangngE,

kemudian diteruskan ke Massenrengpulu untuk membicarakan tentang

kelanjutan perjuangan.

Sejak selesainya Komprensi Paccekke yang dibuka pada tanggal

20 .,anuari 1947 yang dipimpin oleh Andi Mattalatta bersama M' Saleh

Lahade dan ditutup pada tanggalz3 Januarit947, beberapa kelasykaran

yang ada di Sulawesi Selatan yang hadir di komprensi secara resmi

dilantik sebagai Tentara Republik lndonesia Persiapan Sulawesi yang

disingkat T.R.l. P5. Juga termasuk di dalamnya BPRI SuPPa dan BP'

Ganggawa di Rappang.
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Sesudah Komprensi Paccekke dilangsungkan dalam rangka
pembentukan Devisi Hasanudddin (TRIPS), pendaratan expedisi dari
Pulau Jawa tetap dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk membantu para
peluang di Sulawesi Selatan yang sudah disatukan oleh satu wadah
peiuangan yaitu Tentara Republik lndonesia-Persiapan Sulawesi untuk
menghalau/mengusir para peniaiah. Keadaan pasukan TRIPS pada awal
pembentukannya, sarana dan prasarana yang dimiliki sangat tidak
memadai.

Sehubungan dengan halyang dimaksud di atas, maka dari kesatuan
Markas BesarAngkatan Laut pada tahun t945 telah dikirim perwira dari
sta{ MPA VUM Lawang untuk belaiar mengenai hal ihwal kepraiuritan,
mereka adalah:

Lettu M. Amir untuk wilayah Mandar.
Kapt. Abdullah DM untuk wilayah Pare-Pare/Pinrang
Kapten Wahab Pancana untuk wilayah Barru dan Pangkep
Kapten Syamsul Arief untuk Kota Makassar/Maros
Lettu Arsyad Temba untuk Takalar sampai Siniaa (Pawilloi, 1987 :

145)

Sementara pembersihan mulai dilakukan algoio Belanda yaitu
Westerling di Sulawesi Selatan, beberapa kelasykaran yang ada,
tetap memberangkatkan wakilnya ke Pulau Jawa untuk mengadakan
hubungan dan mencari bantuan guna perjuangan di Sulawesi Selatan
dalam rangka mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan. Anggota
rombongan yang berangkat masing-masing adalah :

1. BPRI Suppa, diwakili oleh Andi Selle Mattola.
2. BP. canggawa diwakili oleh Puang Toreang.

3. Dari TRIPS diwakili oleh Andi Oddang, A. R. Malaka dan Azis
Tamimi.

4. Dari ALRI Yon ldaerah llloleh Kapt. Muh.Syah.

5. Ekspedisi ALRI-SS diwakili Kapten Hasan Rala, Lettu 5. Abdullah,
Lettu A. Rivai-

Mereka itulah yang berangkat ke Pulau Jawa, dimana keberangkatan
mereka adalah merupakan hasil pertemuan di Gunung Nepo yang
dilangsungkan pada tanggal 18 April 1947. Rombongan itu berangkat
pada tanggal 4 Mei 1947 dengan menggunakan perahu ienis sonde, tiba
di Bondowoso pada tanggal 15 Mei 1947, keesokan harinya sebagian
melaporkepada Kahar Muzakkar(Kila,t995:55).

1.

2

3

4
5
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Setelah keberangkatan AndiSelle ke Pulau Jawa, maka daerah 5uppa
dan sekltarnya mulai mendapat perhatian yang serius dari serangan
musuh. Hal ini disebabkan oleh karena sejak dulu Suppa dan sekitarnya
adalah merupakan suatu daerah yang berbahaya, atau daerah momok
bagi tentara KNIL atau Belanda. Hal ini disebabkan karena daerah ini

adalah tempat bercokolnya para pemimpin peluang kemerdekaan, di
samping Suppa saat itu diperintah oleh Andi Abdullah Bau MassePe

(saat itu masih datu). Andi Abdullah Bau Masseppe sendiri hingga

akhir hayatnya terkenal sebagai orang yang paling antiterhadap segala

bentuk penjajahan dan tidak mau kerjasama dengan Belanda walau
apapun resikonya.

Tidak sedikit korban yang iatuh di daerah SupPa dan Rappang dalam
mempertahankan Kemerdekaan, apalagi dengan masuknya Westerling
untuk melakukan penangkapan dan penyiksaan, bahkan yang paling
mengenaskan adalah pembunuhan secara sadis, baik terhadap para
pejuang, maupun terhadap rakyat biasa yang tidak berdosa. Manusia
dibantai ibaratnya oleh beberapa ekor binatang buas yang sewaktu-
waktu dapat menerkam orang, begitulah yang teriadi hingga Andi Selle

kemudian kembali ke daerah ini(Suppa) untuk melanlutkan periuangan

melawan bangsa penjajah (Belanda atau NICA).

Peranan Kelasykaran'45 di Sulawesi Selatan
Kelaskaran di Sulawesi Selatan sejak berdirinya selalu menghadapi

ronrongan-ronrongan yang bermaksud ingin mengusai, baik itu dari
luar maupun yang datang dari dalam. Hal-hal seperti itu memang paling
sering terjadi dalam rangka memperluas suatu wilayah kekuasaan,

hal ini berlanjut hingga memasuki zaman Kolonial Belanda sampai
diproklamasikannya Kemerdekaan Republik lndonesia. Ronrongan-
ronrongan yang dilakukan oleh bangsa asing (bangsa Belanda dan
bangsa Jepang) di sulawesi Selatan mendapat tanggapan positif dari
seluruh rakyat dan para pemuda pejuang dan tokoh-tokoh masyarakat
yang mempunyai pengaruh kuat saat itu. Tanggapan positif yang
dimaksud diatas adalah bangkitnya masyarakat dan tokoh masyarakat
serta para pemuda pejuang untuk membentuk satu wadah yang dapat
menampung mereka untuk melawan ronrongan dan penindasan yang
dilakukan bahwa Belanda dan Jepang,

Peran aktif para pemuda pejuang dan tokoh masyarakat dan para
pemimpin formal saat itu menentang segala bentuk penindasan
dan kesewenang- wenangan yang sangat menggangu kehidupan di
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tengah-tengah masyarakat yang tak berdaya. Bentuk penentangan
yang mereka lakukan yaitu terutama sekali kelihatan yaitu saat-saat

menjelang maupun setelah diproklamasikannya kemerdekaan. Mereka

secara sadar dan serentak membentuk beberapa kelasykaran guna

melawan para peniaiah yangtelah berlaku sewenang-wenang dan telah
merampas hak rakyat sehingga membawa penderitaan di mana- mana.

Kelasykaran-kelasykaran yang dibentuk saat itu kemudian dikenal
dengan kelasykaran '45' Sulawesi Selatan. Kelasykaran yang dibentuk
ini memang lahir pada era tahun 45 sehingga diberi nama demikian
itu, kelasykaran tersebut antara lain: BPRJ Suppa, BP Ganggawa, KRIS

Muda Mandar, Lipang Baieng, Harimau lndonesia, Laptur, dsb.

Kelasykaran 45 di Sulawesi Selatan pada dasarnya dibentuk sebagai

salah satu wadah tempat berkumpulnya para pemuda peiuang,

tokoh masyarakat yang mempunyai cita-cita tinggi melepaskan diri
dari belenggu bangsa Asing demi mengangkat nama dan harkat

bangsanya, Di samping sebagai pusat pemusatan kekuatan dalam
rangka memperiuangkan bangsa dan negaranya menuiu cita-cita
kemerdekaan. Serta berperan sebagai pusat Penyebarluasan ide

menuiu kemerdekaan.

Peranan dari kelasykaran ini adalah berluang untuk kemerdekaan
lndonesia agar dapat terbebas dari segala bentuk peniaiahan dan

penindasan. 5etelah memasuki era kemerdekaan, kegiatan dari setiap

kelasykaran semakin bertambah dan semakin berat oleh karena

kemerdekaan yang telah diperiuangkan dengan tetesan keringat dan

darah harus dipertahankan dari segala bentuk ronrongan-ronrongan
yang tidak menghendaki atas kemerdekaan bangsa lndonesia.

Memasuki zaman kemerdekaan dengan mulainya sistem
pemerintahan dibenahi, maka di Dusun Paccekke, Kabupaten Barru,

diadakan suatu komperensi untuk menyatukan kelasykaran-kelasykaran
yang ada di Sulawesi Selatan di bawah satu wadah yang bersifat
nasional. Dari hasil komperensi itu, melahirkan beberapa kesatuan

(devisi) di Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah BPRI Suppa dan BP.

Ganggawa sebagai hasil komprensi kemudian dilebur luga ke dalam

divisi Paccekke (divisi Hasanuddin) dengan 5 batalion, seiak saat itulah

BPRI Ganggawa sudah tidak ada lagi. Dengan leburnya kelasykaran-

kelaskaran tersebut di atas, maka boleh dikatakan bahwa itulah yang

merupakan cikal bakal lahirnya Komando Daerah MiliterXlV Hasanuddin

(sekarang Komando Daerah Militer Vll Wirabuana disingkat KODAM Vll
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Wirabuana). Untuk ielasnya tentang hal ini, lihat pada bagian lampiran
tentang "Pertumbuhan Satuan Tempur Awal Kodam XIV Hasanuddin
tahun 195o-i982. (Jarah Dam XIV Hasanuddin,rg8z:6uu).

Walaupun Andi Selle hanya menduduki jabatan sebagai wakil
dari Andi Abdullah Bau Massepe di dalam tubuh kelasykaran BPRI

Suppa, akan tetapi di dalam pelaksanaan pengambilan keputusan dan
kebijaksanaan menyangkut kelanjutan organisasi, terletak di tangan
Andi Selle Mattola. Hal ini disebabkan oleh karena kesibukan Andi
Abdullah Bau Massepe yang saat itu menlabat sebagai datu (raia) di
suppa, juga meniabat sebagai "Bunken Kanrikan" di dalam wilayah
hukum afdelling Parepare yang meliputi 5 daerah (onder afdelling).
Ditambah lagi kesibukan lainnya yaitu, menduduki beberapa iabatan
dalam beberapa organisasi kelasykaran yang ada di ofdelling Parepare.
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TERBENTUKNYA WADAH MILITER

DAN BISNISNYA

Terbentuknya Kesatuan Militer
Lembaga yang menaungi masalah pertahanan dan keamanan untuk

menegakkan kedaulatan negara adalah tentara atau militer. Dalam
konteks negara modern seperti sekarang, secara fungsional istilah
"militer" menunjuk pada suatu lembaga pemaksa yang termanagemen
secara sah berada di bawah pengendalian negara. Dengan demikian
secara nyata militer adalah bagian dari aparatur negara atau birokrasi
dan berada di bawah kontrol pemerintah negara yang bersangkutan
dalam menjalankan segala aktifitasnya. Lembaga kemiliteran di
lndonesia mempunyai tugas dwi fungsi atau dua fungsi, yaitu fungsi
pertahanan-keamanan dan fungsi sosial politik.

Fungsi sebagai militer di I ndonesia pada awal kemerdekaan dipegang
oleh Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang mulai bertugas pada :o
Agusutus t945 atau tiga hari setelah diproklamirkannya kemerdekaan
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itu. Badan ini adalah bagian dari Badan penolong Keluarga Korban
Perang (BPKKP) bertugas untuk memelihara keamanan bersama-
sama rakyat dan jawatan pemerintah lainnya di bawah koordinasi
Komite Nasional lndonesia (KNl) yang juga dibentuk pada saat yang
sama. Perubahan itu tetap membuat para pemuda kecewa dan tetap
berkeinginan untuk memiliki tentara. Oleh sebab itu, para pemuda lalu
membentuk berbagai kekuatan bersenjata lain dengan pembentukan
berbagai laskar di daerah, bahkan sebenarnya sudah dibentuk
mendahului BKR (Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, lggo:1o7-
109).

Memasuki bulan September 1945, kondisi berubah dengan
kehadiran tentara Sekutu yang diikuti oleh kekuatan militer
Belanda karena menimbulkan persoalan baru. Kehadirannya telah
menyebabkan terladi berbagai insiden. Oleh sebab itu, pemerintah
menyadarinya bahwa harus dibentuk atau mendirikan sebuah lembaga
militer yang bertugas bukan sekedar meniaga keamanan belaka.
Kenyataan itulah menyebabkan sehingga pemerintah mengeluarkan
Dekrit Presiden 5 oktober 1945 untuk membentuk Tentara Keamanan

Rakyat (TKR). Kalau diperhatikan dengan cermat, Tentara Keamanan

Rakyat sebenarnya adalah jelmaan dari BKR yang kemudian diberi
tanda pangkat umtuk membedakannya dari yang sebelumnya. Selain

itu, struktur keorganisasiannya kemudian ditetapkan sesuai dengan

organisasi militer yang propesional. Meski telah dibentuk TKR sebagai

Wadah resmi kemiliteran di lndonesia, namun tidak serta merta
menghilangkan kelompok-kelompok pemuda berseniata atau laskar
yang banyak terdapat di daerah. Pada 7 Januari 1946, Tentara Keamana

Rakyat (TKR) diubah lagi namanya menjadi Tentara Keselamatan
Rakyat. Selaniutnya pada 24 Januari 1946, Tentara Keselamatan Rakyat

diubah lagi namanya menjadi Tentara Republik lndonesia (TRl), dan

di luarnya masih terdapat kelompok-kelompok berseniata lainnya

yanE dikoordinasikan oleh masing-masing kelompoknya' Karena

kedua kelompok ini berialan sendiri-sendiri sehingga pemerintah
mengkhawatirkan lika teriadi bentrokan-bentrokan antara keduanya'
Itulah sebabnya pada 5 Mei 1947, pemerintah dengan cePat merangkul
keduanya di bawah satu komando, yaitu Tentara Nasional lndonesia
(TNl). Tentara Nasional lndonesia kemudian diresmikan namanya pada

j Juni1947 (Purwanto, :ooo:r49).

Di Jokyakarta, disusun suatu komando yang akan diberangkatkan
ke Sulawesi Selatan untuk membentuk satu kesatuan tentara
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dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. sementara itu, iuga

beberapa ir"ng peiuang berangkat ke Jakarta atas kuasa Gubernur

Ratulangi untuf berteniu presiien Soekarno' Mereka yang berhasil

bertemu dengan Presiden adalah; Saleh Lahade, Andi Mattalatta'

La Nakka, itluh'Rmin, Haii Abdul Karim dan Muh' Yahya' Mereka

kemudian berdialoh dengan Presiden dan menielaskan tentang situasi

perjuangan di Sulawesilelatan, setelah itu Presiden menanyakan "
ipu y.n'g saudara butuhkan?". Diiawab oleh Saleh Lahade bahwa"

xami membutuhkan Perintah dari Pemerintah Agung mengenai soal-

soal pemerintahan serta perhubungan". Lebih laniut diielaskan, bahwa

atas usul La Nakka, maka dimintalah pemancar radio dari Presiden.

Kemudian Presiden menegaskan lagi bahwa"soal Sulawesi akan saya

bicarakan dengan wakil Presiden Moh. Hatta dan Panglima sudirman".

selanjutnya utusan diperintahkan menemui Perdana Menteri, Sutan

Slahrir yang berada di Pegangsaan Timur 56, yang berkantor di Jalan

cilacap No.z, Jakarta. Setelah pertemuan itu berlangsung, PM. syahrir

memerintahkan beberapa menterinya untuk membantu rombongan

dari Sulawesi dengan memberikan bantuan untuk dibawa, antara

lain berupa; obat-obatan, alat-alat radio pemancar dan penerima, dan

sejumlah gula pasir, rokok (Djarwadi,dkk.,t97z:33).

Sementara rombongan kedua yang dipimpin oleh Andi Mattalatta
berangkat ke Yokyakarta untuk menemui Panglima Besar Jenderal

Sudirman. Setelah bertemu Jenderal Sudirman, rombongan lalu

menemui Abdul Kahar Muzakkar sebagai Komandan Batalion

Kamaiuan lndonesia (BKl) yang tergabung dalam Brigade Pendidikan

lntel pimpinan Zulkipli Lubis. Dari pertemuan itu, lalu diusulkan untuk
membentuk TRI-PS untuk diberangkatkan ke Sulawesi dan merupakan

bagian darirencana Markas BesarTentara (MBT)' Sehubungan dengan

itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman pada t5 April t945 menugaskan

kepada: Abdul Kahar Muzakkar; Andi Mattalatta; dan M. Saleh Lahade

untuk melakukan persiapan pembentukan kader dan pasukan serta

membentuk Tentara Republik lndonesia (TRl) di Sulawesi dengan

kekuatan satu divisi hingga kesatuan yang terkecil. Mereka yang

tergabung dalam TRI-PS di Jawa ini kemudian setelah mendapat

pelatihan, kemudian diekspedisikan ke sulawesi selatan setelah

mendapat pelatihan dasar kemiliteran dan bergabung dengan badan-

badan periuangan yang ada di daerah ini (Limbugau, 2ooo:321).

Ekspedisi militer dariJawa berlangsung beberapa kali, diantaranya
ada yang gagal karena dicegat di perialanan dan juga ada yang gagal

ANDIsELLE DALAM BATALIoN 7'tolt4g



karena sewaktu mendarat ketahuan oleh tentara Belanda sehingga
teriadi pertempuran yang tidak seimbang. Mesdki demikian, para
peluang daerah ini tidak pernah surut semangatnya untuk membela
tanah airnya melawan tentara Belanda yang masih ingin berkuasa meski
lndonesia telah menyatakan kemerdekaannya. Hampir bersamaan
waktunya dengan kedatangan para tentara yang diekspedisikan
dari Jawa, maka di Dusun Paccekke dilangsungkan suatu konfrensi
yang disebut Konfrensi Pacakke, Barru untuk membentuk TRI-PS

dan Tenggara dengan kekuatan satu divisi dan empat resimen, salah

satunya dipimpin oleh Andi Selle Mattola dengan wilayah kekuasaannya

meliputi; Parepare dan Mandar,

Persoalan Gerilya Di Sulawesi Selatan
Setelah terbentuknya TKR, maka fungsinya bukan lagi sekedar

memelihara keamana rakyat dan negara, tetaPi ia telah berfungsi

sebagai alat pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, kemudian

diperkuat melalui doktrin dan reorganisasi birokrasi' Oleh karena itu,

Sf n yang kemudian berubah menladi TNI dikenal memiliki tugas Dwi

tungii, yiitu keterlibatannya dalam lembaga eksekutif dan birokrasi'

Sel;k'titrun 196oan, TNI sudah diketahui memiliki tanggungiawab

uniuk aktif dalim semua bidang pemerintahan' Termasuk keterlibatan

anggota TNI dalam melakukan bisnis, tak terbantahkan kebenarannya'

tnii-Jh dwi{ungsi rNl yang tidak dipertegas secara ielas'

Bisnis militer bukan hanya di tingkat pusat, tetapi di daerah pun

demikian halnya. Pada tingkat Kodam, militer iuga berbisnis melalui

f.y.r"n d"n ioperasi. Keterlibatan militer dalam berbagai sektor

Liinis, paaa awalnya hanya untuk meningkatkan keseiahteraan

pr"|r.it.' atr."n itu masuk aial sebab kehidupan Para praiurit di awal

lemerdekaan sangat iauh dari sebuah kehidupan yang dianggap layak'

Penyebab utama 
-kekurangan tersebut, karena anggaran pemerintah

(selak r95oan) tidak pernah tercukuPi pada bidang kemiliteran' hanya

i"itir"i 3o % dari total anggaran. Keterlibatan militer dalam dunia

bisnis, ke-mudian dianggap tirlampau iauh keluar dari tugas dan fungsi

yang sesrngguhnya, yi-itu dwi fungsi ABRI (Limbugau, 2ooo: 328)'

Kondisi itu perlu dicermati sebab pada awal kemerdekaan atau

ketika lndonesia baru merdeka, kondisi perekonomian kita berada di

dalam kondisi ketidakcukupan. Kondisi itu disebabkan pengeluaran-

pengeluaran akibat perang yang berkepaniangan. sangat-besar' Oleh

teU"'U itr, bisnis militer dimulai sejak lndonesia baru saja mencapai
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kemerdekaannya, atau bisnis militer itu lahir hampir bersamaan dengan

lahirnya wadah kemiliteran di lndonesia.

Proses terbentuknya wadah kemiliteran di lndonesia, diawali

dari ketidakcukupan anggaran, apalagi ketika kondisi keamanan

rakyat belum begitu stabil. Proses pembentukan kemiliteran iuga
berjalan tersendat-sendat terutama di Sulawesi Selatan. Persoalan itu

dilatari oleh begitu besamya iumlah gerilyawan yang akan direkrut
masuk meniadi anggota tentara. Selain itu, persoalan perekrutan ini

mempunyai persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang calon tentara,
sementara persyaratan yang dimaksud itu, 9o z tidak dimiliki oleh para

gerilyawan yang ada di Sulawesi Selatan khususnya. Oleh sebab itu,
akhimya menjadi persoalan di kemudian hari yang melahirkan perang

antara tentara dengan para gerilyawan.

Awal terbentuknya wadah kemiliteran di Sulawesi Selatan

dan lndonesia bagian Timur umumnya, digoyang oleh berbagai
permasalahan yang cukup panjang. Boleh dikatakan bahwa penyelesaian

dan pemebentukan itu memakan waktu yang sangat paniang. Berlarut-
larutnya persoalan pembentukan itu teriadi sebab adanya persoalan

yang tidak dapat diketemukan uiung pangkalnya antara kedua pihak.

Meski sebenarnya bahwa pembentukan alat-alat militer di daerah ini,

telah ditetapkan sebelumnya yang dikoordinir oleh pasukan Kesatuan

Gerilya Seberang (KGS) dipimpin oleh Letkol Abdul Kahar Muzakkar'

Wilayahnya meliputi Pulau Kalimantan, Bali, KePUlauan Nusa Tenggara,

Sulawesi dan Kepulauan Maluku.

Ketika kondisi dan situasi yang tidak menentu bagi anggota
gerilyawan Sulawesi Selatan, tanpil Abdul Kahar Muzakkar untuk
menetralisimya. la telah menggagas suatu rencana bahwa bekas

anggota gerilya di Sulawesi Selatan harus diakomodir keberadaannya

sebagai pejuang seiati ke dalam suatu wadah, yaitu APRUS. ltulah
sebabnya, Letkol Mokoginta dan Mayor Saleh Lahade pada bulan

Februarir g5o mengusulkan kepada Menteri Pertahanan cq. Koordinator
Keamanan yaitu Hamengkubuono lX, suatu konsep untuk mengakui

lima Batalyon Teritorial Hasanuddin yang anggotanya terdiri dari bekas-

bekas pejuang gerilya dari lima wilayah yang dimaksud di atas (Jarah

Dam xlv Hasanuddin, r98z:3>).

Konsepsi Letkol Mokoginta dan Mayor Saleh Lahade sepertitersebut
di atas ditolak oleh karena adanya pendapat dan masukan dari tiga
orang kolonel yaitu ; Kolonel SimatuPang, Kolonel A.H Nasution, dan
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Kolonel Hidayat. Usulan konsepsi itu lalu tenggelam bersamaan dengan
teriadinya peristiwa Kapten Andi Azis 5 April 1950 (Harvey, 1989:163-

164). Bahkan setelah Kolonel A.E Kawilarang menjadi Panglima KTT-

lT, maka kebilakan Menteri Pertahanan sama sekali melarang untuk
menerima eks gerilya secara pasukan ke dalam APRIS, kecuali melalui
rekruitmen perseorangan. Konsepsi semula, baru dibuka kembali ketika
Kolonel Kawilarang digantikan oleh Kolonel Gatot Subroto sebagai
panglima.

Sebelumperistiwa KaptenAndiAzisterladi pada 5April 195o,sejumlah
rentetan peristiwa terjadi untuk membentuk kesatuan pertahanan di
Sulawesi Selatan, yaitu memasukkan para anggota gerilyawan menjadi
anggota tentara se€ara resmi. Untuk persoalan itu, Abdul Kahar
Musakkar tampil ke depan untuk memperjuangkan masalah itu. Hal itu
memungkinkan mengingat bahwa pada waktu yang bersamaan, beliau

luga merupakan komandan Kesatuan Cerilya Seberang (KGS). Selain
itu, beliau juga mengirim tentara dari Jawa ke Sulawesi dan wilayah
lndonesia Timur lainnya. ltulah sebabnya sehingga di Sulawesi antara
1946-i948 telah berdiri setidaknya ada empat batalion peiuang yang
masing-masing dipimpin oleh Kaso Abdul Cani, Andi Selle, Andi Sose

dan Arief Rate (Bahtiar,2014:110).

Dalam rangka untuk membenahi masalah gerilya di 5ulawesi Selatan
yang iumlahnya begitu besar, meniadi persoalan yang berlarutlarut.
Maka dilangsungkan suatu konperensi di Dusun Pacekke pada >o

)anuari 1947 dan telah menghasilkan satu divisi dengan kekuatan tiga
resimen yang salah satunya dipimpin oleh Andi Selle Mattola. Organisasi
kemiliteran ini berada dibawah Tentara Republik lndonesia (TRl), namun
tidak berjalan sesuai harapan. Penyebabnya adalah karena di tengah
kemelut yang melanda untuk usaha penyelesaian Perang Kemerdekaan
dalam menghadapi Belanda, ialah melalui Komperensi Meja Bundar.
Maka Letkol Kahar Muzakkar mengambil inisiatif melakukan langkah
reorganisasi kelaskaran peluang gerilya di Sulawesi Selatan yang cukup
banyak jumlahnya (Gonggong, r 99::94).

Sehubungan dengan itu, Letkol Kahar Muzakkar menugaskan Saleh
Syahban untuk berangkat ke Sulawesi Selatan untuk menghubungi
para komandan gerilya. Misi itu berhasil, akhirnya disepakati untuk
mengadakan suatu pertemuan di Maros pada bulan Agustus 1949,

hasilnya ialah terbentuknya Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan yang
digambarkan memiliki kekuatan sebanyak ro batalion. Pertemuan itu
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mengaiukan usul kepada pemerintah Republik lndonesia agar KGGS

diterima menjadi Divisi Hasanuddin dan mengangkat serta menetapkan

Kahar Mauzakkar sebagai Komandan Divisi.

Alasan mengaiukan Kahar Muzakkar sebagai Panglima Divisi

karena dianggap telah berjasa dalam perjuangan mempertahankan
kemerdekaan. Selain itu, mereka menganggap bahwa hanya Kahar

Muzakkar yang dapat menyelesaikan kemelut yang ada ditubuh KGSS'

Selain itu, diusulkan juga agar seluruh anggota peiuang kemerdekaan
diterima masuk sebagai anggota APRI(S) sesuai dengan jasa-iasa dan
pendidikan serta pengalaman mereka dalam perjuangan membela
Proklamasi r7 Agustus 1945, empat setengah tahun yang lalu. Usulan
itu justru menjadi pemicu dalam penyelesaiannya di kemudian hari dan
berkembang menjadi benih yang tumbuh sebagai alasan pertentangan
antara pemerintah dengan KCSS yang tidak dapat mempertemukan
ujung pangkalnya.

Sehubungan dengan hasil pertemuan di Maros itu, maka Kahar
Muzakkar berangkat ke Sulawesi Selatan bersama Letkol Mursito atas
izin dari Kepala Stap Teritorial Kolonel Bambang Supeno. Kepergiannya
ke Sulawesi Selatan, sebenarnya tidak diinginkan oleh Kepala Stap
Angkatan Darat A.H. Nasution. Kahar lalu mengadakan perjalanan ke
daerah-daerah pedalaman untuk menemui dan meminta keterangan
dari para komandan Batalion KGSS dan anak buahnya yang kebetulan
adalah bekas anak buahnya sewaktu diJawa Timur atau diYokyakarta
dulu. Keterangan yang diperoleh oleh beliau bahwa keseluruhan
anggota gerilya menginginkan agar mereka secara keseluruhan
diterima sebagai anggota APRIS yang ditampung dalam satu Brigade
dengan komando Kahar Muzakkar.

Pertemuan yang diselenggarakan pada r Juli t95o yang juga dihadiri
oleh Kahar Muzakkar, Panglima TT Vll Wirabuana mengeluarkan suatu
pernyataan yang bertolak belakang dengan keinginan Kahar Muzakkar
dan para gerilya yang ada di Sulawesi Selatan. Pada kesempatan itu,
Panglima TT Vll menyatakan bahwa" Pembubaran KGSS sebagai
organisasi kelaskaran gerilya, KGSS dan organisasi gerilya di luar
APRIS dianggap telah bubar dan segala usaha untuk melanjutkan
dan menghidupkan kembali organisasi tersebut, termasuk larangan
tentara" (Gonggong, tggz: g5).

Kahar Muzakkar bagai disambar petir mendengar dekrit yang
dikeluarkan oleh Kawilarang. Kahar Muzakkar merasa dihianati dan
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disa-siakan oleh Kawilarang atas usahanya untuk menyelesaikan
permasalahan yang melilit antara KGSS dengan APRIS. Oleh sebab itulah
Kahar Muzaakkar merasa malu (masiri) atas perlakukan Kawilarang
melalui pernyataannya. Ketika itu iuga Kahar Muzakkar menanggalkan
tanda pangkatnya dan melemparkannya di atas meia di hadapan
Kawilarang sebelum meninggalkan tempat pertemuan.

Sejak peristiwa itu, Kahar Muzakkar tidak lagi menjadi anggota
APRIS yang efektif (belum dikeluarkan dari APRIS). Dan pada malam
harinya, Kahar Muzakkar diculik oleh salah seorang pemimpin gerilya
dan dibawa ke Baraka, suatu tempat yang tidak jauh dari Enrekang.
Tempat ini sebenarnya adalah merupakan markas besamya selama
beberapa tahun. Menjelang 5 -.luli r950, semua satuan KGSS yang belum
berbuat demikian mengundurkan diri ke hutan, demikian pula Lipan

Bajeng dan satu kompi dari Batalion Mattalatta yang dipimpin oleh
Letnan Syamsul Bahri (Hawey, t989:t75).

Ketika Kahar Muzakkarsudah menyatakan diribukan lagianggotaTN I

dan masuk hutan bersama para gerilyawan (KGS5), maka ia melakukan
rasionalisasi dan konsolidasi organisasi dengan melakukan KonPerensi
di Campa pada 22 Oktober 195o dan menghasilkan keputusan:

Komandan : Abdul Kahar Muzaakkar

Kepala Stap : M. Saleh Syahban

Batalion I Bau Masseppe : Andi Selle

Batalion ll Batu Pute : Andi Tenriaieng

Batalion lllArief Rate : AzisTaba

Batalion lV Wolter Monginsidi : Andi Sose

Batalion V 4o.ooo :Syamsul Bahri

(Harvey,t989;t78).

Meskipun Kahar Muzakkar bersama anggota gerilya telah masuk
hutan sebagai bentuk pembangkangan terhadap APRIs karena
usulnya ditolak oleh Kawilarang sebagai Panglima TT-VIl, namun
pihak pemerintah tetap mencari jalan penyelesaian. ltulah sebabnya
pemerintahan Natsir mengeluarkan keputusan dengan memerintahkan
agar para pejuang/gerilyawan Sulawesi Selatan diterima sebagai

anggota TNl. selain itu, pemerintahan Natsir iuga menghimbau agar
mereka tidak ditindak sebagai akibat dari tindakan-tindakan mereka
sebelumnya. Oleh sebab itu, dibuatlah suatu pedoman yang diberikan
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kepada pimpinan Angkatan Darat untuk pemecahan masalah gerilya

seperti berikut:

1. Saat para pejuang nasional di Sulawesi Selatan diterima meniadi

anggota TNl, kedudukan mereka adalah sebagai anggota
batalion-batalion latihan.

2. Akan ada masa peralihan yang mempersiapkan batalion-batalion
latihan itu meniadi batalion-batalion infanteri TNI; masa peralihan

berakhir apabila suatu batalion diresmikan menjadi batalion
infanteriTNl.

3. Di Suklawesi Selatan akan dibentuk suatu Brigade Hasanuddin
dan batalion-batalion yang telah diresmikan itu akan menjadi
bagian daripadanya.

4. Selama masa peralihan, pimpinan-pimpinan para peiuang
yang sekarang kedudukannya tetap seperti sekarang (Provinsi
Suf awesi, 1 97 2:j4 0341).

Apa yang menjadi keputusan pemerintah Natsir seperti tersebut
di atas, kemudian ditindaklaniuti oleh Panglima lndonesia Timur pada

9 Desember 1950. Panglima lalu mengeluarkan suatu pernyataan
yang mendukung sikap pemerintah menyangkut gerilya yang ada
di Sulawesi Selatan. Pernyataan Panglima itu adalah bahwa karena
sekarang "kaum pengacau dan perampok" telah dilenyapkan, maka
telah tiba waktunya untuk memberi tempat kepada para pejuang yang
sesungguhnya di dalam Angkatan Perang Republik lndonesia. Suatu
seruan lalu dikeluarkan kepada para pejuang gerilya untuk memasuki
rayon yang telah ditetapkan antara 15 Desember 195o sampai 6 Januari
1951 (Harvey, 1989:181).

Himbauan itu kurang mendapat respon dari Kahar Muzakkar,
sebaliknya dari Saleh Syahban peduli tentang himbauan itu sehingga ia

mencoba untuk mengumpulkan komandan gerilya untuk menanggapi
himbauan pemerintah (TNl). Sampaibatas waktu habisnya pemanggilan,
Kahar Muzakkar masih bersifat diam. Bahkan kemudian mengeluarkan
perintah agar semua gerilya mengundurkan diri ke pegunungan. Dan

kemudian menyerahkan kepimpinan kepada Saleh Syahban selaku
Kepala Stafnya. Saleh Syahban lalu memutuskan bahwa semua
anggota Brigade Hasanuddin agar masuk asrama atau rayon yang telah
ditetapkan, yaitu di Baraka. Perintah ini adalah dua perintah yang saling
bertentangan yang dikeluarkan oleh unsur pimpinan gerilya. Kahar

menginstruksikan agar semua pasukan masuk hutan, sementara Saleh

Syahban menginginkan agar semuanya masuk rayon (Hafid, zot5r59).
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Perintah yang dikeluarkan oleh Saleh Syahban ternyata disetuiui
oleh lebih banyak pasukan daripada masuk hutan sesuai perintah Kahar
Muzakkar. Kenyataan itu lalu disampaikan kepada Kahar Muzakkar
yang membuatnya terdiam beberapa saat lamanya. Bahkan setelah
beliau mau berbicara, ia lalu menyatakan bahwa ia bersedia mengikuti
rapat atau komperensi yang akan diselenggarakan di Baraka dengan
beberapa persyaratan. Dan persyaratan yang diminta oleh beliau
disetujui oleh TNl, persyaratan itu adalah:

t. Kahar Muzakkar minta disediakan mobilJeepdengan pengawalan
yang ketat dengan perseniataan yang lengkap dan rangkap.

2. Pos-pos TNI yang akan dilalui supaya mundur seiauh 2oo meter
dari jalanan yang akan dilalui.

3. Tempat-tempat yang dilalui, supaya ia diperbolehkan
mengadakan rapat umum dimana ia akan berbicara kepada
anggotanya ( Diarwadi,dkk, t972:66-67).

Cara penyelesaian tersebut di atas untuk sementara berhasil baik
sebab para gedlya telah dilantik pada 24 Maret 1951 di Lapangan
Hasanuddin sebagai Cadangan Tentara Nasional (CTN). Pada pelantikan
itu, hadir dari pihak gerilya antara lain; Kahar Muzakkar, Saleh Syahban,
Andi Selle, Andi Sose, Andi Tenriajeng, Asis Taba, dan Syamsul Bahri.

Sedang pihak dari Komando TT- Vll adalah Letkol Kosasi, Letkol 5.

Sukowati, dari pihak MBAD adalah Letkol Mursdito, Letkol Suwido dan
Ackting Cubernur Lapian. Pada pelantikan itu, para gerilya dibagi dalam
lima batalion yang ditempatkan pada empat wilayah yaitu; Pinrang
untuk Batalion lBau Massepe, Makale-Rantepao untuk batalion ll
Batu Putih, Limbung untuk Batalion lll Arief Rate, dan untuk daerah
Enrekang ditempatkan Batalion lV Monginsidi dan batalion V 40.ooo.
setelah mereka dilantik sebagai CTN, mereka kembali ke rayon masing-
masing untuk menunggu penyelesaian akhir (Harvey, 1989:183).

Hasil pertemuan bersama dengan keputusannya, ternyata kurang
disetujui oleh Kahar Muzakkar, ia menghendaki agar seluruh anggota
CTN hanya ditempatkan pada daerah-daerah yang menurutnya baik dan
strategis. Menurut beliau bahwa wilayah yang baik untuk ditempatkan
para batalion-batalion yang telah dibentuk sebagai CTN, adalah wilayah
Kabupaten Maiene, Kota Parepare, dan Luwu. Selain itu, pada wilayah-
wilayah yang dimaksud, semua pasukan TNI dikeluarkan dari daerah
tersebut. Tentu saja persoalan itu sangat sulit dikabulkan oleh Panglima
Teritorial Vll (TNl). Alasannya bahwa anggota TNI sudah terlatih
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dalam menghadapi berbagai persoalan sebab sudah dilatih dalam hal

kepraiuritan, sementara CTN belum pernah dilatih secara resmi.

Rupanya persoalan itu akan menjadi rintangan kedua bagi TNI untuk

menyelesaikan masalah gerilya yang telah dilantik sebagai CTN ke

dalam TNl. Rencana peresmian CTN meniadi TNI akan dilakukan pada

tanggal 17 Agustus 1951 di Lapangan Hasanuddin. Sementara sebagian

dari anggota CTN itu telah dilantik pada 7 Agustus t95r mendahului
peresmian secara serentak dari lima batalion CTN yang telah dilantik
sebelumnya, Batalion yang dilantik itu adalah Batalion 1 Bau Massepe
yang dipimpin oleh Andi Selle menjadi Batalion 7t9. Pelantikan itu
sebenarnya kurang disetuiui oleh Kahar Muzakkar, namun pada hari
itu, ia tetap mengadakan pertemuan dengan komandan-komandan
batalionnya untuk menentukan syarat-syarat yang akan di bawah ke

dalam pertemuan (Diarwadi,dkk.t gTr:58).

Ternyata pertemuan antara pihak Kahar Muzakkar dengan pihak

TNI pada 7 Agustus r95t, menghasilkan beberapa pasal yang ternyata
tidak disetului oleh Kahar Muzakkar. Anehnya sebab pertemuan itu

dianggap telah selesai dan berhasil, tapi mengaPa masih ada dua pasal

yang ternyata tidak disetujui antara kedua belah pihak. Persoalan

itulah yang menyulut sehingga Kahar Muzakkar bersama anak buahnya

secara perlahan-lahan meninggalkan rayonnya masinS-masing dan

masuk kembali ke hutan pada 16 Agustus 1951. Dengan demikian

acara pelantikan yang direncanakan akan dilakukan Pada 17 Agustus

1951 batal total dan mobil-mobil yang dikerahkan untuk menjemput
para gerilyawan di Baraka, terpaksa kembali kosong ( Jarah Dam XIV

Hasanuddin: t98z:45-47).

Pemerintah sangat kecewa atas apa yang dilakukan oleh anggota
gerilyawan dan Kahar Muzakkar yang telah mengingkari ianiinya untuk

dilantik pada 17 Agustus 1951 di Lapangan Hasanuddin. Sementara

itu, persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan acara itu telah

dipersiapkan dengan matang, namun akhirnya kandas di tengah ialan.
Kekecewaan itu luga dirasakan oleh Menteri Dalam Negeri yang sudah

datang sehari sebelumnya untuk mengikuti pelantikan itu, namun

tidak jadi sebab yang akan dilantik pada kabur kembali masuk hutan

bersama dengan pimpinannya, yaitu Kahar Muzakkar. Oleh sebab

itulah sehingga komanda TT'VIl lalu mengeluarkan suatu pengumuman

terkait apa yang akan dilakukan oleh TNI berkaitan dengan Kahar

Muzakkar dan anggota-anggotanya (Gonggong, 1992: 150-161)'
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Itulah sebabnya Panglima TT-VIl menganggap peristiwa itu sebagai
tamparan yang menyakitkan bagi pemerintah, khususnya TNI sebab
ternyata anggota gerilya mulai meninggalkan rayon-rayonnya sejak
tanggal 14 Agustus 1951 dan aparat pemerintah tidak mengetahuinya.
Seharusnya TNI menlaga situasi dan kondisi yang mungkin teriadi
dengan menempatkan pasukan TNI tidak jauh dari rayon-rayon mereka
di Enrekang. Dan hal ini tidak dilakukan sehingga teriadi peristiwa itu,
padahal mereka seharusnya mengawasinya sebab mereka sudah tahu
prilaku politik dari komandannya yang selama ini sering membangkan
terhadap perintah dari pemerintah.

Pelarian Kahar Muzakkar masuk hutan berati telah meniadi disersi
yang harus ditanggulangi dengan kekuatan seniata melalui operasi-
operasi yang cukup lama dan telah memakan korban yang tidak sedikit
antara kedua pihak. Untuk menghadapi kekuatan militer pemerintah,
maka Kahar Muzakkar menyatakan bahwa pasukannya yang telah
dilantik meniadi CTN dengan kekuatan empat batalion diubah namanya
meniadi Tentara Kemerdekaan Rakyat yang disingkat TKR. Pemyataan
itu sangat perlu dilakukan mengingat bahwa selama ini mereka
bernaung di bawah gerilya sebagai landasan morilnya dan hal itu sudah
tidak ada lagi sehingga harus membuat laandasan moril baru sebagai
kekuatan untuk mempersatukan anggotanya.

Persoalan pelarian anggota CTN masuk hutan yang kemudian
menladikan Kahar Muzakkar bersama anggotanya dianggap sebagai
musuh pemerintah. Sebagai musuh pemerintah, maka tidak ada ialan
lain kecuali harus dimatikan pergerakannya. Oleh sebab itulah, akhirnya
Angkatan Darat tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengambil sikap
tegas dalam menghadapi penghinaan pada kehormatan nasional dan
ancaman terhadap keamanan dalam negeri, Walaupun demikian, setiap
anggota CTN yang menyadari bahwa mereka telah dikelabui oleh para
pemimpinnya dan melaporkan diri dengan segera kepada pos TNI akan
diterima oleh Angkatan darat (Harvey, 1989:r86).

Bisnis Militer
Ketika pemerintah ingin melakukan integrasi langsung terhadap

Komando cerilya Sulawesi Selatan, ternyata harus melalui beberapa
persyaratan. Salah satunya adalah bekas peiuang tidak boleh buta
huruf. Hal itu sangat bertentangan dengan kondisi para pejuang yang
sebenarnya yang berada di bawah pimpinan Kahar Muzakkar maupun
yang berada di bawah Komando Andi Selle. Oleh sebab itu kedua

1!8 | OrleUrxa xrulL|TERAN : dari Kelaskaran hingga Batalyon 7ro di sulawesi selatan



pimpinan gerilya itu merasa sangat dirugikan atas kebijakan Markas
Besar Angkatan Darat (MBAD) sebab mengancam anak buahnya
tidak akan meniadi tentara lndonesia. Hal ini membuat dan memicu
pembangkangan Andi Selle terhadap setiap perintah atasan demi
mempertahankan eksistensi ketentaraan anak buahnya (Sainal, :ot7:7).

Sekedar diketahui bahwa pada awal kemerdekaan lndonesia,
anggaran negara sangat terbatas sehingga menjadi salah satu kendala
untuk merealisasikan keinginan para gerilyawan yang jumlahnya
ribuan orang untuk diangkat menjadi tentara sec"r" ,es.i. Andi Selle
sendiri pada awalnya ketika dibebani tugas untuk memimpin satu
batalion (ketika itu hanya tiga kompi) yang beranggotakan kurang
lebih 3oo pasukan. Jumlah ini sangat kurang lika dibandingkan dengan
luas wilayah yang meniadi tanggungiawabnya, tetapi sebaliknya jika
ditambah jumlahnya akan berimflikasi kepada pengeluaran negara
untuk menggaji para tentara.

Meski demikian kenyataannya, Andi Selle yang telah diserahi
tugas dan tanggungjawab sebagai komandan batalion beberapa
kali, yaitu Komandan Batalion Xo2 pacekke (1950) wilayahnya adalah
Pinrang; Komandan Batalion I Bau Massepe, wilayahnya tetap pinrang;
Komandan Batalion 719, wilayahnya pinrang dan Komandan Batalion
71o, awal pembentukannya berlokasi di daerah Maros, yang kemudian
dipindahkan ke daerah polman, Majene dan Mamuju. Ketiia bertugas
di daerah inilah, pasukan 7ro tidak mampu mengamankan wilayahnya
yang begitu luas sehingga Andi Selle berpikir bagaimana caranya untuk
mengamankan wilyahnya itu.

Untuk memenuhi tuntutan jumlah pasukan yang memadai untuk
mengawal wilayah kerlanya, maka Andi Selle lalu menerima pasukan
cadangan nonorganik yang dia sebut Tentara Bantuan Operasi
disingkat TBO. Pasukan ini sebenarnya lebih tepat iika disebut sebagai
pasukan sukarela yang mempunyai tingkat kesetiaan yang sangat
tinggi, Pasukan ini semakin hari semakin bertambah banyak jumlahnya
sehingga membuat Andi Selle berpikir keras bagaimana cara untuk
menggaji mereka. Pasukan organiknya saia yang berjumlah tiga kompi
dengan kekuatan sekitar 3oo pasukan yang penghasilannya daii negara
masih sangat kurang. Pasukan organik inilah yang dikemudian hari
dicarikan tambahan penghasilan agar mencukupi biaya hidup keluarga
mereka.

Untuk membiayai operasional kegiatan dan biaya-biaya pasukan,
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baik organik maupun nonorganik, diperlukan suatu biaya yang

sangat besar. Untuk menutupi permasalahan tersebut, Andi Selle

lalu melakukan perdagangan - perdagangan antar wilayah, bahkan ke

luar negeri seperti ke Singapura, Tawao Malaysia dan Filipina. Jenis-

jenis barang yang diperdagangkan adalah berupa; beras dan terutama

kopra yang dibeli dengan harga yang sangat murah' Harga-harga

yang dipasang oleh Andi Selle melalui anak buahnya, memang sangat

merugikan rakyat. Bahkan ada di antara anak buahnya yang melakukan

pemeiasan terhadap masyarakat yang mengatasnamakan Andi Selle'

Bisnis Andi Selle dari hari ke hari semakin menguntungkan karena

barang dagangan diperoleh dengan harga yang sangat rendah, lalu

dijual dengan harga tinggi di pasaran. Sistem perdagangan yang

dipergunakln beliau adalih sebagian dilakukan dengan sistem barter

dan iial langsung kepada pedagang ditempat tuluan niaga' Barang

yang dibartei biaia terdiri dari seniata berbagai ukuran, pakaian dinas

tut""ntrr""n dan pakaian biasa lainnya. Senjata hasil barteran lebih

banyak dimanfaatkan untuk keperluan pasukannya dan sebagian lagi

untuk dibarter keperluan Kahar Muzakkar dengan bahan-bahan kopra

dan hasil pertanian lainnYa.

Untuk memperlancar usaha bisnisnya, Andi Selle lalu

mempergunakan suatu wadah atau Perusahaan yang bernama PT'

Pembanlunan. Perusahaan inilah yang mengumpulkan semua ienis

barang Jagangannya (komoditas unggulannya adalah kopra)' setelah

barang-barang dagangan terkumpul, kemudian diekspor ke Singapura'

saran!-barang dagangan tersebut diangkut ke luar negeri dengan

memakai kapJl-kapal asing yang sandar di Pelabuhan Polewali, Maiene

dan pelabuhan-pelabuhan lain yang ada di sekitarnya'

Supaya PT. Pembangunan lebih efektif manfaatnya sebagai gudang

penyimpanan barang dagangan Andi 5elle, maka dikeluarkanlah aturan

terhadap masyarakat bahwa kopra yang dihasilkan oleh masyarakat

hanya iapat dilual kepada Andi Selle melalui orang-orangnya dari

golongan Tentara Bantuan Operasional (TBO). Bagi m-asyarakat, suka

itau tlaat suka kopranya harus diiual kepada Andi Selle, sebab kalau

tidak minimal hukumannya adalah penyiksaan hingga nyawa dapat

melayang, tergantung kasih sayang dari TBo. Banyak masyarakat yang

disikia dan bahkan dibunuh ketika ketahuan meniual kopranya kepada

pihak lain.(wowan caro Nurdin Hammo, Tinambung, 7'5'2018)

Melalui perusahaan itulah, Andi Selle dapat mengendalikan dan
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melaksanakan perdagangan. Digudang perusahaan itulah semua kopra

dikumpulkan yang diberli dari produsen dengan harga yang miring'
Sementara itu, perdagangan dan penyelundupan ketika itu sangat
marak dilakukan karena tidak mendapat hambatan dari penguasa
setempat. Paling sering datang adalah kapal-kapal dari Singapura dan
inilah paling banyak melakukan penyelundupan, baik barang dari luar
negerimaupun ketika kembalike negaranya. Menurut La Diide bahwa"
Mega memangkappala Singopurd toli engka mallabu okko sekitar daerah

Majene sibowa lAamuju dan marrupa-rupa barangnobawa, engka nobalu

langsung mego toni naposisele bawang barangbarongna masydrakaE'
(Dokumen wawancara:La Dlide, di Pinrang, :ooz)'.

Bisnis Andi Selle Mattola sebenarnya dimulai jauh sebelum adanya
kebijakan yang dikeluarkan oleh Gatot Subroto. Di Sulawesi Selatan,
pada masa perang kemerdekaan hingga tahun 5oan pasukan reguler
dan laskar rakyat sangat memerlukan dana untuk perjuangan. ltulah
sebabnya sehingga setiap laskar rakyat atau kesatuan memiliki satu
bagian aktivitas adalah melakukan bisnis. Untuk keperluan logistik
organisasi selain untuk keseiahteraan anggota. Untuk mendapat
sokongan dana yang cepat dan besar, paling gampang melalui
penyelundupan dan bisnis perdagangan kopra yang pada masa itu
sangat menguntungkan. Dari bisnis kopra inilah Andi Selle dapat
menukarkan berbagai keperluan, termasuk senjata.

Ketika badan-badan kesatuan inimeleburkan diri ke dalam Tentara
Republik lndonesia (TRl) Sulawesi Selatan dan Tenggara yang kemudian
menjadi Tentara Nasional lndonesia (TNl), kebiasaan berbisnis
ini terbawa dan bahkan meniadi bagian penting dalam organisasi.

Bahkan kegiatan bisnis ini berlanjut terus hingga proses konsolidasi
organisasi angkatan berseniata 1950. Bahkan ketikan AH. Nasution
menjabat Kepala Stap Angkatan Darat dan mencanangkan konsep
wilayah teritorial, maka di Sulawesi Selatan dibentuk tujuh wilayah
Tentara dan Teritorial (TT) yang diberikan keharusan untuk melakukan
operasi gerilya dengan menangani sendiri keperluannya, seperti dana

operasional serta indevenden dari markas besar. Menyikapi persoalan

itu, Panglima TT Vl Wirabuana membentuk sebuah organisasi yang

disebut OPI X fi Vll yang dipimpin oleh Saleh Lahade (Sulistyo, zooo:

325). Wadah ini lebih banyak bergerak untuk menatakelola bisnis

oerdadanEan kopra.
t Beliau adalah pengawal Andi Selle Mattola di daerah Pinrang bagian Utara, ia

pula yang menghadari Konperensi Paccekke di Barru bersama Andi Selle' Beliau sem-

pat menerima tuniangan Veteran Golongan A sampai akhimya beliau meninggal dunia.
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Keterlibatan militer dalam bisnis melaluiyayasan dan koperasi, juga
penempatan perwira-perwira dalam struktur perusahaan, menjadikan
militer sebagai salah satu pelaku ekonomi penting di lndonesia.
Pada masa orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto, bisnis yang
dipimpinnya seperti; Yayasan Dharmais, Yayasan Dakap, Yayasan
Supersemar dan sebagainya. Sedang kalangan militer pusat, berbagai
yayasan dikelolahnya, misalnya melalui Yayasan Kartika Eka Paksi,

Yayasan Markas BesarABRI(Yamabri), Yayasan Dharma Putra Kostrad,
dan lain-lain ( Widoyoko,dkk.tt:t).
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IV

GERAKAN BATALYON 7lo

Terbentuknya Batalyon 7to
Periode 1945-1949 dalam selarah nasional lndonesia lazim disebut

"Periode Revolusi Fisik". Periode tersebut merupakan suatu periode

yang dilalui oleh bangsa lndonesia dengan penuh berbagai periuangan

secara fisik. Hal tersebut disebabkan negara yang baru diproklamasikan
perlu untuk dipertahankan demi terwuiudnya suatu negara yang

berdaulat tanpa ada campur tangan dari bangsa dan negara lain.

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan membutuhkan bahkan

meninggalkan banyak korban yang kemudian digelari pahlawan.

Untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai, bangsa

lndonesia menempuh berbagai cara, salah satu wuiud nyata dalam

usaha mempertahankan kemerdekaan adalah terbentuknya berbagai

lasykar periuangan pasca proklamasi kemerdekaan. Lasykar periuangan

yang terbentuk didukung oleh pemuda-pemuda bangsa lndonesia

yang tidak menginginkan kembalinya bangsa asing di bumi lndonesia.

Pemuda bertekad untuk mempertahankan kemerdekaan' Hal tersebut
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terbukti dengan berdirinya berbagai lasykar perjuangan ya ng dipelopori
oleh para pemuda revolusioner.

Keinginan pemuda untuk mempertahankan kemerdekaan
merupakan suatu gambaran iiwa revolusioneryang sudah terpatri dalam
jiwa setiap rakyat lndonesia. Munculnya berbagai lasykar perjuangan
di bumi lndonesia, merupakan suatu bukti nyata bahwa ada keinginan
luhur dari rakyat lndonesia untuk mempertahankan kemerdekaan.
Namun, pada perkembangan selaniutnya, gerilyawan yang tergabung
dalam berbagailasykar perjuangan mendatangkan suatu masalah yang
cukup serius bagi pemerintah lndonesia. Khusus, di Sulawesi Selatan,
malasah gerilya merupakan suatu catatan tersendiri dalam perlalanan
sejarah bangsa lndonesia. Banyaknya gerilyawan yang tergabung
dalam berbagai lasykar perjuangan tentunya merupakan suatu beban
tersendiri bagi pemerintah. Walaupun diakui bahwa mereka telah
beriuang untuk kepentingan bangsa dan negara lndonesia. Namun
di sisi lain luga menimbulkan masalah yang berat bagi pemerintah
lndonesia, hal ini disebabkan timbulnya berbagai macam tuntutan
sehubungan dengan status mereka.

Mewujudkan suatu badan militer yang mencakup semua unit
kelasykaran di Sulawesi Selatan sudah diusahakan sebelum teriadinya
pengakuan kedaulatan. Cikal bakal terbentuknya KG55, dimulai ketika
pemuda-pemuda Sulawesi Selatan yang tergabung dalam berbagai
lasykar perjuangan baik yang beriuang di Jawa kembali ke sulawesi
Selatan. Usaha nyata yang dilakukan untuk mewuiudkan suatu badan
militer di Sulawesi Selatan adalah adanya penyusupan perwira ke
daerah Sulawesi Selatan. Penyusunan kekuatan gerilya semakin
serius ketika memasuki awal tahun 1949, ketika Letnan Kolonel Abdul
Kahar Muzakkar mengambil inisiatif untuk mengorganisasikan para
gerilyawan yang terpencar di Sulawesi Selatan melalui penyusupan
perwira yang sudah berpengalaman di Jawa.

Penyusupan itu dilakukan oleh anggota-anggota pasukan KGS
(Komando Grup Seberang) pimpinan Kahar Muzakkar. Adapun tugas
dari perwira-perwira tersebut adalah:

1. Mengadakan konsolidasi dari seluruh sisa-sisa pasukan
kelasykaran TRI/ALRI yang tersebar di seluruh Sulawesi Selatan.

2. Membangkitkan semangat perlawanan dari rakyat Sulawesi
Selatan.

J. Meningkatkan aktifitas perlawanan dan sabotase-sabotase
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terhadap setiap kedudukan Belanda'

4. Melakukan infiltrasi ke dalam tubuh pasukan KNIL dan polisi NIT

yang dapat dipengaruhi dan memihak Belanda' (Harvey,t9879:

149)

Usaha untuk mengorganisasikan para gerilyawan yang terpencar di

Sulawesi Selatan, semakin nyata ketika Kahar Muzakkar memerintahkan

Saleh Syahban ke 5ulawesi Selatan guna menghimpun para gerilyawan'

Sebagaimana yang dikemukakan oleh

Pendapat yang senada dikemukakan oleh Gonggong (t992'gq)
sebagai berikut:

Letnan Kolonel Abdul Oahhar Mudzakkar ketika itu berkedudukan
sebaqai Komando GroJp Seberang. la menugaskan salah seorang
staf Xeoercavaannva. vaitu Letn;n Satu SEleh Siahban, untuk
melakukan o6rsiapin. 6alam usaha itu Letnan satu Saleh Siahban
seEera menEhubingi komandan-komandan lasykarsesampainya
diBulawesi"Selatan; dan ternyata berhasil baik. Saleh Syahban
berangkat ke Sulawesi Selatin pada bula Februari t949, dan

beliau tiba pada 4 April 1949.

Mandat yang dibawa oleh Saleh Syahban dari Kahar Muzakkar adalah

untuk mengkoordinasikan pasukan gerilya di Sulawesi Selatan. Karena

situasi periuangan gerilyawan di Sulawesi Selatan ketika itu bergerak

sendiri-sendiri tanpa ada satu komando inti yang menggerakkannya'

Realisasi dari usaha yang dilakukan oleh Saleh Syahban tampak
nyata ketika diadakan konferensi di Maros yang akhirnya melahirkan

satu kesatuan gerilya yang dinamakan Kesatuan Gerilya Sulawesi

Selatan (KG55). Seperti yang dikemukakan oleh Gonggong bahwa pada

bulan Agustus 1949 di dalam suatu konperensi komandan-komandan

kelayskaran yang dilakukan di Maros, terbentuklah Kesatoean Cerilya

Sulawesi Selatan (KGSS) yang memiliki kekuatan sebanyak to batalyon

0ggz: gl). Lebih laniut diungkapkan oleh Harvey (1989: r5t) bahwa,

"Saleh Syahban, atas perintah Kahar Muzakkar sebagai kepala KGS'

mulai mengorganisasikan kaum gerilyawan Sulawesi Selatan meniadi

satuan-satuan batalyon pada akhir r949". Terbentuknya KGSS sebagai

penjelmaan dari seluruh lasykar yang ada di Sulawesi Selatan membuka

babak baru dalam seiarah militer di Sulawesi Selatan.

Setelah terbentuknya KGSS, Saleh Syahban bersama Kamaruddin

Daeng Mambani menghubungi komandan Harimau lndonesia Sektor

Utara, yaitu Muhammad Syah. Kemudian mereka menghubungi PUla
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komandan-komandan kelasykaran lainnya- Dengan berbagai rintangan
usaha tersebut akhirnya dapat mempersatukan kaum pejuang di
Sulawesi Selatan pada bulan Agustus dan sekaligus menetapkan status
kelasykaran dalam bentuk batalyon. Batalyon-batalyon yang baru
terbentuk adalah sebagai berikut:

. Batalyon X.o1. Harimau lndonesia di Makassar

. Batalyon X.o2. Bonthain di Bonthain

. Batalyon X.ol. Bone di Bone

. Batalyon X.o4. Paccekke di Pare-pare

. Batalyon X.o5. Batu Putih di Palopo

. Batalyon X.05. Mandardi Majene

. Batalyon X.o7. di Kolaka/Kendari

. Batalyon Anshar di SulawesiSelatan

. Batalyon MBR di Sulawesi Selatan

. Batalyon Combat Troep di Sulawesi Selatan. (Pawiloi, 1979t 151)

Pada bulan September 1949 diadakan pertemuan di Maros yang
sekaligus mengangkat M. Saleh Syahban sebagai komandan induk
dan Mustafa Tari sebagai Kepala Staf KG55. Perkembangan berikutnya
terjadi konfilik antara KGSS dengan APRIS sehingga memunculkan
masalah dalam gerilyawan di Sulawesi Selatan (Jarah Dam XIV
Hasanuddin, r98l:j4). Sehubungan dengan masalah penyelesaian
gerilya yang meresahkan masyarakat tersebut, beberapa partai politik
di Sulawesi Selatan membentuk Komisi Djasa-djasa Baik yang diketuai
Nyonya Salawati Daud yang juga sebagai Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Sulawesi Selatan. Komisi ini berupaya membantu mencari jalan
keluar bagi penyelesaian masalah gerilya secepatnya demi keselamatan
bangsa dan negara.

Pembentukan Komisi Jasa Baik untuk menyelesaikan sengketa
antara KCSS dengan Gerilya, diuraikan dalam Arsip NlT. No. Reg. 97
bahwa "Pada tanggal 18 Agustus 1950, oleh Kepala Daerah Sulawesi
Selatan telah diadakan suatu rapat jang dihadiri oleh Wakil-wakil dari :t
Partai dan organisasi-organisasi di Kota Makassar untuk membitjarakan
soal Apris-Gerilia, yang berakhir dengan pembentukan satu Komisi
Djasa Baik Apris-Gerilja iang diketuai oleh Njonla Salawati. Sumber
lain juga menlelaskan bahwa Partai-partai politik di Makassar mulai
mendiskusikan apa yang dapat dilakukan. Pada tanggal 18 Agustus,
suatu mosi diaiukan di DPRD(S) (Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Sementara) Sulawesi Selatan yang mengimbau pemerintah agar
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menyelesaikan persoalan status para gerilyawan. Sekelompok partai
dan organisasi di Makassar membentuk "Komite Diasa", yang diketuai
oleh Ny. Salawati Daud (Harvey, t989r79).

Ketika berbagai insiden yang terjadiantara APRI5 dan gerilya (KG55),
Parlemen menyerukan kepada APRTS dan peiuang gerilya segera
mengakhiri pertempuran. Selanjutnya, peranan tim interdepartemental
pada tanggal t November 1950 digantikan oleh Parlemen dengan
membentuk sebuah komisi yang diketuai oleh Mr. Sunario, dan
wakilnya adalah Bebasa Daeng Lalo, paman Arief Rate (Kementerian
Penerangan, l,961: )4o-1,4't). "Mr. Sunario adalah orang yang tidak
asing lagi bagi masyarakat Sulawesi Selatan, ia adalah ketua PNI pada

tahun 193o-an dan Parindra di Makassar pada masa sebelum Perang
Dunia ll" (Sulistyo, 2ooo:307). Penunjukan Mr. Sunario sebagai ketua
komisi merupakan suatu taktik politis bahwa dengan kepemimpinan
politiknya diharapkan mampu menyelesaikan masalah gerilya karena
adanya hubungan yang akrab dengan para pemimpin politik di Sulawesi
Selatan.

Bebasa Daeng Lalo sebagai wakil ketua komisi, yang iuga anggota
Badan Pekeria Komite Nasional lndonesia Pusat, dari seksi keamanan
mengingatkan APRIS yang sibuk menghadapi pemberontakan KNIL

dan RMS dengan memberikan sugesti bahwa iiwa barisan gerilya masih
murni dan seluruhnya harus tetap dipelihara oleh pemerintah agartidak
dipengaruhi KNIL dan anasir-anasir yang reaksioner. Lebih iauh Bebasa

Daeng Lalo menyerukan agar gerilyawan sedapat mungkin diterima ke

dalam APRIS. Bebasa Daeng Lalo menyerukan supaya gerilyawan yang

beriumlah kira-kira loooo orang diterima masuk APRIS dan sesudah itu
baru diadakan saringan; sebab bagigerilya yang pokok sekarang adalah

kehormatan meniadi Angkatan Perang dan sesudah itu sebagian
besar dari mereka akan ikhlas meninggalkan Angkatan Perang. Dalam
penempatan gerilya ke dalam APRIS sedapat mungkin iangan samPai

dikurangi kedudukannya. (Sulistyo, 2ooo: J07).

Seruan Parlemen tersebut mendapat sambutan pihak pemerintah.
Kabinet Natsir yang terbentuk pada bulan September 1950, mulai
memberikan perhatian yang serius mengenai penyelesaian masalah
gerilya di Sulawesi Selatan. Usaha Kabinet Natisr untuk menyelesaikan
masalah gerilya di Sulawesi Selatan semakin nyata ketika dikeluarkannya
surat keputusan tentang penyelesaian masalah gerilya. Setelah
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mempelaiari dengan baik mengenai keadaan gerilya di Sulawesi Selatan,
maka pemerintah pusat sesuai dengan putusan Perdana Menteri
Natsir tertanggal t3 November 1950 No. 16lPMl195o, menetapkan
penyelesaian peristiwa gerilya Sulawesi Selatan dengan memasukkan
mereka ke dalam Tentara Nasional lndonesia. lsi keputusan tersebut di
antaranya sebagai berikut:

L Para peiuang nasional di Sulawesi Selatan diterima sebagai

anggota-anggota Tentara N asional lndonesia.
:. Tidak akan diadakan tuntutan terhadap tindakan-tindakan yang

dilakukan sebelum masuk, (Departemen Penerangan 1951: 34o).

Selaniutnya pemerintah mengeluarkan pedoman penerimaan
sebagai berikut:

1. Pada waktu para peiuang nasional di Sulawesi Selatan diterima
meniadi TNl, kedudukan mereka adalah sebagai batalyon-
batalyon latihan.

z. Akan ada masa peralihan yang mempersiapkan batalyon-batalyon
latihan itu meniadi batalyon infanteriTNl; masa peralihan apabila
suatu batalyon diresmikan menjadi batalyon infanteri.

3. Di Sulawesi Selatan akan dibentuk sebuah Brigade Hasanuddin
dan batalyon-batalyon yang telah diresmikan akan meniadi
batalyon infanteri TNl.

4. Selama masa peralihan pemimpin-pemimpin para peiuang
yang sekarang akan kedudukannya tetap seperti sekarang.

(Departemen Penerangan, 1953:34o - 141).

Pada tanggal 8 Desember r95o, ketika Asaat, Menteri Dalam Negeri
dari kabinet Natsir, datang ke Makassar, dan menyatakan bahwa soal
gerilya sudah selesai. Hal ini merupakan suatu pertanda berakhirnya
penyelesaian masalah gerilya oleh pihak pemerintah. Pemerintah
menerima konsep Parlemen meskidengan beberapa catatan Perbaikan,

Sehubungan hal tersebut, Bebasa Daeng Lalo sebagai wakil Ketua
Misi Parlemen, dalam sidang Parlemen melaporkan beberapa hal yang
menyangkut tentang penyelesaian masalah gerilya. Adapun isi laporan
tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Supaya pasukan gerilya di Sulawesi Selatan diakui dan segera
dilelmakan menjadi Brigade Hasanuddin;

2, Kahar Muzakkar ladi Komandan Brigade dengan pangkat
mayor, kepala staf dan kepala-kepala batalyon berpangkat
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kapten, pangkat tersebut dimaksudkan sekedar supaya belajar
bertanggunglawab dalam berbangsa dan bernegara;

3. Brigade Hasanuddin langsung diawasi komandan TT Vll lndonesia
Timur;

4. Untuk kepentingan latihan tentara dibekas pasukan gerilya

ditempatkan pelatih perwira dan bintara dari KTT Vll lndonesia
Timur;

5. Supaya dilupakan segala persengketaan terhadap gerilya di

Sulawesi Selatan dan Kahar Muzakkar dengan pasukan gerilyanya

diberiamnesti;
6. Susunan Brigade Hasanuddin diadakan satu depot batalyon

sementara untuk kembalinya sebagian gerilya ke dalam
masyarakat;

7. Masalah lrian Barat jika tidak dapat diselesaikan secara politis,
maka mantan pasukan gerilya yang telah dikembalikan ke

masyarakat supaya men,adi tentara sukarelal
8. Untuk meniaga iangan sampai ada sentimen sehubungan

dengan peristiwa yang lalu diusulkan afdeling'ofdeling Pare-Pare,

Mandar, Luwu dan daerah sekitarnya untuk sementara diladikan
tempat kedudukan dan tempat melatih pasukan'pasukan Brigade
H asa nud din;

9, Urusan perumahan dan asrama untuk kesatuan-kesatuan Brigade

Hasanuddin akan diatur dan ditanggung sendiri;
lo.Jaminan dan keuangan Depot lntelegen dan segala urusan

keuangan Brigade Hasanuddin iuga akan diatur dan tanggung
jawab sendiri. (Sulistyo, zooo: 3o7).

Realisasi dari usaha pemerintah untuk menerima gerilya ke dalam

APRIS akhirnya menemui titik terang dengan diumumkannya pada

tingkat nasional tentang pembentukan Corps Tiadangan Nasional

(CTN) pada akhir tahun 1950. Di Sulawesi Selatan Penerimaan CTN ke

dalam APRIS tanpa melalui saringan.

Pasukan gerilya yang telah memasuki rayon yang telah ditentukan,
terbentuk dalam lima Batalyon, kemudian dilantik menjadi CTN pada

tanggal 24 Maret 1951 di lapangan Hasanuddin. Pimpinan gerilya yang

hadir antara lain: Kahar Muzakkar, Andi Sose, Andi Selle, Saleh Syahban

dan lain-lain. Setelah pelantikan terladi perubahan dalam penempatan.

Perubahan tersebut disesuaikan dengan rayon dan susunan'susunan
Batalyon. Adapun susunan Batalyon dan penempatannya adalah



sebagai berikut:

. Batalyon I Bau Massepe di daerah Pinrang

. Batalyon ll Batu Putih dipusatkan di daerah Makale-Rantepao

. Batalyon lllArief Rate di daerah Limbung

. Batalyon lV Monginsidi

. Batalyon V 4o.ooo.

. Batalyon lV dan V dipusatkan di Enrekang (Harvey, 1989:178).

Pada perkembangan berikutnya, Batalyon Bau Massepe di bawah
pimpinan Andi Selle meniadi Korem 4 Mappesonae yang didalamnya
tergabung Batalyon 71o yang menguasai walayah Mandar.

Latar Belakang Pemberontakan Batalyon 7to
Salah satu persoalan dalam tubuh militer di Sulawesi Selatan

adalah tingkat kesejahteraan para anggota militer yang masih lauh
dari harapan. Berdasarkan hal itu, pihak militer dibenarkan apabila
melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan
kekuatan perseniataan dengan cara sendiri. Oleh karena itu, beberapa
petinggi militer di daerah melakukan kegiatan bisnis kopra dan beras.
Termauk And Selle dan pasukannya melakukan bisnis secara monopoli
di wilayah kekuasaannya.

Andi Selle sebenarnya adalah seorang tipe pemimpin yang baik dan
beliau sangat anti komunis. ltulah sebabnya sehingga ketika ditawari
suatu iabatan di Kodam (dulu Komando Daearah lndonesia Timur) dia
menolak sebab dianggap telah disusupi unsur-unsur komunis. Beliau

iuga mengetahui dengan pasti bahwa seiumlah pimpinan komandan
tentara di Jakarta, termasuk Soekarno sudah disusupi unsur komunis
(Tangke,dkk.,:ot: 87). Selain itu, beliau juga sudah terlena dengan
bisnis yang ditekuninya bersama anak buahnya yang membuat ia
menjadi kaya raya sehingga digelar batalion dollar.

Selain itu, Andi Selle menolak segala bentuk keriasama dengan
pemerintah,terutama tentara sebab ia tidakmau diperintah oleh tentara
yang tidak pernah berluang di Sulawesi Selatan, Beliau beranggapan
bahwa masa kita yang berjuang di daerah Sulawesi Selatan, tapi yang
mau memerintah kita adalah tentara yang tidak punya andil. Alasan
itu pula yang menyebabkan sehingga ia lebih memilih berjalan sendiri
dengan aturan sendiri pula. Apalagi ia tidak pusing masalah gaii anak
buahnya sebab ia memiliki kekayaan yang cukup banyak yang dlperoleh
dari hasil monopoli perdagangan.
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Perdagangan monopoliyang dilakukan oleh Andi Selle pada awalnya

dilakukan atas anjuran panglima yang menginginkan agar setiap

komandan berusaha menseiahterakan anak buahnya dengan ialan
bisnis, tapi yang legal. ltulah sebabnya sehingga penguasa militer di

daerah tertentu membentuk perusahaan yang mengelola perdagangan

hasil bumi ienis tertentu. Tokoh-tokoh militer yang melakukan kegiatan

seperti ini antara lain Letnan Kolonel Andi Selle dan Letnan Kolonel

Andi Sose, keduanya adalah komandan-komandan militer setempat.
Andi Selle menguasai Mamuiu, Malene dan Polmas' la dan keluarganya

menguasai monopoli hasil beras dan kopra dari daerah ini. Andi Selle

mengadakan keriasama dalam bidang perdagangan dengan Kahar

Muzakkar yang ketika itu menguasai wilayah pedalaman. (Gonggong,

2oo4,65)

Untuk mencari dukungan logistik, Andi Selle mengembangkan

bisnisnya melalul Batalyon 71o, Hal itu selalan dengan pencEnangan

Kepala Staf Angkatan Darat, AH Nasution, kepada seluruh Panglima

Teritorium agar mencari dana pengembangan sendiri. Cara Paling
tepat ditempuh Andi Selle untuk memperoleh dana dalam waktu yang

singkat adalah menerapkan sistem monopoli dalam perdagangan

dan penyelundupan. Monopoli pembelian kopra, beras, dan barang

komoditas lainnya dilakukan dengan cara melarang pedagang lainnya

membeli hasil dari petani, kecuali pedagang yang telah dibentuk Andi

Selle sebagai penguasa keamanan. Petani iuga dilarang menlual hasil

kebunnya kepada pedagang yang tidak mendapat izin dari Komandan

Batalyon. 71o Andi Selle.

Dua kewenangan militer di atas merupakan pembuka ialan bagi

militer untuk bergairah lebih luas dalam bisnis. Memegang kekuasaan

politik sudah barang' tentu menjadi modal besar untuk menguasai

masalah-masalah ekonomi. Ini terlihat dari implementasi perdagangan

Batalyon 71o di bawah komando Andi Selle yang sewenang-wenang
menetapkan sistem monopoli pembelian kopra dan beras di daerah

Mandar. Monopoli yang mengandung unsur paksaan itu menjadi

pemicu munculnya kontlik antara masyarakat, terutama petani dengan

anggota Batalyon 71o yang mengakibatkan masyarakat tidak pernah

merasa aman dan dipenuhi kecemasan yang berkepaniangan.

Produksi petani seperti kopra, beras, kopi, dan lainnya harus diiual

kepada pedagang yang berlabel Batalyon 7lo dengan harga murah di

bawah harga pasar yang tentunya sangat merugikan petani. Petaniyang

ANDISELLE DALAM BETAI.IOI'I71O I I71



tidak bersedia menyerahkan kelapanya untuk diolah menjadi kopra,
langsung dipetik sendiri oleh pihak Batalyon 71o dengan menggunakan
tenaga-tenaga TBO. Dalam waktu yang lama, TBO ditugasnya mengolah
kelapa milik rakyat yang ditinggalkan dan perkebunan kelapa seluas
1.o3o hektar. Setelah kelapa diolah menjadi kopra anggota TBO dapat
menjualnya kepada pihak pedagang Batalyon 7io dengan harga yang
sudah ditentukan. Cara ini dilakukan sebagai bantuan kesejahteraan
bagi anggota TBO yan8 bclum mendapat gaji tetap dari pemerintah.
Sebagai akibat dari perlakuan sewenang-wenang Batalyon 7to kepada
masyarakat petani, maka tidak sedikit petani yang meninggalkan
kampung halamannya mencaritempat yang lebih aman dariTNl. (Asba,
2oo7i 227)

Di saat bisnis yang dikelolah mengalami puncak kesuksesan,
teriadi pertentangan antara beliau dengan pemerintah terutama
Panglima Yusuf. Bisnis yang dikelolahnya semakin maju, di sisi lain
sangat menyengsarakan rakyat Mandar sehingga pemerintah harus
memperingatinya. Kenyataan itulah mendasari alasan Panglima Yusuf
harus mengambil tindakan nyata terhadap Andi 5elle yang dibuktikan
dengan memutasi beliau dari kedudukannya sebagai Komandan Korem
lV Mappesonae di Polewali dan ditarik masuk ke dalam iajaran Kodam
dengan jabatan Asisten Personil Kodam di Makassar. la kecewa dengan
pengalihan jabatan tersebut, sehingga ia menolak untuk pindah ke
Makassar. Akhirnya ia diberhentikan dengan hormat sebagai anggota
TNI.

Meskipun Andi Selle sudah diberhentikan sebagai anggota TNl,
namun semua bekas anak buahnya masih berada di bawah kendalinya,
apalagiyang berstatus sebagaianggota TBO. Oleh sebab itu, meskipun
Andi Selle sudah tidak lagi meniadi anggota TNl, namun Panglima
Yusuf menganggap Andi Selle masih terlalu kuat untuk dihentikan
dari segala tindakannya yang dianggap melanggar aturan pemerintah.
Panglima Yusuf mengakui bahwa hubungannya dengan Andi Selle
mengalami ketidakcocokan atau ada chemistry namun beliau tidak
tahu apa itu. Hanya beredar kabar angin menyatakan bahwa salah satu
penyebab ketidakcocokan itu di latari oleh keputusan pengangkatan
Yusuf meniadi Panglima menggantikan Andi Mattalatta. Sementara
Andi Selle dangkat sebagai Asisten Personil di Kodam sehingga secara
otomatis menempatkan dirinya di bawah kedudukan Yusuf (5umarkilo,
)006:82-81). Kenyataan itu ielas tidak bisa diterima oleh Andi Selle
karena menganggaap bahwa yang memimpin kita adalah orang tidak
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pernah berjuang di Sulawesi Selatan, sementara kita yang bertahun-
tahun berjuang hanya mau dijadikan sebagai anak buah atau bawahan.

Gerakan Andi Selle di daerah Mandar dipandang sangat meresahkan

masyarakat, sehingga melahirkan perbedaan pandangan antara Letkol

Andi Yusuf selaku Panglima Kodam XIV Hasanuddin menggantikan

Kolonel Andi Mattalatta. Untuk menyelesaikan perbedaan pendapat
itu, Panglima Kodam XIV Hasanuddin mengunjungiAndiselle di Pinrang

yang merupakan tempat kelahirannya. Dilakukan perundingan pada

tanggal ! April 1964 di sebuah gudang Dolog di Leppangeng, delapan

kilometer dari kota Pinrang Poros Polmas. Diantara isi pembicaraan

tersebut, Panglima Kodam XIV Hasanuddin ini mengajak Andi Selle

untuk meninggalkan Korem 4 Polewali dan bertugas di Kodam XIV

Hasanuddin sebagai Asisten lll. Tawaran Kolonel Andi Muhammad

Jusuf ini, rupanya ditolak oleh Andi selle dengan alasan tertentu. Andi

Selle lebih senang sebagai Komandan Korem 4 Polewaliyang dijabatnya

sudah beberapa tahun itu. Meski demikian, antara keduanya tetap

terialin keakraban sesama keturunan bangsawan Bugis yang ditandai

saling sapa dengan Ndi dan Doeng (adek dan kakak) ( conggong,

tg9>:t7z).

Setelah pertemuan berakhir, mereka mendapat undangan dari

Bupati Pinrang Haii Andi Makkulawu (menantu Andi Mappanyuki)

untuk makan siang bersama di kediamannya di kota Pinrang. Dengan

menumpangi kendaraan dinas Gubernur Militer Sulawesi, Andi Selle,

Andi Muhammad Jusuf, Komandan cPM Kolonel Sugiri, Komisaris Besar

Polisi Marjaman, dan Komandan Batalyon 4o3 Kapten Andi Patonangi

mereka semobil menuiu kediaman Bupati Pinrang. Di depan mobil

mereka dikawal mobil cPM yang melaju perlahan. Namun beberapa

pasukan Andi Selle yang dipimpin Andi Napi(adik kandung Andi Selle)

tetap waspada dan beriaga-iaga disekitar jalan poros menuju Makassar

untuk menjaga segala kemungkinan siapa tahu bakal teriadi sesuatu

(Sumarkiio, uooS: 88-89).

Ketika mobil yang ditumpangi rombongan mendekati rumah

kediaman Bupati Pinrang, mobil pengawal di depan mereka melaiu

terus, sehingga mobil yang ditumpangi panglima dan Andi selle ikut

terus. Padahal seharusnya belok kanan masuk ke rumah bupati.

Panglima Kodam XIV Hasanuddin kemudian menyuruh supir bernama

Sersin Langnga berhenti. Sebelum turun untuk menegur sopir

pengawal ying ti,a"f belok kanan itu, ia meminta agar jangan ada
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yang turun. Namun belum berapa langkah Kolonel M. Jusuf berjalan
menuju mobil CPM yang sudah berhenti itu, Andi Selle ikut turun.
Pasukan Andi Selle yang sudah berjaga-jaga dan siaga di sekitar jalanan,
seketika mandapat komando dari Andi Napi untuk menembak mobil
Panglima. Salah satu peluru dari pasukan Andi Selle meneriang tu buh
Komandan CPM Kolonel Sugiri dan meninggal seketika, Komisaris
Besar Polisi Mariaman terluka. Sementara Andi Patonangi yang melihat
situasi gawat segera mengacung acungkan tangannya agar pasukan
Andi Selle iangan menembak, terkena pula peluru sehingga tangannya
terluka (Sumarkijo, 20o6:89).

Menurut Sersan Langnga, Panglima Kodam XIV Hasanuddin Kolonel
Andi Muhammad Jusuf yang terkepung peluru segera dilindungi
seorang anggota cPM dan membawanya ke mobil pengawal,
selaniutnya dilarikan ke arah Makassar. Sementara Andi Selle berlari
menyelamatkan diri ke arah berlawanan menuiu Leppangeng diikuti
pasukannya. Beberapa saat teriadi saling tembak menembak antara
kedua belah pihak. Panglima Kodam XIV Hasanuddin ini terus dibawa ke
Parepare oleh para pengawalnya untuk istirahat, sebelum melanjutkan
perialanan pulang ke Makassar (Tangke, dkk.zotr:4)

Baik Andi Selle maupun Andi Muhammad Jusuf tidak ada yang
terluka dalam insiden tersebut yang kemudian dikenal dengan
Peristiwa Pinrang 5 April 1964. Dan sejak itu, Andi Selle dan pasukannya
mengumumkan untuk memisahkan diri dengan pasukan TNI dan
masuk hutan bergerilya. Demikian pula pihak TN I seiak itu menyatakan
Andi Selle dan pasukannya sebagai pemberontak yang melawan
pemerintahan yang sah-

Penumpasan Pemberontakan Batalyon 7io
Setelah penyelesaian masalah TKR, maka persoalan yang dihadapi

di Sulawesi Selatan dan Tenggara adalah sisa-sisa gerilya Dl[lt Kahar
Muzakkar. Pada tahun i959 timbul suatu masalah dengan macetnya
sidang Dewan Konstituante di Bandung untuk menyusun Undang-
Undang Dasar yang baru. Oleh sebab itulah sehingga lahir Dekrit
Presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu diambil
sebagai dasarkebijakan nasional untukmenghindari salingbermusuhan,
memperlakukan dengan baik dan wajar para pembangkang atau
pemberontak yang telah insyaf dan atau yang telah menyerahkan diri
kembali ke pangkuan lbu Pertiwi. Sebaliknya terhadap mereka yang
tetap membangkang terhadap APRI, tidak ada ialan lain harus ditumpas
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dan dihancurkan dengan cara APRI yang legal'

APRI dengan dukungan masyaiakat luas, telah melakukan berbagai

upaya untuk menghancurkan para pembangkang tersebut melalui

berbagai macam operasi, seperti; operasi merdeka, Halilintar dan

Bawakaraeng. Operasi-operasi tersebut telah memaksa pasukan Kahar

Muzakkar terdesak lauh masuk ke dalam hutan-hutan pedalaman

dan telah memotong jalur-jalur suplai logistik, memperkecil moril dan

daya tempur. Bahkan ada di antaranya yang telah menyerahkan diri

kepada pemerintah (Jarah Dam xlV Hasanuddin, 198::3t7). Ketiga ienis
operasi itu, tidak hanya berhentl sampai di situ, tetapi pada tahun-

tahun berikutnya dilakukan lagi berbagai oPerasi untuk mengamankan

kondisi Sulawesi Selatan dari para pembangkang anggota pasukan

Kahar Muzakkar.

Pada l95z Kodam XIV Hasanuddin belum mampu menyelesaikan

perbedaan pendapat dengan Darul lslam/ Tentara lslam lndonesia (Dl/

Tll) pimpinan Kahar Muzakkar, maka dibentuklah Komando Operasi

Tumpas. Di dalam Operasi Tumpas termasuk Operasi Kilat, rupanya

Operasi Kilat dinilai paling efektif dari semua operasi yang dibentuk

tentara di lndonesia Timur. Selain karena operasi ini lebih mampu

mengkonsolidasidiridengan masuknya seiumlah bekas anak buah Kahar

Muzakkar, juga Operasi Kilat ini langsung dipimpin Panglima Kodam

XIV Hasanuddin. Dari seluruh operasi yang dibentuk, baru OPerasi Kilat

yang langsung dipimpin Panglima Kodam XIV Hasanuddin. Dan operasi

ini pula yang mengakhiri hidup dan perjuangan Kahar Muzakkar dan

para pengikutnya. (Jarah Dam XIV Hasanuddin,1982:357)

Di balik sasaran utama OPerasi Kilat ini adalah penumPasan

periuangan Dlffll, ternyata juga menumPas gerakan Andi Selle'

Ketika Andi Selle tidak bersedia menerima tawaran Panglima Kodam

xlv Hasanuddin, Kolonel Andi Muhammad Jusuf untuk berdamai dan

meninggalkan pasukannya Batalyon 7to, pasukan Operasi Kilat iuga
mengarahkan seniatanya ke arah pasukan Andi Selle, sehingga di

beberapa tempat terjadi kontak senjata. ltu dimulai setelah Peristiwa

Pinrang 5 April 1964 yang berakhir tragis' Yang menarik, karena

pasukan andi Selle dilengkapi dengan perseniataan yang lebih modern

dari yang dimiliki ABRI. MeskiPun demikian, kemampuan 5umber Daya

ManusiJ (SDM) pasukan Andi Selle masih di bawah TNl, sehingga

hanya mampu bertahan dua bulan mereka menghadapi Operasi Kilat'

Ketika Andi Selle dikabarkan meninggal, September t954, maka seiring
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berakhir pula keberadaan pasukannya yang sudah tidak terkonsentrasi
lagi. Pasukan-pasukan Andi Selle secara bertahap menyerahkan diri
sehingga pemberontakan Andi Selle pun juga berakhir (Tangke, zott)

Selain karena operasi ini lebih mampu mengkonsolidasi diri dengan
masuknya sejumlah bekas anak buah Kahar Muzakkar, iuga Operasi Kilat
ini langsung dipimpin Panglima Kodam XIV Hasanuddin. Dari seluruh
operasi yang dibentuk, baru Operasi Kilat yang langsung dipimpin
Panglima Kodam XIV Hasanuddin. Dan operasi ini pula yang mengakhiri
hidup dan perjuangan Kahar Muzakkar dan para pengikutnya. Di balik
sasaran utama Operasi Kilat ini adalah penumpasan periuangan Dllfll,
ternyata iuga menumpas gerakan Andi Selle. Ketika Andi Selle tidak
bersedia menerima tawaran Panglima Kodam XIV Hasanuddin, Kolonel
Andi Muhammad Jusuf untuk berdamai dan meninggalkan pasukan
Batalyon 7to, pasukan Operasi Kilat juga mengarahkan senjatanya ke
arah pasukan Andi Selle, sehingga di beberapa tempat terjadi kontak
seniata. ltu dimulai setelah Peristiwa 5 April 1964 di Pinrang yang
berakhir tragis, Yang menarik, karena pasukan Andi Selle dilengkapi
dengan persenjataan yang lebih modern dari yang dimiliki ABRI.
Meskipun demikian, karena kemampuan Sumber Daya Manusia (5DM)
yang dimiliki pasukan Andi Selle masih di bawah TNl, sehingga hanya
mampu bertahan beberpa bulan mereka menghadapi Operasi Kilat.
Ketika Andi Selle dikabarkan meninggal, September r964, maka seiring
berakhir pula keberadaan pasukannya yang sudah tidak terkonsentrasi
lagi. Pasukan-pasukan Andi Selle secara bertahap menyerahkan diri
sehingga pemberontakan Andi Selle pun iuga berakhir (Gonggong,
199>117)).

Dampak yang ditimbulkan
Setelah berakhirnya pemberontakan Batalyon 7to di bawah

pimpinan Andi Selle, maka perekonomian masyarakat Mandar pada
umumnya yang bergerak dalam bidang kopra dan beras dapat berjalan
dengan normal. Masyarakat dapat menikamati kebebasan yang mereka
tidak temukan selama Andi Selle berkuasa di daerah Mandar.

Salah satu efek buruk dari pemberontakan ini adalah kebencian etnis
karena sikap penguasaan yang dilakukan Andi Selle. Selama .to tahun
(tgS+-tg6q) teriadi proses kebencian orang-orang Mandar terhadap
tentara-tentara Bugis yang dianggap memeras rakyat Mandar melalui
perdagangan kopra dan beras yang merupakan hasil utama daerah
Mandar. Riri Amien Daud, lbu Depu, Baharuddin Lopa adalah tokoh-
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tokoh masyarakat Mandar yang menentang kekuasaan Bugis Andi

Selle terhadap Mandar. Untuk itu tokoh-tokoh masyarakat Mandar

membentuk organisasi bernama Front Pembebasan Rakiat Tertindas

Mandar (FPRTM) yang berpusat di Makassar (Gonggong, 2oo4: 137).

Berakhirnya pemberontakan Andi Selle yang hanya berusia: bulan

dan akhirnya meninggal karena serangan iantung, sangat mendukung
operasi TNI dalam penumpasan DlrTll. Karena selama kekuasaan Andi

Selle di Mandar, Gerakan Dl|Ill mendapat sumber penghasilan finansial

karena mengadakan keriasama perdagangan kopra dan beras. Akan

tetapi setelah penberontakan Andi Selle telah ditumpas, perdagangan

kopra tidak lagi dikuasai oleh militer (anggot Batalyon 71o) sehingga

memperlemah keberadaan Dlftl l.

Pertanyaan Tak Teriawab
Tragedi tak terduga yang teqadi di Pinrang pada 5 April 1954, hingga

kini masih menyisahkan beberapa pertanyaan yang iawabannya tidak
pernah tuntas. Pertanyaan itu adalah siapa yang memulai tembakan;

benarkah Andiselle dikuburkan diTaman Makam Pahlawan Suppa; Siapa

yang muncul mengaku Andi Selle pada:3 Oktober 2oo3, dan sempat

menggegerkan kota Pinrang ketika itu. Kenyataan itu menimbulkan

prokontra, baik di kalangan keluarga besarnya, maupun mantan anak

buahnya serta para pengawal dan orang-orang terdekatnya.

Peristiwa atau tragedi 5 APril 1964 adalah suatu Peristiwa yang

teriadi tanpa ada perencanaan dari pihak Andi Selle dan pasukannya

yang dipimpin oleh Andi Napi (adik Andi Selle). Tragedi itu bermula

ketika kesepakatan yang telah buat antara Andi Selle dan Panglima

Yusuf untuk melakukan makan siang bersama di rumah jabatan Bupati

Pinrang Andi Makkulau. Sebenarnya rencana makan siang itu adalah

undangan bupati Andi Makkulau sehingga keduanya sepakat untuk

memenuhinya selepas pertemuan antara keduanya di Kampung

Leppangang arah lalan poros Pinrang- Polmas' Pertemuan itu dllakukan

di sebuah gedung Dolog yang lebih dikenal dengan nama sebutan bola

tellue.

lsi pertemuan antara keduanya tidak pernah dipublikasikan. Tetapi

banyak orang menduga bahwa pertemuan itu adalah untuk membahas

tentang sepak teriang Batalyon 71o yanl dipimpin oleh Andi Selle'

Umum mengetahui bahwa batalyon yang diPimPinnya cenderung

bersebelahan dengan pemerintah karena gerakannya dianggap tidak
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pro rakyat kecil. Oleh sebab itu pertemuan dilakukan untuk mengaiak
Andi Selle dan pasukannya agar fokus untuk melakukan perlindungan
dan perbaikan kehidupan masyarakat di mana ia ditempatkan. Selain
itu, pertemuan itu juga terselenggara antara kedua pihak tanpa adanya
tekanan dari pihak manapun juga sehingga Panglima Yusuf mengajukan
kepada Andi Selle agar mau menerima jabatan baru sebagai Asisten lll
Kodam XIV Hasanuddin.

Jabatan baru itu ditolak oleh AndiSelle dan ia lebih senang memimpin
pasukannya sebagai Komandan Batalion 710, Mutasi yang ditawarkan
oleh Panglima Yusuf itu sebanarnya adalah politik untuk memisahkan
Andi Selle dengan pasukannya. Cara itu dengan muda terbaca oleh
Andi Selle dan pasukannya. Meski pun iabatan itu ditolak oleh Andi 5elle
namun pertemuan itu tetap diakhiri dengan suatu kondisi yang tenang
namun tetap penuh tanda tanya antara kedua pihak. Usai pertemuan
itulah keduanya berangkat ke kota Pinrang memenuhi undangan
bupati Pinrang untuk makan siang bersama di rumah jabatan bupati
(Andi Makkulau adddtudng Sawitto).

Dalam Perjalanan menufu rumah jabatan bupati untuk makan siang
bersama, mobil yang ditumpangi oleh Panglima Yusuf bersama Andi
Selle, bukan berbelok ke rumah iabatan bupati seperti yang telah
disepakati oleh mereka berdua, tetapi mobil melaju terus ke arah
Parepare. Kenyataan itu membuat semua orang, terutama pihak Andi
Selle merasa dibohongi oleh Panglima Yusuf sebab kenapa mobil tidak
berhenti atau berbelok ke rumah iabatan bupati seperti yang telah
disepakati di tempat pertemuan. Berdasarkan penuturan supir mobil
Panglima Yusuf bahwa" Panglima luga heran sebab mengapa mobil
pengawal tidak berbelok ke rumah labatan dan sudah terlewati agak
jauh. Panglima lalu memerintahkan kepada sopirnya berhenti untuk
bertanya kepada sopir mobil pengawal yang ada di depan mereka".

Mobil Dinas milik Cubernur yang bermerk Dodge itu lalu berhentidan
Panglima turun dari atas mobil sambil berkata "iangan ada yang turun".
Ucapan itu rupanya tidak dituruti oleh Andi Selle, mungkin nalurinya
menyatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres sebab Panglima
turun dari mobil sementara kita dilarang untuk turun (Tangke,2o11: 70-
71). Ketika itulah mobil Andi Napi datang dan memotong ialan di depan
mobil Panglima dan ketika itu pula terjadi tembakan, pihak Panglima
menyatakan ada perintah "tembak Panglima", namun pihak Andi Selle
menyatakan tidak pernah ada perintah tembak.
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Versi Panglima menyatakan bahwa memang ia mengeluarkan
perintah kepada pasukannya agar menangkap Selle ketika mobil
berhenti, namun belum sempat terlaksana Selle juga keluar dari

mobil sambil berterika"Tembak Panglima". Ketika itulah teriadi
tembak menembak antara kedua pihak dengan sasaran utama mobil
dinas yang ditumpangi mereka bersama didampingi beberapa orang
(Sumarkijo,>oo6: 9o). Ketika terjadi tembak menembak di area yang
sempit itulah, badan mobil dinas sebelah kanan itu berlubangJubang
akibat teriangan peluru.

Terkait dengan undangan makan siang di rumah jabatan bupati
Pinrang, Panglima Yusuf tidak mengakuinya dan menyatakan
bahwa"Tidakada itu rencana ke sana,tetapiAndi Selle yangmengajaknya
untuk kembali ke kota. Tidak dijelaskan apa yang dimaksud "kembali ke
kota" (Sumarkijo, 2oo5:88). Menurut Panglima Yusuf, sebetulnya Andi
Selle mengalak naik mobilnya untuk kembali ke Pinrang dan itulah yang
ter,adi. Pernyataan ini terdapat kesalahan fatal sebab mengapa mobil
dinas yang dinaiki oleh mereka bersama tidak singgah di kota Pinrang
padahal sudah terlewati. lnilah yang meniadi pemicu terjadinya tragedi
ini dan sampai sekarang tidak terjawab.

Seandainya tidak ada ianji untuk makan siang bersama di rumah

iabatan bupati, mustahil Andi Selle mau bersama naik mobil dinas
Panglima menuiu kota Pinrang, Dan semua pasukan Andi Selle yang
mengawalnya mengetahui bahwa mereka akan memenuhi undangan
bupati Pinrang untuk makan bersama di rumah iabatan, tetapi ini
tidak diakui oleh Panglima Yusuf. Dengan demikian, siapa sebenarnya
yang keseleo mengeluarkan pernyataan yang bertentangan soal
itu, apakah pihak Andi Selle atau pihak Panglima. Yang pasti bahwa
semua pejuang yang berlabel Peiuang Kemerdekaan yang ada di kota
Pinrang mengetahui bahwa mereka berdua sepakat untuk makan siang
bersama di ruiab bupati Pinrang.

Sebaliknya jika dilihat mobil dinas yang ditumpangi oleh mereka,
badan mobil bagian kanan penuh lubang-lubang akibat terjangan
peluru senjata. Kalau dianalisis kenyataan itu, bahwa lubang-lubang
bekas peluru itu sangat besar kemungkinannya berasal dari pasukan

Raiders pengawal Panglima Yusuf. Kesimpulan itu diambil, karena
pasukan Raiders berada di bagian kanan pinggir jalan poros Pinrang-
Ujung Pandang. Selain itu, posisi duduk Andi Selle dalam mobil dinas
itu, adalah berada di samping kanan Panglima Yusuf. lni artinya, Andi
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Selle memang yang mau dihabisi, bukan Panglima Yusuf. Dengan
demikian, fakta seiarah telah diputarbalik untuk kepentingan tertentu.

Salah satu anggota pasukan Andi Selle menuturkan bahwa"
Seandainya kami dari pihak Andi Selle mau membunuh Panglima Yusuf
ketika akan dilaksanakan pertemuan di Leppangeng, sangat muda
bagi kami sebab medan kami kuasai. Ditambah perseniataan modern
yang lengkap kami miliki yang dibantu oleh lima unit mobil panser
yang belum dimiliki oleh Kodan XIV Hasanuddin yang dikomandoi oleh
Panglima Yusuf ketika itu". Mengapa kami dituduh mau membunuh
Panglima di saat yang sulit, yaitu ketika kami semua berada di tengah
kota Pinrang yang notabene dikuasa pasukan Panglima Yusuf. Tuduhan
itu sangat naif dan mengada-ada, sangat waiar sebab kami berada pada

posisi yang kurang menguntungkan, yaitu dituduh disersi (Dokumen
hasil wawancara La Djida, Pinrang; 2oo9). Lebih lanjut sumber ini
menyatakan bahwa" Norekko Ponglimde moelo riuno, mdgompong
ilokukon nasaba lokosi ikuasoi maneng nasobah idi pdttentui onroang
pdrtdmuangnge ri Lepongong". Artinya sangat muda bagi kami iika
ingin membunuh Panglima sebab medan kami yanh kuasai, dan tempat
perteuan juga kami yang tentukan. Selain itu, perseniataan yang kami

miliki sangat modern dengan 4 (empat) buah panser.
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Kesimpulan
Kesatuan Batalyon 710 dibentuk untuk menambah personil Tentara

Nasional lndonesia yang ketika itu jumlahnya masih sangat keciUkurang'

Terbentuknya kesaiuan ini, paling tidak telah meng-akomodir seiumlah

anggota gerilya yang ribuan iumlahnya yang selama ini meminta

status untut diakui sebagai Tentara Nasional lndonesia' Batalyon 71o

awalnya dibentuk dengan nama Batalyon 719 yang berlakosi di Maros

dan sekitarnya, lalu diorganisir menladi 71o berlokasi di daerah Mandar

(Polmas, tvtaiene dan Mlmuiu). Ketika Batalyon 710 di tempatkan di

daerah Mandar, personilnya tidak mencukupi untuk mengamankan

seluruh wilayahnya yang begitu luas'

Untuk memenuhi tuntutan iumlah personil kesatuan tersebut,

Andi Selle kemudian merekrut masyarakat, baik yang ada hubungan

darah maupun yang tidak sebagai Tiadangan Bantuan Operasional

disingkat TBO. Ada pula yang menyebutnya sebagai Tentara Bantuan

v
PENUTUP
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Operasional, bahkan lebih jauh ada yang mengartikan sebagai Tentara
Banyak Oang (uang). Pengertian terakhir itu dikaitkan dengan julukan
bagi Batalyon 7to sebagai "batalyon dollar". Artinya batalyon yang
memiiki kemampuan keuangan yang banyak sehingga dapat menggaji
sendiri anggota TBO-nya yang berjumlah ribuan orang.

Sumber penghasilan Batalyon 71o adalah melalui gerakan monopoli
perdagangan hasil bumi daerah Mandar (terutama kopra). Ketika
bisnis kopra inilah teriadi berbagai pelanggaran terhadap kehidupan
masyarakat Mandar yang dilakukan oleh anggota-anggota TBO Andi
5elle. Bahkan gerakan Andi Selle Mattola yang mengadakan hubungan
dengan Kahar Muzakkar, diketahui oleh petinggi Kodam XIV Hasanuddin
sehingga ia mendapat teguran, namun tidak dihiraukan. Bukan hanya
itu, berkali-kali Andi Selle diperingati namun tidak dihiraukan, termasuk
ketika batalyonnya mau diorganisir menjadi Korem lV Mappesonae.
Dari keladian itulah sehingga ia dipensiunkan secara dini dengan
pangkat Letnan Kolonel.

Meskipun sudah dipensiunkan dari labatannya, namun ia tetap
menguasai pasukannya bersama anggota TBO-nya dengan membentuk
batalyon baru yang disebut Batalion oo3. Ketika ia mengetahui telah
dipensiunkan dari kesatuannya, ia berkata,, Tidak apa-apa, saya sendiri
dapat menggaji anggota saya yang iumlahnya ribuan orang,,. Sejak
itulah beliau melepaskan diri dari kesatuannya dan berjalan di atas
perintah dan kemauannya sendiri. Kenyataan itu sangat mencemaskan
Panglima Kodam sehingga ia mengajak bertemu untuk menyelesaikan
berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh pasukannya.

Pertemuan akhirnya dilaksanakan di gedung tua Dolog, Kampung
Lepangang sekitar 8 km. dari kota Pinrang arah polmas. Akhir pertemuan
berlangsung aman dan damai antara kedua pihak. lnsiden kemudian
muncul justru teriadi ketika mereka bersama dalam satu mobil menuju
kota Pinrang untuk makan siang atas undangan Bupati pinrang. Dalam
perialanan inilah yang memicu teriadinya tragedi pinrang 5 April i964
karena ketika mobil memasuki kota pinrang, semua iring-iringan mobil
tidak ada yang singgah di rumah jabatan bupati pinrang, tapi iustru
berjalan melaju menuju arah Parepare-Makassar, Ketika melewati
ruiab bupati, Panglima lalu memerintahkan supirnya agar singgah
untuk bertanya kepada supir mobil pengawal (CpM) yang berada di
depan. Panglima Yusuf lalu turun dari mobil dinas dan memerintahkan
penumpang lainnya agar tidak turun. Namun himbauan itu tidak
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dihiraukan oleh Andi Selle sehingga ia iuga ikut turun melalui pintu

mobil bagian kanan.

Ketika keduanya turun, terjadi tembak menembak antara kedua

pihak dalam areal yang sempit. Tembak menembak terjadi antara

keduanya dan sulit mengenal siapa lawan dan kawan sebab teriadi

secara tak terencaLla. Korban kedua pihak berjatuhan dan bahkan

ketika tembak menembak usai, mayat-mayat berserakan di jalanan

tanpa ada yang menghiraukan. Andi Selle dan Panglima Yusuf dapat

meloloskan diri sehingga selamat dari te4angan peluru. Seiak itulah,

Andi Selle bersama pasukannya dinyatakan sebagai pemberontak

dan harus diselesaikan berdasarkan aturan pemerintah. Hanya dalam

waktu kurang lebih enam bulan lamanya, Andi Selle terjatuh ke dalam

lurang ketika dikepung oleh pasukan TNI sehingga menemui aialnya.

Pasukannya pun lalu menyerahkan diri kepada pemerintah dan

diampuni dosa-dosanya.

Saran-saran

t. Penulis mengharapkan kritikan dan masukan yang sifatnya

membangun dari para Pembaca atau semua pihak karena disadari

bahwa kajian ini masih sangat kurang data sehingga analisisnya

sangat dangkal.
2. Untuk memahami perkembangan atau dinamika militer lokal

di Sulawesi Selatan, maka perlu dilakukan pengkaiian lebih

laniut sebab hingga kini kaiian secara khusus menyangkut Andi

Selle dan gerakannya di Sulawesi Selatan masih sangat kurang.

Oleh karena itu, penulis menyarankan perlunya mengadakan

penelitian'penelitian tentang dinamika militer di Sulawesi Selatan

secara komprehensif dan holistik.
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4. Status informan : Wawancara langsung t997 (sudah meninggal)

1.

l
4

Nama
Umur
Alamat
Status informan

1. Nama
2. Umur
3. Alamat
4. Status informan

: La Djide ( Cakkodo)
: 88 tahun
: Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang

: Wawancara langsung :oo: (sudah meninggal)

: La Hasang
179
: Malimpung, KabuPaten Pinrang

: Wawancara langsung 1999 (sudah meninggal)
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